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ABSTRAK

Sejarah telah membuktikan bahwa adanya perkembangan dan
kemajuan yang pasti mengenai prinsip—prinsip Hukum
Internasional, teristimewa Hukum Diplomatik di masa sebelum
dan sesudah terbentuknya Perserikatan Bangsa—-Bangsa, vyakni
sejak Pra Kongres Wina tabhun 1815 vyang kemudian diubah
dengan Protocol Aix-La Chapelle tahun 1818 dimana mulai
diatur pangkat diplomatik yang dikenal dengan Regulation of
Vienna. Sejak saat itulah mulai diakui secara umum adanya
suatu lembaga perwakilan diplomatik. Kemudian setelah
dibentuknya usaha-usaha kodifikasi di bidang hukum
diplomatik melalui konperensi di Wina tahun 1961 melahirkan
konvensi Wina tentang hubungan diplomatik yang kemudian
disusul dengan perjanjian—-perjanjian antar negara
berdasarkan asas repocity, maka dapat dikatakan bahwa hampir
tidak mungkin lagi bagi suatu negara untuk menolak kehadiran
diplomatik suatu negara yang dikirim secara resmi oleh
negara pengirim, sehingga menurut tata cara pergaulan
internasional negara penerima wajib untuk melindungi
perwakilan diplomatik tersebut.

Kondisi tersebut di atas dimungkinkan oleh karena
keberadaan dan pengaruh yang cukup kuat dari adanya hak-hak

kekebalan dan keistimewaan diplomatik sebagaimana terdapat
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dalam ketentuan vang diatur dalam konvensi Wina tahun 1961,
vyang merupakan suatu dasar hukum pemberian hak—-hak tersesbut
didalam hukum Internasional positif.

Sehubungan dengan bentuk penyalahgunaan hak—hak
kekebalan dan keistimewaan diplomatik vyang seringkali
terjadi dalam rangka pelaksanaan fungsi pejabat diplomatik
dalam pergaulan internasional, dapat dikatakan bahwa sering
lahir dalam bentuk pemberian suaka diplomatik atau yang
dikenal dengan istilah defenitif asylum , vakni suatu
perlindungan vyang pada prinsipnya tidak mendapatkan tempat
dalam hukum internasional tetapi dalam prakteknya sering
dilakukan oleh para pejabat diplomatik dengan alasan untuk
tujuan meredakan tindakan sewenang—-wenang dan untuk
melindungi orang-orang tertentu vyang telah melakukan
tindakan kejahatan. ‘

Fenyalahgunaan hak—hak kekebalan dan hak-hak istimewa
yang telah dilakukan oleh pejabat—-pejabat perwakilan
diplomatik suatu negara, biasanya terlebih dahulu ditempuh
melalui tata cara atau saluran diplomatik yang telah diakui
di dalam hukum internasional tentang hubungan diplomatik,
seperti: FPemanfaatan lembaga-lembaga good—-office, mediasi
dan arbitrasi. Akan tetapi jika tata cara dan jalan damai
seperti ini masih terasa sulit untuk mengatasi persoalan

vang ada, maka biasanya negara penerima akan menggunakan
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cara—cara vang cukup keras seperti pengusiran, yakni
mengusir pejiabat perwakilan diplomatik yang telah melakukan
tindakan penyalahgunaan hak-hak kekebalan dan hak—hak
istimewanya dan kemudian akan dinyatakan sebagaili seorang
vang tidak disenangi atau tidak dipercaya atau lebih dikenal
lagi dalam hukum internasional dengan istilah (dipersona non
gratakan).

Sanksi-sanksi vang dijatuhkan terhadapnya itu oleh
negara pengirim itu sendiri tentunvya tidak lepas dari bhukum
yvang umum berlaku di dunia ini, vyakni menghukum setiap

bentuk kejahatan di muka bumi ini.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebiasaan internasional dan hukum internasional
teiah mengakui bahwa, setiap negara diharapkan agar
memberikan hal dan kekebalan kepada agen diplomsatik dari
negara lain yang dipercayakan negara tersebut. Peraturan
ini telgh ada sejak zaman dahulu dan mungkin telah
diterapkan berlakunya pada periode hubungan diplomatik
kuno, dan inilah yang merupakan dasar dan pokok ber-
lakuknya hak istimewa dan kekebalan diplomatik sampai
pada saat ini.

Telah diketahui, bahwa apabila kita berada di dalam
wilayah suatu negara, kita akan berada di bawah yuris-
diksi ngara itu. Lain halnya apabila kepala negara atau
pemerintah atau perwakilan negara berada di negara asing,
mereka tidak dapat diganggu gugat (inviolalibility),
karena mereka itu memiliki hak istimewa (priveleg) dan
kekebalan (immunity) terhadap yurisdiksi negara tersebut.
Kekebalan agen diplomatik merupakan suatu bentuk
perkecualian terhadap peraturan yang berlaku bagi semua
orang dan benda yang berada di dalam wilayah negara yang

terkena yurdisdiksi.
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Keharusan membebashkan agen diplomatik dari
yvurisdiksi lokal merupakan konsekuensi atas pengiriman
dan penerimaan mereks, vyaitu sebagai negara vang
berdaulat, mereka menerima kenyataan ini bukan sebagai
tanda kesetiaan terhadap negars pengirim, tetapi atas
dasar kepatutan dan persetujuan mereka sendiri untuk
tidak memperoses agden diplomatik ke mukasidang pengadil-
an lokal.

Pemberian hakistimewa dan kekebslan kepada para
diplomatik atau perwakilan negara tidak dapat dipandang
sebagai suatu hal yang dapat dimiliki secara pribadi,
mereka tidak dapat beditu saja melepaskan atas kemauan
sendiri atau menggunakannya di luar lingkup pelaksanaan
fungsinya.

Fungsi perwakilan diplomatik atau diplomat tentu
tidak akan berjalan dnegan lancar tanpa hak istimewa dan
kekebalan. Hak istimewa dan kekebalan diplomatik itu baru
akan efektif pada saat mereka menyeberangl perbatasan
negaranya menuju ke negara penerima dan hak-hak tersebut
berhenti pada saat mereka meninggalkan negara penerima.

Pada waktu pecah perang antara negara pengirim sgen
diplomatik negara penerima perwakilan diplomatik atau
sgen diplomatik tetap memiliki kekebslan sampal pada saat
pemberangkatannya ke negara pengirim. Dalam keadaan
seperti ini, bissanya tempat tinggal resmi, hak milik dan

arsip-arsipnya dipercayakan kepada perwakilan diplomatik



dari negara netral astas dasar persetujuan.

Salah satu alasan pembenar yang dijadikannys dasar

hukum tentang kekebalan yang dapat dinikmati oleh diplo-
mat yang berada di dalam wilayah negara pertama yaitu
exterritoriality Theory M. Tasrief, 1988 : 34).
Maksud exterritorial theory adalah kondisi orang atau
benda yang tidak berada di luar wilayah, tetapi bebas dar
vuridisdiksl negars -yang berwenang dimana orang dan bendsa
itu terletak, yang secara normal letak orang atau benda
itu berada di dlam wilayah tersebut.

Teori ini kemudian berkembang menjadi suatu doktrin
vang banyak diikuti oleh para penulis dan pengambil
keputusan pada zaman dahulu. Menurut doktrin exterri-
torial ini, tempat tinggal perwakilan diplomatik (diplo-
matic premises) yang berada di luar wilayah negara dan
didiriksn, untuk melaksanakan fungsu diplomatik di negarsa
penerima merupakan perluasan wilayah (exterritorial)
negars pengirim.

Sama halnysa dengan duta besar yang mengepalal per-
wakilan diplomatik tersebut, secara fiksi adalah penguasa
dari penambshan wilayah negars yang di 1luar, negarsa
dimana perwakilan diplomatik 1itu ditempatkan tidak
mempunyazi wewenang atau yurisdiksi terhadap mereka.

Mereka mempunyai hak istimewa dab kekebalan diplo-

matik, bebas dari hukum pidana, perdata, ketertiban dan




keamanan, pajak dan yurisdiksi hukum agama dan sebagai-
nya.

Tetapi akhir-akhir ini meskipun masih sering
ditunjuk sebagai rujukan, exterritorial hanya merupakan
hal yang fiksi dan doktrin ini sudah tidsak dapat lagi di-
laksanakan dalam kenyataan. Apabila perwakilan diplomatik
atau agen diplomatik memasuki negara penerims berarti
mereka harus tunduk kepada yurisdiksi negara tersebut.
Misalnya, seorang agen diplomatik diharapkan daspat ber-
tindak sesuail dengan hukum negara penerima dan
menghormati peraturan-peraturan keamsnan, meskipun dia
tidak dapat dituntut karena pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukannya. Selanjutnya, apabila dia melakukan usaha-
usaha yang bersifat komersial atas namanya sendiri atau
memperngunakan modal sendiri, maka dia tidak dibebaskan
dari peraturan lokal dan harus membayar bea dan pajak.

Sejalan dengan perihal tersebut di atas, kits
sering mendengar timbulnya persoalan mengenai peristiwa
sehubungan dengan status dan fungsi dinas hubungan luar
negderi, baik melaluil televisi, radio maupun media massa
cetak. Perscalan yang sering muncul banyak menyangkut se-
hubungan dengan masalah asylum, ekstradisi, penyanderaan
dan person non gratsa.

Hal 1ini menimbulkan pertanyaan, apakah sebenarnya
vang dimaksudkan dengan istilah asylum, ekstradisi,

penyanderaan dan persona non grata itu. Pertanyaan ter-



sebut diatas belakangan inil semakin gencar, karensa
semakin meningkatnya kekerasan dan pengusiran yang di-
lakukan terhadap perwakilan diplomatik dan dinas
hubungan internasional lainnya.

Sebagai sustu ilustrasi terhadap kejadian dimaksud,
disekitar tahun 1969 sampai dengan tahun 1980 telah
banyak dilakukan penculikan dan penyandersan terhadap
para wakil diplomatik dan konsul, diantaranya penyandera-
an terhadap wakil diplomatik di Kedutaan Besar Amerika
Serikat oleh mahasiswa militan Iran di Teheran.

Kiranya hal inilah yang melatar belakangi penulisan
skripsi 1ini, yang bertopik bahasannya berjudul “HASALAH
PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN EKEISTIMEWAAN MISSI DIPLOMA-
TIK MENURUT KONVENSI WINA 1861".

1.2 Batasan Masalah

Mengingat bsnyaknya mesalash yang timbul terhadap
kekebalan dan kesitimewaan missi diplomatik, maka penulis
hanya membshas masalsh dalam batas-batas sebagail berikut:

1. Sejauhmanakah keberadaan serta pengaruh berlaku-
nya kekebalan-kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa
menurut konvensi Wina 1861.

2. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan kekebalan dan
hak-hak istimewa diplomatik.

3. Sejauvhamanakah pengaruh aspek hukum Internasio-

nal di dalam kekebalan-kekebalan dan keistimewaan

diplomatik.




1.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempergunazkan metode-
logi deskriptif analisis, yaitu metodologi yang digunakan
untuk menggambarkan 1isi dari masalsh Penyalahgunasan
Kekebalan dan Kesitimewaan Missi Diplomatik menurut
Konvensi Wina 18961.

Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalsah
dengan melakukan penelitian kepustakaan (libary
research) dan penelitian lapangan (field research).

Fungsi dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk
mengetahui secara teoritis mengenai penyalahgunaan keke-
balan dan kesitimewaan missi diplomati. Pengetahuan 1ini
diperoleh dengan membaca buku-buku hukum, peraturan
perundang-undangan, dan buku-buku ilmu sosial lainnya
serta majalah-majalah, surat kabar, dan penulisan karysa
ilmiah. ]

Fungsi dari penelitian lapangan ini adalah untuk
menguji bagaimana kebenaran prinsip-prinsip yvang terdapat
dalam teori tersebut di dalam prakteknysa.

Penelitian Lapangan inil dilakukan dengan pengamatan
langsung (observasi) maupun dengan mengadakan wawancara
(interview) dengan pihak yang terkait. Sehingga data-data
vang diperlukan dapat terkumpul, untuk kemudian dipilih,

dipelajari dan dianalisis, serta akhirnya diuraikan dalam

skripsi ini.




1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan :

1. Dengan mengadakan penelitian akan didapatkan
gambaran secara menyeluruh dari penyalahgunaan kekebalan
dan kesitimewaan missi diplomatik untuk selanjutnya di
analisis.

2. Untuk mengetashuil masalah-masslah vyang mungkin
terjadi dalam perjanjian tersebut dan cara penyelesaian-
nya.

3. Untuk mengetahui sejauhmana teori-teori hukum
yvang mempelajari sesuai dengan praktek yang digunakan
dalam hubungan diplomatik antarnegara.

Adapun manfaat penulisan skripsi ini, adalah
Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat
untuk perkembangan hukum secara akademis, di samping juga
diharapkan akan memberikan masukan-masukan bagi para
negara yvang menyelenggarakan hubungan diplomatik.

Selanjutnya diharapkan pula sebagai bahan referensi
bagi mahasiswa dan ilmuan khususnya yang ingin menekuni
hukum diplomatik yang dihubunghkan dengan pelaksanaan dan

aplikasi dalam praktek hubungan diplomatik antarnegara.

1.5 Sistematika Penulisan
Adaspun sistematika dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut




Bab 1. Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan
mengenai: Latar belakang masalah, batasan masalah, metode
penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian dan sis-
matika penulisan.

Bab 2. dsalam bab ini, akan dibahas secara umum
pengertian umum perwakilan diplomatik vang meliputi:
pengertian diplomatik, peranan perwakilan diplomatik,
macam dan tingkatan perwakilan diplomatik serta penger-
tian dan pelaksanaan hukum diplomatik.

Bab 3. dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai
tinjauan teoritis dan yuridis kekebalan diplomatik: dasar
dasar teoritis berdasarkan: teori exterritoriality, teori
representative character dan teori functional necessity.
serta dasar-dasar yuridis, mulai berlakunya kekebalan-
kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik dan berakhirnysa
kekebalan-kekebalan diplomatik dan hak-hal istimewa.

Bab 4. Masalah penyalahgunaan hak istimewa dan
kekebalan diplomatik dalam bab ini, diuraikan: landasan
hukum pemberian kekebalan dan kesitimewasn hukum diploma-
tik dan beberapa masalah internasional sehubungan dengan
dinas luar negeri di forum internasionsl : masalah
asylum, masalah penyanderaan dan masalah person non

grata.

Bab 5. Penutup, dalam bab ini terdiri dari simpulan

dan saran.

AL I BT



BAB 2

PENGERTIAN UMUM PERWAKILAN DIPLOMATIK

2.3 Pengertian Diplimatik

Sepanjang menyanghut pengertian dari istilah dip-
lomatik atau diplomasi pada dasarnya hingga kini diantara
para pakar hukun bsik internasional terlebih nasional,
belumlah ada suatu pendapat yang dapat dikatakan berlaku
secara umum. Hal tersebut dapat dimengerti oleh karens
merupakan suatu devinisi atau pengertian dari suatu hal
agar dapat berlaku secars umum, adalah bukan merupakan
suatu hal yang mudah. Namun demikian, sebagai pegangan
sementara beberapa pendapat pskar hukum ternama di bawah
ini kiranya dapat dijadikan suatu pedoman mengenai apa
vang dimaksud dengan istilsh diplomastik atau diplomasi
tersebut.

Menurut Harold Nicolson, diplomasi atau diplomatik
berarti suatu metoda pengelolaan hubungan internasional
dengan mempergunakan cara negosiasi, cara mans bilasanya
dilakukan oleh seorang duta atau duta besar dengan
gayva/senl diplomatis (Harold Nicolson, 1980 : 15).

Sedang menurut Sir Ernest Satow, diplomasi adalah

penggunaan kecendekiawanan dan kebijsksansan dalam melak-

sanakan dan memelihara perhubungan-perhubungan resmi
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antara pemerintah—-pemerintah dari negara—-negara merdehka
(8ir Ernest Satow dalam Frederick L Schuman, 19469 : 179).
Menurut Oxford English Dictionary, diplomasi adalah
pengendalian serta pemeliharaan hubungan internasional
itu oleh para duta, pskerjaan atau pun pengetahuan serta
kebijakan seorang diplomatik (J. Badri, 1760 @ 19).
Akhirnya menurut J. Padelford dan George A Lincoln
(19537:3214) dikatakan bahwa :
"Diplomacy can be defined as the process of
representation and negotation by which =tate
customarily deal ons anothsr in time of peace".
Dari beberapa pendapat tersebut di  atas, dapat
disimpulkan bahwa diplomasi atau diplomatik berarti
menggunakan segala kebijakan dan memeslihara perhubungan-
perhubungan  resmi  antara para pemeriptah dan negara-
regara merdeka. Dan alat utama vyang dipakai dalam
melaksanakan pekerjaan diplomasi tersebut ialah dengan
jalan perundingan dan permusyawaratan. Sedang perundingan
perundingan 1ini ada y,ang dilakukan melalui cara surat
menyurat, pertukaran nota ataupun cara-cara lain yang

lazim dalam hubungan diplomatik

2.2 Feranan Ferwakilan Diplomatik
Feranan Ferwakilan Diplomatik pada dassarnya hanya
berhubungan dengan soal yang bersifat politis. Tapi

dengan adanya perkembangan disegala bidang, terasa sulit

memisahkan antara politik dengan aspek kehidupan ekonomi
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sosial, dan budaya. Oleh karena itu, tidak mengherankan

Jika lams kelamsan peranan perwakilan diplomatik pun

mengalami perubahan yangZ bukan saja menyelenggarakan

hubungan ini di bidang politik, tetapi sudah jauh masuk
ke bidang lain seperti perdagangan, keuangan, perindus-
trian dan sebagainya.

Untuk jelasnya, apa peran perwakilsn diplomatik itu

dapat dilihat dari ketentuan konvensi Wina 1951 pasal 3

(PUSDIKLAT DEPLU, 1990:22) adalah sebagai berikut:

1. Mewahili negaranya di negara akreditasi (representing)
Tugas ini mencakup dus hal, yakni pertams tugas yang
bersifat keupacaraan, yaitu mewakilli negaranya dalam
berbagai sacara hkenegarsan seperti menghadiri upacara
dan resepsi perayaan hari nasional dan lain-lain.
Ke dua sebagai sumber informasi, yaitu harus memiliki
informasi vang tepat dan benar tentang negaranya dan

negara penerima.

8]

Mengamati dan melaporkan keadasan dan perkembangan di
negara akreditasi (reporting). Dalam hal ini,
perwakilan diplomatik hsrus tanggap melihat pérkem-
bangan di negara akreditasi yang dapat membawa dampak
terhadap usaha perjuangksn kepentingan nasionalnya.
Selain 1itu, membuat prakiraan sedini mungkin serta
harus mampu mengemukakan saran atau konsep pemikiran

berdasarkan situasi dan kondisi di negara akreditasi

agar dapat mencapal suatu target.




3. Melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di
negara akreditasi (protecting). Perwakilan diplomatik
di dalam hal ini haruslsh dapat mendeteksi secara dini
perkembangan yang terjadi di negara akrediting yang
diperkirakan akan dapst merugikan atan merusak
kepentigan negara dan warga negaranya. Dalam rangka
pembangunan nasional, ia harus dapat melihat peluang-
peluang yang dapat meningkatkan non ekspor nin migas,
meanrik investasi asing, alih teknologi, bantuan luar
negeri dan lain-lain.

4. Berperan selaku pihak vyang melskukan perundingan
dengan negara akreditas. Untuk melakukan negosisasi
secara efektif, perwakilan diplomatik tersebut harus
memiliki kehalian dalam penggunaan teknik dan startegi
negoisasi. Selain itu, ia Jugs harus memahami
dengan baik apa yang menjadi kepentinagn nasionalnya
serta kemampusn dan kondisi negsra mitranys.

Agar dapat berhasil dalam melaksanakan tugas dan
fungsinysa, perwakilan diplomatik hendaknya memiliki
kepribadian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesabaran,
ketenangan, kejujuran, toleransi dan saling pengertian
sangatlah membantu keberhasilan suatu perundingan. Selain
itu, wakil diplomatik juga harus memiliki intelegensi

vang tinggi, dapat dipercaya dan disenangi oleh penguasa

negera penerima, mengikuti perkembangan dunis di segala
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bidang, mengetahuil kebudayaan bangsa-bangss besar lainnya
di dunia, sederhana dan loyal.

Selain tersebut di atas, perwakilsn diplomatik juga
dituntut untuk menguasai permasalahan baik nasional
maupun internasional yang menyanghkut kepentingan negara-
nya. Kemampuan itu harus ditunjang dengan kemampuan dalam
berkomunikasi. Ia harus dapat menyampaikan buah pikiran-
nya dengan baik dan jelas agar dapat dimengerti oleh
orang lain dan meyakinkan. Untuk itu ia harus memiliki
kemampuan berbahasa baik bahasa negara penerima maupun
bshasa-bahasa lain vang dipergunakan dalam pergsaulan
internasional.

Adapun keberhasilan dari perwakilan diplomatik
dalam melaksanakan tugas dan peranannya sebagai wakil
dari suatu negara tidaklah terlepas dari peranan istri
atau suami. Kesatuan suami-istri atau istri-suami sangat
penting artinysa.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan internasional
antara dua negara atau lebih melalui sistem perwakilan
sebagaimana telah dikemukakan di atas, Jjuga terdapat
beberapa macam dan tingkatan perwakilan diplomatik yang
lazim dslam rangks perhubungan dimaksud, seperti pembaha-

san berikot ini.
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2.3 Macam dan Tingkatan Perwakilan Diplomatik
Pembahasan mengenai macam dan tingkatan Perwakilan

Diplomatik ini, lebih dahulu hendaknya diadakan perbedaan

antara dua macam envoy atau wakil diplomatik, vyakni

1. Envoy diplomatik vang dikirim untuk melakukan

perundingan-perundingan diplomatik;

58]

Envoy diplomatik yan dikirim untuk menghadiri upacara-
upacara kenegsarsan seperti penobatan raja, perkawinan
agung dan sebagainya; orang-orang yvang dikirm untuk
keperluan ini dipilih dari kalangan 1istana seperti
pangeran.

Kedudukan dari kedus envoy tersebut adslah sama.
Selanjutnya mengenal envoy diplomatik 1itu sendiri,
terdapat pula perbedaan-perbedaan sebsgal berikut
1. Envoy tetap atau sementara vyang diakreditir pada

kepala negara kemsna 18 dikirim untuk melakukan

perundingan dengan negara yang bersangkutan.
2. Envoy vyang dikirim untuk mewakili negaranya dalam
suatu konferensi; dimana envoy ini tidak diakreditir
pada kepala negara dimana konfrensi diadskan, namun
demikian ia tetap merupakan envoy diplomatik, sehingga
ia Jjuga memiliki hak-hsak diplomatik seperti exterri-
torial dan immunitet (J. Badri, 1852:21).

Macam atau jenis envoy diplomatik seperti dikemu-

kakan di atas, memilikil pula Jjenjang tingkatan menurut

tingkat rendahnys sebagaimana dimaksudkan dalam Kongres
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Wina di tahun 1815, tingkatan mana ditetapkan sebsagsai

berikut

1. Ambassadors, Legates, or Nuncios

2. Envoy, ministers or other persons accredited to
soveregn.

3. Charge’'s de-affaires, accredited to minister for
foreign affairs.

Qleh karean dipandang bahwa Kongres Wina 1815 tidak

memasuhkkan satu kelas dalam tingkatan perwakilan

diplomatik vyang Jugs diakreditir oleh kepala negara,

vakni Minister Resident karenanya, dalam Kongres Aix La

Chapelle tahun 1818 ditetspkanlah HMinister Resident ini

diantara Duta dan Kuasa Usaha (Chargo d affars). OQleh

sebab itu tingksatsn perwakilan diplomatik setelah Kongres

Aix La Chapelle tahun 1818 terdiri atas

1. Ambassadors (Duta Besar), Duta atau Nuncio

2. Envoy (Duta) Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh
(Ministers Plenipotentiary).

3. Minister Resindent accreditir to sovereign

4. Charge d affairs (Kuasa Usaha) accreditir to ministers
of Foreign Affairs.

Namun demikian Konvensi Wina kemudian yvang

diselenggarakan tahun 1961, mengubah kembali tingkatan

perwakilan diplomatik tersebut di stas menjadi

1. Duta Besar atau Nuncio yang diakreditasikan kepada
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kepala negara dan kepala perwakilan lain yang sede-
rajat.

2. Duta Luar Biasa, Menteri Berkuasa Penuh dan Inter-
nuncio yang diakreditasikan kepada kepala negara;

3. Kuasa Usaha yang diakreditasikan kepada Henteri Luar
Negeri.

Selanjutnya dalam pos-pos perwakilan qiplomatik itu

sendiri terdapat pula tingkatan diplomatik sebagai

berikut

- Duta Besar (Ambassador);

- Minister atau Duta;

- Minister Councelor;

- Sekretaris I;

- Sekretaris 1I1;

- Sekretaris III; dan

- Atase. (Balitbang Masalah Luar Negeri DEPLU, 1980:120)

Dari pemaparan sebagsimana tersebut di atas

mengenai macam dan tingkatan Perwakilan Diplomatik dapat

diketahui masing-masing terdiri dari

1. Wakil diplomatik vang dikirim untuk melakukan
perundingan-perundingan diplomatik dan

2. Wakil diplomatik yang dikirim untuk menghadiri
upacara-upacara kenegaraanm seperti penobatan dan
lain-lain.

Sedang dari segl kedudukan, kedua macam perwakilan

diplomatik itu adalah sama. Bedanya, jika wakil diploma-
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tik vang dikirim untuk melakukan perundingan diplomatik
baik yang bersifat sementara atzu tetap, diakreditir oleh
kepala Negara tempat dimana ia dikirim. Lain halnya
dengan wakil diplomatik yang dikirim wuntuk menghadiri
suatu konfrensi tidaklah diakreditir oleh Kepala Negara

tempat dilangsungkannya konfrensi tersebut.

2.4 Pengertian dan Pelaksanaan Hukum Diplomatik

Aps yvang dimsksudkan dengan hukum diplomatik dalam
skripsi ini adalah tidak lain dari semua hukum yang
berlaku bagi dan dikalangan diplomatik. Sedang yang di-
maksudkan dengan pelaksanaan Hukum Diplomatik, yakni pe-
nerapan dari Hukum Diplomatik tersebut berdasarkan
ketentuan hukum vang berlaku dalam perhubungan
diplomatik.

Hukum vyang berlaku bagi kalangan diplomatik di
dalam pergaulan diplomatik internasional, pada dasarnya
bersumber dari hukum tidak tertulis yang dikenal sebagai
Hukum Kebiasaan Internasional serta Hukum Tertulis yang
kebanyaksn lahir dari sdanya perjanjian internasional.

Sehubungan dengan pembahasan sebagaimana judul dari
skripsi ini, vyang membahas masalah penyalahgunaan
kekebalan dan kesitimewaan missi diplomatik menurukb
Konvensi Wina 1961, maka secara khusus pula vyang dimak-

sudkan dengan hubungan diplomatik dalam hal ini adalah




18

hukum vyang mengatur tentang kekebalan dan kelistimewaan
diplomatik tersebut.

Kekebalan diplomatik pada dasarnys bersumber dari
bahasa asing yang mencakup dua pengdertian, yaitu
Inviolability dan Iommunity. Inviolability  berarti
kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima
dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan.
Dengan demikian terkandung pengertian memiliki hak untuk
mendapatkan perlindungan dari slat-zlat kekuassan negara
penerima. Sedangkan Immunity berarti kebal terhadap
yurisdiksi dari hukum negars penerima baik perdata maupun
pidana (Edy suryono dan Moenir A, 11986:84).

Azas kekebalan wakil diplomatik terhadap berlakunys
peraturan hukum pidana atau perdata negara setempat, kini
telah diterima secara universal sebégai suatu azas hukum
internasional yang mulai dikukuhkan sejak Kongres Wina
1815 hingag yang terakhir Konvensi Wina 1961, karenanya
hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik berdasarkan
azas resiprositet telash pula diakui dan diperteguh di
dalam peraturan perundang-undangan sejumlah besar negara
di dunia disamping penanda-tanganan satas persetujuan
Konvensi Wina 1961.

Adspun pengakuan hak-hak kekebalan dan kesitimewasan
diplomatik sebenarnya berasal dari pengakuan hak-hak
kekebalan dan keistimewsan Kepsla Perwakilan yang

mewakili Kepala Negara Asing. Sedang wakil diplomatik
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vang diakui sebagai Kepala Perwakilan vang dapat

mewakili Kepala Negara Asing menurut ketentuan pasal 14

Konvensi Wina 1961, yaitu

1. Duta Besar, Muncios dan lain-lain Kepals Perwakilan
setingkat yang diakreditir kepada Kepala Megdars;

2. Minister Plenipotentiary dan EnQoys extraordinary,
Internuncios yang diakreditir kepada Kepala negara;

3. Charge d’'affairs yang diakreditir oleh Menteri Luar
Negeri.

Pelaksanaan hukum diplomatik sebagaimana telah
dikemukakan tersebut di atas, yang khususnya diberikan
kepada para pejabat diplomatik vyang mewakili Kepala
Negara Asing, tentu saja pemberian hak-hak kekebalan dan
hak-hak istimews diplomatik itu selain dari sadanya azas
hukum vang telah berlangsung sekian lamanya dalam
pergaulan internasional, juga memiliki dasar-dasar lain
seperti dasar teoritis maupun dasar yuridis yang secara

khusus skan dibahas dalam bab selanjutnya.



BAB 3
TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS

HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK

3.1 Dasar-Dasar Teoritis

Telah beberapa abad lamanya dalam hubungan
pertukaran utusan sesuatu negara yang saat ini dikenal
dengan nama diplomat, telah diberikan hak-hak kekebalan
dan keistimewaan. Dengan adanya praktek kebiasaan dalam
perhubungan internasional ini, mulailah para pakar hukum
ternama di berbagai negara memikirkan dan mencari dasar-
dasar pemberian hak-hak tersebut baik dari segi teoritis
maupun yuridis.

Pada periode selanjutnya hingga kini, ‘dasar-dasar
teoritis pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan
bagi hukum diplomat dikenal adanya 3 (tiga) teori, yakni:
1. Teori Exterritoriglity

Menurut teori exterritoriality ini, bahwa seorang
wakil diplomatik itu karena exterritoriality dianggap
sebagai tidsk berada di wilayash negara penerimsa,
melainkan berada di wilayah negara pengirim, meskipun
pada kenyataannya ia berada di wilayah negara penerima
Oleh sebab itulah dengan sendirinya seorang wakil
diplomatik itu tidak tunduk pada hukum negara
penerima. Begitu pula ia tidak dapat dikuasai oleh

20
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hukum negara penerima dan tidak tunduk pada segals
peraturan negara penerima dan mengenal tempat
kediaman dari wakil diplomatik dengan ex-
territoriality ini, dipandang sebagai bagian dari
wilayah negara pengirim sebsgaimana dikatakan oleh Sir
Gerald Fitsmaurice (dikutip dari Edy Suryono dan
Moenir A, 1986:32) sebagai berikut

"Exterritoriality which implies that the

premises of a mission in theory are autside

therritory of the receiving state and represent

a sort extension of the territory of the sending

state”.

Oleh karena itu, menurut teori ini selain dari
wakil diplomatik itu sendiri, tempat kediaman atau
gedung perwakilan diplomatik itupun tidak dapat
dikuasai oleh hukum negara penerima oleh karena tempat
kediaman dan gedung perwakilan di plomatik itu di-
anggap sebagai perluasan dsari wilayah negara
pengirim.

Dalam praktek, pemberian kekebalan-kekebalan dan
kesitimewaan diplomatik sebagaimana dimaksudkan dengan
teori exterritoriality secara sempurna dan mendsapat
banyak kecaman dari berbagai kalangan dan pakar hukum
sendiri dari berbagai negara. 0leh ksarena itulah
Fitzmaurice sendiri memandang bahwa untuk maksud-
maksud tertentu, seorang wakil diplomsatik beserta

tempat kediamaan ataupun gedung perwakilannya tetap

tunduk pada yurisdiksi negara penerims. Misalnya di




dalam praktek telah diterima secara umumm bahwa
seorang pejabat diplomatik harus tunduk dan takluk
kepada peraturan lalu lintas negara penerima. Demikian
pula bhalnya dalam kebiasaan pergaulan antar negara,
seorang wakil diploamtik dapat diwajibkan untuk
membayar jasa—-jasa yang telah diterima oleh negara
pengirim, misalnya dalam hal membayar jasa listrik dan
gas. Dengan demikian adalah suatu hal yang tidak
sesuai dengan azas atau teori exterritoriality seperti
dimaksudkan tersebut di atas (B. Sen-5ir Gerald
Fitzmaurice GCMG dalam Edy Suryono dan Moenir A, 1986:
33).

Sedang Gecil Hurst, menyatakan bahwa :

"The theory may for certain purpose be usefull,

but it untrue in fact, is 1leads to absurd

results and it has now been definitely repudi-

ate by more writer and by decision o the court”

(Cecil hurst, 1950:33).

Secara teoritis, teori exterritoriality ini
dapat diajukan kebaratan seperti, jika seorang wakil
diplomatik benar berada di wilayah negara pengirim,
maka pada hakektanya ia tidak memerlukan hak kekebalan
dan keistimewaan tersebut, sebab dalam keadaan normal
seorang wakil diplomatik tidak memerlukan suatu
perlindungan dari negaranya sendiri. Perlunya
perlindungan berupa hak—hak diplomatik dan

kesitimewaan hanya diperlukan di negara tempat ia

bertugas.
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Dengan adanya beberapa kelemshan dalam teori
exterritoriality dalam praktek kebiasaan pemberian
hak-hal kekebalan dan kesitimewaan diplomatik dalam
pergaulan antarnegara, maka teori ini dalam bentuk
semula tidak dapst dipertahankan lagi. Jika pun dalam
berbagai tulisan masih sering ditemukan istilah
Exterritoriality ini, hal itu telah memiliki penaf-
siran yang berbeda dari pengertian semula, hal mana
telah disesuaikan dengan kondisi yang berlaku dewasa

ini.

Teori Representative Character
Selain dari teori tersebut di atas, ada pula
teori repsentetative caharcter sebagai dasar pem-
berian hak-hak kekebalan dan keistimewaan dipldmatik.
Menurut teori ini pemberian hak-hak hkekebalan serts
hak-hak keistimewaan diplomatik didasarkan atas sifat
dari perwakilan diplomatik 1itu sendiri yang pada
dasarnya adalah pihak yang mewakii Kepala negara atau
negara yang diwakilinya di luar negderi. Dan oleh sebab
itu pula terhadap teori ini lahir penafsiran yang
beragam, diantaranya yaitu
Pertama : Bahwa bilamana seorang pejabat diplomatik
dipandang sebagai pihak yang mewakili Negars
atau Kepala Negara, maka perbuatan dan atau

tindakan haruslah dipandang dari Kepala



Kedua
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Negara itu sendiri atau setidak-tidaknya
merupakan perbuatan Negara pengirim. Hal ini
disebabkan oleh karena adanysa ketentuan
dalam hukum internasional yang menganut
paham bawah semua Negara di dunia ini sede-
rajat, sehingga dengan demikian dipandanglah
bahwa suatu Negara adalah kebal terhadap
kekuasaan negara berdaulat lainnya, d§1an
istilah latinnyas dikenal dengan istilah “Par
Im Parem Non Habet Imperium” yang berarti
bahwa negara vyang berdaulat tidak dapat
menjalankan yurisdiksinya terhadap negara

berdaulat lainnya (J.G. Starke, 1872:122).

: Oleh karena negara asing memiliki kedaulatan

dan kebebasan sebagaimana tersebut di atas,
maka agar wakil diplomatik dapat melaksana-
kan tugas-tugas perwakilan secara bebas dan
aman dinegara penerima, maka dipandang perlu
memberikan hak-hak kekebalan dan hak-hak
istimewa kepada para wakil diplomatik
tersebut. Dengan demikian menurut teori ini
tercermin adanya pemahaman bahwa wakil
diplomatik dalam hal ini disamakan kedudu-
kannya dengan Kepala Negara. Itulah sebabnya

teori ini disebut juga sebagai teori sifat



seorang diplomatik sebagai wakil Kepala
Negara yang berdaulat.
3. Teori Functional Necessity

menurut teori Functional Necessity ini dasar
dari pemberian hak kekebalan dan kesitimewaan diploma-
tik adalah bahwa seorang wakil diplomatik memerlukan
adanya kebebasan yang seluas—-luasnya dalam rangka
pelaksanaan tugas—tugasnya sehingga dengan demikian,
hal-hal yang dipandang dapat mengganggu proses pelak-
sanana tugas seorang diplomatik dapat dicegah. (KO
Swan Sik dalam AS Budiman, Hukum Internasional Hak-Hak
Istimewa dan Kekebalan: 97).

Sejalan dengan pendapat di atas yang ber-
pandangan bahwa wakil diplomatik itu memerlukan adanya
hak kekebalan dan hak Keistimewaan agar ia dapat
melakukan fungsinya secara bebas, dapat dilihat dalam
ketentuan pasal 27 ayat 2 Konvensi Wina 961 vyang
menyatakan sebagai berikut :

"The official correspondence of the mission

shall beinviolable. Official correspondence

means all correspondence relating to the
mission and its functions".

Dengan membaca ketentuan sebagaiaman telah
ditentukan dalam ayat 2 pasal 27 Konvensi Wina 1961
sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikatakan
bahwa Konvensi Wina 1961 ini juga menganut paham

sebagai mana yang dianut oleh teori kebutuhan
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fungsional, yakni hak-hak kekebalan dan kesitimewaan
tersebut dibutuhkan karena adanya keinginan untuk
mencegah setiap gangguan yang merupakan hambatan bagi
pelaksanaan dari tugas—tugas diplomatik sesuai dengan
fungsinya.

Sedangkan di sisi lain seperti yang tercantum
dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 khususnya alinea
ketiga, dikatakan bahwa :

Realizing that the purpose such privileges and

immunities is not to benefit individuals but

to ensure the efficient performance of the
function of diplomatic mission as representing

states.

("Menyadari bahwa tujuan dari beberapa hak
istimewa dan kekebalan hukum bukanlah untuk
kepentingan individu melainkan untuk kepen—
tingan penyelenggaraan yang efisien atau tepat
dari fungsi-fungsi missi-missi diplomatik
sebagai wakil negara").

Oleh karena itu sangat jelas, bahwa hak kekebalan dan
keistimewaan diplomatik itu adalah merupakan jaminan
atas pelaksanaan fungsi diplomatik sebagai wakil dari
Kepala Negaranya. Sedang dakan ketentuan pasal 22 dan
30 Konvensi Wina 1961 tersebut, yakni =
"1. The premises of the mission shall be inviolable.
The agens of the receiving State may not enter
them, exept whith the head of the mission.
2. The receiving State is under a special duty to
take all appropriate steps to protect the premises
of the mission against any intrusion or damage and

to prevent any disturbance of the mission or
immairment of its dignity.



3. The peremises of the mission, their furnishings
and other property there on and the means of
transport of the mission shall be immunc from
search, requisition, attaschment or execution".

Pasal 30, menyatakan bahwa :

"1. The private resedence of a diplomatic agent shalla
envoy the same inviolability and protestion as
premises of the mission.

2. His papers, correspondence and, exept as provided
in paragraph.

Melihat wraian di atas, akhirnya kembali di-
katakan bahwa selain dari menganut paham teori sifat
seorang diplomatik yang merupakan wakil dari suatu
negara (Repsentative Characteter Theory (dan Teori
Kebutuhan Fungsional (Functional Necessity Theory),
Konvensi Wina 1961 juga menganut faham teori
exterritoriality dalam hal tertentu.

Selanjutnya, pembahasan dari ketiga teori di

atas, Oppenheim berpendapat (1958:788) bahwa :

"... the reasons why there privileges must be

granted are the diplomatic envoy are represen-—

tatives and futher, that they could not exercise

their functions unless the enjoyed such
privileges".

("Alasan mengapa hak-hak istimewa harus diakui,
diberikan karena duta atau wakil diplomatik
merupakan wakil atau utusan dimana mereka tidak
dapat melaksanakan tugasnya kalau tidak memiliki
hak istimewa demikian").

Dengan pendapatnya sebagaimana tersebut di atas,

Oppenheim tergolong penganut dua pabham sekaligus




sehubungan dengan pemberian hak kekebalan dan

kesitimewaan diplomatik, yaitu

1. Teori sifat seorang diplomatik sebagai wakil negara
dan

2. Teori Kebutuhan Fungsional.

Dari pembahasan di atas mengenali dasar-dasar
teoritis pemberian hak-hak kekebalan dan kesitimewaan,
dapat diketahui pemberian hak dan kesitimewaan, dapat
diketahui bahwa pemberian hak kekebalan dan keistime-
waan diploamtik disandarkan pada hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa oleh karean para diplomat itu dipandang
sebagai wakil dari Kepala negaranya, ia juga meru-
pakan wakil negara dan seluruh rakyat negaranya.

2. Bahwa agar supaya para diplomatik tersebut dapat
melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, lancar dan
efektif, maka dipandang perlu untuk memberikan
kebebasan-kebebasan dalam hal-hal tertentu sehu-

bungan dengan yurisdiksi negara.

3.2 Dasar Yuridis Kekebalan Diplomatik

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan
dan teknologi, kejahatan dalam berbagai bentuknya Jjuga
lahir di hampir semua aspek kehidupan tak perduli
kehidupan kaum diplomatik, jugs merasakan akibatnya. Dan

oleh karena Jjaminan akan keamanan dan kebebasan kerja




kaum diplomatik semakin dirasakan perlu adanya suatu
jaminan yang dapat digunakan secars pasti, maka pemberian
hak kekebalan dan kesitimewaan diplomatik yang bersumber
dari kebiasaan internasional dipandang perlu untuk
dijadikan dasar sandaran secara tertetulis, sehingga ia
dapat dijadikan sebagai suatu ketentuan vyang bersifat
umum dan dapat diterima oleh semua negara dalam pergaulan
internasionsal.

Kecenderungan diatas akhirnya menghasilkan Konvensi
Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang merupakan
pengakuan secara umum internasional adanya hak
kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang dipandang oleh
semua negara, yang telah meratifisir konvensi tersebut
sebagai suatu dasar hukum tertulis vang bersifat
perjanjian multilateral antara negara-negara yang telah
meratifikasi konvensi 1itu. Dan salah satu dari sekian
banyak negara vyang telah meratifikasi konsevnsi itu
adalah Indonesia, sehingga secara yuridis pemberian hak
kekebalan dan kesitimewaan diploamtik di Indonesia Jjuga
bersumber dari Konvensi Wina 1861 tersebut.

Pemberian hal kekebalandan keistimewaan diplomatik
menurut Konvensi Wina 1961 ini dapat dilihat dapat
ketentuan pasal-pasal berikubt, yang masing-masing menya-

takan bahwa



FPasal 22,

"1. The premises of the missions shall be inviolable.
The agents of the reciving state may not enter them,
exept whith the consent of the head of the mission.

2. The receiving State is under a special duty to take
all appropriation steps to protect the premises of the
mission or impairmen of its dignity.

3. The premises of the mission, their furnishings and
other property there on the means of transport of the
mission shall be immunc from search, regusition,
attachemtn or execution.

Fasal 24,

"The archives and documents of the mission shall be
inviolable at any time and wherever they may be".

Fasal 20,

"i. The private residence of a diplomatic agent shall
envoy the same inviolability and protection as premises
of the mission.

2. His paper, correspondence and, except as provided in
paragraph.

Z. DOf article 31, his property, shall likewise envoy
inviolability".

Dari ketentuan tersebut di atas, kiranya nampak
jelas bahwa kekebalan dan kesitimewaan gedung perwakilan
diplomatik, dan arsip-arsip miliknya adalah kebal dari
yurisdiksi negara penerima. Namun demikian, khusus
mengenai hak kekebalan gedung perwakilan diplomatik
sebagaimana dimaksudkan di atas, adalah dimaksudkan
sebagai suatu hak dari gedung perwakilan atau tempat

khusus dari negara penerima. Dengan demikian tidaklah

sama pengertinnya dengan paham yang dianut oleh teori
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exterritorialiteit. Selain ity dikatakan pula bahwa
gedung perwakilan asing (kantor perwakilan diplomatik)
tidak dapat dimasuki oleh siapapun alat kekuasaan negara
penerima kecualli atas izin kepala perwakilan (pasal 22
ayat 11X Karenanya dalam hubungan ini terkadang
pengertian bahwa negara penerima dibebankan suatu
kewajiban untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu,
untuk melindungi tempat kediaman atau kantor perwakilan
diplomatik itu dari setiap pemasukan yang tidak syah atau
perbuatan pengrusakan serta melindunginya dari perbuatan
pengacauan terhadap ketentaraman dari perbuatan yang
dapat merugikan kehormatan negara pengirim (Fasal 22 ayat
2). Sedang dalam pasal 22 ayat T dikatakan bahwa gedung
perwakilan serta segala perabitan harta benda yang berada
didalamnya, termasuk sarana transportasi kedutaan adalah
kebal terhadap pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan . dan
eksekusi.

Dengan melihat segala ketentuan sebagaimana
tersebut di atas, dan untuk menghinoari adanya
penyalahgunaan hak tersebut, maka terhadap hak-hak
kekebalan dari gedung perwakilan diplomatik itu diadakan
pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 41
ayat I Konvensi Wina 19461 yang menyatakan sebagai

berikut :

“"The premises of the mission must not be used any
manner incompatible with the functions of the
mission as lad down in the present Convention or
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other rules of general international law or by any

special agrements in force between the sending and

the receiving State".

Karenanya, atas dasar inilah negara pengirim tidak
di perkenankan menggunakan gedung perwakilannya sebagai
tempat untuk menyekap, menculik orang-orang berwarga-
negara pengirim dengan maksud untuk menahannya. Selain
itu, juga tidak dibenarkan digunakan sebagai tempat untuk
memberikan perlindungan kepada orang—orang yang melakukan
perbuatan kriminal, Sebagaimana ditentukan dalam pasal 41
ayat 1. PFasal ini mengandung pengertian bahwa seorang
wakil diplomatik hendaknya menghormati undang—undang dan
peraturan negara penerima. Dan bilamana terjadi seseorang
yang diinginkan oleh pengusaha negara setempat berhubung
orang tersebut telah melakukan tindakan kriminal dan
berlindung dikantor perwakilan diplomatik, maka pejabat
diplomatik harus memberi izin polisi setempat untuk
menangkap orang tersebut.

Selanjutnya, mengenai hak kekebalan dan hak
istimewa atas diri pribadi diplomatik yang bertujuan
untuk melindungi diri pribadi seorang wakil diplomatik
dari semua serangan dari manapun datangnya, dapat dilihat

dalam ketentuan pasal 29 EKonvensi Wina 1961 yang

menyatakan:

"The person of a diplomatic agent shall be
inviolable. He shall not be liable to any form of
arrest or detention. The receiving State shall

treat him with due respect and shall take all
appropriation steps to prevent any attack on his
person, freedom or diginity".
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Dari ketentuan tersebut di atas terdapat dua
istilah yang masing-masing memiliki arti tersendiri,
vakni : Inviolabilitvy yvang berarti kekebalan terhadap
alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebslan
terhadap segala gdanggunaa yang merugikan, sehingga
terkandung pengertian memiliki hak agar mendapat
perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima.
Sedanggan Immunity di artikan sebagai kekebalan terhadap
vurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun
hukum perdata (DEPLU, Pedoman Tertib Diplomatik dan
Protokeol 11, Bp. 03-D, 1969:38).

Dengan demikian, sesuail dengan ketentuan pasal 29
Konvensi Wina 1961 dan pengertian dari istiah
Inviolability serta Immunity tersebut di atas, hal itu
berarti bahwa pejabat diplomatik tersebut memiliki
kekebalan untuk tidak dapat dikenakan tindakan kekuasaan
oleh alat-alat kekuasaan negara penerima yaitu misalnya
berupa penahanan dan penangkapan. Demikian pula berarti
kebal terhadap segala gangguan yang merugikan, yang ber-
arti pula bahwa pejabat diplomaatik itu memiliki hak-hak
untuk mendapatkaan perlindungan dari negara penerima,
dengan adanya pengambilan tindakan yang dianggap atau
dipandang perlu oleh negara penerima untuk mencegah
setiap bentuk serangan terhadap kehormatan, kebebasan

dan diri pribadi dari seoranag wakil diplomatik tersebut.
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Oleh karena aitu, bilamana terjadi sesuatu serangan
terhadap atau atas diri seorang wakil diplomatik di
negara penerima tersebut, maaka pemerintah atau penguasa
vang berwenang dari negara setempat (negsra penerima)
mempunyai kewajiban untuk melakukaan tuntutaan serta
mengadili siapapun pelaku penyerangan tersebut.

Selain itu, sehubungan dengan adanya hak-hak yang
dimiliki oleh setiap wakil diplomatik sehubungan dengan
adanya istilah Immunity, secara umum berarti pula bahwa
pada diri pejabat perwakilan diplomatik itu terdapat hak
kekebalan diplomatik yang membuatnya berada diluar
kekuasaan hukum perdata dan atau hukum pidana negsara
setempat.

Selain dari hak-hak kekebalan dan keistimewaan dari
pejabat diplomatik sebagaimaana diuraikan tersebut di
atas, masih terdapat pengaturan tentang beberapa bentuk
atau sifat dari hak-hak kekebalan dan kesitimewaan
pejabata diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961,
vang merupakan salah satu dsar yuridis dalam hukum
internasional di luar dari perjanjian internasional yang
dilakukan antarnegara yang berkepentingan. Selain itu,
sebagal suatu kewajiban bagi setiap negara anggota
Konferensi yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961
térletak kewajiban untuk mengataur masalah haak-hak
kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini di dalam

ketentuan perundang-undangan di negara masing-masing.
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Karenanya, secara umum dapat dikatakan bahwa dasar
yuridis dari hak—hak kekebalan dan keistimewaan
diplomatik terdiri dari :

1. Konvensi Wina 1961.
2. Perjanjian Internasional dan
3. Undang-Undang negara—negara nasional yang telah

meratifikasi Konvensi Wina 1961.

3.3 Mulai Berlakunya Hak-Hak Kekebalan dan Hak-Hak

Istimewa Diplomatik

Mengenai kapan mulai berlakunya hak-hak kekebalan
dan keistimewaan diplomatik tersebut, menurut ketentuan
pasal 39 ayat 1 Konvensi Wina 1961 dikatakan bahwa :

"Every person entitled to privilages and immunities
shall enjoy them from the moment the enter the
territory of the yeceiving state on proceeding to
take up his post or, if already in its territory,
form moment when he appointment is notified to the
Ministry For Foreign Affairs or such other Ministry
as may be agreed".

("Setiap pers berhak atas hak istimewa dan
kekebalan diplomatik yang mereka peroleh jika
memasuki wilayah negara tertentu, hal itu telah
diberitahukan dan atas penunjukkan atau pengang-
katan menteri luar negeri).

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, adalah
ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal 22 Konvensi
Wina 1928 tentang Diplomatic Officers, yang menyatakan :

"Diplomatic officers enter upon the enjoyment of

their immunity from moment they pass the frentier

of the state where the are going to serve and make
known their positiion".
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("Pejabat-pejabat diplomatik termasauk menikmati
hak—hak istimewanya saat ia memasuki suatu Negara
di mana mereka pergli menjalankan tugasnya dan

mengetahui posisinya").

Demikian pula halnya dengan bunyi pasal 38 ayat 1

dari Asian African legal Consulative Commitee dalam Final

Report of Commitee on_Functions, Privileges and

Immunities of Diplomaatic Nevoys or agent yang

menyatakan:

"Every person entitled to dipleomatic privilages and
immunities shall enJjoy them from the moment he
anters the territory of the receiving state on
proceending to take up his post or, if already in

its territtory, form the momen t when his
appointment is notified to the Ministry for Foreign
Affairs".

("Setiap orang berhak akan kekebalan hukum dan hak-
hak istimewa akan didapatnya sejak saat ia
memasuki wilayah Negara dalam proses menempati
posnya, atau jika ia sudah didalam wilayahnya sejak
saat pengangkatannya itu diberitahukan kepada
menteri Luar Negeri.

Dari adanya ketiga ketentuan di atas yang nampaknya
memiliki pemahaman vyang sama, kiranya dapat dikatakan
bahwa setiap wakil diplomatik itu mulai menikmati hak-—hak
kekebalan dan keistimewaannya sejak ia memasuki wilayah
negara penerima didalam perjalanannya untuk memangku
jabatannya atau jika ia sudah berada diwilayah negara
penerima, ia mulai menikmatinya sejak pengangkatannya

diberikan kepada Kementerian Luar Negeri atau Kepala

Kementerian lainnya yang disetujui.
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Sementara itu, diantara para pakar hukum sendiri
terdapat pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang
lainnya. Namun demikian, diantara pendapat tersebut
unumnya hanya satu yang dianut sebagaimana yang terlihat
dalam uraaian dibawah ini.

Menurut Graham H Struart terdapat tiga pendapat
mengenal kapan mulai berlakunya Hak-hak Kekebalan dan
Kesitimewaan Diplomatik, yaitu
Pertama: Terdapat beberapa sarjana yang menyatakan bahwa

hak-hak istimea dan kekebalan diplomatik mulai

berlaku sejak orang yang dicalonkan itu mendapat

persetujuan atau agreement dari negara
penerima,
Kedua : Berpendapat bah hak-hak istimewa dan kekebalan

diplomatik mulai berlaku sejak diadakannya
formal Reciption cleh negara penerima.

Ketiga : Yang berpendapat bahwa hak-hak istimewa dan
kekebalan diplomaatik mulai berlaku sejak wakil
diplomatik itu memasuki wilayah negara penerima.

(Graham H Stuart, dalam Edy Suryono dan Moenir

A, 1986:43).
Dari ketiga pendapat tersebut di atas, hanya
pendapat ketiga yang umum dianut dikalangan hukum

internasionaal, hal mana disebabkan oleh karena pendapat
pertama dan kedua banyak mendapat tantangan yang disebab-

kan oleh kelemahan-kelamahan yang dimiliki oleh kedua
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pendapat tersebut. Sebagai contoh, jika dianut pendapat
pertama yang menyatakan bahwa hak-hak istimewa dan
kekebalan diplomatik mulai berlaku sejak orang vyang
dicalonkan itu mendapat persetujuan atau agrrement dari
negara penerima, maka akibatnya 1alah bahwa wakil
diplomatik 1itu telah mendapatkan hak-hak istimewa dan
kekebalan pada waktu ia masih berada di negaranya
sendiri. Padahal tidaklah mungkin suatu negara memberi
hak-hak istimewa dan kekebalan kepada warganegaranya baik
ia berada di negaranya sendiri, maupun di luar negeri.
Sedanghkan pendapat kedua yang menyatakan bahwa hak-
hak istimewaa dan kekebalan diplomatik mulai berlaku
semenjak diadakannya formal reception oleh " negara
penerima, dapat mengakibatkan bahwa seorang wakil
diplomatik vang telah diberikan persetujuan atau
egreement oleh negara penerima, meskipun ia telah berada
di negara penerima akan tetapi belum diadakan penerimaan
secara resmi oleh penguasa negara setempat, maka ia
tidaklah berhak untuk mendapatkan haak-hak istimewa dan
kekebalan diplomaatik itu. Karenanyaa wakil diplomatik
itu dapat saja diperlakukan sebagal orang kebanyakan
(orang biasa) yang biasa digeledah barang-barangnya, bisa
di tahan atau diadili dimuka pengadilan negara setempat.
Dengan demikian, pada 1ilustrasi tersebut ini dapat
dikatakan bahwa seorang wakil diplomatik dari suatu

negara tidak lagi mendapatkan suatu penghormatan
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sebagaimana mestinya seorang wakil diplomatik yang harus
mendapatkan perlakuan yang pantas (terhormat).

Dari uraian tersebut di atas, kiranya dapat
disimpulkan suatu pendapat bahwa hak-hak istimewa dan
kekebalan diplomatik tersebut mulai berlaku sejak seorang
wakil diplomatik itu memasuki wilayah negara penerima
dalam perjalanannya untuk memangku jabatannya, atau
bilamana ia telah berada di negara penerima, mulai
berlaku semanjak pengangkatannya sebagai wakil diplomatik

disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri.

3.4 Berakhirnya Hak—Hak Kekebalan dan Keistimewaan

Diplomatik

Sebagaimana halnya dengan masalah peengaturan hak-
hak kekebalan dan keistimewan diplomatik, kapan mulai
berlakunyahak—hak kekebalan dan keistimewaan tersebut

telah mendapat pengaturannya didalam Konvensi Wina 1961
khususnya didalam ketentuan pasal 39 ayat 2 yang

menyatakan :

"When functions a person enjoying provileges and
imminities bhave come to an and, such privilages and
immunities shall normally ceace, at the moment when
he 1leave the country, or expiry of reasonable
period in which to di so, but shall subsits until
that time even in case of armed conflict. However,
whith respact to acts performed by such a person in
exercise of his function as a member of the
mission, immunity shall continue to subsist".

Dari ketentuan diatas, nampak adanya penegasan

tentang kapan hak—hak kekebalan dan keistimewaan diploma-
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tik dinyatakan berakhir, yaitu pada saat wakil diplomatik
itu meninggalkan negara tersebut (negara penerima), atau
pada <caat berakhirnya suatu waktu vang layak yang
diberikan kepadanya untuk meninggalkan negara penerima.
Selain dari ketentuan tersebut di atas, ketentuan
vang mengatur kapan berakhirnya hak-hak kekebalan dan
keistimewaan diplomatik tersebut, juga mendapatkan
pengaturan yang sama dalam pasal 29 rancangan Universitas
Harvard 1922 (Edy Suryono dkk, : 47) menyatakan sebagai
berikut :
"when the function of members of a mission have
been terminated a receiving State shall continue to
accord to him and to the member of his family the
immunity and provileges provid of in the

convention, until such person have and reasonable
appotunity to leave the territory of the receiving

state".

("Jika tugas setiap anggotaa mis telah diselesaikan
negara penerima harus menyampaikan kepadanya hak
istimewa vyang telah tersedia atau ada dalam
konvensi, sampai mereka mempunyal kesempatan untuk
meninggalkan wilayah negara penerima).

Dari adanya ketentuan-ketentuan sebagaimana telah
diuraikan tersebut di atas mengenai kapan berakhirnya
hak=hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, maka
dapatlah disimpulkan bahwa hak-hak kekebalan serta
keistimewaan diplomatik tersebut berakhrir pada saat
sewaktu-waktu yang layak yang diberikan kepadanya untuk

meninggalkan negara penerima setelah masa tugasnya

berakhir.



BAB 4
MASALAH PENYALAHGUNANA HAK ISTIMEWA
DAN KEKEBALAN DIPLOMATIK

413 Landasan Hukum Pemberian EKekebalan dan EKeistimewaan

Diplomatik

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya
bahwa dasar atau landasan hukum pemberian hak-hak
kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik didalam hukum
internasional, bersumber pada kebiasaan internasional
-yang tercermin di dalam praktek negara di dalam hubungan
internasional. Akan tetapi didalam perkembangan pergaulan
internasional selanjutnya dirasakan perlu untuk membuat
konvensi internasional, yang merupakan dasar hukum
tertulis yang dapat dipergunakan oleh semua negara secara
timbal balik. Kecenderungan tersebut akhirnya menghasil-
kan suatu konvensi internasional yang kemudian dikenal
dengan nama Konvensi Wina 1961 yang merupakan pengakuan
hukum internasional akan adanya pemberian hak-hak keke-
balan dan keistimewaan diplomatik. Konvensi Wina 1861
inilah yang kemudian dianggap oleh setiap negara di dunia
ini khususnya yvang telah meretifikasi konvensi tersebut
sebagal suatu perjanjian timbal balik antar negara-negara

peserta konfrensi.
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Dengan demikian, pemberian hak-hak kekebalan serta
hak-hak istimewa diplomatik yang tadinya bersumber pada
kebiasaan internasional yang tercermin didalam praktek
negara didalam hubungan internasional, pada perkembangan
selanjutnya telah berhasil dituangkan dalam suatu
konvensi internasional yaitu Konvensi Wina 1861 tentang
hubungan diplomatik, sehingga ketentuan-ketentuan yang
mengatur tentang pemberian hak-hak kekebalan dan
kesitimewaan diplomatik, kini telah diakui secara
internasional sebagai suatu hukum internasional positif.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan yang  mengatur
tentang hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik
dalam Konvensi Wina 1961 pada dasarnya dapat dibagi
dalam tiga bagian yaitu :

1. Ketentuan yang mengatur tentang hak kekebalan dan
keistimewaan gedung perwkailan dan arsip-arsip
diplomatik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal
22, 24, dan 30.

2. Ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kekebalan dan
keistimewaan sehubungan dengan pekerjaan atau pelak-
sanaan tugas diplomatik, sebagaimana diatur dalam
ketentuan pasal 25, 25 dan 27.

3. Ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kekebalan dan
kesitimewaan mengenai diri pribadi wakil diplomatik,

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 29 dan 31.
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Mengenai landasan hukum mengenai pemberian hak-hak
kekebalandan hak-hak istimewa diplomatik selain dari
Konvensi Wina 1961 yang juga merupakan suatu perjanjian
internasional multilateral, juga masih diperlukan adanya
landasan hukum lainnya, seperti: perjanjian internasional
bilateral serta undang-undangan nasional negara-negara
vang telah meretifikasi Konvensi Wina 1961.

Sekedar sebagai suatu ilustrasi sehubungan dengan
landasan hukum pemberian hak-hak kekebalan dan keistime-
waan diplomatik yang bersumber pada perjanjian internasi-
onal yang kemudian menjadi undang-undangan nasional,
yvakni dapat dikemukakan praktek negara-negara sebagai
berikut
- Praktek Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan kekebalan diplomatik dalam bahasa asingnya
mencakup dua pengertian, yakni Inviolability dan
Immunity. Dan yang dimaksud dengan Inviolability adalah
kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara
penerima dan kekebalan terhadap dari segala gangguan yang
merugikan. Sedang Immunity diartikan sebagai kekebalan
terhadap yurisdiksi dari hukum-hukum negara penerima,
baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Pengaturan tentang masalah hak-hak kekebalan serta
kesitimewaan diplomatik di Indonesia, secara umum diatur

didalam buku Pedoman tetrib Diplomatik dan tetrib Protkol
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II, yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negsri di tahun
19469, vyang menielaskan mengsnai macam—macam kekesbalan
dari perwakilan asing yang pada pokoknya dibagi dalam
tiga bagian :

1. Kekebalan Fribadi

1.1 Keksbalan terhadap alat-alat kskuasaan dari negara
pensrima misalnya terhadap tindakan paksaan,
penahanan dan  penangkapan,; ketentuan mana Jjika
dihubungkan dengan ketentuan pasal 29 Konvensi
Wina tahun 19461, adalah memang sangatlah relevan.
Adapun bunyl ketentuan pasal 29 FkKonvensi Wina
1961, wyakni |z
"The person of diplomatic agent shall be
inviolable. He shall not be liable to any form of
arrest of detention”.

1.2 Berhak mendapat perlindungan dari gangguan atau
serangan atas dirinya, kekesbasannya dan kehorma-
tannya. Ferlindungan terhadap perwakilan asing di
Indonesia demikian ditentukand alam Kitab Undang-
Undang Hukum Pdana Indonesia pasal 143 dan pasal
144, (prof. Moglyanto dalam Edy Suryono dan Moenir
A, 193&: B84-8B5) yang berbunyi sebagai berikut :
Fasal 14T
"Fenghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap
orang yang mewakili negara asing di Indonesia,

diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun.




Fasal 144

"Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau
menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang
berisi penghinaan terhadap ... atau orang yang
mewaklilli negara asing di Indonesia, dengan maksud
supaya isinya yang menghina itu diketahui atau
oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan bulan atau ..."

Kekebalan dari yurisdiksi hukum pidana dan hukum
perdata, Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan

pasal T1 ayat 2 Konvensi Wina 1941.

2. Kekebalan Kantor Ferwakilan dan Rumah Kediaman Fribadi

2.1 Kebebasan terhadao alat-alat kekuasaan dari nagarsa

)
]

8]
L2

penerima, misalnya tindakan paksaan untuk memasu-
kKinya, ketentuan ini sesuai dengan makna isi pasal
1 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi sebagai

berikut :
"The premies of the mission shall be 1inviolable
the agen of the receiving state may not enter

them, except with the consent of the head of
mission".

Berhalk mendapat perlindungan demi untuk menjaga
keamanannya.

Gedung-gadung, perabot-perabot dan milik lainnya
termasuk alat-alat pengangkutan atau kendaraan,
bebas dari pemeriksaan dan penahanan, hal 1ini
sesual dengan pasal 22 ayat T Konvensi Wina 1961
yang menyatakan sebagal berikut :

"The premises of the mission, their furnishing and

other property there on and the means of transport
of the mission shall be immune form search,

requisition, attachment or execution".
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3. Kekebalan Korespodensi
Kekebalan korespondensi ‘bagi perwakilan asing yang
berada di Indonesia meliputi antara lain
- Kekebalan arsip dan dokumen perwakilan;
- Kekebalan surat menyurat perwakilan dan anggota
stafnya.
- Kekebalan kantong diplomatik
Sebagaimana kita lihat di atas, bahwa ketentuan-
ketentuan yang mengenai pemberian hak-hak kekebalan bagi
perwakilan diplomatik dan tertib protokol tersebut,
adalah merupakan garis besarnya saja. Akan tetapi didalam
garis besar tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian
hak kekebalan diplomatik di Indonesia adalah sesuai
dengan isi pokok dalam ketentuan Konvensi Wina 1861,
Adapun landasan hukum yang mengatur tentang
pemberian hak-hak istimewa diplomatik atau Diplomatik
Privileges yang diberikan kepada para pejabat diplomatik,
konsuler perdagangan dan pejabat-pejabat perwakilan asing
lainnya di atas dasar “"Reciprositas” dan tidak diatur
secara tegas di dalam Hukum Internasional.
Reteqtuan-ketentuan tentang pemberian hak-hak
istimewa, kelonggaran-kelonggaran diplomatik itu biasanya
diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan
Nasional dari negara penerima yang disesuaikan dengan

kebiasaan Internasional.




- Fraktek Amerika Serikat

Fraktek pengakuan hak kekebalan dan hak
istimewa diplomatik di n=2gara Amerika Serikat,
negara mana telah meretifikasi Konvensi Wina 1961
pada tanggal 13 November 1972 masalah pengakuan
hal-hak kekebalan dan keistimswaan diplomatik
didasarkan atas ketentuan—-ketentuan yang terdapat
dalam Konvensi Wina 19461 tersebut.

Selain dari Konvensi Wina 1941 sebagaimana dimak
duskan tersebut di atas, praktek pengakuan hak—hak
kekebalan dan kesitimewaan diplomatik di Amerika Serikat
terdapat ketentuan lain, yaitu "United States Customs
Regulation 194Z" pasal 10 ayat 29 dan Z0 yang menyatakan
sebagai berikut "

"Foreign Ambassadors, ministers, charges, d'affairs
secretaries, counsellors and naval wmilitary and
cther attaches of foreign embassies and legations
shall not be detained or incovenienced and their
banggage and effect shall remain inviolable every
proper means cshall be afforder the to facilitate
their passage through port of the United States".

("FPara duta besar asing, para menteri, kuasa, usaha

sekretaris, konselor dan anggota militer AS serta
anggota kedutaan dari duta besar asing lainnya,
tidak seharusnya ditahan ataupun dipersulit.
EBarang-barang dan harta benda mereka harus

diusahakan menjadi fasilitas dalam perjalanannya
melaluli bandara Amerika Serikat)".

Karenanya, dengan berdasarkan pada ketentuan
tersebut di atas, seorang wakil diplomatik beserta
=tafnya termasuk minister, kuasa usaha sekretaris,

konsuler dan atase dari suatu perwakilan asing di negara

amerika Serikat tidak dapat dikenakan segala bentuk
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penahanan dan pengangguan apapun bentuknya. Barang-barang
dan bagasi-bagasinya tidak dapat diganggu gugat. Hal ini
dimaksudkan untuk memudahkan mereka melewati pelabuhan
baik pelabuhan udara maupun laut di Amerika Serikat pada
saat mereka menjalankan tugas.

Selain 1itu, para anggota dan atase-atase dari
kedutaan asing di negara Amerika Serikat dibebaskan dari
bea masuk atau bea import atas barang yang dipergunakan
untuk keperluannya atau keperluan keluarganya. Paket yang
disegel resmi dari pemerintah asing dan juga dokumen yang
dibawah wakil diplomatik untuk keperluan dinas dalam hal
QOfficial Communications dibebaskan dari bea masuk tanpa
pemeriksaan bea cukai.

- Praktek Uni Sovyet

Mengenal landasan hukum pemberian hak kekebalan dan
hak istimewa diplomatik di Uni Sovyet yvangd Jjugsa
meratifikasi Konvensi Wina 1961 pada tanggal 25 MHaret
1964, pemberian hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa
diplomatik selain di dasarkan atas Konvensi Wina 1961,
Jjuga didasarkan atas kekuatan perundang-undangan nasional
vang berlaku di Uni Sovyet, sehinggsa Perwakilan
Diplomatik Asing dan juga seluruh staf diplomatik di Uni
Sovyet yang berwarga negara asing dibebaskan dari segala
bentuk pungutan pajak langsung maupun pajak tidak
langsung dengan ketentuan timbal balik (azas

reciprocity). Sedangkan mengenal hak atau izin masuk
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atas barang-barang kiriman (Packages) untuk keperluan

diplomatik asing, berlaku ketentuan sebagai berikut

1,

Barang-barang atau bagasi milik perwakilan diplomatik
asing yang diakreditir di negara Uni Sovyet, termasuk
bagasi tangan (hand luggade) atau dalam gerbon sendiri
pada waktu kedatangannya atau kepulsngannya, pada
umumnya bebas dari pemeriksaan atas barang-barang
tersebut. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu
pemeriksaan hanya diperbolehkan atas perintah direktur
bea cukal setempat, dalam hal ada dugaan yang serius

tentang dimasukkannya barang-barang terlarang.

. Tetapi apabila barang-barang tersebut dikirim

kemudian, yvang tunjukkan kepada perwakilan diplomatik
asing  di negara Uni Sovyet, dapat dikenakan
pemeriksaan atas barang tersebut, akan tetapi bebas
dari pembayaran bea masuk atau import.

Barang-barang kiriman (Package and Luggage) vang
ditujukan kepada orang selain anggots perwakilan
diplomatik, dikenakan pemeriksaan dan diwajibkan untuk
membayar bea masuk dan pajak-pajak lain atas dasar
peraturan-peratutan dan hukum tarif yang berlaku.
Peranghko-perangko materail, peralatan-peralatan kantor,
formulir-formulir resmi, tanda-tanda dan bendera yang
pada pokoknya untuk keperluan resmi perwakilan
diplomatik dan juga seragam dari perwakilan diplomatik

dan para anggota perwakilan diplomatik, dibebaskan
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pula dari bea masuk. (Edy Suryono dkk, 1888: 107-108).
Dari pemaparan tersebut di atas, akhirnya dapat
dikemukakan suatu kesimpulan sehubungan dengan landasan
hukum pemberan hak-hak kekebalan dan kesitimewaan
diplomatik baik dalam hukum internasional maupun hukum
nasional negara-negara di dunia, berdasarkan praktek yang
dilakukan oleh negara-negara tersebut dapat dikemukakan
sebagai berikut

1. Kebiasaan internasional yang telah diterima sebagai
suatu hukum oleh negara-negara di dunia dalam perhu-
hubungan diplomatik.

2. Perjanjian Internasional Multilateral yang dalam hal
ini adalah Perjanjian Internasional Multilateral yang
telah menjadi suatu konvensi, yakni Konvensi Wina
1961 tentang hubungan diplomatik.

3. Perjanjian Internasional Bilateral yang didasarkan
atas azas reciprocitas.

4. Peraturan perundang-undangan negara-negara ansional,

serta peraturan-peraturan lain dibidang diplomati.

4.2 Beberapa Masalah Internasional Sehubungan dengan
Dinas Luar Negeri di Forum Internasional
Sebagaimana diketahui, bahwa manusia yang bertugas

sebagai diplomat sebenarnya dapat saja digolongkan

kedalam golongan manusia “Luas biasa", hal mana

disebabkan para diplomatik tersebut memiliki keistime-
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waan-keistimewaan tertentu jika diadakan suatu per-
bandingan dengan manusia-manusia lainnya yang bukan dan
tidak ada hubungannya dengan dunia diplomatik.
Kesitimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan hukum
diplomatik internasional yang diatur dalam suatu konvensi
internasional vyang dikenal sebagai Konvensi Wina 1961,
vang merupakan salah satu landasan hukum pemberian hak-
hak istimewa dan hak-hak kekebalan diplomatik dalam
perhubungan diplomatik internasional.

Sebenarnya, pemberian hak-hak istimewa dan hak-hak
kekebalan diplomatik tersebut dimaksudkan agar para
diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugas-tygasnya
dengan lancar dan efektif berdasarkan fungsi masing-
masing. Namun demikian, tidak jarang dalam proses pelak-
sanaan tugas-tugas diplomatik tersebut, para pejabat
diplomatik mengalami beberapa masalah yang oleh karena
kedudukannya sebagai perwakilan dari suatu negara yang
memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diuraikan
tersebut di atas, seperti hak kekebalan para pejabat
diplomatik dari penangkapan serta penahanan, kekebalan
vang merupakan suatu jaminan terhadap seorang pejabat
diplomatik dalam melakukan fungsinya sebagail wakil
diplomatik suatu negara. Oleh karena itu, setiap
pelaksanan terhadap diplomat dapat dianggap sebagai
tekanan yang ditujukan langsung terhadap negara yang di-

wakilinya. Selain dari hak-hak kekebalan sebagaimana



tersebut di atas, para pejabat diplomatik itu juga

memiliki kekebalan dan kesitimewaan tersebut, bilamana

seorang pejabat diplomatik mengalami suatu permasalahan,

tata cara penyelesaiannyapun tidaklah mudah melainkan
harus ditempauh cara-cara yang sesuai dengan saluran yang

telah disediakan bagi kalangan diplomatik.

Selanjutnya, sehubungan dengan masalah-masalah
internasional vang sering dihadapi dalam hubungan
diplomatik vakni, dikenal adanya masalah apa vang disebut
dengan 1istilah asylum, penyanderaan dan masalah person

non grata, sebagail mana akan diuraikan berikut ini.

4.2.1 Masalah Asylum

Apa yang dimaksud istilah asylum, pada dasarnya
adalah tidak lebih dari pemberian perlindungan atau suaka
terhadap seseorang ataupun terhadap sekelompok orang yang
membutuhkan perlindungan. Sedang asylum itu sendiri dalam
hukum internasional dikenal adanya dua Jjenis asylum,
yvaitu pertama; Teorritorial Asylum yang berarti pemberian
perlindungan atau suaka terhadap seseorang atau
sekelompok orang yang melarikan diri dari negaranya
memasuki wilayah negara lain untuk minta izin memetap
disana. Dan pelarian ini dapat terjadi karena beberapa
hal, diantaranya
1. Mereka tidak diperlakukan secara adil dinegaranya

karena adanya diskriminasi rasial, agam atau politik.
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2. Karena mereka terbatas dalam kejahatan politik ataupun

kejahatan biasa dinegaranya, dan malarikan diri

kewilayah tetangganya untuk mencari perlindungan.
Sedang yang kedua; adalah, diplomatik asylum yakni, suatu
bentuk perlindungan atau suaka yang diberikan kepada
pelarian vang memasuki tempat tinggal perwakilan
diplomatik suatu negara.

Pada prinsipnya menurut hukum internasional asylum
territorial, diberikan atau tidak tergantung pada negara
vang berkepentingan untuk memberikan atau tidak memberi-
kan asylum tersebut. Hak negara untuk memberikan asylum
territorial ini telah diakui sebagaisuatu institusi
karakter kemanusiaan, dan konstitusi dari berbagai negara
di dunia ini telah pula konstitusi dari berbagai. negara
di dunia ini telah pula menetapkan dengan Jjelas, bahwa
hak asylum dan melindungi sesecrang yang teraniaya akibat
penjahat-penjahat perang rata-rata tidak akan diberikan
oleh negara-negara beradab di dunia ini. Sedangkan
mengenai di plomatik asylum hingga saat ini masih belum
terdapat keseragaman pendapat antara negara-negara di
dunia. Namun demikian, pada akhir-akhir ini ada
kecenderungan untuk menyetujui pandangan yang menyatakan
bawah bilamana seseorang atau sekelompok orang memohon
perlindungan didalam gedung kedutaan besar sebagai
pelarian dari suatu peradilan, maka ia akan berhadapan

dengan penguasa yang berwenang dari negara penerima
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apabila 1ia dianggap bersalah melakukan kejahatan. Akan
tetapi disisi lain kepala missi diplomatik yang menolak
masuknya seseorang yvang membutuhkan perlindungan
dikedutaan bukan termasuk kewajiban dalam hukum
internasional, hal mana bisa dilihat dalam perundang-
undangan mengenai missi diplomatik negara asing di Uni
Sovyet yang menyebutkan bahwa, tidak dapat diganggu
gugatnya tempat tinggal diplomatik bukan berarti dapat
memberikan hak asylum kepada sesecrang vang dijatuhi
hukuman oleh badan yang berwenang di Uni Sovyet atau di
Republik Federal. Dan Kepala HMHissi tidak mempunyai
kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada orang yang
membutuhkannya di dalam kedutaan. (B. Sen dalam N.
tasrief, 1888:116),

Selanjutnya, selain dari territorial asylum dan
diploamtik asylum sebagaimana di atas, juga dikenal dua
Jjenis asylum vyakni, asylum temporer vang berarti
pelrindungan yang diberikan kepada gerakan rakyat dan
pelanggaran hukum yang umum. Dalam hal ini, pelarian
tersebut akan diserahkan kepada penguasa setempat dimana
perwakilan diplomatik itu bertugas, karena pelarian
tersebut sebenarnya tidak keluar dari yurisdiksi wilayah
negara. Pemberian asylum temporer ini haruslah sesizin
penguasa setempat Jika memang dikehendaki oleh pihak
pejabat diplomat. Sebagai sautu contoh dapat dikemukakan

sewaktu revoluasi Spanyol di tahun 1936, banyak pelarian
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termasuk warga negara Spanyol sendiri yang meminta suaka
atau perlindungan di barengi missi diplomatik yang berada
di Madrid, dan mereka pun telah memperoleh perlindungan
tersebut. Setelah keadsan kembali tenang, Spanyal
mengubah sikapnya mengenasi asylum yang diberikannya itu,
dengan alasan bahwa Spanyol menghormati hal &syium serta
cukup toleransi terhadap hak tersebut. Akan tetapi hal
ini bukanlah berarti pemberian asylum itu merupakan suatu
kewajiban bagi para pejabat diplomatik tersebut.
Karenanyva, pemerintah Spanyol menghendaki untuk
menghentikan dan tidak menerima hak asylum tersebut,
dimana hal ini mengakibatkan timbulnya protes dair
berbagai kalangan diplomatik. SedangZ Amerika Serikat
mengambil sikap yang konsisten yakni tidak mengakui hal
asylum tersebut, namun akan mengizinkan pemberian asylum
temporer kepada missi diplomatiknya bilaman asylum
tersebut sangat diperlukan demi untuk kelangsungan hidup
manusia seperti halnya kasus tersebut di atas dalam
peristiwa Spanyol di tahun 1936 dimana duta besar Amerika
Serikat menginstruksikan untuk memberikan perlindungan
kepada orang-orang yang benar-benar dalam bahaya akibat
kerusuhan dan peperangan tersebut, dan melarang
memberikan perlindungan bagi pelarian yang bermaksud
melarikan diri dari tuntutan hukuman biasa. Dan hkedua,
vaknik defenitif asylum yang berarti perlindungan

terhadap seseorang yang memang benar-benar telah keluar
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dari yurisdiksi wilayah negara. Hal mana dapat terjadi
akibat tindakan sewenang-wenang dari aparat pemerintah
terhadap hukum. Dan sebagai akibat, mereka yang merasa
kepentingannya itu terdesak, lantas mengambil tindakan
balas dendam atas perlakuan yang tidak adil tersebut
kemudian melarikan diri dan memchon perlindungan dari
negara lain melalui missi diplomatiknya. Terhadap asylum
Jenis 1ini, tidak satupun negara yang bersedia mengklaim
dan memberikan asylum terhadap kejashatan biasa, karean
hingga saat ini asylum tersebut hanya diberikan terhadap
kejahatan politik saja. Namun demikian, pemberian asylum
Jenis 1ini banyak dilakukan dengan tujuan meredahkan
tindakan sewenang-wenang dankekerasan yangZ membabi buta
dari pihak pemerintah setempat. (M. Tasrief, 1988: 177).

Praktek pemberian definitif. asylum sebagaimana
termasuk di atas, apakah dapat diklaim sebagai hak vyang
absah bagi negara yang memberikan perlindungan serta
diakui oleh negara dimana peristiwa itu terjadi. Hal
tersebut rupanya oleh kebanyakan penulis menyatakan
dengan tegas bahwa hal tersebut haruslah diakui. Sedang
John W. Foster dengan tegas menyatakan bawah, hak asylum
pada suatu saat secara umum diakui di Eropa setelah
sekian lama ditinggalkan, dan sekarang hal 1itu diper-
tahankan lagi. (John W. F, 1806:1865).

Dari wuraian mengenal masalah asylum sebagaimana d

atas, akhirnya dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya



asylum tersebut mengandung pendertian pemberian
perlindungan atau suaka terhadap seseorang yang membutuh-
kan perlindungan tersendiri. Sedang asylum itu sendiri
terdiri dari beberapa jenis, yaitu

1. Teorritorial Asylum;

2. Diplomatik Asylum;

3. Asylum Temporer; dan

4. Definitif Asylum.

Adapun mengenai eksistensi masing-masing asylum di
dalam hukum internasional, dapat dikemukakan bahwa
secara umum untuk semua Jjenis asylum didalam hukum
internasional khsusunya terhadap kejahatan politik telah
diakui dan diterima dalam praktek negara-negara sebagai
suatu hak yang bersifat syah keberadaannya.

Sedangkan pemberian territorial asylum adalah
banyak tergantung pada negara-negara yang berkepentingan
untuk memberikan atau tidak memberikan asylum tersebut,
sepanjang tidak terdapat perjanjian extradisi antar
negara penerima pihak pelarian dengan negara asal pihak
pelarian.

Mengenai diplomatik asylum dan asylum temporer,
didalam praktek perhubungan diplomatik antar negara di
dunia ini, kiranya masih terdapat perbedaan pendapat
antara vang pro dan yang kontra terhadap pemberian asylum
tersebut ini. Dan khususnya mengenai asylum definitif,

meskipun tidak terdapat satupun negara di dunia ini yang
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memberikan pengakuan untuk mengklaim bahwa asylum Jjenis
ini adalah syah, namun dalam praktek perhubungan
diplomatik internasional banyak negara yang memberikan
asylum ini meskipun dengan alasan meredahkan tindakan
vang sewenang-wenang. Akhirnya sebagai suatu penekanan
dalam hukum internasional, bahwa asylum yang mendapatkan
pengakuan secara hukum internasional, dalam hukum
internasional yakni, hanyalah asylum vyang diberikan
terhadap kejahatan politik, pengakuan mana banyak diatur

dalam undang-undang negara nasional di dunia ini.

4.2.2 Masalah Penyanderaan

Dalam duani politik, masalah penyanderaan ini dapat
dikatakan sebagai suatu gejala vyang baru. Heskipun
demikian masalah penyanderaan terhadap missi diplomatik
vang Jjuga dikenal dengan istilah diploamtic kidnapping
vang disingkat dengan diplonaping ini, dalam bentuknya
vang paling sederhana telah ada sejak zaman dahulu, yaitu
sejak adanya hubungan internasional antara negara-negara
vang telah membuat peraturan-peraturan tentang hubungan
diplomatik.

Masalah penyanderaan diplomatik ini seringkali
dilakukan dengan dasar politik atau kejahatan biasa yang
memanfaatkan para pejabat diplomatik tersebut yang sudah
tenth akan memancing reaksi dunia internasional.

Adapun dasar dan alasan yang dijadikan sebagai

dasar untuk melakukan tindakan penyanderaan terhadap
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missi dari wakil diplomatik ini, pada dasarnya tidaklah
dapat dibenarkan dalam praktek perhubungan diplomatik
negara-negara dan Jjuga dalam hukum internasional.
Bilamana terjadi tindakan atau perbuatan penyanderaan
terhadap missi diplomatik ini, dimana diketahui bahwa
para pejabat diplomatik itu dalam hukum internasional
positif telah mendapatkan pengakuan tentang adanya hak-
hak kekebalan dan keistimewaan yang melekat pada diri
pejabat diplomatik itu, maka terletak kewajiban bagi
negara penerima untuk menghukum pelaku penyanderaan
tersebut dengan cara-cara yang pantas seperti memper-
hadapkan pihak pelanggar itu kepengadilan. Dan negara
vang tidak melaksanakan kewajibannya itu haruslah
memberikan kesempatan bagi negara pengirim untuk
menghukum pelaku penyanderaan tersebut, dimana negara
penerima dalam hal ini tidaklah kewenangan untuk meng-
halangi negara pengirim. Namun bilamana negara penerima
telah berusaha menangani persoalan tersebut dengan cara-
cara yang dipandang telah tepat menurut saluran
diplomatik, maka negara penerima dalam hal ini tidak lagi
dapat dimintai pertanggungjawaban yang lebih besar
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyanderaan itu

(Eagleton, 1928: 82 dan 127).
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4.2.3 Masalah Person Non Grata

Dalam kebiasaan internasional vyang dipraktekkan
oleh negara-negara dalam hubungan diplomatiknya sering
terjadi bahwa seorang diplomatik ditolak oleh negara
penerima apakah atas dasar sifat perorangan dari wakil
diplomatik tersebut atau riwayat pekerjaannya dimasa lalu
terlebih Jjika di ketahui bahwa wakil diplomatik itu
memang memiliki rasa permusuhan dengan atau terhadap
negara dimana ia akan ditempatkan. Selain itu seorang
wakil diplomatik, dapat Juga di tolak karena sifat-
sifat tertentu yang memang ditanamkan kepadanya, seperti
halnya negara-negara Protestan pasti tidak akan menerima
utusan vyang dikirim oleh Paus. Demikian pula pernah
terjadi pada Kerajaan Turki dibawah pemerintah Sultan
Osman, untuk waktu cukup lama tidak mengadakan pertukaran
Duta PBesar dengan Amerika Serikat, hingga berakhir saat
Amerika Serikat mengirimkan satu buah skwardon tempur ke
Konstantinopel dan abru setelah itu disetujuil pembukaan
dan penempatan pertukaran wakil diplomatik. (John W.
Foster, 1806: 31).

Karenanya, untuk menghindari diri dari persengke-
taan antar negara yang timbul akibat dari penolakan wakil
missi diplomatik ini, dalam praktek telah lazim diajukan
terlebih dahulu nama-nama orang yang akan dijadikan wakil
diplomatiknya. Dan seringkali tindakan ini dilakukan oleh

Menteri Luar Negeri negara pengirim yang ditujukan kepada
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perwakilan diplomatik negara yang dipercayakan. Sebagai
contoh dapat dikemukakan bahwa Paus Pope saat akan
mengangkat seorang nuncios atau duta ke Spanyol, terlebih
dahulu menyampaikan daftar nama-nama calon wakilnya
kepada penguasa Spanyol untuk disetujui. Dan lazimnya
jika tidak terdapat sebab-sebab tertentu untuk ditolak,
maka biasanya nama terataslah yang dipilih. (Satow, 1857:
135). Hasalah penalokan terhadap wakil diplomatik
tersebut di atas juga bisa terjadi atas diri seorang
diplomatik vang te}ah bertugas disuatu negara karena
adanya tindakan-tindakannya yang menghina pemerintah
setempat, atau melakukan tindakan yang bertentangan
dengan hukum negara penerima. Sebagai contoch dapat
dikemukakan tindakan dari mantan Duta Besar Indonesia
untuk Tanzania pad atahun 19839, yang berusaha menyelun-
dupkan 184 batang gading gajah yang masih utuh pada
tanggal 9 Januari 1989 namun sempat tertangkap oleh
petugas setempat. Meskipun sang Duta Besar tidak dituntut
oleh pemerintah Tanzania ingin menjatuhkan sanksi
terhadap Duta Besar Indonesia itu dengan kekuatan hukum
sebagaimana tercantum dalam ketentuan Konvensi Wina 1961,
maka hal itu dapat dilakukan oleh pemerintah Tanzania
vakni, mengusir sang Duta itu agar meninggalkan negara
Tanzania dan dinyatakan sebagal orang vang tidak

dipercaya lagi atau dinyatakan sebagai orang yang di



Person HNon Grata kan. (Pasal 9 Konvensi Wina 1961).
(KOMPAS, 1989: 4).

Adapun sanksi yang dikenakan terhadap sang Duta
Besar tersebut di atas oleh negara pengirim (Indonesia),
vakni dengan kekuatan pasal 31 ayat 4 Konvensi Wina 18861,
maka hukum negara pengirim dapat diterapkan terhadap Duta
Besar tadi sebagsai suatu kewajiban bagi negara pengirim

untuk menghukum dan membasmi kejahatan dimuka bumi ini.




S.

BAB 5
PENUTUP

1 Kesimpulan

Dari pembahasan terdahulu dari bab per bab akhirnysa

dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut

: 9

Bahwa sejarah telah membuktikan adanya perkembangan
dan kemajuan yang pasti mengenai prinsip-prinsip hukum
internasional, teristimewa hukum diplomatik dimasa
sebelum dan sesudah terbentuknya perserikatan Bangsa-
Bangsa yakni sejak pra Kongres Wina tahun 1815 yang
kemudian diubah dengan protokol Aix-La Chapelle tahun
1818 dimana mulai diatur tentang pangkat diplomatik
vang dikenal dengan Regulation of Vienna. Sejak saat
itulah mulai diakui secara umum adanya suatu lembaga
perwakilan diplomatik. Kemudian setelah dibentuknya
usaha-usaha modifikasi dibidang hukum diplomatik
melalui konprensi di Wina tahun_1961 vang melahirkan
Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik vang
kemudian disusul dengan perjanjian-perjanjian
antarnegara berdasarkan azas reciprocity, maka dapat
dikatakan hampir tidak mungkin lagi bagi suatu negara
untuk menolak kehadiran diplomatik suatu negara yang
dikirim secara resmi oleh negara pengirim, sehingga
menurut tata cara pergaulan internasional negarsa

63
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penerima wajib melindungi perwakilan diplomatik
tersebut. EKondisi tersebut di atas dimungkinkan oleh
karena keberadaan dan pengaruh yang cukup kuat dari
adanya hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik
sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam
Konvensi Wina 1961, yvang merupakan suatu dasar hukum
pemberian hak-hak tesebut didalam hukum internasional
positif.

Sehubungan dengan bentuk penyalahgunasan hak-hak
kekebalan dan kesitimewaan diplomatik yang seringkali
terjadi dalam rangka pelaksanaan fungsi pejabat
diplomatik dalam pergaulan internasional, yakni dapat
dikemukakan sering lahir dalam bentuk pemberian suaka
diplomatik atau yang dikenal dengan istilah definitif
asylum, yakni suatu perlindungan yang pada prinsipnya
tidak mendapatkan tempat dalam hukum internasional
tetapi dalam prakteknya sering dilakukan oleh para
pejabat diplomatik dengan alasan untuk tujuan
meredahkan tindakan sewenang-wenang dan melindungi
orang-orang tertentu yang telah melakukan tindakan
kejahatan.

Pengaruh Hukum Internasional dalam menunjang hak-hak
kekebalan dan kesitimewaan dapat dikatakan adalah
sangat besar, hal mana dapat dilihat dari sejarah
perkembangan hukum diplomatik itu sendiri yang ber-

sumber dari adanya kebiasaan-kebiassan internasional



65

vang kemudian diterims sebagai suatu hkaedah hukum
internasional umum. Dan dalam perkembangan berikut-
nya, kaedah-kaedah hukum kebiasaan internasional 1ini
telah pula diangkat dalam bentuk hukum tertulis dalam
hukum internasional sebagaimana telah dimuat didalam
Konvensi Internasional tentang hubungan diplomatik,
vakni yang dikenal dengan nama Konvensi Wina 1861. Dan
dari kondisi ini kemudian bagi negara-negara di dunia
ini, khususnya negara-negsra yang telah meratifikasi
Konvensi Wina 1961, terletak kewajiban untuk
melaksanakan segala ketentuan yang termuat di dalam
Konvensi Wina 1961 dan mengatur dengan perjanjian
internasional bilateral untuk hal-hal tertentu
dibidang hubungan diplomatik antara negaranya dengan
negara lain berdasarkan hukum internasional seperti
adanya azas Recipricity.

Selanjutnya sehubungan dengan sanksi-sanksi
terhadap penyalahgunaan hak-hak kekebalan dan hak-hak
istimewa vang telah dilakukan oleh pejabat-pejabat
perwakilan diplomatik suatu negara, biasanya terlebih
dahulu ditempuh melalui tatacara atau saluran diplomatik
yvang telah diakui didalam hukum internasional tentang
hubungan diplomatik seperti, pemanfaatan lembaga-lembaga
good-offices, mediasi dan arbitrasi. Akan tetapi Jjika
tata cara atau jalan damal seperti ini masih terasa sulit

untuk mengatasi persoalan yang ada, maka biasanya negara
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penerima akan memperngunakan cara-cara yang cukup keras
seperti pengusiran, yakni mengusir pejabat perwakilan
diplomatik vang telah melakukan tindakan penyalahgunaan
hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewanya dan kemudian
akan dinyatakan sebagai seorang yang tidak disenangi
atau tidak dipercaya atau lebih dikenal didalam hukum
internasional dengan sitilah di person non gratakan.
Sedangkan sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap wakil
diplomatik itu oleh negara pengirim itu sendiri tentunya
tidak lepas dari ketentuan hukum yang umum berlaku di
dunia ini, yakni menghukum setiap bentuk kejahatan dimuka

bumi ini.

5.2 Saran-saran

Masalah hak kekebalan dan kesitimewaan diplomatik
vang ada pada suatu perwakilan diplomatik adalah
merupakan hal yang paling esensial dalam rangka mencip-
takan hubungan yang harmonis antara bangsa dan negara.
Hal mana dapat dilihat dari banyaknya konvensi
internasional yang mengatur tentang perlindungan diploma-
tik yang merupakan bukti adanya kesungguhan dari anggota
masyarakat internasional untuk melindungi para pejabat
diplomatik dari segala bentuk hketakutan ancaman akan
keselataman diri pribadi dan keluarganya, serta sanksi-
sanksi bagi pera pejabat diplomatik itu sendiri bilamana

melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum atau pun
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perbuatan-perbuatan tercelah. Prinsip-prinsip ini tetap
dikembangkan dalam rangka mencegah timbulnya ancaman yang
nungkin bagi para diplomatik termasuk keluarga dan gedung
perwakilannya, serta perbuatan-perbuatan tercelah yang
dapat dilakukan oleh para pejabat diplomatik itu sendiri.

Meskipun telah banyak dihasilkan konvensi-konvensi
internasional yang membahas tentang perlindungan diploma-
tik tersebut, namun yang penting adalah ditaatinya
konvensi itu oleh para pejabat Negara yang dalam hal ini
adalah para pejabat diplomatik itu sendiri. Bahkan
konvensi-konvensi internasional itu tidak akan mempunyai
arti lagi bila tidak dihormati dan ditaati oleh para
pejabat diplomatik atau para pelakunya sendiri demi
terpeliharanya perdamaian keamanan dan ketertiban inter-
nasional.

Selanjutnya, selain dari hal tersebut di atas,
pemberlakukan sanksi-sanksi hukum diplomatik terhadap
para pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran atau
penyalahgunana wewenangnya dapat dikatakan sebagai
kondisi yang dapat membantu terciptanya aparat atau
pejabat diplomatik vyang profesional, handal, berish
berwibawah serta dapat dipercaya yang menjadi dambaan
setiap bangsa di dunia.

Selain itupula kiranya jangan terjadi dan terulang
lagi masalah penyalahgunaan hak-hak kekebalan dan hak-hak

kesitimewaan vang melekat pada diri para pejabat
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diplomatik dimaksudkan agar tetap mentaati dan melaksa-
nakan Konvensi Wina 1861 dan Konvensi-Konvensi Interna-
sional lainnya yang berhubungan erat dengan pelaksanaan
tugas-tugas perwakilan diplomatik di negara penerima
kiranya dapat menjadi teladan dan mengangkat citra bangsa

dan negara yang diwakilinya.
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1l
KONVENSI WINA TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

DAN OPTIONAL PROTOCOLS #

I. KONVENSI Wina tentang Hubungan
Diplomatik, Dibuat di Wina pada
18 April 1961.%)

Negara-negara Fihak padu Konvensi ini.

Mengingat bahwa rakyat-rakyat dari semua bangsa sejak dahulu kala
telah mengenal status pejabat-pejabat diplomatik.

Mempertimbangkan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikat-
an Bangsa-Bangsa mengenai kesamaan kedaulatan Negara-negara, peme-
liharaan perdamaian dan keamanan internasional. dan memajukan hu-
bungan bersahabat di antara bangsa-bangsa.

Percaya bahwa suatu konvensi internasional mengenai hubungan diplo-
matik, hak-hak istimewa dan kekebalan hukum akan menyumbang untuk
pengembangan hubungan bersahabat antara bangsa-bangsa. tanpa mem-
mandang perbedaan sistem sosial dan konstitusi mereka. |

Yakin bahwa tujuan-tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum ini
tidaklah untuk keuntungan individu akan tetapi untuk menjamin pelaksa-
naan yang efisien fungsi-fungsi missi-missi diplomatik dalam mewakili
Negara-Negara,

Menegaskan bahwa aturan hukum kebiasaan internasional tetap terus
mengatur masalah-masalah yang tidak secara tegas diatur oleh ketentuan-
ketentuan Konvensi ini,

=) Teks dalam balasa Ingeeris seperti di dalam @ THE WORK OF THE INTERNATIO.
NAL LAW COMMISION, Revised Ldinon, UNITED NATIONS. Office of Public In-
formation. New York.

*)  Herlaku muln 24 Apri! 1964,




Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal |

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah-istilah berikut akan mempunyai arti
yang disebutkan di bawah ini untuk istilah-istilah tersebut :
fa) "Kepala missi* adalah orang yang diberi tugas oleh Negara pe-
ngirim dengan tugas untuk bertindak di dalam kapasitas sebagai
kepala missi.
(b} "Anggota missi* adalah kepala missi dan anggota-anggota staff
missi.
“Anggota-anggota staff missi* adalah anggota-anggota staff diplo-
matik, anggota-anggota staff administratif dan teknik dan anggota
staff pelayan dari missi.

(d) "Anggota staff diplomatik " adalah anggota-anggota staff daripada
missi yang mempunyai tingkatan diplomatik. L

fe) "Agen diplomatik* adalah kepala missi atau seorang anggota staff
diplomatik dari missi.

{fi "Anggota staff teknik dan administratif” adalah anggota-anggota
staff missi vang dipekerjakan di dalam pelavanan teknik dan
administratif dari missi.

fg/ "Anggota staff pelavan® adalah anggota-anggota staff missi di
dalam pelayanan domestik daripada missi.

{h1 "Pelayan pribadi” adalah orang vang di dalam pelavanan domestik
dari seorang anggota missi dan yang bukan pegawai Negara pe-
ngirim missi.

/i) *Gedung (premises) missi” adalah bangunan atau bagian dari
bangunan dan tanah yang menyokongnya, tak memandang pe-
milikannya, dipergunakan untuk tujuan-tujuan missi termasuk
tempat kediaman kepala missi.

(c

Pasal2

Pembukaan hubungan diplomatik antara Negara-negara. dan pengadaan
missi diplomatik tetapnya, terjadi dengan persetujuan timbal balik.

Pasal 3

1. Fungsi-fungsi missi diplomatik, antara lain, di dalam:
fa) Mewakil Negara pengirim di dalam Negara penerima:
(b Melindungi, di dalam Negara penerima, kepentingan-kepentingan
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Negara pengirim dan warganegara-warganegaranya. di dalam ba-
tas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional;

/c) Berunding dengan Pemerintah Negara penerima:

(d) Mengetahui menurut cara-cara yang sah. keadaan-keadaan dan
perkembangan di dalam Negara penerima. dan melaporkannya
kepada Pemerintah Negara pengirim;

fe) Memajukan hubungan bersahabat di antara Negara pengirim dan
Negara penerima, dan membangun hubungan-hubungan ekonomi.
kebudayaan dan ilmiah.

2. Tiada ketentuan di dalam Konvensi ini yang boleh ditafsirkan mence-
gah pelaksanaan fungsi konsuler oleh suatu missi diplomatik.

Pasal 4

1. Negara pengirim harus memastikan bahwa agrément dari Negara
penerima telah diberikan untuk orang yang oleh Negara pengirim it
diusulkan untuk dikirimkan sebagai kepala missi ke Negara tersebut.
2. Negara penerima tidak berkewajiban untuk memberikan alasan kepada
Negara pengirim mengenai penolakannya atas agrement.

Pasal 5

1. Negara pengirim boleh, setelah memberikan pemberitahuan sebagai.
mana mestinva kepada Negara penerima yang bersangkutan. mengirim-
kan seorang kepala missi atau menugaskan sescorang anggota staff diplo-
matik. sebagaimana nanti dapat terjadi. kepada lebih dari satu Negara.
jika tidak ada keberatan yang tegas dari sesuatu Negara penerima.

2. Jika Negara pengirim mengirimkan scorang kepala missi kepada satu
atau lebih Negara-negara. Negara pengirim tersebut dapat membentuk
suatu missi diplomatik yang dikepalai oleh scorang charge d’affaires ad
interim di dalam setiap Negara di mana kepala missi tidak mempunyai
tempat kedudukan yang tetap.

3. Seorang kepala missi atau setiap anggota staff diplomatik dari missi
dapat bertindak sebagai wakil Negara pengirim kepada sesuatu organisasi
internasional.

Pasal 6

Dua atau lebih Negara-negara dapat mengirim orang yang sama secbagai
kepala missi ke Negara lainnya, jika Negara penerima tidak berkeberatan.



Pasal 7

Tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 5, 8, 9. dan 11, Negara pengirim
boleh dengan bebas menunjuk anggota-anggota staff missi. Untuk atase-
atase militer, angkatan Jaut atau angkatan udara. Negara penerima boleh
mengharuskan agar nama-nama mereka itu diajukan sebelumnya. untuk
penyetujuan.

Pasal 8

1. Anggota-anggota staff diplomatik dari missi pada prinsipnya haruslah
berkebangsaan Negara pengirim.

2. Anggota-anggota staff diplomatik dari missi tidak boleh diangkat
dari orang-orang vang mempunyai kewarganegaraan Negara penerima.
kecuali dengan persetujuan Negara tersebut yang dapat ditarik kembali
setiap saat.

3. Negara penerima boleh mempertahankan haknya yang sama terhadap
warganegara-warganegara Negara ketiga yang juga bukan warganegara
Negara pengirim missi.

Pasal 9

1. Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan ke-
putusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala missinya atau
seseorang anggota staff diplomatiknya adalah persona non grata atau bah-
wa anggota lainnya dari staff missi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti
ini, Negara pengirim, sesuai dengan mana vang layak. harus memanggil
orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di_dalam missi. Seseo-
rang dapat dinyatakan non grata atau tidak dapat diterima sebelum sampai
di dalam teritorial Negara penerima.

2. Jika Negara pengirim menolak atau gagal di dalam suatu periode waktu
vang pantas untuk melaksanakan kewajibannya di bawah ayat | pasal ini,
Negara penerima boleh menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai
anggota missi.

Pasal 10
1. Kementrian Luar Negeri Negara penerima. atau Kementrian lainnya
vang disetujui. harus diberitahu mengenai :
fa) Pengangkatan anggota-anggota missi. kedatangannya dan kebe-
rangkatan terakhirnya atau berakhirnya fungsi-fungsi mereka di
dalam missi:
(b) Kedatangan dan keberangkatan terakhir dari orang-orang yang
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termasuk keluarga dari seorang anggota missi dan, bilamana la-
yak, kenyataan bahwa seorang menjadi atau berakhir sebagai
anggota keluarga dari seorang anggota missi;

fc) Kedatangan dan keberangkatan terakhir dari pelayan pribadi yang
bekerja pada orang-orang yang disebutkan di dalam sub-ayat
fa) dari ayat ini, dan bilamana layak. kenyataan bahwa mereka
lepas dari pekerjaan pada orang-orang tersebut;

(d) Penugasan dan pemberhentian atas orang-orang yang berdiam
di Negara penerima sebagai anggota missi atau pelayan pribadi
yang berhak akan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum.

2. Bilamana mungkin. pemberitahuan terlebih dulu atas kedatangan atau
keberangkatan terakhir juga diberikan.

Pasal 1]

I. Dalam hal ketiadaan persetujuan khusus mengenai besarnya missi,
Negara penerima boleh mengharuskan bahwa besarnya missi harus di-
dalam suatu batas yvang dianggap layak dan wajar. dengan memperhatikan
keadaan-keadaan dan svarat-syarat di dalam Negara penerima serta pada
kebutuhan daripada missi itu.

2. Negara penerima boleh secara sama. di dulam baras-batas yang sama
dan atas dasar tidak mendiskriminasikan, menolak untux menerima pe-
jabat-pejabat dari golongan tertentu.

Pasal 12

Negara pengirim tidak boleh. tanpa pernyataan setuju lebih dahulu dari
Negara penerima, membuka kantor-kantor yang membentuk bagian dari
missi di tempat-tempat selain dari tempat vang missi itu sendiri telah
didirikan.

Pasal 13

1. Kepala missi dianggap telah mulai menjalankan fungsinya di dalam
Negara penerima baik pada saat ia telah menyampaikan credentials (surat-
surat kepercayaan) atau ketika ia telah memberitahukan kedatangannya
dan salinan sesuai aslinva dari surat-surat kepercayaannva telah disam-
paikan kepada Kementrian Luar Negeri Negara penerima. atau Kemen-
terian lainnya yang disetujui. sesuai dengan praktek vang berlaku di
Negara penerima vang harus diterapkan dalam cara vang seragam.

2. Urutan penvampaian surat-surat kepercayaan atau salinan sesuai asli-
nya dari surat kepercayaan itu akan ditentukan menurut tanggal dan saat
kedatangannya dari kepala missi itu. )
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Pasal 14

1. Kepala missi dibagi ke dalam tiga golongan. vaitu :
fa) Duta besar atau nuncious yang diutus kepada Kepala Negara,
dan kepala missi vang tingkatannya sama;
(b} Envoys. ministers dan internuncious yang dikirimkan kepada Ke-
pala Negara;
fc) Chargés d’affaires yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri.
2. Kecuali mengenai preseden dan etiket, tidak akan ada perbedaan di
antara kepala-kepala missi karena alasan golongan mereka.

Pasal |5

Golongan di mana kepala missi mereka itu ditetapkan haruslah disetujui
di antara Negara-negara.

Pasal 16 .

1. Kepala missi mengambil preseden di dalam golongan mercka masing-
masing menurut urutan tanggal dan saat menjalankan fungsi-fungsinva
sesuai dengan pasal 13.

2. Perubahan di dalam crcdentials (surat kepercavaan) dari kepala missi
vang tidak mencakup sesuatu perubahan di dalam golongan tidak akan
mempengaruhi presedennya.

3. Paszl ini tidak mcrugikan terhadap sesuatu praktek vang telah di-
terima oleh Negara penerima mengenai preseden dari wakil Tahta Suci.

Pasal 17

Preseden setiap anggota staff diplomatik dari missi haruslah diberitahukan
oleh kepala missi kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian
lainnya yang disetujui.

Pasal 18
Prosedur yang dipegang di dalam setiap Negara untuk penerimaan kepala
missi haruslah seragam menurut golongannya.

Pasal 19

1. Jika jabatan kepala missi lowong, atau jika kepala missi tidak dapat
melaksanakan fungsinya maka seorang charge d’affaires ad interim ber-
tindak untuk sementara sebagai kepala missi. Nama chargé d’ affaires ad
interim diberitahukan, baik oleh kepala missi atau dalam hal kepala missi
tidak dapat melakukan ini, oleh Kementerian Luar Negeri Negara pengi-
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rim kepada Kementerian Luar Negeri Negara penerima atau kementerian
lainnya yang disetujui.

2. Dalam hal-hal di mana tidak ada anggota staff diplomatik dari missi
vang hadir di Negara penerima, seorang anggota staff teknik dan admi-
nistratif boleh. dengan persetujuan Negara penerima. diangkat oleh Nega-
ra pengirim untuk bertanggung jawab dalam hal hubungan administrasi
dari missi.

Pasal 20

Missi dan kepalanya mempunyai hak menggunakan bendcra dan emblem
Negara pengirim di gedung missi, termasuk tempat kediaman kepala
missi dan alat-alat transportnva.

Pasal 2]

1. Negara penerima harus baik mempermudah mendapatkan di wilayah-

nva. sesuai dengan hukumnyva. gedung vang perlu untuk missi Negara

_ pengirim atau membantu yang terakhir ini di dalam mendapatkan akomo-
dasi yang dibutuhkan dengan satu dan lain cara.

2. la harus juga. jika perlu, membantu missi mendapatkan akomodasi

vang cukup bagi anggota-anggotanya.

Pasal 22

1. Gedung missi tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Pejabat-pejabat
dari Negara penerima tidak boleh memasukinya. kecuali dengan perse-
tujuan kepala missi.

2. Negara penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua
langkah yang perlu untuk melindungi gedung missi terhadap penerobosan
atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian missi
atau perusakan martabatnya.

3. Gedung missi, perlengkapannya dan barang-barang lainnya di sana
serta alat-alat transpor missi kebal terhadap penyelidikan, pengambil-
alihan, penglengkapan (attachement) atau eksekusi.

Pasal 23

I. Negara pengirim dan kepala missi bebas dari semua iuran dan pajak
nasional, daecrah atau kotapraja atas gedung missi. baik dimiliki atau di-
sewa, melainkan pembavaran demikian untuk pelayanan tertentu yang
telah diberikan kepada gedung missi itu.

2. Pembebasan dari pemajakan vang disebutkan di dalam pasal ini tidak
berlaku untuk iuran dan pajak vang dapat dibayarkan di bawah hukum
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Negara penerima oleh orang-orang yang menutup perjanjian dengan
Negara pengirim atau dengan kepala missi.

Pasal 24

Arsip-arsip dan dokumen-dokumen missi tidak dapat diganggu gugat
(inviolable) kapanpun dan di manapun benda-benda itu berada.

Pasal 25

Negara penerima harus memberikan kemudahan yang penuh untuk pelak-
sanaan fungsi-fungsi missi.

Pasal 26

Tunduk pada hukum dan peraturan mengenai larangan masuk pada daerah
tertentu atau yang diatur karena alasan-alasan keamanan nasional. Nega-
ra penerima harus menjamin semua anggota missi kebgbasan bergerak
dan bepergian di dalam wilayahnya.

Pasal 27

1. Negara penerima harus mengijinkan dan melindungi kemerdekaan
berkomunikasi pada fihak missi untuk tujuan-tujuan resminya. Di dalam
berkomunikasi dengan Pemerintah. missi-missi dan konsulat-konsulat,
dari Negara pengirim. di manapun beradanya. missi boleh menggunakan
semua sarana yang pantas. termasuk kurir diplomatik dan pesan-pesan
dengan sandi atau kode. Namun demikian, missi boleh menggunakan dan
memasang pemancar radio harfya dengan persetujuan dari Negara pene-
rima. .

2. Korespondensi resmi daripada missi tidak dapat diganggu gugat.
Korespondensi resmi adalah semua korespondensi yang berhubungan
dengan missi dan fungi-fungsinya.

3. Tasdiplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan.

4. Paket yang ada di dalam tas diplomatik harus memperlihatkan tanda
yang jelas dapat terlihat dari luar yang menunjukkan sifatnya dan hanya
boleh berisi dokumen-dokumen diplomatik atau barang-barang yang di-
peruntukkan bagi kegunaan resmi daripada missi.

5. Kurir diplomatik, harus diperlengkapi dengan dokumen resmi yang
menunjukkan statusnya dan jumlah paket yang ada di dalam tas diploma-
tik, harus dilindungi oleh Negara penerima di dalam pelaksanaan fungsi-
fungsinya. la mendapat inviolabilitas badan dan tidak dapat dipertang-
gungjawabkan dalam bentuk penangkapan atau penahanan.

6. Negara pengirim atau missi boleh mengadakan kurir diplomatik ad hoc.
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Dalam hal demikian ini maka ketentuan ayat 5 pasal ini juga berlaku. kecu-
ali bahwa kekebalan yang disebutkan di dalamnya itu akan berakhir ber-
laku jika kurir ini telah menyerahkan tas diplomatik yang menjadi beban-
nya kepada penerima barang.

7. Suatu tas diplomatik boleh dipercayakan kepada kapten pesawat ko-
mersial yang dijadwalkan mendarat pada suatu pelabuhan masuk vang
sah. Kapten ini harus diperlengkapi dengan dokumen resmi yang menun-
jukkan jumlah paket yang ada di dalam tas itu akan tetapi ia tidak boleh
dianggap sebagai kurir diplomatik. Missi dapat mengirimkan seorang
anggotanva untuk mengambil pemilikan tas tersebut secara langsung dan
bebas dari kapten pesawat.

Pasal 28

Uang bayaran dan biaya-biaya yang dipungut oleh missi di dalam menja-
lankan tugas resminya bebas dari semua iuran dan pajak.

Pasal 29
Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolable). la tidak
dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dart penahanan atau
penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat
dan harus mengambil semua langkah vang tepat untuk mencegah setiap
serangan terhadap badannya. kebebasannya atau martabatnya.

Pasal 30

I. Tempat kediaman pribadi agen diplomatik menikmati inviolabilitas
dan perlindungan yang sama seperti gedung missi.

2. Kertasnya. korespondensinya. dan kecuali ditentukan di dalam ayat 3
pasal 31, barang-barangnya. juga menikmati inviolabilitas.

Pasal 31
l. Seorang agen diplomatik kebal dari yurisdiksi kriminil Negara peneri-
ma. Dia juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam
hal :
fa) Suatu perkara yang berhubungan dengan barang-barang tetap
yang terletak di dalam wilayah Negara penerima, tanpa ia meme-
gangnya itu untuk fihak Negara pengirim untuk tujuan-tujuan
missi
(b} Suatu perkara yang berhubungan dengan suksesi di mana agen
diplomatik termasuk sebagai eksekutor. administrator, ahli waris
atau legate sebagai orang privat dan tidak untuk fihak Negara Pe-
ngirim;
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(c) Suatu perkara yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesi-
onal atau dagang yang dijalankan oleh agen diplomatik di dalam
Negara penerima dan di luar fungsi resminya.

2. Seorang agen diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk mem-
berikan bukti.
3. Tiada tindakan eksekusi boleh diambil terhadap agen diplomatik ke-
cuali di dalam hal-hal yang masuk di dalam sub-ayat (a). b/ dan (c/ dari
ayat 1 pasal ini, dan dengan syarat bahwa tindakan itu dapat diambil
tanpa melanggar inviolabilitas orangnya atau tempat kediamannya.
4. Kekebalan agen diplomatik dari yurisdiksi Negara penerima tidak
membebaskannya dari yurisdiksi Negara pengirim.

Pasal 32
1. Kekebalan dari yurisdiksi bagi agen-agen diplomatik dan orang-orang
yang menikmati kekebalan di dalam pasal 37 dapat ditanggalkan oleh
Negara penginm 3
2. Pelepasan kekebalan haruslah dinyatakan dengan tegas.
3. Pemulaian sidang oleh agen diplomatik atau oleh seseorang yang men-
dapat kekebalan terhadap yurisdiksi menurut pasal 37 akan menghalangi-
nya untuk pengajuan kekebalan terhadap yurisdiksi dalam hal tuntutan
balik yang secara langsung berhubungan dengan gugatan pokok.
4. Penanggalan kekebalan dar yurisdiksi dalam hal sidang-sidang sipil
atau administratif tidak dapat dipegang untuk menyatakan secara tak
langsung adanya penanggalan kekebalan dalam hal eksekusi keputusan,
yang untuk mana suatu penanggalan terpisah diperlukan.

Pasal 33

1. Tunduk pada ketentuan ayat 3 pasal ini. seorang agen diplomatik harus,
dengan mengingat akan pelayanan yang diberikan untuk Negara pengi-
rim, bebas dari ketentuan-ketentuan keamanan sosial yang mungkin
beriaku di dalam Negara penerima.
2. Pembebasan yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini juga berlaku untuk
pelayan-pelayan pribadi yang di dalam pemekerjaan tersendiri dari agen
diplomatik, dengan syarat :
{a) Bahwa mereka itu bukan warganegara dari atau tidak berdiam me-
netap di Negara penerima; dan
(b) Bahwa mercka terkena ketentuan keamanan sosial yang mungkin
berlaku di dalam Negara penerima atau suatu Negara ketiga.
3. Seorang agen diplomatik yang mempckerjakan orang yang pembebasan
yang disyaratkan di dalam ayat 2 pasal ini tidak berlaku atasnya haruslah
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mematuhi kewajiban-kewajiban dari ketentuan-ketentuan keamanan sosial
yang dibebankan Negara penerima kepada pemakai tenaga kerja.

4. Pembebasan yang ditentukan di dalam ayat 1 dan 2 pasal ini tidak
menghalangi partisipasi sukarela di dalam sistem keamanan sosial Negara
penerima dengan syarat partisipasi demikian ini diijinkan oleh Negara itu.
5. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak akan mempengaruhi perjanjian-
perjanjian bilateral ataupun multilateral mengenai keamanan sosial vang
ditutup sebelumnya dan tidak akan mencegah penutupan perjanjian de-
mikian ini di masa mendatang.

Pusal 34

Seorang agen diplomatik bebas dari semua iuran dan pajak. personal dan
real. nasional, regional (daerah) atau kotapraja, kecuali:

fa) Pajak-pajak tak langsung yang normalnya termasukkan di dalam
harga barang-barang dan pelayanan-pelayanan:

(b} luran dan pajak atas barang-barang tetap pribadi yang terletak di
wilavah Negara penerima. tanpa dia memegangnya itu untuk fihak
Negara pengirim untuk tujuan-tujuan missi;

fc) Bea kekavaan. suksesi atau warisan vang dipungut oleh Negara
penerima. dengan tunduk pada ketentuan ayat 4 pasal 39:

{d) luran dan pajak atas pendapatan pribadi vang bersumber di dalam
Negara penerima dan pajak modal pada penanaman modal vang
dibuat pada perdagangan yang dilakukan di dalam Negara peneri-
ma;

{e) Biaya-biaya vang dipungut untuk pelayanan-pelayanan tertentu
vang telah diberikan.

(/) Biaya pendaftaran. biaya pengadilan dan pencatatan. iuran hipotik
dan bea perangko dan dalam hal barang tetap, wunduk pada keten-
tuan pasal 23.

Pasal 35

Negara penerima harus membebaskan agen diplomatik dari semua pela-
vanan pribadi. dari semua pelayanan umum macam apapun. dan dari
kewajiban militer seperti yvang berhubungan dengan pengambilalihan.
sumbangan militer dan penginapan.

Pasal 36

1. Negara penerima harus sesuai dengan hukum dan peraturannya vang
dapat diadakannya. mengijinkan masuk dan membebaskan dari semua
pajak dan bea, dan ongkos-ongkos yang berhubungan dengan itu melain-
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kan biaya ini untuk penyimpanan, pengungsungan dan pelayanan yang
sama dengan ini, atas:

(a) Barang-barang untuk kegunaan resmi missi;

(b) Barang-barang untuk pemakaian pribadi agen diplomatik atau
anggota keluarganya yang membentuk rumah tangganya, termasuk
barang-barang yang dimaksudkan untuk penunjangnya.

2. Bagasi pribadi agen diplomatik bebas dari pemeriksaan. tanpa ada da-
sar yang sungguh-sungguh untuk menganggap bahwa bagasi itu berisi
barang-barang yang tidak mendapatkan pembebasan-pembebasan yvang
disebutkan di dalam ayat | pasal ini, atau barang-barang yang pemasukan-
nya atau pengeluarannya dilarang oleh hukum atau diawasi oleh peraturan
karantina Negara penerima. Pemeriksaan demikian haruslah dilakukan
dengan adanya agen diplomatik yang hadir atau wakilnya yang diwe-
nangkan. ’

Pasal 37

1. Anggota-anggota keluarga agen diplomatik yang membentuk rumah
tangganya, jika mereka ini bukan warganegara Negara penerima. menda-
pat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum vang disebutkan di dalam pa-
sal 29 sampai 36.

2. Anggota staff administratif dan teknik daripada missi. bersama-sama
dengan anggota keluarga mereka yang membentuk rumah tangga mereka
masing-masing, jika mereka itu bukan warganegara dari atau tidak mene-
tap secara permanen di Negara penerima, mendapat hak-hak istimewa dan
kekebalan hukum yang ditentukan di dalam pasal 29  sampai 35, kecuali
bahwa kekebalan terhadap vurisdiksi administratif dan sipil Negara pe-
nerima di dalam ayat 1 pasal 31 tidak akan meluas sampai ke perbuatan-
perbuatan yang dilakukan di luar pelaksanaan tugas mereka. Mereka juga
mendapat hak-hak istimewa di dalam pasal 36. ayat 1, atas barang-barang
yang dimasukkan pada saat pertama kali penempatan mereka.

3. Anggota staff pelavan missi yang bukan warganegara dari atau tidak
berdiam menetap di Negara penerima mendapat kekebalan atas perbuatan
yang dilakukan di dalam tugas-tugas mereka, pembebasan dari iuran dan
pajak atas pembayaran yang diterimanya dari pekerjaannya itu serta pem-
bebasan yang ada di dalam pasal 33.

4. Pelayan pribadi daripada missi. jika mereka itu bukan warganegara
atau tidak berdiam menetap di Negara penerima. mendapat pembebas-
an dari iuran dan pajak atas pembayaran vang diterimanya dari kerjanya
itu. Di dalam hal lain, mereka hanya mendapat hak-hak istimewa dan
kekebalan hukum seluas yang diakui oleh Negara penerima. Namun de-
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mikian, Negara penerima harus melakukan yurisdiksinya atas orang-orang
itu sedemikian rupa sehingga tidak mencampuri secara tidak sah pelak-
sanaan fungsi-fungsi missi.

Pasal 38

1. Kecuali sejauh hak-hak istimewa dan kekebalan hukum tambahan da-
pat diberikan oleh Negara penerima, seorang agen diplomatik yang ber-
kewarganegara dari atau yang secara permanen menetap di dalam Negara
penerima mendapat hanya kekebalan terhadap yurisdiksi. dan inviolabili-
tas, atas perbuatan resmi yang dilakukan daiam fungsi-fungsinya.

2. Anggota lainnya dari staff missi dan pelayan-pelayan pribadi yang
berkewarganegaraan dari atau berdiam menetap di Negara penerima
mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum hanya sejauh yang
diakui oleh Negara penerima. Namun demikian Negara penerima harus
melakukan vurisdiksi atas orang-orang tersebut sedemikian rupa sehingga

tidak akan mencampuri secara tidak sah pelaksanaan fungsi-fungsi missi. -

. Pasal 39

1. Setiap orang yang berhak akan kekebalan hukum dan hak-hak isti-
mewa akan mendapatnya sejak saat ia memasuki wilayah Negara penerima
dalam proses menempati posnya, atau jika ia sudah di dalam wilayahnya,
sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepada Kementerian Luar
Negeri atau kementerian lainnya vang disetujui.

2. Kalau fungsi-fungsi dari orang yang mendapat hak-hak istimewa dan
kekebalan hukum itu berakhir, hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu
akan berakhir secara normal pada saat ia meninggalkan Negara itu. atau
pada saat berakhirnya suatu periode yang layak untuk demikian, namun
akan tetap ada sampai saat tersebut. bahkan di dalam keadaan terjadinya
konflik bersenjata. Meskipun begitu. terhadap perbuatan-perbuatan yang
dilakukan orang ini di dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya sebagai seo-
rang anggota missi, kekebalan akan terus ada.

3. Dalam hal kematian seorang anggota missi. anggota-anggota keluarga-
nya akan terus menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang
merupakan hak mereka hingga berakhirnya suatu periode untuk mening-
galkan Negara tersebut.

4. Dalam hal kematian seorang anggota missi vang bukan warganegara
dari atau tidak berdiam menetap di Negara penerima, atau seorang ang-
gota keluarganya yang membentuk rumah tangganya. Negara penerima
harus memperkenankan penarikan kembali barang-barang bergerak si
almarhum (ah), dengan perkecualian bagi barang yang diperoleh di dalam
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Negara itu yang ekspornya dilarang pada saat kematiannya. Bea-bea
kekayaan, suksesi dan warisan tidak akan dipungut atas barang-barang
bergerak yang adanya di dalam Negara penerima itu semata-mata karena
hadirnya di situ si almarhum (ah) sebagai seorang anggota missi atau se-
bagai anggota keluarga dari seorang anggota missi tersebut.

Pasal 40

1. Jika seorang agen diplomatik melewati atau berada di dalam teritorial
suatu Negara ketiga, vang telah memberinya visa paspor jika visa demi-
kian ini perlu. untuk menuju ke posnya atau kembali ke posnya. atau pada
saat kembali ke negaranya. Negara ketiga harus memberinya inviolabili-
tas dan kekebalan lainnva vang diperlukan untuk menjamin transitnya
atau perjalanan pulangnya. Hal yang sama berlaku pula dalam hal seorang
anggota keluarganya yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan
hukum menyertai agen diplomatik tersebut, atau bepergian secara terpi-
sah untuk mengikutinya atau untuk kembali ke Negara mereka.

2. Dalam hal-hal yang sama dengan yang disebutkan di dalam ayat | pasal
ini. Negara ketiga tidak boleh mengganggu lewatnya staff administrartif
dan teknik atau staff pelayan daripada missi. dan anggota-anggota keluar-
ganya. melalui wilayahnya.

3. Terhadap korespondensi resmi dan komunikasi resmi lainnya di dalam
transit. termasuk pula pesan-pesan dengan kode atau sandi. Negara ke-
tiga harus memberikan kemerdekaan dan perlindungan vang sama seperti
yang diberikan oleh Negara penerima. Kepada kurir diplomatik vang telah
diberikan visa paspor jika visa demikian diperlukan. dan tas-tas diplomatik
di dalam transit itu. Negara ketiga memberikan inviolabilitas dan perlin-
dungan seperti yang Negara penerima missi itu terikat untuk memberi-
kannya. :

4. Kewajiban Negara ketiga di bawah ayat 1. 2 dan J pasal ini juga ber-
laku untuk orang-orang yang disebutkan masing-masing di dalam ayat-
ayat itu, dan untuk komunikasi resmi serta tas-tas diplomatik vang kebe-
radaannya di dalam wilayah Negara ketiga itu disebabkan karena force
majeure.

Pasaldl

1. Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum mereka itu.
adalah menjadi kewajiban semua orang vang menikmati hak-hak istimewa
dan kekebalan hukum itu untuk menghormati hukum dan peraturan Ne-
gara penerima. Mereka juga berkewajiban tidak mencampuri masalah
dalam negeri Negara tersebut.
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2. Semua tugas-tugas resmi dengan Negara penerima yang dibebankan
kepada missi oleh Negara pengirim haruslah dilakukan dengan atau mela-
lui Kementerian Luar Negeri Negara penerima atau kementerian lainnya
yang disetujui.

3. Gedung missi tidak boleh dipergunakan dalam cara vang tidak selaras
dengan fungsi missi sebagai yang dituangkan di dalam Konvensi ini atau
oleh aturan-aturan umum hukum internasional atau oleh perjanjian khu-
sus yang berlaku di antara Negara pengirim dan Negara penerima.

Pasal 42

Seorang agen diplomatik tidak boleh di dalam Negara penerima itu mela-
kukan praktek untuk keuntungan pribadinya sesuatu kegiatan profesional

atau perdagangan.
Pasal 43
Fungsi-fungsi seorang agen diplomatik berakhir antara lain :
fa) atas pemberitahuan oleh Negara pengirim kepada Negara penerima -
bahwa fungsi agen diplomatik tersebut berakhir:
(b) atas pemberitahuan oleh Negara penerima kepada Negara pengirim

bahwa. sesuai dengan ayat 2 pasal 9. Negara penerima menolak
mengakui agen diplomatik itu sebagai seorang anggota missi.

Pasal 44

Negara penerima harus, bahkan di dalam keadaan konflik bersenjata.
memberikan kemudahan untuk memudahkan orang-orang yang mendapat
hak-hak istimewa dan kekebalan hukum. selain warganegara Negara pene-
rima itu, dan anggota-anggota keluarga orang-orang tersebut dengan ti-
dak memandang kebangsaannya. untuk meninggalkan Negara penerima
pada saat yang secepat-cepatnya. Khususnya. dalam hal kebutuhan. Ne-
gara penerima menyediakan untuk mereka itu sarana-sarana transpor vang
perlu untuk mereka sendiri dan barang-barangnya.

Pasal 45
Jika hubungan diplomatik terputus di antara dua Negara. atau jika suatu
missi dipanggil kembali untuk sementara atau seterusnya :
fa) Negara penerima harus, bahkan pada saat terjadinya konflik ber-
senjata, menghormati dan melindungi missi. bersama-sama de-
ngan barang-barangnya dan arsip-arsipnya;
{b) Negara pengirim boleh mempercayakan pemeliharaan gedung
missi, bersama-sama dengan barang-barang dan arsip-arsipnya,
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kepada suatu Negara ketiga yang dapat diterima oleh Negara pe-
nerima; .

fc) Negara pengirim boleh mempercayakan perlindungan atas kepen-
tingan-kepentingannya dan kepentingan-kepentingan warganega-
ra-warganegaranya kepada suatu Negara ketiga yang dapat diteri-
ma oleh Negara penerima.

Pasal 46

Suatu Negara pengirim boleh dengan persetujuan sebelumnya dari Negara
penerima. dan atas permohonan dari suatu Negara ketiga vang tidak
diwakili di dalam Negara penerima. melakukan perlindungan sementara
atas kepentingan-kepentingan Negara ketiga dan warganegara-wargane-
garanya.

Pasal 47

1. Di dalam penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Negara pene-
rima tidak boleh mendiskriminasikan antara Negara-negara.
2. Namun demikian. diskriminasi tidak akan dianggap terjadi :

fa) Di mana Negara penerima menerapkan sesuatu ketentuan Konvensi
ini secara terbatas disebabkan oleh penerapan yang terbatas keten-
tuan-ketentuan tersebut terhadap missinyva di dalam Negara pengi-
rim;

(b) Di mana karena kebiasaan atau karena perjanjian Negara-negara
memperluas kepada mereka satu sama lainnya suatu perlakuan
yang lebih mengutamakan (menguntungkan) daripada yang disarat-
kan oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 48

Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara Anggota
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Negara Anggota sesuatu badan-badan
khusus atau Fihak pada Statuta Mahkamah Internasional (International
Court of Justice). dan oleh setiap Negara lainnya yang diundang oleh
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi fihak pada
Konvensi ini, sebagai berikut : sampai 31 Oktober 1961 di Kementerian
Federal untuk Hubungan Luar Negeri Austria dan sesudah itu, sampai
31 Maret 1962, di Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pasal 49

Konvensi ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus disimpan pada
Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.
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Pasal 50

Konvensi ini tetap terbuka untuk keikutsertaan (aksesi) oleh setiap Negara
yang termasuk ke dalam salah satu dari empat golongan yang disebutkan
di dalam pasal 48. Instrumen aksesi harus disimpan pada Sekretaris Jen-
dral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 5]

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah tanggal
penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi vang keduapuluh dua pada
Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau ikut serta (aksesi) sesudah
penyimpanan instrumen ratifikasi atau ikut serta vang keduapuluh dua.
Konvensi berlaku mulai pada hari ke tigapuluh sesudah penyimpanan
instrumen ratifikasi atau keikutsertaan itu oleh Negara tersebut.

Pasal 52

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua
Negara yang termasuk ke dalam salah satu dari empat golongan vang dise-
butkan di dalam pasal 48 :
fa) Mengenai penandatanganan atas Konvensi ini dan penyimpanan
instrumen ratifikasi atau keikutsertaan. sesuai dengan pasal-pasal
48, 49 dan 50: '
(b) Mengenai tanggal saat mana Konvensi ini akan mulai berlaku,
sesuai dengan pasal 51.

Pasal 53

Aslinya dari Konvensi ini. yaitu dalam teks-teks bahasa Cina. bahasa Ing-
gris, bahasa Spanyol. bahasa Rusia dan bahasa Perancis, adalah sama-
sama otentiknya, harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan
Bangsa-Bangsa. yang akan mengirimkan salinan sesuai aslinya dari teks-
teks itu masing-masing kepada semua Negara-negara vang termasuk ke
dalam salah satu golongan vang disebutkan di dalam pasal 48.

SEBAGAI BUKTI, Plenipotentiaries yang bertanda tangan di bawah ini,
vang diberi wewenang secara sah untuk itu olech masing-masing Pemerin-
tah mereka, telah menandatangani Konvensi ini.

DIBUAT DI WINA, pada tanggal delapan belas April seribusembilan-
ratus enampuluh satu.
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2. OPTIONAL PROTOCOL MENGENAI
PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN
Dibuat di Wina, pada 18 April 1961°*)

Negara-negara Fihak pada Protokol ini dan Konvensi Wina mengenai
Hubungan Diplomatik. di sini selanjutnya disebut sebagai "konvensi”,
yang disetujui oleh Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dise-
lenggarakan di Wina dari tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961.
Menyatakan keinginan mereka untuk membentuk aturan-aturan di antara
mereka mengenai perolehan kewarganegaraan oleh anggota-anggota missi
diplomatik mereka dan keluarga-keluarga yang membentuk bagian dari
rumah tangga anggota-anggota itu,

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal ] ’

Untuk tujuan Protokol ini, penyebutan "anggota-anggota missi® mempu-
nyai arti yang diberikan untuk itu sebagaimana menurut pasal 1. sub-avat
/b). dari konvensi - yaitu “kepala missi dan anggota-anggota staff daripada
missi”.

Pasal Il

Anggota-anggota missi yang bukan warganegara Negara penerima. dan
anggota-anggota keluarga mereka yang membentuk bagian rumah tangga
mereka, tidak akan, semata-mata karena bekerjanya hukum Negara pene-
rima, mendapatkan kewarganegaraan Negara itu.

Pasal Ill

Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara yang
menjadi fihak pada konvensi, sebagai berikut: sampai 31 Oktober 1961
di Kementerian Federal untuk Hubungan Luar Negeri Austria dan sesudah
itu, sampai 31 Maret 1962, di Markasbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa
di New York.

Pasal IV

Protokol ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus disimpan pada
Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

*)  Mulai berlaku pada 24 April 1964,
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Pasal V

Protokol ini tetap terbuka untuk keikutsertaan oleh semua Negara yang
menjadi fihak pada konvensi. Instrumen keikutsertaan harus disimpan
pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal VI

1. Protokol ini mulai berlaku pada hari yang sama dengan konvensi atau
pada hari ke tigapuluh sesudah tanggal-penyimpanan instrumen kedua da-
ri ratifikasi atau keikutsertaan (aksesi) pada Protokol ini pada Sekretaris
Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. tanggal berapapun yang belakangan
ini. .
2. Untuk masing-masing Negara vang meratifikasi atau ikut serta pada
Protokol ini sesudah berlakunya sesuai dengan ayat | pasal ini. Protokol-
nya mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah penyimpanan instrumen
ratifikasi atau keikutsertaan oleh Negara tersebut. -~

Pasal VIl

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua
Negara yang menjadi fihak pada konvensi :
fa) Mengenai penandatanganan Protokol ini dan penyimpanannyva dari
ratifikasi atau keikutsertaan. sesuai dengan pasal-pasal Ill. IV
dan V.,
/b) Mengenai tanggal saat Protokol ini berlaku. sesuai dengan pasal VL

Pasal Vil

Aslinya dari Protokol ini. masing-masing di dalam bahasa Cina, Inggris.
Perancis. Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknva. harus disimpan pada
Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. vang akan mengirimkan
salinan-salinan sesuai dengan aslinya dari teks-teks itu kepada semua Ne-
gara yang disebutkan di dalam pasal IlI.

DENGAN PERSAKSIAN INI Plenipotentiaries. yang diberi wewenang
secara sah untuk itu oleh masing-masing Pemerintah mereka, telah me-
nandatangani protokol ini.

DIBUAT DI WINA. pada tanggal 18 April 1961.
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3. PROTOKOL OPSIONAL MENGENAI PENYELESAIAN MEMAKSA
ATAS PERSELISIHAN
Dibuat di Wina, pada 18 April 1961.%)

Negara-negara Fihak pada Protokol ini dan pada Konvensi Wina mengenai
Hubungan Diplomatik. di sini selanjutnya disebut “Konvensi* yang dise-
tujui oleh Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan
di Wina dari 2 Maret sampai 14 April 1961.

Menyatakan keinginan mereka untuk mengambil jalan di dalam semua
masalah mengenai setiap perselisihan mereka yang timbul dari penafsiran
atau penerapan daripada Konvensi kepada yurisdiksi yang memaksa dari
Mahkamah Internasional. tanpa bentuk-bentuk penyelesaian ada disetujui
oleh fihak-fihak di dalam suatu periode yang pantas,

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal |

Perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penerapan Konvensi akan
diletakkan di dalam yurisdiksi memaksa dari Mahkamah Internasional
(International Court of Justice) dan sesuai dengan ini dapat dibawa ke
depan Mahkamah dengan suatu permohonan vang dibuat oleh setiap fihak
pada perselisihan itu yang merupakan fihak pada Protokol ini.

Pasalll

Fihak-fihak boleh setuju, di dalam suatu periodc dua bulan sesudah satu
fihak sudah memberitahukan pandangannya kepada yang lain bahwa suatu
perselisihan timbul, mengambil jalan tidak kepada Mahkamah Internasio-
nal tetapi kepada suatu arbitrase. Sesudah berakhirnya periode tersebut.
fihak-fihak dapat membawa perselisihan itu ke depan Mahkamah dengan
mengajukan permohonan.

Pasal Il

1. Di dalam periode vang sama yaitu dua bulan. fihak-fihak boleh setuju
untuk mengangkat prosedur konsiliasi (perdamaian) sebelum maju ke
Mahkamah Internasional.

2. Komisi konsiliasi harus membuat rekomendasi di dalam waktu lima bu-
lan sesudah pengangkatannya. Jika rekomendasinya tidak diterima oleh

*). Mulai berlaku pada 24 Apnil 1964,
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fihak-fihak di dalam perselisihan itu di dalam waktu dua bulan sesudah
mereka dikirimi rekomendasi itu, salah satu fihak manapun dari perseli-
sihan itu boleh membawa perselisihan tersebut ke muka Mahkamah de-
ngan suatu permohonan.

Pasal IV

Negara-negara Fihak pada Konvensi. pada Optional Protocol mengenai
Perolehan Kewarganegaraan. dan pada Protokol ini pada setiap saat boleh
mengumumkan bahwa mereka akan memperluas ketentuan-ketentuan
Protokol ini kepada perselisihan-perselisihan vang timbul dari penafsiran
atau penerapan Optional Protokol mengenai Perolehan Kewarganegaraan.
Pengumuman demikian ini harus diberitahukan kepada Sekretaris Jendral
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal V
Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara yvang bo-

leh menjadi fihak pada konvensi. sebagai berikut : sampai 31 Oktober 1961

di Kementerian Federal untuk Hubungan Luar Negeri Austria dan sesudah
itu. sampai 31 Maret 1962, di Markasbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa
di New York. .

Pasal VI

Protokol ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus disimpan pada
Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal Vil

Protokol ini tetap terbuka untuk keikutsertaan (aksesi) oleh semua Negara
vang boleh menjadi fihak pada Konvensi. Instrumen keikutsertaan harus
disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal VIII

1. Protokol ini mulai berlaku pada hari yang sama dengan Konvensi atau
pada hari ke tigapuluh sesudah tanggal penyimpanan instrumen kedua da-
ri ratifikasi atau keikutsertaan pada Protokol ini pada Sekretaris Jendral
Perserikatan Bangsa-Bangsa. kapanpun hari untuk yang belakangan ini.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau ikut serta pada Protokol ini
sesudah Protokol ini berlaku sesuai dengan ayat | pasal ini. Protokol ini
mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah penvimpanannya instrumen
ratifikasi atau keikutsertaan oleh Negara tersebut.
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Pasal IX
Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua
Negara yang menjadi fihak pada Konvensi :
fa) Mengenai penandatangan Protokol ini dan penyimpanan instrumen
ratifikasi atau keikutsertaan, sesuai dengan pasal V, VI dan VIIL
(b) Mengenai pengumuman yang dibuat menurut pasal IV dari Proto-
kol ini;

fc) Mengenai tanggal pada saat mana Protokol ini mulai berlaku, se-
suai dengan pasal VIIL

Pasal X

Aslinya dari Protokol ini vaitu teks-teks dalam bahasa Cina. Inggris, Pe-
rancis. Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknya. disimpan pada Sekre.
taris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. vang akan mengirimkan sa-
linan sesuai aslinya dari teks-teks tersebut kepada semua Negara vang
disebutkan menurut pasal V.

DENGAN PERSAKSIAN INI Plenipotentiaries vang bertanda tangan di
bawah ini yang diberi wewenang secara sah untuk itu oleh Pemerintah
mereka masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT DI WINA, pada tanggal 18 April tahun seribu sembilan ratus.
enampuluh satu.
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1
VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL#

1. Vienna Convention on Diplomatic Relations.
Done at Vienna. on 18 April 1961*

The States Parties to the present Covention,
Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized
the status of diplomatic agents.
Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United
Nations concerning the sovereign equality of States. the maintenance of
international peace and security. and the promotion of friendly relations
among nations.
Believing that an international convention on diplomatic intercourse. pri-
vileges and immunities would contribute to the development of friendly
relations among nations. irrespective of their differing constitutional and
social systems.
Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to
benefit individuals but to ensure the efficient performance of lhe functions
of diplomatic missions as representing States.
A[firming that the rules of customary international law shouid continue 1w
govern questions not expressly regulated by the provisions of the present
Convention.
Have agreed as follows :

Article |

For the purpose of the present Convention. the following expressions shall
have the meanings hereunder assigned to them :

=  THE WORK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION, revised edr., Oifice of
Public Information, United Nations, New York, p 157172
*  Cameinto forccon 24 April 1963 ., . . ...
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fa) The "head of the mission” is the person charged by the sending
State with the duty of acting in that capacity:

(b) The “members of the mission” are the head of the mission and the
members of the staff of the mission;

¢) The "members of the staff of the mission” are the members of the
diplomatic staff, of the administrative and technical staff and of the
service staff of the mission;

fd) The *members of the diplomatic staff* are the members of the staff
of the mission having diplomatic rank;

fe) A "diplomatic agent” is the head of the mission or a member of the
diplomatic staff of the mission:

{f) The "members of the administrative and technical staff” are the
members ot the staff of the mission employed in the administrative
and technical service of the mission:

{g/ The "members of the service staff* are the members of the staff of
the mission in the domestic service of the mission:

(h) A "private servant” is a person who is in the domestic service of
a member of the mission and who is not an employee of the sending
State;

(i) The *premises of the mission” are the buildings or parts of buildings
and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for
the purposes of the mission including the residence of the head of
the mission.

Article 2

The establishment of diplomatic relations between States. and of perma-
nent diplomatic missions. takes place by mutual consent.

Article 3

1. The functions of a diplomatic mission consist. inter alia. in:
{a) Representing the sending State in the receiving State:

{b) Protecting in the receiving State the interests of the sending State
and of its nationals, within the limits permitted by international
law;

fc) Negotiating with the Government of the receiving State;

(d) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in
the receiving State, and reporting thereon to the Government of
the sending State;




(e) Promoting friendly relations between the sending State and the
receiving State, and developing their economic, cultural and scienti-
fic relations.

2. Nothing in the present Convention shall be construed as preventing
the performance of consular functions by a diplomatic mission.

Article4
1. The sending State must make certain that the agrément or the receiving
State has been given for the person it proposes to accredit as head of the
mission to that State.
2. The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State
for a refusal of agrément.

Article 5

1. The sending State may, after it has given due notification to the receiv-
ing State concerned. accredit a head of mission or assign any member of
the diplomatic staff. as the case may be, to more than one State, unless
there is express objection by apy of the receiving States.
2. If the sending State accredits a head of mission to one or more other
States it may establish a diplomatic mission headed by a chargé d’ affaires
ad interim in each State where the head of mission has not his permanent
seat. '
J. A head of mission or any member of the diplomatic staff of the mission
may act as representative of the sending State to any international orga-
nizatipn.

Article 6
Two or more States may accredit the same person as head of mission to
another State, unless objection is offered by the receiving State.

Article 7

Subject to the provisions of articles 5. 8. 9 and 11, the sending State may
freely appoint the members of the staff of the mission. In the case of mili-
tary. naval or air attaches, the receiving State may require their names 1o

be submitted beforehand. for its approval.
Article 8

1. Members of the diplomatic staff of the mission should in principle be of
the nationality of the sending State.

45




2. Members of the diplomatic staff of the mission may not be appointed
from among persons having the nationality of the receiving State. except
with the consent of that State which may be withdrawn at any time.

3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals
of a third State who are not also nationals of the sending State.

Article 9

1. The receiving State may at any time and without having to explain its
decision, notify the sending State that the head of the mission or any mem-
ber of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that any
other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such
case, the sending State shall, as appropriate. either recall the person
concerned or terminate his functions with the mission. A person may be
declared non grata or not acceptable before arriving in the territory of the
receiving State. .

2. If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry
out its obligations under paragraph |1 of this article. the receiving State may
refuse 1o recognize the person concerned as a member of the mission.

Article 10

I. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State. or such other
ministry as may be agreed. shall be notified of :

{a) The appointment of members of the mission, their arrival and their
final departure or the termination of their functions with the mis-
sion; :

{b) The arrival and final departure of a person belonging to the family
of a member of the mission and. where appropriate. the fact that a
person becomes or ceases to be a member of the family of 2 member
of the mission;

fc¢/ The arrival and final departure of private servants in the employ of
persons referred to in sub-paragraph (a/ of this paragraph and.
where appropriate, the fact that they are leaving the employ of such
persons;

/d) The engagement and discharge of persons resident in the receiving
State as members of the mission or private servants entitled to pri-
vileges and immunities.

2. Where possible, prior notification of arrival and final departure shall
also be given.
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Article 11

1. In the absence of specific agreement as to the siz> of the mission. the
receiving State may require that the size of a mission be kept within limits
considered by it to be reasonable and normal. having regard to circum-
stances and conditions in the receiving State and to the needs of the parti-
cular mission.

2. The receiving State may equally. within similar bounds and on a non-
discriminatory basis. refuse to accept officials of a particular category.

Article 12
The sending State may not without the prior cxpress consent of the receiv-

ing State, establish offices forming part of the mission in localities other
than those in which the mission itself is established.

Article 13
I. The head of the mission is considered as having taken up his functions.
in the receiving State either when he has presented his credentials or when
he has notified his arrival and.a true copy of his credentials has been pre-
sented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State. or such
other ministry as may be agreed in accordance with the practice prevailing
in the receiving State which shall be applied in a uniform manner.

2. The order of presentation of credentials or of a true copy thereof will
be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission

Article 14

1. Heads of mission are divided into three classes-namely :
fa) That of ambassadors or nuncious accredited to Heads of State. and
other heads of mission of equivalent rank:
(b) That of envoys. ministers and internuncious accredited to Heads
of State;
fc) That of charges d’affaires accredited to Ministers for Foreign Af-
fairs.
2. Except as concerns precedence and etiquerte, there shall be no diffe-

rentiation between heads of mission by reason of their class.
Ariicle 15

The class to which the heads of their missions are to be assigned shall be
agreed between States.
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Article 16

1. Heads of mission shall take precedence in their respective classes in
the order of the date and rime of taking up their functions in accordance
with article 13.

2. Alterations in the credentials of a head of mission not involving any
change of class shall not affect his precedence.

3. This article is without prejudice to any practice accepted by the re-
ceiving State regarding the precedence of the representative of the Holy
See.

Anticle 17

The precedence of the members of the diplomatic staff of the mission shall
be notified by the head of the mission to the Ministry for Foreign Affairs
or such other ministry as may be agreed.

Article 18 .

The procedure to be observed in each States for the reception of heads of
mission shall be uniform in respect of each class.

Article 19

1. If the post of head of the mission is vacant. or if the head of the mission
is unable to perform his functions a chargé d’ affaires ad interim shall
act provisionally as head of the mission. The name of the charge d’ affaires
ad interim shall be notified. either by the head of the mission or in case
he is unable to do so. by the Ministry for Foreign Affairs of the sending
State to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such
other ministry as may be agreed.

2. In cases where no member of the diplomatic staff of the mission is pre-
sent in the receiving State. a member of the administrative and technical
staff may. with the consent of the receiving State. be designated by the
sending State to be in charge of the current administrative affairs of the
mission.

Article 20

The mission and its head shall have the right to use the flag and emblem of
the sending State on the premises of the mission. including the residence
of the head of the mission. and on his means of transport.

Article 21

1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory,
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in accordance with its laws. by the sending State of premises necessary
for its mission or assist the latter in obtaining accommodation in some
other way. :

2. It shall also. where necessary, assist missions in obtaining suitable
accommodation for their members.

Article 22
1. The premises of the mission shall bé inviolable. The agents of the re-
ceiving State may not enter them, except with the consent of the head of
the mission.
2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps
to protect the premises of the mission against any instrusion or damage
and to prevent any distrubance of the peace of the mission or impairment of
its dignity.
3. The premises of the mission. their furnishings and other property
thereon and the means of transport of the mission shall be immune from
scarch. requisition, attachment or exccution.

Article 23

1. The sending State and the head of the mission shall be exempt from
all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises
of the mission. whether owned or leased. other than such as represent

payment for specific services rendered.
2. The exemption from taxation referred to in this article shall not apply

1o such dues and taxes pavable under the law of the receiving State by
persons contracting with the sending State or the head of the mission.
Article 24
The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time

and wherever they may be.

Article 25
The receiving State shall accord full facilities for the performance of the
functions of the mission.

Article 26

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is
prohibited or regulated for reasons of national security., the receiving
State shall ensure to all members of the mission freedom of movement
and travel in its territory.  ~
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Article27

1. The receiving State shall permit and protect free communication on
the part of the mission for all official purposes. In communicating with
the Government and the other missions and consulates of the sending
States, wherever situated, the mission may employ all appropriate means.
including diplomatic couriers and messages in code or cipher. However,
the mission may install and use a wireless transmitter only with the con-
sent of the receiving State. .

2. The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official
correspondence means all correspondence relating to the mission and its
functions.

3. The diplomatic bag shall not be opened or detained.

4. The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external
marks of their character and may contain only diplomatic documents or
articles intended for official use. :

5. The diplomatic courier, who shall be provided with an official docurhent
indicating his status and the number of packages constituting the dipio-
matic bag. shall be protected by the receiving State in the performance of
his functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to
any form of arrest or detention.

6. The sending State or the mission may designate diplomatic couriers
ad hoc. In such cases the provisions of paragraph S of this article shall also
apply. except that the immunities therein mentioned shall cease to apply
when such a courier has delivered to the consignee the diplomatic bag in
his charge. :

7. A diplomatic bag may be entrusted to the captain of a commercial
aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be pro-
vided with an official document indicating the number of packages cons-
tituting the bag but he shall not be considered to be a diplomatic courier.
The mission may send one of its members to take possession of the diplo-
matic bag directly and freely from the captain of the aircraft.

Article 28
The fees and charges levied by the mission in the course of its official du-
ties shall be exempt from all dues and taxes.

Article 29

The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable
to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with
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due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on
his person, freedom or dignity.

Article 30

1. The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same invio-
lability and protection as the premises of the mission.

2. His papers. correspondence ard, except as provided in paragraph 3
" of article 31, his property. shall likewise enjoy inviolability.

Article 3]

1. A diplomatic agent shall enjoy immunities from the criminal jurisdiction
of the receiving State. He shall aiso enjoy immunity from its civil and ad-
ministrative jurisdiction. except in the case of :

fa/ A real action relating to private immovable property situated in
the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of
the sending State for the purposes of the mission:

(b} An action relating to succession in which the diplomatic agent is
involved as executor. administrator, heir or legatee as a private
person and not on behalf of the sending State:

{c) An action relating to any professional or commercial activity exer-
cised by the diplomatic agent in the receiving State outside his
official functions. .

2. A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.

J. No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent
except in the cases coming under sub-paragraph (a). b/ and (¢ of para-
graph 1 of this article. and provided that the measures concerned can
be taken without infringing the inviolability of his person or of his resi-
dence.

4. The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiv-
ing State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State.

Article 32
1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons
enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending State.
2. Waiver must always be express.
3. The initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoy-
ing immunity from jurisdiction under article 37 shall preclude him from in-
voking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly
connected with the principal claim.
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4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administra-
tive proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect
of the execution of the judgement, for which a separate waiver shall be
necessary.
Article 33

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this article. a diplomatic
agent shall with respect to services rendered for the sending State be
exempt from social security provisions which may be in force in the re-
ceiving State.
2. The exemption provided for in paragraph 1 of this article shall also
apply to private servants who are in the sole employ of a diplomatic agent.
on condition :

fa) That they are not nationals of or permanently resident in the re-

ceiving State; and
/b) That they are covered by the social security provisibns which may be
in force in the sending State or a third State.

3. A diplomatic agent who employs persons to whom the exemption pro-
vided for in paragraph 2 of this article does not apply shall observe the
obligations which the social security provisions of the receiving State im-
pose upon employers.
4. The exemption provided for in paragraphs | and 2 of this article shall
not preclude voluntary participation in the social security system of the
receiving State provided that such participation is permitted by that State.
5. The provisions of this article shall not affect bilateral or multilateral
agreements concerning social security concluded previously and shall not
prevent the conclusion of such agreements in the future.

Article 34

A diplomatic agent shall be exempt from all dues and taxes, personal or
real. national, regional or municipal, except :

{a/ Indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price
of goods or services;

(b) Dues and taxes on private immovable property situated in the
territory of the receiving State. unless he holds it on behalf of the
sending State for the purposes of the mission;

fc) Estate, succession or inheritance duties levied by the receiving
State, subject to the provisions of paragraph 4 of article 39;
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{d) Dues and taxes on private income having its source in the receiving
State and capital taxes on investments made in commercial under-
takings in the receiving State:

fe) Charges levied for specific services rendered:

/] Registration, court or record fees. mortgage dues and stamp duty.
with respect to immovable property. subject to the provisions of
article 23.

Article 35

The receiving State shall exempt diplomatic agents from all personal
services, from all public service of any kind whatsoever, and from military
obligations such as those connected with requisitioning. military contri-
butions and billeting.

Article 36

1. The receiving State shall. in accordance with such laws and regulations
as it may adopt, permit entry of and grant exemption from ali customs
duties, taxes. and related charges other than charges for storage. canage
and similar services. on:

fa) Article for the official use of the mission:

(bl Articles for the personal use of a diplomatic agent or members of
his family forming part of his household. including articles intended
for his establishment )

2. The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from ins-
pection. unless there are serious grounds for presuming that it contains
articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph | of this
article, or articles the import or export of which is prohibited by the law
or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. Such
inspection shall be conducted only in the presence of the diplomatic agent
or of his authorized representative.

Article 37

1. The members of the family of a diplomatic agent forming part of his
household shall, if they are not nationals of the receiving State. enjoy the
privileges and immunities specified in articles 29 10 36.

2. Members of the administrative and technical staff of the mission, to-
gether with members of their families forming part of their respective
households, shall, if they are not nationals of or permanently resident in
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the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in arti-
cles 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative juris-
diction of the receiving State specified in paragraph 1 of zrticle 31 shall not
extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also
enjoy the privileges specified in article 36. paragraph 1. in respect of
articles imported at the time of first installation.

3. Members of the service staff of the mission who are not nationais of or
permanently resident in the receiving State shall enjoy immunity in res-
pect of acts performed in the course of their dutics. exemption from dues
and taxes on the emoluments they receive by rcason of their employment
and the exemption contained in article 33.

4. Private servants of members of the mission shall, if they are not natio-
nals of or permanently resident in the receiving State. be exempt from dues
and taxcs on the emoluments they receive by reason of their employment.
In other respects. they may enjoy privileges and immunities only 1o the
extent admitted by the receiving State. However. the receiving State must
exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to inter-
fere unduly with the perfermance of the functions of the mission.

Article 30

1. Exceptinso far as addmional privileges and immunitics may be granied
by the receiving Star. & diplomanc agent who 1s a nauonal ol or perma-
nently resident in that »ate shall enjoy onlv immunity frem junsdictien,
and inviolabilitv. in respect of official acts performed in the eaercise o
his functions. .

2. Other members of the staff of the mission and private servants who are
nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy
privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving
State. However, the receiving State must cxercise its junisdiction over
those persons in such a manner as not to interfere unduly with the perform-
ance of the functions of the mission.

Article 39

1. Every person entitled to privileges and immunities shall enioy them
from the moment he enters the territory of the receiving State on pro-
ceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment
when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or
such other ministry as may be agreed.

2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities
have come to an end, such privileges and immunities shall normally cease

54




at the moment when he leaves the country. or on expiry of a reasonable
period in which to do so. but shall subsist until that time. even in case of
armed conflict. However. with respect to acts performed by such 2 person
in the exercise of his functions as a member of the mission. immunity shall
continue to subsist. )

J. In case of the death of 2 member of the mission, the members of his
family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they
are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the
country.

4. In the event of the death of 2 member of the mission not a national of
or permanently resident in the receiving State or a member of his family
forming part of his household. the receiving State shall permit the with-
drawal of the movable property of the deceased, with the exception of any
property acquired in the country the export of which was prohibited at the
time of his death. Estate, succession and inheritance duties shall not be
levied on movable property the presence of which in the receiving State
was due solely to the presence there of the deceased as a member of the
mission or as a member of the family of a member of the mission.

Article 40

1. If a diplomatic agent passes through or is in the territory of a third State.
which has granted him a passport visa if such visa was necessary. while
proceeding to take up or to return to his post. or when returning to his own
country, the third State shall accord him inviolability and such other immu-
nities as may be required to ensure his transit or return. The same shall
apply in the case of any members of his family enjoving privileges or immu-
nities who are accompanying the diplomatic agent. or travelling separately
to join him or to return to their country.

2. In circumstances similar to those specified in paragraph | of this ar-
ticle. third States shall not hinder the passage of members of the adminis-
trative and technical or service staff of a mission. and of members of their
families. through their territories.

3. Third States shall accord to official correspondence and other official
communications in transit. including message in code or cipher, the same
freedom and protection as is accorded by the receiving State. They shall
accord to diplomatic couriers, who have been granted a passport visa if
such visa was necessary, and diplomatic bags in transit the same inviola-
bility and protection as the receiving State is bound to accord.

4. The obligations of third States under paragraph 1. 2 and J of this article
shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs.
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and to official communications and diplomatic bags. whose presence in
the territory of the third State is due to force majeure.

Article 4]

1. Without prejudice to their privileges and immunities. it is the duty of
all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and
regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in
the internal affairs of that State.

2. All official business with the receiving State entrusted to the mission
by the sending State shall be conducted with or through the Ministry for
Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be
agreed.

3. The premises of the mission must not be used in any manner incompati-
ble with the functions of the mission as laid down in the present Convention
or by other rules of general international law or by any spegial agreements
in force between the sending and the receiving State.

Article 42

A diplomatic agent shall not in the receiving State practise for personal
profit any professional or commercial activity.

Arucle 43

The function of a diplomatic agent comes to an cnd. inter alia :
fa) On notification by the sending State to the receiving State that the
function of the diplomatic agent has come to an end:
(b) On notification by the receiving State to the serdding State that. in
accordance with paragraph 2 of article 9. it refuses to recognize
the diplomatic agent as a member of the mission.

Article 44

The receiving State must. even in case of armed conflict. grant facilities in
order to enable persons enjoying privileges and immunities, other than
nationals of the receiving State, and members of the families of such per-
sons irrespective of their narionality. to leave at the earliest possible mo-
ment. It must, in particular, in case of need. place at their disposal the
necessary means of transport for themselves and their property.

Article 45

If diplomatic relations are broken off between two States. or if a mission
is permanently or temporarily recalled :
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fa) The receiving State must. even in case of armed conflict. respect
and protect the premises of the misson. together with its property

and archives;
{6/ The sending State may entrust the custody of the premises of the

mission, together with its property aad archives, to a third State

acceptable to the receiving Sat<:
fc) The sending State may entrust the peotection of its interests and
those of its nationals to a third State acceptable to the receiving

State.
Article S¢
A sending State may with the prior swnsent of a receiving State, and at the
request of a third State not represented in the receiving State, undertake

the temporary protection of the interests of the third State and of its na-
tionals,

Arncle 47
I. In the application of the provisions of the present Convention. the
receiving State shall not discriminate as between States. :

2. However, discrimination shall not be regarded as taking place :

fa) Where the receiving State apphies ans of the provisions of the pre-
sent Convention restrictively because of a restrictive application of

that provision to its mission in the sending State:
b} Where by custom or agreement States extend to each other more
favourable treatment than is 1equired by the provisions of the pre-

sent Convention.
A "".ha J‘\‘

Tne present Convention shall be open for signature by all States Members
of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties 1o

the Statute of the International Court of Justice, and by any other State

invited by the General Assembly of the United Nations to become a party to
the Convention. as follows: until 31 October 1901 at the Federal Ministry

for Foreign Affairs of Austria and subsequently. until 31 March 1962,
atthe United Nations Headquarters in New York.

Al’!ll‘ft' 49

Th!_: present Convention is subiject to ratification. The instruments of ratifi-
€ation shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
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Article 50

The present Convention shall remain open for accession by ar 3o
belonging to any of the four categories mentioned in article 48. Trs e
truments of accession shall be deposited with the Secretary-Gen=— s
the United Nations.

Article 51

1. The present Convention shall enter into force on the thirtie: =
following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratifizzcr
or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifving or acceding to the Convention after the deniss
of the twenty-second instrument of ratification or accession. the Corvm-
tion shall enter into force on the thirtieth day afier deposit by such Surs
of its instrument of ratification or accession.

Article 52

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States beic=;-
ing to any of the four categories mentioned in article 48 ;
fa) Of signatures to the present Convention and of the deposit of ins=—-
ment of ratification or accession. in accordance with articles =+,
49 and 50;
{b) Of the date on which the present Convention will enter into force.
in accordance with article 51.

Article 53

The original of the present Convention, of wh:ch the Chinese, English.
French, Russian and Spanish texts are equally authenuc shall be depe
sited with the Secretary-General of the United Nations. who shall send
certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories
mentioned in article 48.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly
authorized thereto by their respective Governments, have signed the
present Convention.

DONE AT VIENNA, this eighteenth day of April one thousand mine
hundred and sixty-one.




2. Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality.
Done at Viennz, on 18 April 1961*

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention
on Diplomatic Relations, hereinafter referred to as “the convention®,
adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 2 March
to 14 April 1961, g

Expressing their wish to establish rules between them concerning acqui-
sition of nationality by the members of their diplomatic missions and of the
families forming part of the household of those members,

Have agreed as follows :

Article |

For the purpose of the present Protocol. the expressior "members of the
mission” shall have the meaning assigned to it in article 1, sub-paragraph
(b}, of the convention — namely “the head of the mission and the members
of the staff of the mission”. .

Article Il

Members of the mission not being nationals of the receiving State. and
members of their families forming part of their household. shall not, solely
by the operation of the law of the receiving State. acquire the nationality
of that State.

A rticle II7

The present Protocol shall be open for signature by all States which may
become parties to the convention. as follows: until 31 October 1961 at the
Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31
March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article ]IV

The present Protocol is subject to ratification. The instruments of ratifi-
cation shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article V
The present Protocol shall remain open for accession by all States which

*  Came into force on 24 April 1964,
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may become parties to the convention. The instruments of accession shall
be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VI

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the con-
vention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second
instrument of ratification or accession to the Protocol with the Secretary-
General of the United Nations, whichever date is the later.

2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its
entry into force in accordance with paragraph 1 of this article, the Protocol
shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its
instrument of ratification or accession.

Article VII

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which
may become parties to the convention :
fa) Of signatures to the present Protocol and of the deposit of instru-
ments of ratification or accession. in accordance with articles 11l
1V and V;
(b) Of the date on which the present Protocol will enter into force, in
accordance with article VI

Article VIII
The original of the present Protocol. of which the Chinese. English, French.
Russian and Spanish texts are equally authentic. shall be deposited with
the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified co-
pies thereof to all States referred to in article I1l.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries. being duly
authorized thereto by their respective Governments, have signed the pre-
sent protocol.
DONE AT VIENNA, this eighteenth day of April one thousand nine hun-
dred and sixty-one.

3. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes

Done at Vienna, on 18 April 1961*

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention
on Diplomatic Relations, hereinafter referred to as “the Convention”,

*  Came into force on 24 April 1964.
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adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 2 March
to 14 April 1951.
Expressing their wish to resort in all matters concerning them in respect
of any dispute arising out of the interpretation or application of the Conven-
tion to the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice.
unless some other form of settiement has been agreed upon by the parties
within a reasonable period.
Have agreed as follows :

Article ]
Disputes arising out of the interpretation or application of the Convention
shall lie within the compulsory jurisdiction of the International Court of

Justice and may accordingly be brought before the Court by an application
made by any party to the dispute being a party to the present Protocol.

Article Il

The parties may agree. within a period of rwo months after one party has’
notified its opinion to the other that a dispute exists. to resort not to the
International Court of Justice but to an arbitral tribunal. After the expiry
of the said period. either party may bring the dispute before the Court
by an application.

Article Il1

1. Within the same period of two months. the parties may . gree to adopt
a conciliation procedure before resorting to the International Court of Jus-
tice.

2. The conciliation commission shall make its recommendations within five
months after its appointment. If its recommendations are not accepted by
the parties 1o the dispute within two months after they have been deli-
vered. either party may bring the dispute before the Court by an appli-
cauon.

Article IV

States Parties to the Convention. to the Optional Protocol concerning
Acquisition of Nationality. and to the present Protocol may at any time de-
clare that they will extend the provisions of the present Protocol to disputes
arising out of the interpretation or application of the Optional Protocol
concerning Acquisition of Nationality. Such declarations shall be notified
to the Secretary-General of the United Nations.
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Article V
The present Protocol shall be open for signature by all States which may
become parties to the convention, as follows: until 31 October 1961 at the
Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until
31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article VI

The present Protocol is subject to ratification. The instrument of ratifica-
tion shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VIl

The present Protocol shall remain open for accesion by all States which
may become parties to the Convention. The instruments of accession shall
be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VIII .

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Con-
vention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second
instrument of ratification or accession to the Protocol with the Secretary-
General of the United Nations, whichever day is the later.

2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its
entry into force in accordance with paragraph |1 of this article, the Protocol
shall enter into force on the thictieth day after deposit by such State of its
instrument of ratification or accession.

Article IX !
The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which
may become parties to the Convention :
fa) Of signatures to the present Protocol and of the deposit of instru-
ments of ratification or accession. in accordance with articles V. VI
and VII;
b} Of declarations made in accordance with article 1V of the present
Protocol;
fc) Of the date on which the present Protocol will enter into force, in
accordance with article VIII.

Article X

The original of the present Protocol. of which the Chinese. English.
French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be depo-
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sited with the Secretary-General of the United Nations. who shall send
certified copies there of to all States referred to in articie V.

IN WITNESS WHEREOQF the undersigned Plenipotentiaries. being duly
authorized thereto by their respective Governments. have signed the pre-
sent Protocol.

DONE AT VIENNA, this eighteenth day of April one thousand nine hun-

dred and sixty-one.
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LAMPIRAN @ A . .

'VIENA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS

The States Parties 10 the present Convention,

Recalling that peoples of all nations from ancient times have recogni-
zed the statds of diplomatic agents.

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the
United Nations concerning the sovereign equality of States, the mainte-
nance of international peace and security and the promotion of friendly
relations among nations. .

Believing that an iniernational convention on diplomatic intercourse,
privileges and immunities would centtribute to the developmiznt of frind-
Iy relations among nations, irrespective on their differing constitutional
und social sysiems,

Realizing thut the purpose of such privileges and immunities is not to
henifit individuals but to ensure the efficient pericrmance of the func.
tions of diplomatic missions as representing States.

Affirming that the rules of customary international law should conti-
nue 10 govern guestions not expressly regulated by the previsions of the
present Convention.

"Have agreed as follows :
! Article 1
+  For the purpose of the present Convention. the [cllowing expres-
sions shall have the meanings here under assigned 10 them :
(a) the .head of the missions™ is the person charzod by the sending Sta-
te with the duty ¢ acting in that capacity:
(o) the .members of the missions™ are the head of the mission and the
missions and the members of the staff of the missions:
(¢) the .members of e staff of the mission™ ure the members of the di-
-plomatic staff. of the administrative and technical staff and of the
service staff of the mission;
(d) the .members of the diplomatic sizil™ are the membders of he staff
of the mission. having diplemeiic rank;



(e) 2 .diplomatic agent” is the head of the mission or a member of the
diplomatic staff of the mission;

(f) the .members of the administrative and technical stafi™ are the
members of the staff of the mission employed in the adrmnlstrau\-
and technical service of the mission;

(g) the ,members of the service staff” are the members of the staff of
the mission in the domestic service of the mission;

(h) a ..private servant™ is a person who is in domestic service of a mem-

" ber of the mission and who is not an employee of the sending State;

(i) the .premises of the mission™ are the buildings or parts of buildings.
and the land ancillary there to irrespective of ownership, used for
the purposes of the mission including the residence of the head of
the mission. '

Article 2

The estabilishment of diplomatic relations between States. and of
permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent.

Article 3

1. The functions of a diplomatic mission consist infer alia in :

(2) rcpreseming the scnding State in the receiving State;

(b) protecting in the receiving State the interest of the sending State and
of its nationals. within the hmits permitted by international law;

(c) negotiation with the Government of the receiving State:

(d) asccnaining by all lawful means conditions and developments in the
receiving Stzte. and rcpomng there on to the Government of the
sending Siate;

(¢) promating friendly relations between the sending State and the receiv-
ing State and developing their economic cultural and scientific rela-
tions,

2. Nothing in the present Convention shall be construed as prefent-
ing the performance of consular functions by & dipiomatic mission.

1. The sending State must make certain that teh agreenent of the
receiving State has been given for the person 1t proposes 1o zccredit as”
head of the mission to that State.
head of the mission to that State.

2. The receiving State is not cbliged to give reasons to the sending
‘State for a refusal of agreement.
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Article §

l. The sending State may. after it has given notification 1o the receiv-
ing State concered, accredit a head of mission or assign any member
of the d:ploman. staff. as the case may be. 1o more than one State, un-
less there is express objection by any of the receiving States.

2. If the sending State accredits a head of mission to one or more
other States it may establish a diplomatic mission headed by a charge
d'affaires ad interim in each State where the head of mission has not his

permanent scal.

3. A head of mission or any member of the diplomatic staff of th
mission may act as representative of the sending Slalc 1o 4ny internatio-
nal organization.

Article 6

' " Two or more States may accredit the same person as head mission to
another State, unless objection is offered by the receiving State.

. Article 7

Subject to the provisions of Articles 5. 8, 9 and 11, the sending State

may {reely appoint the members of the staff of the mission. In the case

- of military, naval or air attchés. the receiving State may require their na-
mes 10 be submitted beforehand, for its aproval.

) Article §

1. Members of the diplomatic staff of the mission should principle
be of the nationality of the sending State.

2. Members of the diplomatic stafl of the mission may eppointed
from among persons having the nationality of the receiving State, except
with the consent of that State which mzy be at any time.

3. The receiving State may reserve the same right with regard 1o na-
tionals of a third State. who zre rnot also nationals of the sending Statc

Article 9

1. Thereceiving State may at any time and without huving to explain
its decision, notify the sending State that the head of the mission or any
member of the diplomatic siaff of the mission is persona non graia of
that any other member of the staff of the mission i€ not acceptabie. In
any such case, the sending State shall, as zppropriate, either recall the
person concerned or terminate his fusnictions with the mission. A person
may declared non grera o7 not scceptable before arriving in the terrtery
of the receiving State.




2. If the sending State refuses of fails within a reasonable period to

carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving

“State may refuse to recognize the person concerned 2s 2 member of the
mission. ;o= :

Amcfe 1 0

1. The Mlmstry for Forelgn Affairs of the receiving State, or such
other ministry as may be agreed, shall be notified of :

(a) the appointment of members of the mission, their arrival and their
final departure or the termination of their functions with the mis-
sion;

(b) the arrival and final departure of a person belonging to the family of
a member of the mission and, where appropriate, the fact that a per-
son becomes or ceases 10 be a member of the family of 2 membcr of

= " the mission;

(c) the arrival and final departure of private servant in the employ of

. persons referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph and, where
appropriate, the fact that they are leaving the employ of such per-
sons;

(d) the engagement and discharge of persons president in the receiving
State as members of the mission or private servant entitled to prni
leges and immunpities.

" 2. Where possible. prior notification of arrival and fina! departure
shall also be given.

Article 1]

1. In the absence of specific agreement as to the size of the mission.
the receiving State may require that the size of a mission be kept within
limits considered by it to rezsonable and normal. having regard to cir-
cumstances and conditions in the receiving State and to the nccds of the

pzmcuiar mission,
. The receiving State may equally, within similar bounds and on a
non -disciri:nin:uory basis. refuse to accept officials of a particular cate-

gory.

Article 12

The sending State may not. without the prior express consent of the
receiving State, establish offices forming part of the mission in localities
cther than those in which he mission it self is established.
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Article 13

1. nc sending State must make ceriain that teh agreement of the
receiving State has been given for the person it proposes 10 accredit as
head of the mission to that State.
been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State.
or such other mlmstr} as may be agreed, in accordance with the prac-
tice prevailing in the receiving State which shall be applied in & uniform

munner. )
2. The order of presentation of credentizls or of 2 true copy there of
will be determined by the date and time of the arrival of the heud of the
mission.
Article 14
1. Heuds of mission are divided into classes. namely :
(a) that of ambasszdors or nuncios vscredited (0 Heeds of State, and
‘other heads of mission of equivalent renk:
(b) that of envoys, ministers and wlcrnunuos accredited 10 Heads of
State;
(c) thut of charge d'cfjuires sceredined 1o Menisters for Fareign Afluirs.
2. Exccpt as concerns precedence etiguette, there shall be no diffe-
rentiation between heads of mission by reason of their caiss.

Aracle 15

The class to which the heads of their missions ere ta be ussigned shall
be agreed between State.

Article 16

1. Hads of mission shall tuhe precedence in their respective classes
in the order of the dute and time of taking up their funziiens in accor-
dance with Article 13.

2. Alterations in the credentiuls of a head of mission not invelving
any change of class shull not affect his precedance.

3. This article is without prejudice to any pragtice accepted by the
receiving State repardig the precedence of the represeatative of the
Holy See

Article 17
The precedence of the inembers of the diplomatic staff of the mission

shall be notified by head of the mssion to be Ministry for Foreign Al-
fairs or such other minstry &s may be apreed

-
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Article 18

** The procedure to be observed in each State for the rcc'eptio-n of
heads of mission shall be uniform in respect of each class.

Article 19 i
. 1. If the post of head of the mission is vacant, or if the head of the
mission is unable to perform his functions, a charge d'affaires ad interim .
shall act provisionally 2s head of the mission. The name of the charge
d'affaires ad interim shall be notified, either by the head of the mission
or, in case he is unable to do so. by the Ministry for Foreign Affairs of
" the sending State to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving
State of such other minstry as may be zgreed.
2. In cases where no member of the diplomatic staff of the mission is
present in the receiving State. 4« member of the administrative and tech-
‘nical staff may., with the consent of the receiving State, be designated by
the sending State 10 be in charge of the current administrative affairs of
the mission.

e

Article 20

The mission and its head shall have the right 1o use the flag and em- -
blem of the sending State on the premises of the mission. including the
residence of the head of the mission, and on his means of transport.

Article 2]

1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its ter-
ritory. in accordance with law, by the sending State in obtaining accom-
modation in some other way.

2. It shall also, where necessary. assit missions in obtaining suitable
accomodation for their members. '

Article 22 3

1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the
receiving State may not enter them, except with the consent of the head
of the mission. '

2. The receiving State is under a special duty to tuke all appropriate
steps to protect the premises of the mission against any intrusion or da-
mage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or im-
* pairment of its dignity.

3. The premises of the mission, their furnishings and other property
there on and the mea s of transport of the mission sha!l be immune from
search, requisition, attachment or execution. -
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Article 23

|. The sending State and the head of the mission shall be exempt
from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the
premises of the mission, whether owned or leased. other than such s re-
present payment for specific services rendered.

2. The exemption from taxation referred to in this Article shall not
apply to such dues and taxes payable under the law of the rccei\ing State
by persons contracting with the sending State or the head of the mission.

i Article 24

The archives and documents of the mission shall be inviolable at any
time.and wherever they may be, : :

Article 25

- The receiving State shall accord full facilities for the performance of *
the functions of the mission.

Article 26

~ Subject 10 its laws and regulations concerning zones entry into which
is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving
State shall ensure to all members of the mission freedom of movement
and tratel in its territory. '

Article 27

1. The receiving State shall-permit and praisct fice communication
on the part of the mission for all official purposes. In Communicating
with the Government and the other mission and consulates of the sen-
ding State, wherever situated, the mission may emplcr) all appropriate
means. including diplomatic couriers and messages in code or cipher.
However, the mission may install and use a wircless transmitter only
with the consent of the receiving State.

2. The official correspondence of the mission shall be inviolable. Of-
ficial correspondence meuns all correspondence relating 10 the mission
and its functions,

3. The diplomatic bag sha!l not be opened or detained.

4. The packages constituting the d:plornanc bag must bear visible
external marks of their character and may contzin only diplomatic docu-
ments or articles intended for official use. --

- 5. The diplomatie courier, we shall be provided with an official do-
cument'indicating his status and the number of packages constituting the
diplomatic bag. shall be proected by the receiving Stzie in ibe perfor-

139




mance of his functions. He shall cn;o; personal inviolahility and shull
not be liable to any form of arrest or detention.

' 6. The sending State or the mission muy designate diplomatic vou-
riers and hoc. In such cases the provisions of paragruph 5§ of this Article
shall also apply. except that the immunities there in mentioned shall
crease to apply when such # courier has delivered to the consignec the
diplomatic bag in his charge.

7. A diplomatic bag may be entrusted to the captain of 2 commercial
" aircraft scheduked to land at an authorized port of entry. He shall be
provided with an official document indicating the n_mber of packages
constituting the bag but he shall not be considered to be a diplomatic
courier. The mission may serZ one of its members to take possession of
the diplomatic bag directly and freely from the capiain of the aircraft.

Ariicle 28

The fees and charges levied by the mission in the course of its officizl
duties be exempt from all dues and tuxes.

Ariicle 29

The person of diplomatic sgent shuil be invioleble. He shall not be
lizble to any form of arres or detention. The receiving Staie shail treat
him with due respect and shall 1ake all appropriate steps to prevent any
attack on his person, freedom or dignity. .

- Ariicle 30
1. The private residence of 2 diplomatic agent shail envoy the same
inviolability and protection as premises of the mission.
2. His papers, correspondence and, except as provided in parazraph
3. of Article 31, his property, shall likewise envoy inviofability.
Article 31
i. A diplomatic agent sh2ll envoy immunity from the criminal juns-
diction of the recciving State. He shall also envoy immunity from its civil
and administrative jurisdiction, excep: in the case of :

(a) a real action relating to private immovable property situvated in l"ic
territory of the receiving State. unless he holds it on behalf the sen-
ding State for the purposes of the mission;

(b) an action reizting to succession in which the diplomatic agent is in-
volved as executor, administraior. their or legaec as a private per-
son and not on behalf of the sendng State:

(¢) an action, rela.ung to any professional or commercial activity exer-
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cised by the diplomatic agent in the recciving State outside his offi-

cial functions. =

2. A diplomatic agent is not obhged 10 give evidence as a witness.

3. No mezsures of execution may be taken in respect of 2 diplomatic
agent except in the cases coming under sub-paragraphs (a). (b) and (c)
of paragraph 1 of this Article, and provided that the measures concer-
ned can be 12ken without mfnr.gmg the inviolability of his person of his
residence.

4. The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the
receiving state do not exempt his from-the jurisdiction of the sending
State,

Article 32

1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agarls and of per-
sons enjoying immunity under Article 37 may be wzived by the sending
State. .

2. Waiver must always be express.

3. The initiation of proceedings by 2 dipiomztic zgent or by 2 person
enjoying immunity from jurisdiction under Article 37 shall preclude him
from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-
claim directly connected with the principal claim.

4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or admi-
ristrative proceedings shali not be held to imply waiver of immunity in
respect of the execution of the judgement. for v hich a separalc waiver
shalt be necessary. _

Article 33

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, a diplo-
matic agent shall with respec: to services rendered for the sending State
be exempt from social security provisions whick may be in force in the
receiving State,: .

" 2. The cacmpuon provided for in paral:r ph 1 of this Article shai
allso apply to private servanis who are in the sale empioy of a diplomatic
“agent, on condition :
(2) that they are not nationals of or permanently resident in the receiv-
ing State; and :
(b) that they are covered by t:.e social security provisions which may be
in force in the sending State or a third State.
3. A diplomaztic 2gent’'who employs persons 10 whom the exempticn
%-:ovided for in paragraph 2 of this Article does riot sppiy shali cbserve
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the obligations which the social security provisions of the receiving State
lmposc upon employers. '

. The exemption prowdcd for in paragraphs 1 and 2 of th:s Article
shall not preclude voluntary participation in the social secunn system of
the receiving State provided that such participation is permitted by th.u
State.

5. The provisions of this Article shall not affect bilateral or multila-
teral agreements concerning social security concluded proviously and
shall not prevent the conclusion of such agreements in the future.

Article 34

A diplomatic agent shall be exempt from all dues taxes. personal or
real national. regional or minicipal. except :
(a2) indirect taxes of a kind which are normally incorporated the price of
goods or services: |
(b) dues und taxes on private immovable proporty situated in the terri-

tory of the recciving State. unless he holds it on behalf of the sen- _

~ ding State for the purposes of the mission:
(c) estate. succession or inheritance duties levied by the receiving State.
subject to the provisions ofparagraph 4 of Article 39;

(d) dues and taxes on privale income having its source in the receiving -

State and capital taxes on investment made in commercial under-

takings in the receiving State:

(e) charges levied for specific services rendered;

(f) registration, court or record fees. mortgage dues and stamp duty.
with respect to immovable property. subject to the provisions of Ar-

ticle 23.

Article 35 .

The recéi\'ing State shall exempt diplomatic agents from all personal
services, from all public service of any kind whatsoever, and from mili-
tary obligations such as those connected with requisitioning. military
contributions and billating.

Article 36

" 1. The receiving State shall, in accordance with such laws and re-
gulations as it may adopt. permit entry of and grant exemption from all

customs duties, taxes and related charges other than charges for stora-__

_ ge, cariage and similar sevices, on:
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(2) Article for the officials use of the mission;
(b) Articles for the personal use of a diplomatic agent or members o[ his
family forming part of his household, including articles intended for
his establishment.

2. The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from
inspection, unless there are serious grounds for presuming that it con-
tains articles not covered by the exemption mentioned in paragraph 1 of
this Article, or articles the import of export of which is prohibited by the

‘law or controlled by the quarantine reg:iations of the receiving State.
. Such mspection shall be conducted only in the presence of the diploma-
tic agent or of hic authorized representative.

Article 37
1. The members of the family of a diplomatic agent forming part of
his household shall, if they are not nationals of the receiving State. enjoy
the privileges and immunities specified in Articles 29 to 36.

2. Members of the administrative and technical staff of the mission.
together with members of their families forming part of their respective
households, shall, if they are not nationals of or permanently resident in
the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Ar-
ticle 29 1o 35, except that the immunity from civil and administrative ju:
risdiction of the receiving State specified in paragrzph 1 of Article 31
shall not extend to acts performed outside the course of their dutizs.
They shall also enjoy the privileges specified in Article 36, paragraph 1,
in respect of articles imported at the time of first instaliation.

3. Members of the service staff of the mission who are not nationals
of or permanently residence in the receiving State shall enjoy immunity
in respect of acts performed in the course of their duties. exemption
* from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their
employment and the’ exemption contzined in Article 33.

4. Private servant of members of the mission shall, if they are not
nationals of or permanently resident in the receiving State, be exempt
from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their
employment. In other respects. they may privileges and immunities only
torthe extent admitted by the receiving State. However. the receiving
State must exercise its jurisdiction over those persons in such 2 manner
as not 1o interfere unduly. with he performance of the functions of Ih"
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Article 38 S

1. Except insofar as additional privileges and immunities may be
granted by the receiving State. a diplomatic agen: who is a national of
permanently resident in the State shall enjoy only immunity from juris-
diction, and inviolability, in respect of official acts performed in the
excrc:se of his functions.

2. Other members of the staff of the mission and privzate servants
who are nationals of or permanently resident in the receiving State shzl)
. cnjo;. privileges and immunities only to the extent admitted by the receiv-
ing State. However, he receiving State must exercise its jurisdiction
over those persons is such a manner as not to interfere unduly With thes
performance of the functions of the mission. '

Article 39

1. Every person entitled 1o privileges and immunities shzl! enjoy
them from the moment he enters the territery of the receiving State’on
proceeding to tuke up his post or. of already in its territory. from the-
moment when his appointment is notified to the Minisiry for Foreign
Affairs or such other ministry us may be agreed.

2. When the functions of & person enjoying privileges «nd immuni-
tics have come 10 an end. such privileges and immunities shall normally
"cease at the moment when he leaves the country. or expiry of 4 reason- -
able period in which 10 do so, but shall subsit until that time. even in

case of armed condlict.

However. with respect 10 act performed by such a person in the exer-
cisc of his functions as a member of the mission. immunity shull continue
1o subsist.

3. In case of the cath of 2 member of the mission. the members of
his family shall continue to enjoy the priviieges znd immunities to which
they are entitled untii the expiry of areasonable period inwhich 1o izave
the country. - '

4. Inthe event of the eath of a number of the mission not a nationzi
of or permanently resident in the receiving State or a member of his fa-
mily forming part of his household, the receiving State shali permit the
with drawal of the movsble property of the decezsed. with the exeption
of any property acgeired in the country the expart of which was prohibi-
ted at the time of his death. Estate. succession znd inhe TII..I'Iu. duties
shall not be levied on'movable property the presencs of which in the

~receiving State was due solely to the presence :hc re of the deceaded as a

.
-
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member of the mission or as a member of the family of a member of the -
mission.

. 3 Article 30

. Ma dnplnmdt:c agent passes through or is in the territory of a third
Sl.:!c which has granted him u passport visa if such visa was necessary.
while proceeding 1o take up or to return 10 his post, or when returning to
his own country. the third State shzll accord him imJoluhility and such
other immunities as may be required to ensurce his transit or returp. The
same shall «pply in the case of any members of his tamily enjoying privi-
leges of immunities who are accompanyi..g the dtplomam agent, or trav-

elling sepurately 1o join him or return to their Country.
2. In circumstancel similar 1o those specificd in paragruph 1 of !h|~
Article. third Stute shall not hinder the passage of members of the admi-

,nistrative and technicul or service of staff of mission. and of members of

theirfumilies. through their territorics,
1. Third Stzte shall gccord to official correspondence znd uther offi-

. vial communication in transit, including messages in code or cipher, the

sume freedom and protection as is accorded bay the receiving Sikte, ;
They shall secard to diplematic couriers. who ke e been granted a pas- |

- SPOTL Visa it such visa. wins necessary . and diplomatic h.;gu in transit the |
Lsame inv to‘a.hnhl\ und protection as the receiving State is bourd to uc- |

cord.

4. The obligations of third States under paragraph 1. 2 and 3 of this
Article shail ulso upply to the persans mentinned respectively'in those
paragraph. znd to official communications and diplomatic bugs. whose
presence in the territory of the third State is due o force mygjeure.

Articic 41 '

1. Wi;houl prc;udscc to their privileges and immunities, it is the duty
of all persons enjoying such privileges and immunities 1o respeet the laws
and regulztions of the receiving State. They also have & duty not o in-,
terfere in the internal affuirs of the State. '

2. All official business with the receiving State entrusted 10 the mis-
sion by the sending Stzte shall be CﬂﬂuULlLd with or through the Minis.
try for Foreign Affairs of the receiving State or such other miniz tr) as
may be agreed. 5

3. The premises of the mission must not he us=d in a0y manney in-
compatible with the functions of the mission as lzid down in the present
Convention of by othér rules of general internstionz! law or by any spe:
cidl agreemenis in force between the sending and the recoiving Stote

L
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4 N Ariicle 42 B

A diplomatic agent shall not in the receiving State practise for perso-

nal prof it any provess:onal or commercial activity.
Amcte 43

The function of 2 diplomatic agent comes 10 an end. inreralia :
(a) on notification by the sending State to the receiving State that the
, function of the diplomatic agent has come to and end: '
(b) on notification by the receiving State to the sending State that, in ac-
cordance with paragraph 2 of Article 9. it refuses to recognize the
_ diplomatic agent as a member of the mission.
Article 44

The receiving State must, oven in case of armed conflict. grant facili-
ties in order 1o enable persons enjoying privileges and immunities. other
than nationals of the receiving State. and members of the families of
such persons irrespective of their nationality. to leave at the earliest pos-
sible mement. It must. in particular. in case of need. place at their dispo-
sal the necessary means of transport for themsclves and their property. .

Article 45 !

If diplomatic relutions are broken off between two Sates, or if a mis-
sjon is permanently or temporarily recalled :

(a) Jhe receiving State must, even in case of armed conflict, respect and
protect the premises of the mission. together with its property and

. archives:

(b) the sending State may entrust the custody of the premises of the
mission, together with its property and archives. to a third State ac-
ceptable to the receiving Stute;

(c) the sending State may entrust the protection of its enterests and tho-
se of it nationals 10 a third State uccepiuble to the re :.ewmg Slatc

. ' Article 46

.

A sending Siate mzy with the prior consent of a4 re u.mm State, and
at the request of a third State not represented in the receiving State, un-
dertake the temporary proection of the interesis of the third Staie and
of its nationals.

_ Article 47

1. In the application of the provisions of the present Convention.
the recciving State shall not discriminate zs between Siates,

2. However, discrimination shall not be regarded s tzking place :

Hukum Diplom ;‘.?l?‘-—__} (v
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(a) where the receiving State applies any of the provisions of the pre-
sent Convéntion restrictively because of a testrictive application of
that provision o its mission in the sending State;

(b) where by custom or agreement States éxtend to each other more fa-
vourable treatment than is requared by the prows:ons of the present
Convention.

Article 48

The present Comcnuon shall be open for signature by all States
Members of the United Nations or of any of the ¢-ecialized agencies'or
-Parties to the Statute of the Internationa! Court of Justice, and by any
other State invited by the General Assembly of the United Nations to
become a Party to the Convention. as fallows : until 31 October 1961 at
the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently,
until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article 49
The present Convention is subject to ratification. The instruments of

ratification shzll be deposited with the Secretzry-General of the United
* Nations.

Article 50

The present Convention shall remain open for accession by any State
belonging to any of the four categories mentioned in Articic 48. The ins-
" truments of accession shall be deposited with the Secretari-General of
- the United Nations.

Article 51

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day
following the date of deposit of the rwenty-second instrument of ratifica-
tigp or,zccession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying or according to the Convention afier the
deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the
Convzntion shall enter into force on he thirtienth day after deposit by
such State of its instrument of ratification or accession.

Ariicle 52

The Secretary-General of the United Natiors shall inform all States
belonging-to any of the four categories mentioned in Article 48;
(a; of signatures to the present Convention and of the deposit of instru-
ments of ratification or accession. in accordance with Articles 48, 49
znd 50;




(b) of the.date on which the presem Convention will enter into forcc in
*  accordance with Article 51, :

Article 53

The original of the present Convention, of which the Chinese, Eng-
lish, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be
deposit with the Secretary-General of the United Naztions, who chall
send certified copies there of o all States belonging to any of the four
caiegories mentioned in Article 48.

IN WITNESS WHERE OF the undersigned Planipotentiaries, being
duly authorized there to by their respective Governments. have signed
the present Convention. .

DONE AT VIENNA, this eghteenth day of Apn! one thosand nine
hundred and sixty-one.
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OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON
DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING THE
COMPULSORY SETTLEMENT OF DISPUTES,
APRIL 18, 19612

500 U.N.T.S. 241

.

* The States Parties to the present Protocol cnd to the Vienna
Convention on Diplomatic Relations, hereinafter referred to as
“the Convention™, adopted by the United Nations Conference
held at Vienna from 2 March to 14 April 1961,

Expressing their wish to resort in 2!l matters concerning them
in respect of any dispute arising out the interpretation or ap-
plication of the Convention to the compulsory jurisdiction of the
International Court of Justice, unless some other form of seitle-
ment has been agreed upon by the parties within a reasonable
period,

Heve agreed as follows:

Article |

Disputes arising out of the interpretation, or application of the
Convention shall lie within the compulsory jurisdiction of the
International Court of Justice and may accordingly be. trought
before the Court by an application made by any party to the
dispute being a Party to the present Protocol.

¥y x
' Article 11

The pariies may agree, within a period of two months 2fter
one pariv has notified its opinion to the other. that‘a dispute
exists, to regort not to the Intemational Court of Justice it o zn
arbitral tribunal. After the expiry of the said period, either pariy
rmay bring the Cispute before the Cor =t by an application.

1>
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Articiz {1l

1. Within the same period of two racniks, the parties‘may agres
to.adept 2 conciiiation procedure bafore resorting to the
irter-atcnal Court of fustice.

2. The cenciliation commission siall make its recommencations
within five months afierits appcintment If {5 recommeandas- °
icns are not accepted by the parties to the dispute within two
montss after they have been delivered, eithar party may bring
the dxspu-e belorg-the Court by an application.

Arricle v

State Parties to the Convention, to the Optiona! Protocol
concerning Acquisition of Nationality, and to th2 present Protocol
may af any time declare that they will extend the provisions of
"th2 present Protccol to disputes arising out of the interpretation
or applicaugn of the Optional Protoco! conceming Acquisition of
Nationality. Such declarations shall be notified to the Secretary-
General of the United Nations.

Article V
| Tha present Protocol shal! be open for signature by all Statss
whlch may become Parties to the Convention, as foilows: until

31=0c.cber 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of
Auab'ia and subsequently, until 31 March 1962, at the United

Nations Headquarters in New York,

Article VI

The present Protocol is subject to ratification. The instrumants
of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the
Unifed hations ' .

- Article VII _ i

The present Protocol shall remain open for accession by ail
States which miay becom. Parties to the Convention. The instru.
ments of accession shall be deposited with the Secretary—General
of the United Nations.
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. Article VIII . - -

1. The present Protocol shall enter into force on the same day .

as the Convention or on the thirtieth dayfollowingthe date of

deposit of the second instrument of ratification oraccession

" to the Protocol with the Secretary General of the United
Nations, whichever day is the later.

2. For each State ratifying or scceding to the present Protocol
_ after its entry into force in accordance with paragraph 1 of’
this Article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth
day after deposit by such State of its instrument of ratification
or accession,

Article 1X

The Secretary-General of the United Nations shall inform &ll
States which may become Parties to the Convention:

(a) of signatures to the present Protocol and of the deposit
of instruments of ratification or accession, in accordance
with Articles V, VI and VII; -

(b) of declarations made in accordance \_g-/ith Article IV.of the
present Protocol;

(c) of the date on which the present Protocol will enter into
force, in accordance with Article VI11.

Article X *

The original of the present Protocol, of whick the Chinese,
English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic,
shall be deposited with the Secretary—General of the United
Nations, who shall send certified copies thereof to all States
referred to in Article V.,
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OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION
ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING
ACQUISTION OF NATIONALITY, APRIL 18, 19612

500 U.N.T.S. 223.

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna
Conventicn on Diplomatic Relations, hereinafter referred to s
“the Convention', adopted by the¢ United Nations Conference
held at Vienna from 2 March to 14 April 1961,

Expressing their wish Lo establish rules between them concern-
ing acquisition of nationality by the members of their diplomatic
missions and of the families forming part of the household of
those members,

Have ggreed as follows:

Article 1

For the purpose of the present Protocol, the expression
‘“‘members of the mission' shall have the meaning assigned to it in
Article 1, sub-paragraph (b), of the Convention, namely ‘‘the head
of the mission and the members of the staff of the mission.”

< . Article II

Members of the mission not being nationals of the receiving
State, and members of their families forming part of their house.
hold, shall not, solely by the operation of the law of the receiving
State, acquire the nztionality of that State. -.i’

Article il

The present Protocol shall be open for signature by all States
which mzy become Parties to the Convention, as follows: until
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"31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs wf-
Austria and subseguently, until 31 March 1962, at the United
Nations Headquarters in New York. '

Article IV_

The present Protocol is subject to ratification. The instruments
of ratification shall be depos:t.ed with the Secretary-General of the
United Nations,

Article V

The present Protocol shall remain open for accession by zll
States which may become Parties 10 the Convention. The instru-
ments of accession shall be deposlted with the Secretary-General
of the United Nations.

A'CQUISJTION OF NATIONALITY
© Article V]

1. The present Protocol shall enter inlo force on the same day
as the Convention or on the thirtieth day following the date
of deposit of the second instrument of ratification or zccession
to the Protocol with the Secretary General of the United
Nations, whichever date is the later.

2. For each State rzatifying or acceding to the present Protocol
after its entry into force in accordznce with paragraph 1 of
this Article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth
day after deposit by such State of its instrument of ratification
or accession.

Article VIl
The Secretary-General of the Urnited Nztions shall inform all
States which may become Parties to the Convention;
(z) of signatures to the present Protocol and of the depasit of

instruments of ratification or accession, in accordance with
Articles 1M, IV and V;

{b) of the date on which the present Protocel will enter into
force, in accordance with Article VI, '




L)

Article VI =

The original of the present Protocol, of which the Chinese,
English, French, Russian and Spanish texts are equally 2uthentic,
shall pe deposited with the Secretary.-General of the United
Nztions, who shall send certified vopies thereof tc all States
refernd to in Article 111, ]

i
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CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS AND
OPTIONAL PROTOCOL

1. Convention on Special Missions. Adopted by
the general Assembly of the United Nations,
on 8 December 1969

The States Parties to the pressmt Conve~ :ion:‘-

Recalling that special treat=ent has always bsen accorded to
special missions.

Having in mind ize purposs and p=zcipies of the Charter of
the United Nation: concern:=g tke sovareign ecuality of States,
the maintenance of internaional! peze and :security and the
development of friendly rela:ons znd c¢2-operaticn among States,

Recalling that the mporzanc: of the g:estion of special missions
was recognized during the lnited Nxmions Conference on Di-
plomatic Intercourse and Im=unit3es a=d in resoiution I adopted
by the Conference on 10 Apr= 1961,

Considering that tze Uritec Nations Conference on Diplomatic
Intercourse and Immunkies xdoptaed t=e Vienna Conmvention on
Diplomatic Relatiozs, whick was opszed for signature on 18
April 1961.

Considering that the United Nations Conference on Consular
Relations adopted tze Viennz Conwentxa on Consular Relations,
which was opened for sigeatur: on 24 Acril 1963,

Believing that an internztiozil cocnvez:iion on special missions
would complement those two Conventicas and would contribute
to the development of friendiy relazions among nations, whatever
their constitutional znd social svstems,

Realizing that the purpose of privileges and immunities relating
to special -missions s not to 2enefit =dividuals but to ensure
the efficient performance of ize functicas of special missions 2s
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missions represeriing :ne State,

Affirming trat tbe ross of cusomary international law continus
to govern questions r.:t regulated by the provisions of the presen:
Convention, -

Have agreed zs follows:

Article 1
Use of terms
For the purposes of tk: present Convention:

(a) a "speciz! missior” is a temporary mission, representing the
State, wzich 15 sezt by one State to another State with the
consent ¢f the latiir for the purpose of dealing with it on :pe-
cific questions or of performing in relazion to it a specific
task;

(b) a "perm:nent difomaric mission” is a diplomatic mission
within tz: meanir: of the Vienoa Convention on Diplomatic
Relarion:.

(c) a "constar post” is any consulate-general, consulate, vice-

consulatz or consulir agency: i

(d) the “heal of a s;=cial mission™ is the person charged by
the send:ng State with the duty of acting in that capacity;

(e) 2 "representative c? the sending S}ate in the special mission”™
is any pe=on on waom the sending State has conferred :hat
capacity:

(f) zhe "me=>ers of 2 ipecial mission™ are the head of the special
mission, 122 represeciatives of the sending State in the special
mission 2=d the m:mbers of the staff of the special mission;

(g) the "memz>ars of the staff of the special mission™ are the mem-
vers of t=: diploms:ic szaff, the ldpinistmtive and technical
staff and =e serviceaff of the special mission,

(h) the "mem>ers of th= diplomatic stafl™" are the members of tne
staff af i=e specia mission who bave diplomatic status for
the purposss of the special mission;

(i) the “mezders of :he administrative and technical staif™
are the members of the staff of :h-e special mission employed
in the acministratwe and techmical service of the special
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mission;

() the "members of the service staff™ are the members of the
staff of the special mission employed by it as household
workers or for similar tasks’

(k) the "private staff” are persons employed exclusively in the
private service of the members of the special mission.
Article 2
Sending of a special mission

A State may send a special mission to another State with the
concent of the latter, previously obtained through the diplo-
matic or another agreed or mutually acceptable ¢hannel.

Article 3
Functions of a special mission

The functions of a specal mission shall be determmed by the
mutual consent of the sending and the receiving State.

Article 4 _
Sending of the same special mission to two or more States

A State which wishes to send the same special mission to two or
more States shall so inform each receiving State when seeking
the consent of that State.

. Article 5
Sending of a joint special mission by two or more States

Two or more States which wish to send a joint special mission
to another Staze shall so inform the receiving State when see-
king the consent of that State.

Article 6

Sending of special missions by two or more States in order
to deal with a question of common interest

Two or more States may each send a special mission at the same
time to another State, with the consent of that State obtained
in accordance with article 2, in order to deal together, with
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the agrzement of all of these Statss, wita a questicr. I co=mo:s
interest to all of them.

Article 7
Non-existence of diplomatic or consular relaticas

The existence of diplomatic or consular relations is nc: necessary
for the sending or reception of a special mission.

Article 8
Appointment of the members of the specicl misiion

Subject to the provisions of articles 10, 11 and 12, the sendizs
State may freely appoint the members of the special pzissio:
after having given to the receiving State all necessary Dforrmatio:
concerning the size and composition of the special missioq, anz
in particular the names and designations of the persozs it irtencs:
to appoint. The receiving State may decline to accet a speciz
mission of a size mission of a size that is not conside=d by it ::
be reasonable, having regard to circumstances and ccaditions =
the receiving State and to the needs of the particular mission. =
may also, without giving reasons, decline to accept any person ==
a member of the special mission. .

Article -9
Composition of the special mission
1. A special mission shall consist of one or more reprasencativs:
of the sending State from among whom the sezding Sta::

may appoint a head. It may also include diplozatic stafs
administrative and technical staff and service staff.

2. When members of a permanent diplomatic mission or of :
consular post in the receiving Staje are included =n a speciz
mission, they shall retain their privileges and mmumitizs
as members of their permanent diplomatic mission or coz-
sular post in addition to the privileges and immuniies acco:-
ded by the present Convention.

Article 10
Nationality of the members of the special mission
1. The representatives of the sending State in the special massioz
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azd the members of its diplomatic szaff shou: in Dprinzdle
bz of the rationality of the sending State.

Nzzionals of the receiving State may not be Zpoirzed : a

. spzcial mission except with the consent of the State, w=ch

mzy be withdrawn at any time.
Tze receiving State may reserve the right provied for i- >a-

- regraph 2 of this article with regard to matiozzls of a t=rd

Siate who are not also nationals of the sending Sate.

Article 11
Notifications
Tte Minisiry of Foreign Affairs of the:recering State. or

such other organ of that State as may be az=ed, sha” 2e
nodfied of:

(a) the composition of the special mission a-¢ afry suse-
quent changes therein; :

(bi the-arrival and final departure of members < the misson
and the termination of their functions wit= the missca,

(c) the arrival and final departure of any pezsbn wcor=pary=g

a meq:ber of the mission;

(d) the engagement and discharge of rersons rzidem= ir e
receivirg State as members of the missior or as prome
staff; .

(e} the appointment of the head of the speci: missior :r,
if there is none, of the represen:ztive refe—zd to ir :a-
ragraph 1 of article 14, and of a=y substitze for tham;

(f1 the location of the premises octupied tr the specal
mission and of the private actommmodaztcn emjer=g
inviolability under articles 30, 36 and 39, = weZ as =v
other information that may be necessarr to der—v
such premises and accommodation.

Unless it is impossible, notification of arrival ind fSnal :u-

pa—ure must be given in advance.

Article 12

Persons declared non grata or not accepta™e -

242




| 4
—_—

Tze receiving State may, at any =ime :nd withiut bavizg
to explain its decision, notify the sexling Stai: thas ac?
representative of the sending Stat2 in the spec:i m3ssic:
or any member of &s diplomatic ssaff = person: non gra::
or thaz any other mamber of the ssaff :{ the mision is nx
acceptable. In any such case, the semding State sha” as appre-
prate, either recall the person coocert<d or teminaze his
functions with the mission. A person —ay b2 ds:lared no-
grsta or not acceptable before arrivimg it the zerriory of to=
receiving State. »

If the sending State refuses, or fails withi=a reasonztle perioc.
to carry out its obligations under p=ragr:ph % of s articls.
the receivirg State may refuse o recogzize the pson cor-
cemed as a member of the speci! mission

Argicle 13
Commencement of the functions of a ssecial misson

Tte functions of a special mission simall cocmmence is sgon a:
th: missiorn enters into offical comtac: with th: Ministrz
of Foreign Affairs or with such otheer cmzan of th: receivin:
Staze as may be agreed. = =

Tt2 commencement of the functians ¢ a speci:’ missior
shzl not depend upor presentation of th: mission v the per-
manent diplomatic mission of the sendi~g Stzze o- apon th:
sutmission of letzers of credence or f=ll pcwers.

Article 14
Authority to act on behalf of the spe-ial missio~

The head of the special msission or, if tis sending State ha:
no: appointed a head, one of the represenuzives of t*» sendinz
Stz=e designated by the latter i authorizzd to ac: >n behal?
of :ne special mission and to address co—municaticos to the
receiving State. The receiwing State sha® address :ommuni-
cations concerning the special mission to ite head cf the mis-
sion, or, if there is none, to the represmtative r<ferred to
abcve, either d.lrect. or w the pemanent éplomatic
mission.

However, a member of the specal missior may be z=thorizec
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by the sending State, by the head of the secial mision or,
if there is none, by the representative referrzd to in pzragraph
1 of this article, either to substitute for th: head of :he spe-
cial mission or for the aforesaid representare or to cerform
particular acts on behalf of the mission.

Article 15

Organ of the receiving State with which offial business
is conducted

All official business with the receiving State :ntrusted to the
special mission by the sending State shall be ccaducted =ith or
through the Ministry of Foreign Affairs or with such other organ
of the receiving State as may be agreed. :

=

(-]

-
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Article 16
Rules concerning precedence

Where two or more special missions meet i= the terr:;ory of
the receiving State or of a third State, pricedence among
the missions shall be determined, in the absnce of a special
agreement, according to the alphabetical orcer of the names
of the States used by the protocol of the State in whose

temtory the missions are meeting.

Precedence among two.or more special missons which meet
on a ceremonial or formal occasion shall be zoverned by the
protocol in force in the receiving State.

Precedence among the members of the same special mission
shall be that which is notified to the rece=ing Stats or to
the third State in whose territory two or mor: special =issions
are meeting.

Article 17
Seat of the special mission

A special mission shall have its seat in the locality agresed by
the States concerned.

In the absence of agreement, the special mision shail hawe
its seat in the locality where. the Ministry of Foreign Affairs
of the receiving State is situated.
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If the special mission performs its funciions in differer: -

localities, -the Statés concerned may agree that it shall hav:
more than one seat from among which they may ctoose on:
as the principal seat.

~ Article 18
Meeting of special missions in the territory of a third State
Special missions from two or more States may meet in ths

territory of a third Staiz only after obtaining the expres:
consent of that State, which retains the right to witadraw it.

In giving 1ts consent, the third Siate may lay down cond:-
tions which shall be observed by the sending States.

The third State shall assume in resvect of the sending States
the rights and obligazions of a receiving State to tte exten:
that it indicates in giving its consent.

G Article 19
. Right of the special mission to use the flag and
embieu of the sending State

A special mission shall tave the right to use the flag and
emblem of the sending State on the premises occupied by
the mission, and on its means of iranspor: when used on
official business.

In the exercise of the right accorded by this article. regard
shall be had to the laws, regulations and usages of the recemng
State,

Article 20
End of tre functions of a special mission
The functions of a special mission shall come to an end,
inter aliag, upon:
(a) the agreement of the States obi:cemed; '
(b) the completion of the task of the special mission,

(c) the expiry of the duration assigned for the special mission,
unless it is expressly extended;
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(d) notification by zhe sendirg Staze that it is terminating or
recalt=g the spa::al missior;

(e) notification by :he receiving State that it considers the
speciz misa'on_ wrminated.

. The severznce of Zplomatic or consular relations between

the sendg State m;d the receiving State shall not of itself

have the effect of terminating special missions existing at

the time cf such sev=rance.

: Article 21 2
Status of the Hea? of State and persons of high rank

. The Head of tbe s==ding Statwe, wben he iﬁ.ds a special mis-
sion, shal enjoy iz the receiving State or in a third State
the faciliies, privieges znd immunities accorded by inter-
national lz# to Heacs of Sute on an official visit.

. The Head of the Gevernment, the Minister for Foreign Affairs
and other cersons cf nigh rank. when they take part in a spe-
cial mission of the zndmg State, shall enjoy in the receiving
State or iz a third Siate, in addition to what is granted by
the presez: Convenon, the facilities, privileges and im-
munities accorded br international law.

Article 22
Zenerul fecilities

The receiving State sha® accord 1w the special mission the faci-
lities requirec Zor the p=_ormance of its functions, having regard
to the nature :=d task of :he specia: mission.

Arzicle 23
Prem.ws and accommodation

The recetving State shel assest the special mission, if it so re-
quests, in procuring the -ecess=ry premises and obtanining suitable
accommoc . ica for its members.

Article 24 .

Exemotion of tw premises of the special mission
from taxction
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To :ae exte= comparble with the nature and duraticm of
the funcdion: performs< by the special mission, the sending
Sta:: anc the members of the special mission ecting on behall
of =2 missicz shall bz exempt from all national, r:zion:zl or
mu=cipz® du# and tax:s in respect of the premises occupied
by ize speciz mission, other than such as represen: paymen:
for specifSc services rencared.

The axempticz from tzxation referred to in this aricle sha'
not zpply to such dues and taxes payable under the law of
the r=ceiving State by persons contracting with the secding
Staiz or with : member of the special mission.

Article 25
InviolabZity of the prernises

The premises where 1ze special mission is est.abushed in
accordance wh the present Convention shall be inviolzble.
The agerts ¢ the receiving State may not enter the said
precises, exceot with the consent of the head of the special
misson or, © approprate, of the bead of the permanen:
dipkmatic m:sion of the sending State accredited to the
receing Statz Such consert may be assumed In case of fire
or ciner disaser that seriously endarngers public sa’sty, and
only n the ersnt that T has not been possible to obtair the
exp-:ss conse=: of the 3ead of the special mission cr, where
appr-oriaze of :he bead ci the permanent mission.

The ~cefving State is under a special duty to take all appro-
prizi: steps w protect <he premises of the specia! mission
aga-s any i——usion cr damage and to prevent any distur-
banc: of the prace of the mission or impairment of its dignity.

The sremises of the speeial mission, their furnishings, other
propérty used in the operation of the special mission and its
mea=s of tranort shall be mmune from search, requisitson,
attaczmemnt or =xecution.
Article 26
Invioability of grchives and documents
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the archives and documents-of the special mission shall be in.
violabie at all times and whereever they may be. They should,
when rnecessary, bear visible external marks of identification.

Article 27
Freedom of movement

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into
which is prohibized or regulated for reasons of national security,
the receiving Siate shall ensure to all members of the special
mission such freedom of movement and travel in its territory as
is necessary for the performance of the functions of the special
mission.
Article 28 '
Freedom of communication

1. The receiving State shall permit and protect free communi-
cation on the part of the special mission for all official pur-
posss. In communicating with the Government of the sending
Staze, its diplomatic missions its consular posts and its other
spec-:.al missions or with sections of the same mission, where-
ever situated, the special mission may employ all appropriate
means, including couriers and messages in code or cipher.
However, the special mission may install and use a wireless
transmitter only with the consent of the receiving Scate.

3. Where practiczble, the special mission shalll use the means
of communicazion, including the bag and the courier, of the
permanent diplomatic mission of the sending State,

4. The bag of the special mission shall not be opened or de-
tained.

5. The packages constituting the bag of the special mission must
bear visible external marks of their character and may con-
tain only documents or articles intended for the ofﬁcw] use
of the special mission.

6. The courier of the special mission, who shall be provided
with an.official document indicating, his status and the num-
ber of packages constituting the bag, shall be protected by
the receiving State in the performance of his functions. He
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shall enjoy personal icviolabilits and sha” zot b= lizz.e to 2n¥
form or arrest or detertion.

The sending State or the specil mission may desicate cou-
riers ad hoc of the special mision. In swch cases e provi-

- sions of paragraph 6 of this article shal also appi7. excapt

that the immunities there In mentiomed shall c=as: o apply
when the courier ad hoc has deliver=d t: the consgnee the
special mission’s bag in his chargs. -

The bag of the special mission may be e-trusted to the cap-
tain of a ship or of a commercial atecra® schedules to l=nd
at an authorized port of entry. The captan sha@® be rovided
with an official document indicating The -umber of zackages
constituting the bag, but be shall mot b: consider*2 to be
a courier of the special missioz. By armngement with the
appropriate authorities, the special missio= may sex’ one of
its members to take possession of the bag Zirectly z=c fre=ly
than the captain of the ship or of the agrcra=.

Article 29
Personal wiokbilitw

The persons "of the representatives of tie se=ding Sta= in the
special mmyonandof.themembe:sof:nd.,wmmc s=f skall
te inviolable. They shall not be hable to any form of arrss or Ge-
:2ntion. The receiving Staze shall teat them with dus respect
z=d shall take all appropriz:e steps 1o prew2ni iy atzack :n their
sersons, freedom or dignity.

Lo+

Article 37 }
Inciolability of i7e private eccommmc.iatiorn

. The private accommoda:ion of the represe—atives of e sen-

ding State in the speciz! mission and of ™ membe= of s
diplomatic staff shall enjoy the same mmxabﬂky =c pro-
tection as the premises of the specal missior.

Their papers, their correspondence ard, except as privided
in paragraph 4 of article’ 31, their prop=y sk=ll ltewise
enjoy inviolability,

Article 31




Immunity from jurisdictior.

1. The representatives of the sending State i the speciz mission
and the members of its diplomatic staff stzll enjoy =munity
from the criminal jurisdiction of the receivg State.

9. They shall also enjoy immunity from the civil an¢ :dminis.
trative jurisdiction of the receiving State, excepti i= :he case
of:

(a) a real action’ relating to privaze i—movable :roperty
situated in the territory of the receivizg Stzie, mless the
person concerned holds it on behalf ¢ the sencrg State
for the purposes of the mission;

(b) an action relating to succession in which tb: person
concerned is involved as executor, :dministrzor, beir
or legatee as a private person and nc: on behz” of the
sending State;

(c) an action relating to any professiccal or conmercial
activity exercised by the person concsrned in =e recei-
ving State outside his official functions:

(d) an action for damages arising out of i:n accide= caused
by a vehicle used outside the offieial finctions cf the per-
son concemned.

3. The representatives of the sending State i- :he speciz mission
and the members of its diplomatic staff ars 2ot oblig= to give
evidence as witnesses,

4. No measures of execution may be taken - respect ¢’ a repre-
sentative of the sending State in the specia mission cc a mem-
ber of its diplomatic staff except in the :ases com—g under
sub-paragraphs (2), (b). (c) and (d) of paragraph I of this
article and provided that the measures concerned car e taken
without infringing the inviolability of his ;=rson of &: accom-
modation.

5. The immunity from jurisdiction of the recreseniathwzs of the
sending State in the special mission and sf the mzzbers of
its diplomatic staff does not exempt the= from ths jurisdic-
tion of the sending State,

Article 32-
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Exemption from socicd secz-ity Jegis=tion

Subject to the provisions of paragrzph 3 of iais article, repre-
sentatives of the sending State in th: special mission and mem-
bers of its diplomatic staff shall, in respect of services ren-
dered for the sending State, be exzmpt fro= social scurity
provisions which may be in force in thé receiving State.

The exemption provided for in paragr=ph 1 of this article
shall also apply to persons who are in the sok private employ
of a representative of the sending Staze in the special mis-
sion or of a member of its diplomatic staff, on condition:

(a) that such employed persoms ar: not nationals of or per-
_ manently resident in the receivirg Stale; azd
(b) that they are covered by the social security provisions
which may be in force in the sending State or 2 t.hrrd
State.

Representatives of the sending Size in the special mission
and members of its diplomatic saff who smploy persons
to whom the exemption provided for in parzgraph 2 of this
article does not apply shall observe the obligzions which the
social security provisions of the receivimg Stzte impose upon
employers.

The exemption provided for in pzragraphs : and 2 of this
article shall not prechude voluntary rarticipation in the social
security system of the receiving Staiz where sich particpation
is permitted by that State.

The provisions of this article sha noi affsct bilateral or
multilateral agreements concerning social seccrity conciuded
previously and shall not prevent the conclusica of such agree-
ments in the future, 4

> Article 33
Exemption from dues cud taxes

The representatives of the sending Stz in the special mission
and the members of its diplomatac st2ff shall be exempt from
all dues and taxes, personal or red nxional, regional or muni-
cipal, except:

(2) indirect taxes of a kind vrbich are tormally mncorporazad in
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the price of goods of services;

(b) dues and taxes on private immovable property situated in the
territory of the receiving State, uzless the person concerned
holds it on behalf of the sending S:ate for the purposes of the
m:ss;on.

(c) estate, succession or inheritance duties levied by the recei.
ving State, subject to the provisions of article 44;

(d) dues and taxes on private income kaving its source in the re-
ceiving State and capital taxes on mvestments made in com-
mercial undertakings in the receiving State;

(e) charges levied for specific services rendered;

(f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp

"duty subject to the provisions of article 24. ~

Article 34
Exemption from personal services
The receiving State shall exempt the representatives of the sending
State in the special mission and the members of its diplomazic
staff from all personal services, from all public service of any
kind whatsoever, and from military obligations "such as those

connected with requisitioning, military contributions and billet-
ing. '

Article 35
Exemption from customs duties and inspection

1. Within the limits of such laws and regulations as it may adopt,
the receiving State shall permit entry of, and grant exemption
from all customs duties, taxes, and related charges other
than charges for storage, cartage and similar services, on:

(a) articles for the official use of the special mission;

(b) articles for the personal use of the representatives of the’
sending State in the special mission and the members
of its diplomtic staff.

2. The personal baggage of the mpresenml-ves of the sending
State in the special mission and of tae members of its diplo-
matic staff shall be exempt from inspection, unless there are
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sermos grounds ZOor presuming that iIx coataics articles not
covered by the exemptions mentioned in paragrapk 1 of thi:
article, or articles the import or export of which is prohi-
bited by the law or controlled by the quarantine regulations
of the receiving State. In such cases, inspection shal! be con-
ducied only in ile presence-of the person concerned or of
his authorized representative.

Article 36
Administrative and technical staff

Membexs of the administrative and ' technical s:aff of the spewcial
mission shall enjoy the privileges and immunities specified in
articles 29 w 34, except that the immunity from civi! and ad-
ministrative jurisdicticn of the receiving Szate specified in para-
graph 2 of article 31 shall not extend to acts performecd outside
the course of their cuties. They shall also epjoy the rrivileges
mentiomed in paragraph 1 of article 35 in respect of articles Im-
ported at the time of their first entry into the territory of the
receiving State,
Article 37

Service staff

Members of the service staff of the special mission shz® enjoy
immunity from the jusisdiction of the receiving Stage in respect
of acts performed in e course of their duties, exempticn from
dues and taxes on the :moluments they réceive by reason of their
employment, and exemption from social security legisl=ion 2s
provided in arzicle 32. - o
Article 38

~ Privcze staff
Private szaff of the me=bers of the special mission shall be exempt
from dues and taxes ca the emoluments they receive by reason
of their employment. In all other respects, they may enjoy pei-
vileges and immunities only to the extent permitted by ihe re-
ceiving Szate. However, the receiving State mus: exercise its jw-
risdiction over those persons in such a manner as not 1o irxerfere
unduly with the perfcrmance of the functions of the special
mission.




Article 39
Members of the .family
Members of the families of representatives of the sending

- State in the special mission and of members of its diplomaric
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staff shall, if they accompany such members of the special
mission, enjoy the privileges and immunities specified in ar.
ticle 29 to 35 provided that they dre not nationals of or
permanently resident in the receiving State.

Members of the families of members of the administrative
and technical staff of the special mission shall, if they accom-
pany such members of the special mission, enjoy the privi-
leges and immunities specified in article 36 provided that
they are not nationals of or permanently resident in the
receiving State.

Article 40 J

Nationals of the receiving State and persons permdnenr!y
resident in the receiving State

Except in so far as additional privileges and immunitites
may be granted by the receiving State, the representatives
of the sending State in the special mission and the members
of its diplomatic staff who are nationals of or permanently
resident in the receiving State shall enjoy only immunity
from jurisdiction and inviolability in respect of official acts
performed in the exercise of their functions.

. Otber members of the special mission aﬁd private staff who

are nationals of or permanently resident in the receiving State
shall enjoy privileges 'and immunities only to the extemt
granted to them by that State. However, the receiving State
must exercise its jurisdiction over those persons in such a
manner as not to interfere unduly with the performance of
the functions of the special mission.

_Article 41
Waiver of immunity

. The sending State may waive the immunity from jurisdiction
of its representatives in the special mission, of the mem-




cers of it diplomatic staff, and of other persons enjoy—g’
mmunity under articles 36 to 40,

Waiver must always be express.

. The initiazon of proceedings by any of the persons referr:d

» in parsgraph 1 of this article shall preclude him frem
=voking immunity from jurisdiction in respect of any coun-
ser-claim directly connected with the principal claim.

waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil =r

dministrative proceedmgs “shall not be held to unply waiwr
¢ immun&y in respect of the wamer of meumt}' in respect
cf the execution of the judgement, for which a separate wairer

s:allbeneczmry

-t

Article 42 e
Transit through the territory of a third State

I a representative of the sending State in the special missicz

or a. member of its diplomatic staff passes through or is in tte
tzritory 'of a third State while proceeding to take up ks
factions or returning to the sending State, the third Sta:s
scall accord him inviolability and such other immunities zs
cay be required to ensure his transit or return. The same shal
a-oly in tbe case of any members of his family enjoying pr-
vieges or mmunities who are accompanying the person r=
faved to In this paragraph, whether travelling with him c-
tavelling separately to join him or to return to their countrs.
[= circams:ances similar to those specified in paragraph 1 c?
ts article, third States shall not hinder the transit of membess
of the administrative and technical of service staff of the sp:-
c:l missior, or of members of tber.r families, through the=
tesitories. b R ..

Tzird States shall accord t.o oﬂicnl correspondence and oths:
official communications in transit, including messages in coc:
or chiper, the same freedom and protection as the receivinz
Sate is bound to accord-under the present Convention. Sut-
je== to the provisions of paragraph 4 of this article, they sha:
aczord to the couriers and bags of the special mission in trans::
th: same inviolability and protection as the receiving State i:
bcand to accord under the present Convention.

N
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. The third State shall be bound to comply with iz obligations

= respec: of the persons mentioned in paragraphs 1, 2 arc 3
:f this a~ticle only if it has been informed in acdvance, efiaer
o the visa application of by notification, of the transit of
those persons as members of the special mission, members
-f their families or couriers, and has raised no objection to it.

. The obligztions of third States under paragraphs 1, 2 ard 3

zf this artcle shall also apply to the persons mentioned res.
cectively I those paragraphs, and to the official communica-
zZons and :he bags of the special mission, when the use of terri-
sory of the third State is due to force majeure.

Article 43
Durction of privileges and immunities

. Ivery member of the special mission shall enjos the privie.

s and immunities to which he is entitled from the momant
Ze enters :he territory of the receiving State for the purpose
:f pexforzing his functions in the special mission or, if he is
tready in fts territory, from the moment when his appoint-
zent is potified to the Ministry of Foreign Affairs of such
cther organ of the receiving State as may be agreed.

. ®hen the functions of 2 member of the special mission have

mme to &= end, his privileges and immunities skall normzily
mase at the momen: when he leaves the territory of the recsi-
Tng State. or on the expiry of a reasonable period in whick 0
Zo so, bui shall subsist until that time, even in case of armed
wnflict. Eowever, in respect of acts performed by such a
niember in the exercise of his functions, immunizy shall con-
tnue to sudsist. p

I the eve=r of the death of a member of the special mission,
Ze members of his family shall continue to esjoy the pri-
vleges and immunities to which they are entitied umtil ize
&piry of a reasonable period in which to leave the territory
cf the receving State.

Article 44

Property of a member of the special mission or
of a member of his family in the event of decth
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2.

Iz the event of the death of a memnber of the special mission
or of a member of his family acoompanying him, if the de-
czased was not a natiomal of or permznently res.adent in the
rzceiving State, the recefwing State shall permit tbe vnthdrawa.!
of the movable property of the deceased, with tae exception
of any property acquired in the eountry the expertof which
was prohibited at the timg_ot his de=mth.

Estate, succession and imheritance duties shall not be levied
on movable property which is im the receiving State solely
because of the presence there of The deceased 2s a member
of the special mss:onc:ofthefmmly of a member of the
mission.

e

A:rtu:lc 45

Fecilities to leave the territory of thmunne State and to
rtmoee the amh-:e: af the lpeﬂd mission

The receiving Suate mrst, aen :im case of armed conflict,
grant facilities- t0 enabde. peunu enjoying privileges and
immunities, other than mationals of the receivirg State, and
members of the families of such pexsons, irrespective of their
nationality, toleaveatthemhutpom]:le moment. In parti.
cular it must, in case of need, place at their disposal the ne-
cessary means of transport for themmselves and their property.
. iR

Tre receiving State must grant tie sending State facilities
for removing the archives of the special mission from the
territory of the moenmg Sntc.

Artldc 46

Consequcncez of the cessatior of the functions
. of the special missson

When the hmc:tlonsof&wnan come to an end,
therecewmgShiemustnlpﬂtﬁP'Otectﬂlepremsesof
the special mission so lomg ‘ss they are assigned to it as well
as the property and archives of fhe special mission. The

=az  =EV

sending State must withdraw the Pu;nnr and archives within

a reasonable period of time..

In case of the absence o:_' mo’-‘ of diplomatic or consular’
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relations between the sending State and the receiving S:ate and
if the functions of the special mission have come to an end,
the sending State may, even if there is an armed conflict,
entrust the custody of the property and archives of the special
mission to a third State acceptable to the receivicg State.

Article 47

Respect for the laws and regulations of the receiving
State and use of the premises of the special mission
1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is
the duty of all persons enjoying those privilkeges and immuni-
ties under the present Convention to respect the laws and
regulations of the receiving State. They also have a duty
. not to interfere in the internal affairs of that State.

2. The premises of the special mission must not be used in any
manner incompatible with the functions of the special mission
as envisaged in the present Convention, in other rules of
general international law or in any special agreements in force
between the sendmg and the receiving’ State.

:  Article 48
Professional or commercial activity

The representatives of the sending State In the special mission

and the members of its diplomatic staff shall not practise for

personal profit any professional or commercial activity in the re-
ceiving State.

Article 49
Non-discrimination

1. In 'the application of the provisions of the present Conven-
tion, no discrimination shall be made as between States.

1]
2. However, discrimination shall not be regarded as taking place:

(a) where the receiving State apphes any of the porvisions
of the present Convention rest.nct.rvely because of a res-
trictive application of that PIOV'I.SIOd to its special mis-
sion in the sending State;

(b) where States modify among thernselvu by customer
agreement, the extent of facilities, privileges and immuni-
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ties for their special —issioms, 2=20ugh such a modificati-
on has not been agre:x< with ot*er Scates. provided that it
is not incompatible with the ccject and purpose of the
present Convention md does -ot affec: the enjoyment
of the rights or the p=formsance >{ the obZgations of third
States.

Article 50

Sgnat=re
The present Convention shal be open ‘or signaiure by all States
Members of the United Nzions or cf any of the specialized
agencies or of the International Atomc Enmergy Agency or Par-
ties to the Statute of the Imemrnagionz Court of Justice, and by
any other State invited by the Generz Assembls of the United

Nations to become a Party i the Corwation, ur:il 31 December
1970 at United Nations Headguartess in New York.

Article 51
Retification
The present Convention is schject to ra=ficazion. The instruments

of ratification shall be- decosited wzbh the Secretary-General
of the United Nations.

Aticle 52
Accessaon

The persent Convention shal remain coen for accession by any
State belonging to any of the categons mentiored in article 50.
The instruments of accession shall be Zeposited with the Secre-
tary-General of the United Nasions.~

_ Asticle 53
- Enty into forse
1. The present Convention saall enter into force on the thirtieth
day following the date of deposit of the twerty-second instru-
ment of ratification or scessson with the Secretary-General
of the United Nations.

2. For each State ratifying or accediy to the Convention after
the deposit of the twerty-second nstrument of ratification
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or accession, the Convention shzl emzer =io force on the
thirtieth day after deposit by scch State of its instrument
or ratification or accession.

. Article 5%
Notificatiors by the Zzpositary

The Secretary-General of the Unitel NzZions shall inform all
States belonging to any of the casegores menticued in am'cle_ o50:
(a) of signatures to the present-Corention z=d of the deposit

* oflinstruments of ratification or accession iz accordance with
" articles 50, 51, and 52;

(b) of the date on which tke presen: Conyenticn will enter into

- .

force in accordance with article 53. :

Article 55
Authentic tex=s
" The original of the present Conwention, of wxich the Chinese,
English, French, Russian and Spanish :axts are zqually authentic,
shall be deposited with the Secretzy-Generz of the United
Nations,, who shall send cerified copiss therec? to 2ll States be-
longing to any of the categories menticzed in article 50.
IN WITNESS WHEREOF tke uncersiced, beirz duly authorized
thereto by their respective Gover—merzs, =ave signet the
present Convention, openec¢ for sign=mre at New York on 16
December 1969.

2. Optional Protocol Concerncg the Compulsory
Settlement of Disutes.
Adopted by the General Asembly of the
United Nations, on 8 Decsmber 15539,

The States Parties to the present Proto:ol and to the Convention
on Special Missions, hereinafier referrsd to as ™2e Convesntion™,
adopted by the General Ambly of the United Nations on 8
- December 1969, '

Expressing their wish to resort, in a© matiers concerning them
in respect of any dispute arsing ou:i of the :aterpretation or
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application of the Conventicz, to the compulsory jurisdiction
of the International :ourt of Justice, unless some other form of
settlement has béen :greed upzn by the parties within a reasona-
ble period of time.

Have cgreed cs follous:

Arsicle’ 1
Disputes arising out of the irzerpretation of application of the
Convention shall lie within tte compulsory jurisdiction of the
Internazional Court cf Justice and may accordingly be brought
before the Couri by a writtez application made by any party
to the dispute bemg 2 Party to 1ae present Protocol.

Ar:c[e i

| The parties may agre, withiz a period of two months after

‘one party bhas notified its opinion to the other that a'dispute

exists, to resort not 0 the Imamational Court of Justice but to

an ub:tral tribunal. After the expiry of the said“period, either
party may bring the éispute before thé Court by a written appli-
cation.

Artcle JTI

1. Within the same period of iwo months, the parties may agree
to adopt a conciation procedure before resorting to the
International Cour: of Justice.

2. The conciliation commission shall make its recommendations
within five monts after &5 gppointment. If its recommen-
dations are not accepted by thé pafties to the dispute within
two months after they bave been delivered, either party
may bring the dipute before the Court by a written appli-
cation.

Article TV

The present Protocol shall be open for signature by all States
which may ‘become Paties to-tte Counvention, until 31 December
1970 at United Natiozs Headquarters in New York.
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Article V

The present Protocol subject to ratification. The instruments
of ratification shall pe deposlted with the Secretary-General of
the United Nations. -

Article VI

The present Protocol shall remain open for accession by all States
which may become Parties to the Convention. The instruments
of accession shall be deposited with the Secretary-General of the

United Nations.

Article VII

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as
the Convention or on the thirtieth day following the date
of deposit of the second instrument of ratification of or
accession to the Protocol with the Secretary-General of the
United Nazions, whichever day is later. -

2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol
after its entry into force in accordance with paragraph 1 of
this article, the Protocol shall enter into force on the thir-
tieth day after deposit by such State of its instrument of ra-
tification or accession.

Article VIIT

The Secretary-Gezeral of the United Nations shall inform all
States which may become Parties to the Convention:

(a) of signatures o the present Protocol and of the deposit
of instruments of ratification or accession in accorcance
with articles IV, V and VI;

(b) of the date oo which the present Protocol will enter into
force in accordance with article VII.

Article IX

The original of the present Protocol, of which the Chinese, Eng-
lish, French, Russian and Spanish texts are equally authentic,
shall be deposited with the Secretary-General of the United
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Nztions, who shall send certified copies tzereof to z! St=mes
referred to in article IV.

IN WITNESS WHEREOF the underigned, b#ng éaly athor=zed
tcereto by their respective Governments. hav: sigmed - present
Protocol, opened for signaure at New Yori on 16 Zecer=Der
1969.




UNDANG-UNDANG R¥PUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1932
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN
DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA
MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
(VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA
CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961) =~
*  DaN
PENGESAHAN EONVENSI WINA
MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL
OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGA-
NEGARAAN
(VIENNA CONVENTION ON CONSULATE RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL 70 THE VIENNA CONVENTION
" ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kcovensi Wma mengenai Huburngan
2 Diplomatk beserta Protokol Opsionalnya
mengenai hal Memperoleh Kewarganegara-

an (Viemma Conventioa oan Diplomatic
Relations Concerning .Acquisition of Na-
tionality, 1961) dduat pada tanggal 18

April 191 di Wia dan mulai berlaku

pada tanggal 24 April 1964 dan Konvensi

Wina me=genai Hubungan Koasuler beserta
Protokol Opsionaloya mengenai hal mem-
peroleh Kswarganegaraan (Vienna Conven-

tion on Conssdar Relations and Optional
Protocol 10 the Vienma Coanvention on
Consular Relataons Concerning Acquisition

of Natiorality, 1963) dibuat pada tanggal

313




Meuging'at

Menetapkan
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24 April 1963 di Wina dan mulai berlaku
pada tanggal 19 Maret 1967.

b. bahwa Negara Republik Indonesia selama
ini telah menggunakan dua Konvensi ter.
sebut pada buruf a di atas sebagzai pedoman
dalam hubungan internasional;

c. bahwa untuk mewujudkan landasan hukum
yang lebih mantap dalam hubungan inter-
nasional, dipandang perlu mengesahkan dua
Konvensi tessebut pada huruf a dengan
Undang-Undang;

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945; ~

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rak-
yat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/
1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan
Negara, '

Dengan persetujunan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

)
MEMUTUSKAN:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAH-
AN KONVENSI WINA MENGENAI HU-
BUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTO-
EOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL
MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VI-
ENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RE-
LATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO
THE VIENNA CONVENTION ON DIPLO-
MATIC RELATIONS CONCERNING AC-
QUISITION OF NATIONALITY 1961) DAN
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGE-
NAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA
PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI
HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARA-
AN (VIENNA CONVENTION ON CONSU-
LAR RELATIONS AND OPTIONAL PRO-
TOCOL TO THE .VIENNA CONVENTION
ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963).



Pasal 1

Mengz=ahkan Konvensi Wina mergenai huz:ng-
an Dplomatik Beserta Proioko! Opsionznya
mengeai hal memperoleh Kewarg=neg=zan
(Vienza Convention on Diplomatic RelzZons
and Ootional Protocol to the Vienna Cozven-
tion on Diplomatic Relations conceming
Acquisition of Nationality 1961) dan Korven-
si mengenai Hubungan Koumsuler Beserta Pro-
tokol Opsionalnya mengenai hal mempemleh
‘Kewarzanegarzan (Viemna Convention on Con-
salar Relations and Optiomal Protocol to the
Vienrza Convention on Consular Rel=ions
Conceming Acquisition of Nationality, 1263)
yang salinan nzshhnyz dﬂm:npmn pad:. Un-
chng-Lndang imi, "
e Pasal 2

Undacg-undang un mu.lm berhkn puh ta-ggal
dmnchngt:n '

Agar supaya setnp ormg mengetahlnnya.. me-
mericiahkan pengundangan Undang-emdarg ini
dengzn penempatannya dalam Lembaran Nega-
ra Regublik I.ndonsu. ,

- Diundangkan di Jakarta Duah.kand.:hkampahta:aal

pada tanggal 25 Januari 1982 25 Januari 1982
MENTERI/SEENEG RI, PRESIDEN REPUBLIK
. INDONESIA

SUDARMONO, SH
SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
© “1982 NOMOR 2.

315



PENJELASAN
. ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1982
[ TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN
DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA
MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
(VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION
ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961)
DAN
PENGESAHAN KONVENSI WINA
MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL
OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN
VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOKOL TO THE VIENNA
CONVENTION ON CUNSULAR RELATIONS
CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963)

I. UMUM.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggaris-
kan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehi-
dupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indo-

nesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan

Negara menegaskan tentang hubungan Luar Negeri Republik

Indonesia sebagai berikut:

a. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdi-
kan kepada kepentingan nasional, terutama untuk Kke-
pentingan pembangunan di segala bidang;

b. Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerja-

+ sama di wilayah Asia Tenggara dan Fasifik Barat Daya,
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khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mem-
pertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai
ketahanan regional; =

c. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional
dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan
dan kerjasama yang .saling bermanfaat antara bangsa-
bangsa;

d. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama
ekonomi di antara negara-negara yang sedang membangun
lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi
Baru, : .

e. Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang
perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan
umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan
sosial,

Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas
aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional
Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia
serta memajukan Kerjasama dan hubungan persahabatan de-
ngan semua bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia membuka
dan menempatkan perwakilan diplomatik dan perwakilan kon-
suler di berbagai negara. Di samping itu Pemerintah Indone-
sia menerima pula perwakilan diplomatik dan perwakilan
konsuler negara lain.

Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik
sudah lama diadakan yaitu sejak Kongres Wina Tahun 1815
yang diubah oleh Protokol Aix-la-Chapelle tahun 1818.
Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan
konperensi mengenai hubungan diplomatik di Wina dari
tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961.

Konperensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang
dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikat-
an Bangsa-Bangsa dan menerima baik suatu konvensi menge-
nai Hubungan Diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang
mengatur hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan keke-
balan-kekebalannya.

Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplo-
matik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan
antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi,
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sistem politik atau sistem sosialnya. Konvensi menetapkan
antara lain maksud pemberian hak-hak istimewa dan keke-
balan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan per-
seorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksa-
naan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara.
Pengaturan Hubungan Konsuler dan Perwakilan Konsuler
yang dalam sejarah berkembang melalui tahap-tahap pertum.
buhan Hukum Kebiasaan Internasional baru dikodifikasikan
pada tahun 1963 dalam konvensi Wina mengenai Hubungan
Konsuler yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Diadakannya konvensi ini yang terdiri dari 79 pasal yang
keseluruhannya mengenai hubungan konsuler, hak-hak isti-
mewa dan kekebalan-kekebalannya akan meningkatkan hu-
bungan persahabatan antara bangsa-bangsa tanpa membeda-
kan ideologi, sistem politik atau sistem sosialnya.

Hak istimewa dan kekebalan tersebut diberikan hanyalah
guna menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler se.
cara efisien. Konvensi mengatur antara lain hubungan-hu-
bungan konsuler pada umumnya, fasilitas, hak-hak istimewa
dan kekebalan kantor perwakilan konsuler, Pejabat konsuler
dan anggota perwakilan konsuler lainnya serta tentang pe-
jabat-pejabat konsul kehormatan dan konsulat-konsulat ke-
hormatan,

Baik Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik maupun
Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler masing-masing
dilengkapi dengan Protokol Opsional mengenai hal Memper-
oleh Kewarganegaraan dan Protoko! Opsional mengenai
Penyelesaian Sengketa Secara wajib. Indonesia dapat me-
nerima seluruh isi Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplo-
matik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Mem-
peroleh Kewarganegaraan dan konvensi Wina mengenai Hu-
bungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai
memperoleh Kewarganegaraan, kecuali Protokol Opsional
mengenai Penyelesaian Sengketa Secara wajib. Pengecualian
ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penye-
lesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau mu-
syawarah antara negara-negara yang bersengketa.

Protokol Opsional mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan
mengatur bahwa anggota-anggota perwakilan diplomatik dan
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perwakilan konsuler yang bukan warganegara penerima dan
keluarganya tidak akan memperoleh kewarganegaraan ne-
gara penerima tersebut semata-mata karena berlakunya hukum

negara penerima tersebut.
1. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3211.

Disalin
~Sesuai dengan aslinya
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MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGER]

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK. 582/BU/111/79/01/TH. 79

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERWAKILAN-PERWAKILAN
REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan:

Menetapkan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan
Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang po-
kok-pokok Organisasi Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri, maka dipandang periu
menetapkan susunan organisasi serta jenis

" dan tingkat-tingkat _Pern.k_\lan Republik Indo-

nesia di Laar Negeri.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia
* Nomor 44 Tahum 1974;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 51 Tahun 1976:

3. Keputnsan Pressden Republik Indonesia
Nomor 59/M. Tahun 1978.-

Persetujuan Mesteri Neg:ua Pcmemhan Apara-
tur Negara dalam suratnya nomor B-227/1/
MENPAN/2/79 tanggal 20 Pebruari 1979 dan
Nomor B-236 &’IIMEN?ANJZI"Q t.a.ngg:d 21
Pebruari 1979.

MEMUTL‘SKAN

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
TENTANG " 'ORGANISAS] PERWAKILAN-

- PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI

LUAR NEGERL
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Pasal 1

Susunan Organisdsi Perwakilan Republik Indozesia di rzar
negeri dengan jenis dan tingkat sebagia berikxut:
A. Perwakilan Diplomatik terdiri dari 3 (tiga) t=gkaz, y=tu
tingkat D-1, D-2, dan D-3.
B. Perwakilan Konsuler terdiri dari 3 (tiga) tingkat, 72itu: tingrat
. K-1, K-2 dan K-3. )

a.

Pasal 2
.(1) PERWAKILAN DIPLOMATIK TINGEAT D-1 terdiri cori:
Unsur Pimpinan: )
1. Kepala Perwakilan; H
2. Wakil Kepala Perwakilan.
Unsur Staf:

d.

1. Bagian Tata Usaha, .

2. Bagian Tata Usaha membawahkan sebzayak-bansyak-
nya 2 (dua) Sub Bagian.

Unsur Pelaksana: - -

1. Bidang sebanyak-banyaknya 12 (dua belzs);

2. Bidang-bidang Politik, Ekonomi, Penera=gan dan Par.
tahanan masing-masing membawahkan sebanyak-ba-
nyaknya 3 (tiga) Sub Bidang;

3. Bidang-bidang lainnya tidak membawaz*kxan Sub Bi-

4. Sub Bidang dapat berdiri sendiri, dengin ketenttan
bahwa jumlah Sub Bidang tersebut sebzmyak-banyak-
nya 3 (tiga).

Unsur penunjang Pelaksana:

Unit Komunikasi,

(2) PERWAKILAN DIPLOMATIK TINGKAT D-2 :ingkat car:
a. -Unsur Pimpinan: -

b.

C.
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Kepala Perwakilan.

Unsur Staf:

Bagian Tata Usaha;

Unsur Pelaksana:

1. Bidang sebanyak-banyaknya 7 (tujuh);

2. Bidang-bidang Politik, Ekonomi, Penerz-gan dan Per-



d.

a.

a.

b.

C.

b.

C;

tahanan masing-masin; membawahkan sebanyak-ba-
nyaknya 2 (dua) Sub Bidang;

3. Bidang-bidang lainnya tidak membawahkan sesuatu
Sub Bidang;

4. Sub Bidang dapat terdiri dari, dengan ketentuan
bahwa jumlah Sub Bicang tersebut sebanyak-banyak-
nya 2 (dua).

Unsur Penunjang Pelaksanazn:

Unit Komunikasi.

(3) PERWAKILAN DIPLOMATIE TINGKAT D-3 terdiri dari:

Unsur Pimpinan:

Kepala Perwakilan;

Unsur Staf:

Bub Bagian Tata Usaha.

Unsur Pelaksana:

1. Bidang sebanyak-banyak 4 (anpst I

2. Sub Bidang dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan
bahwa jumlah Sub Bidang tersebut sebanyak-banyak-
nya 2 (dua).

Unsur Penunjang Pelaksana:

Unsur Komunikasi.

{4) PERWAKILAN- KONSULER TNGKAl K-1 terdiri dari:

Unsur Pimpinan:

Kepala Perwakilan.

Unsur Staf:

Bagian Tata Usaha.

Unsur Pelaksana:

1. Bidang sebanyak-banyak=ya 7 (tujuh);

2. Bidang-bidang Politik, Exonomi, Pznerangan dan Kon-
suler masing-masing membawzahkan sebanyak-banyak-
nya 2 (dua) Sub Bidang;

3. Bidang-bidang lain tidak membawahkan Sub Bidang;

4. Sub Bidang dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan .
bahwa jumlah Sub Bidarg tersebu: sebanyak-banyak-
nya 2 (dua).

Unsur Penunjang Peh.k.sa.na

Unit Komunikasi.
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(5) PERWAKILAN KONSULER TINGKAT X-2 terdiri dari:
a. Unsur Pimpinan:
Kepala Perwakilan.
b. Unsur Staf:
Sub Bagian Tata Usaha
c. Unsur Pelaksana:
- Sub Bidang sebanyak-banyaknya 2 (dua)
d. Unsur Penunjang Pelaksana:
Unit Komunikasi.

F

Pasal 3

(1) Pada saat dltet.apkannya Keputusan ini, Perwakﬂan Republik
Indonesia di luar Negeri terdiri dari: :
a. Perwakilan Diplomatik, yarg meliputi:
1. 60 (enam puluh) Kedutaan Besar;
2. 2 (dua) Perutusan Tetap.

b. Perwakilan Konsuler, yang meliputi:
1. - 7 (tujuh) Konsulat Jenderal;
2. 7 (tujuh) Kopsulat.

*(2) Perincian jenis, tempat kedudukan, wilayah kerja dan tingkat
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri seperti tersebut
pada ayat (1) pasal ini ditetapkan seperti terlampir -dalam
Lampiran A keputusan ini.

Pasal 4 ]
Susunan Organisasi Perwakilan Repubiix Indorpesia di luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan seperti

terlampir dalam Lampiran B-1 sampai desgan Lampiran B-76
Keputusan ini.

Pasal 5

(1) Unit KEomunikasi terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu:
a. Unit Komunikasi jenis A terdiri dari seorang Kepala dan
sebanyak-banyaknya 6 (enam) tenaga fungsional;
b. Unit Komunikasi jenis B terdixi dar seorang Kepala dan
sebanyak-banyaknya 4 (empat) tenaga fungsional;
¢. Unit Komunikasi jenis C terdiri dari seorang Kepala dan
sebanyak-banyaknya 2 (duz) temaga fungsional,
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d. Unit Kozunikasi ienis D terdiri dari seorang tenaga fungi-
onal.

(2) Tenaga fungsionz] sshagaimana dimaksud dalam awat (1)
terdiri dari :2naga fmgsienal Sandi dan tenaga fungsioral
Komunikasi.

(3) Penentuan jenis dan hesar kecinya Unit Komunikasi pada
suatu Perwakilan didasmrkan pada beban keriznya dan ditetap-
kan seperti tasebut diiam Lampiran B-1 sampai dengan Lam-
piran B-76 K=putmsan i,

P=sal 6

Penentuzn tirgkat kerangk=tan dalam jabatan-jabatan Bagizn,
Sub Bagian, Bicang dar Kepala Unit Komunikasi ditetapkzn
dengan Keputusz: tersencr,

Pasal 7

(1) Setiap pembukaan Pewakilan Republik Indonesa yang beru
di Lampiran A’ dalam Zeputusan ini ditetapk=n dengan Keru-
tusan Preside-.

(2) Perincian kecudukan, tugas pokok, susunan organisasi czn
tingkat Perwzkilan te=ebuz dalam ayat (1) ditezapkan okha
Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertuis
dari Menteri vang be-anggung jawab di bidang penertitan
dan penyempurnazn araratur negara:

Pasal 8

Dergan berlatunya K=utwsan ini beserta seturuh Lampiran-
nya, maka semu: Keputcsan mengenai Perwakilan Republik -
donesia di Luar Negeri y=g bertentangan dengannya dinyatakzn
tidak berlaka.

Pasal 9
Keputusan ini mul=i beZaku pada tanggal ditetzpkan.
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Ditetapkan di Jakaria
- Pada tanggal 31 Maret 1979.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

- = ! m-

(Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja)

Disalin sesuai dengan aslinya.
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MENTERJF LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEFUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SK. 00705/OR/V11/81/01
TENTANG =
TAT: KERJA UMUM PERWAKILAN REPUBLIK INDONESLA
DI LUAR NEGERI
MENTEE! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Mennbang : Behwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan
Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Po
kok-pozok Organisasi Perwakilan Republik In-
donesi di luar negeri, dianggap periu menetap-
k=n Tata Kerja Umum Perwzkilan Republix
Indonssia di luar negeri.

Mengngat @ 1. 1. Ucdang-undang Perbendabaraan Indonesia
(S35 1925 Nomor 448) yang tzlah diubzar
dan ditambah dengan Uncang-undang No
mer 9 Tahun 1968,

2. Keputusan Presiden Republik Indonesiz
Nomor 26 Tahun 1968, tentang Pengawas-
an Keuangan Negara;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesiz
Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-
pokxok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden Republikx Indones:z
Nomor 45 Tahun 1974, tentang Susuna:
Organisasi Departemen; -

5. Keputusan Presiden Republik Indonesa
Nomor 51 Tahun 1976, tentang Pokok.
posok Organisasi Perwakitan Republik I=-
_ donesia;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesa
Nomor 59/M. Tahun 1978, tentang susun-
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" an Kzdinet Pembangunan III;
Eepuwusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 14 A Tahun 1980, tentang Pelak.
sanazn Anggaran Pendapatan Belanja Nega-
m; L s
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor.
SK: 102/BU/1/80/01 Tahun 1980 tentang
* Peraturan Dasar Kepegawaian Dinas Luar
~Negeri;
= 9. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK,
582/BU/II1/79/01 Tahun 1979, tentang Su-
~ sunan Organisasi Perwakilan-Perwakilan Re-
publik Indonesia di Luar Nggeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI RI
TENTANG TATA KERJA UMUM PERWA.
KILAN RIDI LUAR NEGERI:

BAB I
PENGERTLAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Luar Negeri ini
dengan: ;
(1) Perwakilan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan
ini disebut:
Perwakilan adalah Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri, baik berupa Kedutaan Besar Republik Indonesia,
Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik
Indonesia, Perutusan Tetap Republik Indonesia pada PBB,
maupun Perwakilan Republik Indonesia tertentu yang ber-
sifat sementara.

(2) Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh, Konsul Jenderal. Konsul dan Kuasa Usaha Semen-
tara (Charge d'affairs) yaitu: ’ .
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a. Kepala Perwakilan Diplomatik adalsh Duta Zesar Luz
Biasa dan Berkuasa Penuh (Charge d’Affairs).

b. Kepala Perwakilan Konsuler adalah Kaonsul Jenderz
Konsul dan Pejabat Sementara Kepala Perwakila- Koosule
(Consul Charge).

(3) Wakil Kepala Perwakilan adalah Pegawai Diplomitik Eor-
suler (PDK) pada Perwakilan Diplomatik tingkat D-1, ¥ang
-mewakili Kepala Perwakilan dan merupakan umsur Pimpinar
dalam Perwakilan Diplomatik itu.

(4) Bagian/Sub Bagian adalah lembaga yang menyelnggarakar
ketatalaksanaan tatausaha Perwakilan.-

(3) Bidang/Sub Bidang adalah lembaga yang merupzian remsus
pelaksana pada Perwakilan yang menyelenggaraian fomgs
operasional dan dilaksanakan oleh pejaba: Diploratik Xor-

. suler. _

(6) Bidang-bidang Umum adalah bidang-bidarg yang citetapka:
pembentukannya di Perwakilan sebagai unsur pelaksan:
sebagian atau keseluruhan tugas pokok Departemen Luas
Negeri.

(7) Bidang-bidang Teknis adalah bidang-bidarg yang Cretapkas
pembentukannya di Perwakilan sebagai unsur peaksamaa-
sebagian atau keseluruhan tugas pokok sesuatt lembag:
negaralmsumm Pemerintah dan atam sesuatm Dspartesme:
' yang diperbantukan kepada Departemen Lua:r Neg=i kecua®
Departemen Pertahanan-Keamanan.

(8) Bidang Pertahanan adalah bidang yang ditetapkar pemder.
tukannya di perwakilan sebagai unsar ptukm aebma_
tugas pokok Departemen Pertahanan-keamanan.

(21 Unit adalah suatu lembaga unsur pembantu pelaksina wang

. menyelenggarakan fungsi-fungsi yang tidak/belum diczku:
oleh lembaga-lembaga lain di Perwakilan.

(10) Konsul jenderal Kehormatan atau Koasul kehormain acala
seorang warganegara Repubhk Indonesia ‘bukar Pegzwa:
negeri atau jika tidak ada, dapat ditunjuk seora-g Warg:-
negara Asing, yang diangkat dan diberheniikan ole- Presadex
Republik Indonesia sebagai Wakil Kehormatan N:gara Re
publik Indonesia di satu wilayah tertentu di suatu riegira.




(11) "Lembaga Ekstra-struktural” zdalah suzu lembaga yang
bernaung di bawah Perwakilan, tetapi tidak termasuk dalam
susunan Organisasi Perwakilan.

BAB II
PIMPINAN PERWAKILAN

Pasal 2

Kepala Perwakilan mempunyai tugas dan tanggung jawab
memimpin Perwakilan dengan memberikan petunjuk, membim.
bing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur organisasi yang berada
di bawahnya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepela Perwakilan mempu-
nyai kewajiban-kewajiban dan wewenang, baix dalam mengatur
pelaksanaan tugas maupun dalam menetapkan kebijaksanaan
Perwakilan.

Pasal 4

(1) Kewajiban-kewajiban Kepala Perwakilan ialan:

a. Mengatur pelaksanaan tugas pokok Perwakilan;

b. Melaksanakan petunjuk, perintah dan kebijaksanaan yang
ditetapkan Pemerintah;

¢, Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat
baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal
hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Menteri
Luar Negeri.

d. Melakukan pembinazan lembaga-lembaga ekstra-struktural.

(2) Wewenang Kepala Perwakilan ialah: .

a. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan Per.
wakilan;

b. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam
menyelenggarakan dan menyempumaktan kegiatan per-
wakilan; ;

¢. Melakukan tindakan-tindakan otorisasi.

Pasal 5
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Kepala Parwakilan meretapkan kebijaksanaan dan mengeluz-

kan peraturam decgan memperhatikan kebijaksanaan Pemerinta®,

.petunjuk Menteri Luar Negsri serta peraturan perundang-uncang=
yang berlaku_

Pasal 6

(1) Dalam hal-hzi Kepala Perwakilan Diplomatik tingkat D-I
tidak berada di temp:, berhalangan melaksanakan tugas-
nya, atau mesa tugasnya berakhir, maka Wakil Kepala Per-
wakilan (Deputy Chief of Mission) bertindak sebegai Kuasa
Usaha (Clarge d’Affairsi.

(2) Dalam hal-hal Kepala Perwakilan Diplomatik tingkat D-2
dan D-3 tidak berada ¢i tempat, berhalangan melaksanakaz
iugasnya, atar masa wgasmya berakhir, maka Pegawai D=
plomatik Koosuler yarg tertinggi gelarnya ditunjuk sebagz
kuasa usaha sémenzara :Charge d'Affairs a.1). Dalam hal duz
atau lebihh Pegawai Drziomatik Konsuler mempunyai gels:
vang sama m:ka yang citunjuk sebagai kuasa Usaha Semen-
tara (Charge d’Affizrs 2°) adalah yang terlama bertugas di Pe:-
wakilan Diplomatik.

(3) Dalam ha! Kegala Perwzsilan Korsuler tidak berada di tempa:
Derhalangan melaksanatan tugasnya, atau masa tugasny:
berakhir wetapi penggatnya belum tiba, maka Pegawza:
Diplomatix Kcasuler y=g tertinggi gelamya ditunjuk sebagz:
pejabat semerzara Keps'a Perwzakilan Konsuler (Consul iz
Charge). Dalaz hal duz atau lebih Pegawai Diplomatik Kon-
suler mempunyi gelar yang sama yang ditunjuk sebagai pe-
jabat sementarz Kepal: Perwakihn Konsuler ad.alah yang
terlama be-:tuw di Perwzxilan Konsuler.

(4) Dalam hal Kerala Perwzsilan meninggal dunia sewaktu men-
jalankan togas, mak3d meseka yang berhak sebagai tersebut da-
lam ayat 2 dan 3, bertzdak sebagai Kuasa Usaha Sementara
(Charge d’Affays ai) can Pejabat Sementara Kepala Per-
wakilan Konsusr (consci in Charge), seteiah ditunjuk oleh
Menteri Luar Negeri.

Pasal 7




Jika Kuasa Usaha Sementara atau Pejabat Sementara Kepala
Perwakilan Konsuler tersebut pada pasal 6 berhalangan melak.
sanakan tugasnya, maka Pegawai Diplomatik Konsuler yang
mempunyai gelar tertinggi berikutnya dan terlama bertugas di
perwakilan bertindak sebagai Penanggung Jawab Sementara
(Charge des Affaires/Consul in Charge).

Pasal 8

(1) Jika di Perwakilan Diplomatik atau Konsuler selain Kepala
Perwakilan, dalam hak seperti tersebut dalam pasal 6, maka
seorang Pejabat lain dari Departemen Luar Negeri bertindak
sebagai Penanggung Jawab Sementara (Charge des Affairs/
Consul in Charge).

(2) Penanggung Jawab Sementara dalam ayat 1' adalah Pejabat

" yang mempunyai gelar tertinggi dan terlama di Perwakilan.

Pasal 9

(1) Tanggung jawab, kewajiban dan wewenang seorang Kepala
Perwakilan untuk memimpin Perwakilan dimulai pada saat
ia tiba di Perwakilan untuk menjalankan tugasnya.

(2) Kepala Perwakilan tidak lagi mempunyai tanggung jawab ke-
wajiban, dan wewenang untuk memimpin Perwakilan pada
saat ia menyerahkan Pimpinan kepada Kuasa Usaha Semen-
tara atau Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler ka-
rena tugasnya berakhir. ;

Pasal 10

Sebelum masa tugasnya berakhir, Kepala Perwakilan wajib
menyusun suatu memorandum pengakhiran jabatan yang diser-
takan dalam dokumen serah-terima tugas kepada Kuasa Usaha
Sementara/Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler.

Pasal 11

(1) Wakil Kepala Perwakilan (Deputy Chief of Mission) mempu-
nya tugas membantu Kepala Perwakilan dalam memimpin
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Pewmakilen.
(2) Wikil Kepals Perwakilen berada langsung di bawah dan Der-
taggung jawio kepada Zepaka Perwakidan.
Pasal 12

Kevajibam-kewajiben Wakil Kepala Perwakilan daiam me-
laksanikan tmgas fan tamggung jawabnya iakah:

a. Msaksanaka- kebiaksnaan yang dietapkan oleh Kepala
Perwakilam. g

b. MewakiE Kecala Perwexilan dalam tmgas-tugas wyang ditezap-
ka: oleh Xepiia Perwaklan, ’

c. Méakuksn ksordimasi, pengendalian_dan pengawasen pedak-
saman tmgas semixa ussur yang berada di bawah tanggmung
javib Kepalz 2erwzkila- §

Pasal 13 .

(1) Kecala Perwikilan Diplomatik hanya dapat meninggal%an
winyvah kerjemya atas instruksi atau izim Menteri Luar Negeri.

(2) Keala Pearwikilan Kozsuler hanya d=pat meninggakan wi-
larin kesjanm seizin Menteri Luar Negeri yang permohoman-
ny: diajmkar melzlui Kepa®a Perwakilan Diplomaiik yang
menbawahkmnya, jika perjalanan tersebut dilakukan dalam
wikyah kerjz Perwakilen Diplomatik yang bersangkutan, #zin
diterikam Kerala Perwakilan Diplomatik.

(3) Peppat-pejabe lain di Perwzkilan tidak diperkenar~Xan me-
ninggalkam wiayah keri Perwakilan kecuali dengan seizin XKe-
paz Perwakim. Dalam hal pejabat it melakuk=n perjalaman

“dizus di duar wilayzh kérja Perwakilan Diplomazik yang ber-
sanfkutan, derlukan in daxi Menteri Luar Negeri.

BAB Il
SUBUNG.:N KERJA PERWAKILAN DIPLOMATIK
DENGAN PERWAKILAN KONSULER

Pasal 14
(1) Kezala Perwscilan Korsuler secara operasional berianggring
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jawzd kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang memba-

wahtannya kecual dalam hal Perwakilan Konsuler tak di-

bawzhi oleh suatu Perwakilan Diplomatik.

(2) Kewzjiban-kewajiban Kepala Perwakilan Konsuler dalam me-
lak =nakan tugas dan tanggung jawabnya ialah:

a. Melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala
Perwakilan Diplomatik yang membawahinya.

b. Mewakili Kepala Perwakilan Diplomatik dalam tugas-
:ugas yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik
yang membawahkannya, di wilayah yunsdikm Perwakilan
Konsuler itu,

(3) Dalarn bidang ad.;m'nistrasi Kepala Perwakilan Konsuler ber-
tanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri. .

(4) Kossul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan ber-
tanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang
membawahkannya secara langsung atau melalui Kepala Per-
 wakilan Konsuler dalam wilayah Konsuler Jenderal Kehor-

- ma<zan atau Konsul Kehormatan itu berkedudukan dalam wi-
* layah yurisdiksi Kepala Perwakilan Konsuler tersebut.

(5) Datam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Konsul
Jenderal Kehormatan atau Konsule Kehormatan mempunyai
kewajiban untuk melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Kepala Perwakilan ‘Diplomatik yang membawahinya
seczra langsung atau melalu: Kepala Perwakilan Konsuler
y=g¢ bersangkutan. i

(6) Pecgangkatan seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau
Keosul - Kehormatan serta pelaksanaan dari tugasnya tidak
mengakibatkan  pengeluaran-pengeluaran biaya atas beban
anggaran Pemerintah Republik Indonesia.

(7) Menteri Luar Negeri mengatur tentang imbalan atas pengeluar-
an-pengeluaran yang dilakukan oleh seorang Konsul Jenderal
Kehormatan atau Konsul Kehormatan dalam melaksanakan

¢ tugasnya, “atas usul Kepala Perwakilan Diplomatik yang mem-
bawahkan Konsul Jenderal Kehormatan atau Koasul Kehor-
matan itu dengan persetujuan Menteri Keuangan.

(8) Untuk keperiuan pelaksanaan tugasnya bagi seorang Konsul
Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan disediakan
sebuah cap dinas, sebuah bendera, serta lambang negara Re-
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publik Indonesia atas beban anggaran Pemerintah Republik
Indonesia, sedangkan arsip serta dokumen-dokumen yang
terhimpun dari pelaksanaan tugasnya merupakan milik Pe-
merintah Republik Indonesia.

BAB IV _
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 15

Bagnm Tat.a Usaha dlplmprm oleh seorang. Kepala Bagian
yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 16
Bagian Tata Usaha menﬁpunyax‘tugas- membantu Kepaia Per-
wakilan dalam penyelenggaraan pengurusan tata: usaha dalam

rangka membantu ketax.alaksanam dan k&ncaran tugas Perwakﬂ
an. ) -

.

Pasal 17

Untuk menyelenggnmkan tmnya. Bagian Tata Usaha mem-
punyai fungsi:
2. Menyelenggarakan urusan perkantoran Perwahlan
b. Menyusun rencana anggaran pendapatan Belanja Perwakilan.
c. Melakukan pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban

keuangan.
d. Merencanakan pengadaan kebutuhan dan melakukan pengelo—

laan serta pertanggung jawaban perlenghpan

e. Mengurus administrasi kepegawaian.

f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Pmaknlan termasuk
rumah tangga Kepala Perwakilan.

g. Memberikan laporan, pertimbangan, saran da.n pendapat,
baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala hal yang
berhubungan dengan tugasnya kepada :Kepala Perwakilan.

Pasal .IB

(1) Pada Perwakdan yang tidak ‘mempunyai Bagian Tata Usaha,
tugas dan fungsinya dilakukan oleh Sub Bagian Tata Usaha.

303




(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Per-
wakilan.

BAB V
BIDANG-BIDANG UMUM

Pasal 19

Tiap-tiap Bidang Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan. -

Pasal 20 :

Tiap-tiap Bidang Umum mempunyai tugas membantu Kepala
Perwakilan dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas
Perwakilan - di bidang-bidang politik,. ekonomi, sosial budaya,
penerangan dan protokol/konsuler, secara bilateral maupun multi-
lateral dan di forum-forum internasional.

Pasal _21

‘Untuk menyelenggarakan tugasnya, tiap-tiap Bidang Umum
mempunyai fungsi:

a. Mengamati, menelaah dan mahpo:t.an perka:nbangan ber
bagai masalah yang berhubtmgan dengan bidang tugasnya
masing-masing.

b. Mengumpulkan dan mengelola data dan bahan keterangan

" lainnya mengenai berbagai masalah yang berhubungan dengar
bidang tugasnya masing-masing.

c. Melaksanakan tugas khusus masing-masing va.ng: diberikan oleh
Kepala Perwakilan.

d. Mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struk-
tural yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali jika di-
tetapkan lain oleh Kepala Perwakilan.

e. Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat baik
diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang
berhubungan dengan tugamya masing-masing kepada kepala
Perwakilan,
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f. Mewakili dan memp=juangkan iepenzing= Indonesia di fo-
rum-forum mtq:mszm.l ~sesua dengan petunjuk/instruksi
dari Pemerisiah.

Pasal 25
(1) Pada Perwakilan ya.ng :ida_km-unjii‘ Bicang-bidang Umum
tugas dan fungsmya uﬂahhn aleh S:l‘b-mb Bﬂa.ng Umum.
(2) Tiap-tiap Sub Bidang Umexm nperh. temebut pada ayat 1

pasal ini dipimpin ok Kepala Sub Badang yang bertanggung
__jawab langsung kepad: Kepala Prwal_ﬁ.hn.

BAB \.
BIJJA_\G-B[DA_N TEKNF

P-:]ZJ

P T i

Tlap-t.np Bldang Tekxs dipampn oleh seorang Kepak bidang
yang bertanggung jawab lmgsung kecada Kepak Perwakilan,

Pasal 2£ . -

Bidang Tekns mempmyai tugas nembantu Kepala Perwakilan
dalam menvyelenggarakan iegiatan relaksamaa- sebagian atau ke-
seluruhan -tugas pokok sesuatm l:nbas: negira/instansi peme-
rintah atam :suatu Depa=smen semn Deparsmen. Luar Negeri
di Perwakilan, sesuzl degan kebiiXsanaan tmum menteri luar
negeri dan kebi'phmuh teknds Mmteri atat pejabat lain yang
membawahi Bidang Tekns bersangk=tan.

E

._: % & P""lz?

Untuk menvelenggnrnnn tnmya txap-tap Bn:lang Teknis

mempunyai fungsi: g i

a.. Mengamati, menelaan dan..meapo:hn perkunbamn ‘ber-
bagai masalah yang beubumngarn dengam bicang tugasnya.-

b: «Mengumpulkan dan mengoksh dea dam batan keterangan lain-
nya temtang berbagm masalah yang > be::ubungan dengan
_-bidang tugasnya. - . - e

c. Melaksanakan tugas musus m:smg-masm; yang d.lberikan
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oleh Kepa.la Perwakilan,

d. Mengkoordumnkan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struktu
ral yang berkaitan dengan bidang tugas tekmsnya masing-
masing, kecuali jika ditetapkan lain oleh Kepala Perwakilan,

e. Memberikan laporan pertimbangan,  saran dan pendapat
" baik diminta maupun tidak yang berhubungan dengan tuga.s
" nya masmg-masmg kepada Kepala Perwakilan.

Pasa126

(1) Untuk memperlancar pelaksa.naan tugas, maka diadakan
koordinasi dan k\u-]asnma yang erat antara bldang-blda.ng

yaitu:
a. Bidang-bidang teknis ekonomx dan keumganﬂtkoordmnsi-

kan oleh Kepala Bidang ekonomi.
b. Bidang-bidang teknis lainnya, terkecuali Bidang Pertahan-
an, dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Politik. :

"'BAB VII
BIDANG PERTAHANAN

Pasal 27

Bidang Peﬁahman dxplmpm oleh seorang Kepa.la Bidang
ya.ngbertanuung jaﬂbhngsu.ng kepada Ke'pala. Perwakilan,

Pa.nl28;

Bidang pertahanan yang dipimpin oleh seorang Atase Per-
tahanan mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam
menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Perwakilan di
Bidang pertahanan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Per-
tahapan mempunyai fungsi: . *

a.- Mengamati, menelash dan melaporkan perkembangan ber-
bagai masalah yang berhubungan dengan tugasnya.

b. Mengumpulkan dan mengolsh data dan bahan -keterangan

c. Melaksanakan tugas-tugas khusus ' yang diberikan Kepala
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Perwakilan. ; ;

d. Mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struk.
tural yang mempunyai kaitan dengan bidang l:ugasuya kecuali
jika ditetapkan lain oleh Kepala Perwakilan.

e. Memberi laporan perkembangan, saran dan pendapat, baik
diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang ber.
hubungan dengan tumya. kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 29
Kepala Bidang Pertahangn merarigkap Pimpinan Sub-Bidang
~ matra asalnya selama untuk Sub-Bidang itu tidak ditecapkan Pe-
jabat lzin sebagai Kepalanya. .

BAB VIII
UNIT KOMUNIKASI

Pasal 30

Unit Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Upit yang
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 31

*Unit Komunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Per-
wakilan dalam menyelenggarakan komunikasi antara Perwakilan
dengan Departemen Luar Negeri dan/atau dengan Perwakilan
lainnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggm.hn tugasnya. Unit Komun.‘us: mem-
punyai fungsi:

a. Melaksanakan komum’klsl yang melputi hubungan telekomu-
nikasi, pemberitaan dengan pos diplomatik, kawat rahasia dan
kawat biasa.

b. Membantu Bagian/Sub Bagian Tata Usaha dalam pengiriman
pos diplomatik.

¢. Merencanakan kebutuhan dan memelthara prasarara dan sara-
na komunikasi.
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d. Melakukan pengamanan teknis terhadap sistem komuniXasi.

e. - Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat

" " segala hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Kepala
Perwakilan. ;

¥ BAB IX
KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

_ _ . Pasal 33

(1) Kepala Perwakilan bertanggung jawab atas perencanaan dan
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Perwalkilan.

(2) Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Per-
wakilan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha bersama.
sama dengan Kepala-kepala Bidang Umum maupun Teknis
dan Kepala Unit. ‘ '

(3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perwakilan Kon-
suler wajib diberitahukan kepada Kepala Perwakilan Diplo-
matik yang membawahinya.-

(4) Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Per-
wakilan Konsuler yang tidak berada di bawah tanggung jawab
Kepala Perwakilan Diplomatik tidak wajib memenuhi ke-
tentuan memberitahukan seperti tersebut ayat (3) pasal ini.

Pasal 34

Pelaksanaan anggaran dan pengurusan tata-usaha keuangan
Perwakilan, baik yang berasal dari anggaran Departemen Luar
Negeri maupun yang berasal dari anggaran Departemen, lembaga
Negara, atau Instansi Pemerintah lainnya, dilakukan oleh Kepala
Bagian Tata Usaha dengan berpedoman kepada petunjuk Menteri
Luar Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

(1) Kepala Perwakilan bertindak sebagai otorisator atas pengu-
rusan keuangan dan milk negara yang berada di Perwakilan.




2) Setiap pergeluaran keuangan wajib mendapat persetujL n
Kepalz Perwakilan sebagai otorisator.

'3) Wewerang dan tanggung jawab otorisator tidak dapat dilim-
pahkzn kepada pejabat lain.

Pasal 36

Kepaz Bagian Tata Usaha, atau Kepala Sub Bagian Tata
Usaha pacda Perwakilan yang tidak mempunyai Bagian Tata Usaha
sertindak sebagai ordonatur dan Bendaharawanumum dalam

sengmrusan kenangan, _ >
] Pasal 37
‘Wewenang dan tanggung jawab otorisator, ordonatur dan ben-
Zaharawaz umum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
ndangan yang berlaku, .
Pas;l 38

/1) Kepaa Perwakilan wajib menyampaikan laporan pertang-
gung awaban keuangan kepada Menteri Luar Negeri dan Men-
teri Keuangan, serta kepada Menteri dan Pejabat lain yang
bersargkutan sepmjang menyangkut anggaran Bidang Tek-
.n.nc'.-mB-dang Pertahananyangbemdadxbawahtanggung
pwabnya. &

12) Penyrsunan pertanggung jawaban keuangan dilakukan oleh
Kepaa Bagian Tata Usaha atau Pejabat lain yang ditunjuk
.Menteri Luar Negeri dengan berpedoman kepada Petunjuk
Menteri Loar Negeri sert.a peraturan  perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 39

Perle:gkapan Perwakilan meliputi semua kekayaan/harta
mnilik négara - baik barang bergerak maupun tidak bergera.k yang
dikelola cieh Perwakilan.- it

Pasal 40

1) Kepa: Perwakilan bertanggung jawab atas rencana kebutuhan
perlergkapan Perwakilan. = -
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2) Penyusunah rencana kebutuhan perlengkapan dIzkukan
* oleh Kepala Bagian Tata Usaha dengan memperhatik2n pen.
dapat Kepala-kepala Bidang dan Kepala Unit dengas meng-
ingat kebutuhan nyata dan beban tugas Perwakilan.
(3) Pelaksanaan pengadaan perlengkapan ditetapkan oleh }Sepala
Perwakilan dan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Tatz Usaha.
(4) Rencana - kebutuhan perlengkapan Perwakilan Konsiler di-
beritahukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yarg mem-
bawahkannya.

Pasal 41

(1) Kepala Perwakilan berwenang dan bertanggung jawzb atas
pengadaan, penatausahaan dan mvenmnml sena pengha-
pusan perlengkapan Perwakﬂan

(2) Pelaksanaan penatausahaan, inventarisasi dan penghapusan
perlepgkapan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Uszha ber-
dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

(1) Pemebharaan Perlengkapan dilakukan berdasa.rkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

(2) Tanggung jawab atas pemeliharaan dan kerusakan perleng-
kapan berada pada pemakai masing-u_:a_si:gg,d

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 43

Pengawasan terhadap Perwakilan dilakukan oleh Icspektur
Jenderal Departemen Luar Negeri beserta segenap apnntuya
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan anggaran
pendapatan. dan belanja Perwakilan dapat dilakukan oleh Badan
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Pemeriksa Xeuangzn d:z Direk:i:it demden Peogz. san Ke.
uangan Negara, atas pers=ujuzan Mza=teri Luar fegers.

- BaB XZ
EETENTUAN L:IN-LAIN
(1) Hal-hal yang menyargkut pegzvai sefem:at di=tur —enurut
kebijaksanaan Kepalz Perwakiin demgar bercd=sarizn per-
aturan pemnda.:g—uncbngm yzg beriaku. lormasi can ang-
garan yang ditetapkan. . -

(2) Kepala Perwakilan msnentmkan kebijmksazzan can renetan.
'kan peraturan-peratur= tecang:
a. Pengamanan fisik g2dung Perwakilem da: tempat kxdiaman
resmi Kepala PerwzXkilam_

b. Tindakan/langkah pengamz—an persani, psateral dan
instalasi Perwakilm datam kud:m Zarursc (;-sng-u.ng
sian dan sebagainyz).

(3) Semua unsur Perwakian dalar melmkukn tupsn:u wafab
melaksanakan azas koordEnasi, integrass dan sinonisasi
untuk mmmmurwmnpmmdmhuﬂmm
dengan tugas pokoknya.

Pasal 42

Demxtataterﬁbsr-aneng&:nda:kmmmmm
maka Pmakﬂmhmyame&mhnmm:sihﬂmmpe

tunjuk-petunjuk dan lain sebagainy: yang ditsluarkan mau di-
salurkan melatui Departemen Luzar Negeri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

tetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luir Negeeri.

Pasel 42
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Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketercan-kete=uan
yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berizxu.

Pasal 49
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Gitetackan.

Ditetapkan di Jaks=a
pada tanggal 1 Juli 1281
MENTERI LUAR NEGERI

ttd.
(Prof. Dr. MOCHTAR KUSUMAATMADJA)
Salinan Keputusan ini disampaikan kepaca:

Yth. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jexarta
Yth. Sdr. Menteri Negara Penertiban Aperatur Negzra di Jaks=a

Yth. Sdr. Menteri HANKAM/PANGAB ci Jah:rta.

Yth, Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta -

Yth, Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta - -

Yth, Sdr. Menteri Perdagangan dan Kop=rasi &3 Jaizrta.
Yth, Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta.

Yth. Sdr. Menteri Perindustrian di Jakar:a.

Yth. Sdr. Menteri Perhubungan di Jakara,

Yth. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebxmym di sakarza.
Yth, Sdr. Menteri Agama di Jakarta.

Yth. Sdr. Ketua Badan Pengawas Kmamn d: Ja.t:r.a

Yth, Sdr. Kepala BAKN di Jakarta.

Yth, Sdr. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara di «akarza.
Yth. Sdr. Dirjen Badan Tenaga Atom Nasionzl di «akarza.
Yth, Para Pejabat Eselon I dan Il DEPL{ di Faka=.

Yth. Para Kepala Perwakilan di Lu:: Negeri.

A.mp

" Disalin
sesuai dengan aslinya_
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PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1957

tentang

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS DASAR HUBUNGAN

INTERNASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

MENGINGAT

- MENGINGAT
PULA
MENDENGAR

MENETAPKAN :

: bahwa peraturan-peraturan yang berlaku yang

mengatur pembebasan- bea masuk bagi peja-
bat-pejabat Konsuler negara-negara asing yang
tinggal di negeri ini harus §isesuaikan dengan

. Strpktux ketatanegaraan pada dewasa ini;
: a. pasal 3 ayat 5 huruf b Indische Tarief

wet (Staatsblad 1924 no. 487); -
b. Gouvernements besluit tanggal 13 Sep-
tember 1929 no. 23 (Staatsblad No. 351);

: pasal 98 Undang-Undang Dasar Seme-tara

Republik Indonesia;

: Dewan Menteri dalam ‘rapatnya yang kz 55

pada tanggal 23 Januari 1957;
MEMUTUSKAN

Peraturan Pemerintah tentang peml;et:san

bea masuk berdasarkan hubungan internssio-

nal.

Pasal 1

Gouvernement besluit tanggal 13 September tahun 1929 no.
23 (Staatsblad No. 351) dibatalkan,

Pasal 2

Berdasarkan asas timbal bglik memberikan pembebasan bea

masuk atas.

a. 1. barang-barang keperluan kanselarij.
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2. barang-barang dipakai untuk keperluzn resmi.

3. barang-barang digunakan buat pern:rimaan zau pemZe-
tulan gedung-gedung untuk ditempati olek perwakizn
diplomatik konsuler dan dagzng serta yan: digunak:n
untuk pemondoXan para pegawainya, yan; serauactia
ditagaskan oleh pemerintahnya pada perweclan dipio-
maiik, kanselarij dan dagang di peger: ini.

b. bzang-barang dipakai guna keperfunan sendiri oka w=kil ci-
pomatik, konsuler dan dagang dari negzra-negar: asing, yeg
m=njalankan jabatannya di negeriini serta dari pejzbat-pejatat’
kzmselarij yang terikat pada perwakilan-perwakila- diplomazk
dz= kanselarij yang berkedudukan di negeri ini, Tesemuarzra
dengan syarat, bahwa -mereka itu ‘berbangsa asini dan selzn
dz-ipada itu, tidak menjalankan pekerjazn atzu perusabaan &i
Infonesia sepanjang mengenai pejabzt-pejabai kansele=j
d-ambah pula sebagai syarat bahwa mereka itu ticak diangkat
di Indonesia. Selama dalam pemakatan guna keperuan sendxi
oka anggotaanggota keluarga.

Pasal 3
Pematuran-peraturan tentang pemasukan barang tesap berlaia
tnya. | .
Pasal 4

Tixcak diperiukan memberikan tujuzn lan kepadz barang-ts-
rang ttuk mara berdasarkan ketentuan dalam pasalpasal telza
diberiian pembebasan dari bea masuk, kecuali kalau sudah me:=-
dapat =in dari azau atas nama Menteri Kenangan.

Pasal 5

Mezteri Keuangan menetapkan aturan-aturan lebit lanjut d=
lam hal pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6
Permmuran Pemerintah ini mulai berfaku pada hari diundane-
kan. Amr supaya setiap orang dapat mengetahuinya. memeric-
tahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempaz:-
an dalan Lembaran Negara Republik Indonesia.

265




Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Maret 1957,
R Presiden R.1
SOEKARNO
-Menteri Keuangan a i.,
DJUANDA

Diundangkan pada tanggal 6 Maret 1957,
Menteri Keuangan a. i.

SOENARJO »

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA.




-

PERATURAN-PERATCGRAN PELAKSANAAN DARI
PERATURAN PEMERINTAH NO. 8/1957 (L.N. 17/1957)
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
BARANG-BARANG YANG DIMASURKAN UNTUK
KEPERLUAN PERWAKTLAN ASING DI INDONESTA

Keputusan Menteri Kemangzn tanggal 16 April 1957
No. 53198/I.N. sebagaimana kemsudizn diubah dan
ditambah dengan Keputusan Menter Kehm
11 Nopember 1957 no. 22182/I.N

. Pasal 1 __.

Yang dnnggap sebagai barang-tarang yang dmsukkan dalam
pasal 2 dari Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1957 {Lembaran
Negara No. 17/1957), terhadap mzna aias dasar syarat perlakuan
timbal balik diberikan pembebasa- bea masik dan berdasarkan
keputusan Dewan Pengawasan LAAPLN tangzal 22 Januari 1953
No. 64 pasal keenam sub i haruf a dan b debaskan dari pem-
bayaran TPI adalah sebagai berikut:

A, Bamngharung untuk ’kepertaan msehn]
La.mbang, bendem, materi, ala-alat kanwor (meja dan kursi
kantor, almari besi, mesin tulis dan hitung dan sebagainya)
tape recorder, tikar permadani, iirai dan sebagainya dan be-
gitu pula alat-alat tulis untuk kantor-kanior (kertas, sampul,
buku catatan, potlot, tinta dan seagainya).

B. Barang-barang untuk keperizan resmi,

1. Kendaraan bermotor, aimar pendingn, radio. dan ba-
rang-barang untuk keperiuac dinas lamnya, dengan catat-
an-catatan bahwa untuk kendaraan bermotor disyaratkan
sebagai berikut:

"Perwakilan Asing (Dipicmatik, Eonsuler can Trade
Mission) - diizinkan mengexpost sekian jumlah ken-
daraan bermotor masing-masing seZaras demn keper-
luan kantor.

Sesudah 3 tahun d:pabohhkan mengunpor kendaraan
bermotor lagi bebas dari bea masuk TPI jangka waktu
mana dihitung mulai-sa® masuknya kendaraan ber-
motor tersebut di Indonesia, akan tetapi tidak boleh
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melebihi Jumlah yang selaras dengan keperluan kantor
tersebut di atas™. .

2. Serba makan, minum, hidangan dan serba meja, taplak
meja, serbet dan sebagainya, barang-barang makanan,
barang-barang keperluan rokok-merokok, minuman dan
sebagainya untuk keperluan resmi.

C. Barang-barang keperluan pembangu.nan atau perbaikan gedung-

gedung.

Segala baha.nbahan bangunan termasuk barang-barang gan-
tung menggantung dan kunci mengunci, barang-barang saniter,
perlengkapan penerangan listrik, saluran gas dan air.

D. Barang-barang guna keperluan pemakaian sendjri;

1. Barang-barang keperluan rumah tangga” inventaris rumah
tangga, perabot"rumah barang kain linen, perkakas dapur
dan sebacamya.

2. Bamng-bmng kepunyaan sendiri lainnya (kendaraan ber-
motor, kici-kici (zeilyacht), almari pendingin, piano, ra-

~dio dan sebagainya dengan ketentuan bahwa untuk ken-
daraan bermotor berlaku syarat-syara: sebagai berikut:

Kepala Perwakilan Asing yakni Du:a Besar, Duta dan

‘Kuasa Usaha Tetap beserta wakil pejabat-pejabat ter- -

sebut di atas yang berpangkat Counsellor ke atas di-
izinkan mengimpor tidak lebih dari dua kendaraan
bermotor, bebas dari bea masuk dan TPI dalam dua
Anggota-anggota lainnya dari Perwakilan Asing yang
berstatus non diplomatik diizinkan mengimpor satu
kendaraan bermotor, bebas dari bea masuk dan TPI
dalam masa dua tahun. S

Career Konsul Jenderzl, Konsul, Konsul Muda dan
Ajun Konsul Muda diizinkan mengimpor satu kenda-
raan bermotor bebas dari bea masuk dan TPI dalam
masa dua tahun,

Anggota-anggota Perwakilan Asing vang dikirim oleh
Negara Perwakilan itu, dan tidak berstatus diplomatik
diperbolehkan mengimpor satu mobil bebas dari bea
masuk dan TPI dalam masa tiga tahun,

Kepala-kepala Perwakilan Dagang (Trade Commi




siorer) dari smu Negarz: Asing yarg sudah mengacakan
peranjian daging denga- PemeTinzh Republk Indone-
sia cperbolehsan me=ngmpor satu rend=raan bermotor
bebzs dari bez masuk dz= TPI dalam masa dua tabun.

f. Kepzla-kepal: an Angg-ta-amggo= Perwakilan Konsu-
ler yang bersatus bonaair tadak dapaz diberik=n ke-
bebssan Gari mmbawara: bea mmasti dan TPL

Terhadzs pe:nasn:an k=nczaan ber—otor yang melebihi
jumlah vang  teazh diSetazkan, ser=z difakukan dalam
jangka waktn yarg telzh c:ratapkan =di, harus dipangut
bea masak, TPI ém sebagai=za.

Untuk sarangbamng kepimyaan sexdiri-sendiri laimnya,
pemasukannya hmya Gapa diizimka- dengan pembrebas-
an bea masuk dax TPI wnizi satm orang ataupun satn ke-
luarga cari golongn a kings: e texsebnt di atas; satu Xici-
kici (zelyacht), stu adma- pend:ng:n satu - piano, satu
radio da= sebagairga,

Barang-tarang latmya, Yain jaripmda kendavaan bermotor
yang tekn dimasiiian bebas dari pec—bebasan bea masuk,
TPI da- sebagaiva iri ticak- bolek dijual dihadizhkan
dan sebezainya daam jamgka waktm tigz tahom,

Jika barang-barang-tersebwz dijuml, chadizhkan dan se-
bagainyz. dalem mngka wakxn yamg C=etapkan tadi maka
terhadap baramg-berang terssyut aikan dipungut bea masuk
masuk T?I dan sbagafnmya menurut peratmran yang ber-
lakn.

3. Banng-b-xang kereriuan bxup (barasg-barang makaman,
pakazian, minmmar baranglterang keperiuam rokok-mero-
kok, dm sebaganya), obm-obatan 6 alat-alat pembalut
barang-berang penghias @an barang-barang kepertuan sen-
diri lainrya yang jada setim kali perasukam tidak boleh
melebihi keperiuar untuk tex bulan gma #u orang atau-
pun satn keluarga -

Pasal 2

Permohonan untmk pembebasax bea masik dan TPl harus
dibuat dalam racgkap tigr menmrut contoh tedampir, dan harus
digukan kepada Kepala Xmtor Bea dan Cukai setempat, di mana
barang-barang tersebort teah atau =tan didatangkam. Surat-surat
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permohonan tersebut serta surat keterangan harus diajukan de-
ngan perantaraan Menteri Lvar negeri Republik Indonesia.

Pasal 3

Permohonan serta keterangan tersebut harus ditandatangani
oleh Kepala Perwakilan Diplomatik, Konsuler atau Perdagangan
yang bersangkutan ataupun oleh seorang pegawai yang ditunjuk
olehnya atau yang mempunyai kedudukan Diplomatik.

Pasal- 4

Bagi barang-barang unttk keperluan sendiri harus diterangkan
dalam permohonan yang bersangkutan nama-nama dan jabatan
dari orang-orang guna siapz barang-barang itu diperuntukkan dan
jika ini mengenai bahan-bakan makanan, minuman, barang-barang
keperluan rokok-merokok, obat-obatan dan sebagainya, untuk
keperluan sendiri harus puia diterangkan untuk keperluan jangka
waktu manakah pembebasa= tersebut diminta.

Pasal 5
Jika kendaraan bermotor terhadap mana diberikan pembebas-
an bea masuk TPl dan setegainya menurut keputusan ini diberi
tujuan lain daripada yang dimaksud. seperti dijual, dihadiahkan
dan sebagainya maka berlaka ketentuan sebagai berikut:

a. Jika pemberian tujua- lain tadi dilakukan dalam jangka
waktu yang ditetapkaz untuk masing-masing golongan yang
disebut dalam pasal 1, B, 1 dan D, 2, maka bea masuk TPI
dan sebagainya harus dipungut dari sipembeli dengan per-
hitungan harga pada ‘waktu pemasukan kendaraan bermotor
yang bersangkutan kecuali jika kendaraan bermotor yang
bersangkutan mendapa: kecelakaan berat dalam hal mana
akan diadakan pertimbangan secara khusus.

b. Jika pemberian tujuar lain tadi dilakukan sesudah jangka
waktu yang sudah ditecapkan untuk masing-masing golongan
yang disebut dalam pasal 1, b, 1 dan d,2, maka bea masuk TPI
dan sebagainya harus dipungut dari si pembeli dengan per-
hitungan harga pada waktu penjualan kendaraan bermotor
dilakukan. ) ; _
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c. Jika penjualan dan sebagainya itu dilakukan antara mereka
yarg mempunyai kelonggaran bea masuk, TPI dan sebagzinya
berdasar perzturan ini atau peraturan lain maka hal ini akzn
dipertimbangkan secara khusus,

) Pasé]'ﬁ _

Kepala Jawaian Bea dan .Cukai akan menetapkan peraturan-
peraturan selanjuinya yang berhubungan dengan pengeluaran serta
pengangkutan dari barang-barang yang dimasukkan. )

_ Pasal 7 _
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 .Apri.! tahun 1957.

0000000000 d A
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 1982

TENTANG

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS
(CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

Mengiggat : L

bahwa Konvensi mengenai Misi Khusus
(Convention on Special Missions, New
York 1969) diterima baik oleh Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada
tanggal 8 Desember 1969 di New York;

bahwa Negara Republik Indonesia selama
ini telah mempergunakan Konvensi ter-
sebut pada huruf a di atas sebagai pedoman
dalam hubungan internasional;

bahwa untuk mewujudkan landasan hukum
yang lebih mantap dalam hubungan inter-
nasional dipandang perlu mengesahkan
Konvensi tersebut pada huruf a dengan
undang-undang,

Pasal 5-ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat
(1) Undang-Undang Dasar 1945,

Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Re-
publik Indonesia Nomor IV/MPR/1978
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAH-
AN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS
(CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS,
NEW YORK 1969).




Pasa) 1

Mengesahkan Konvensi mengenai Misi Khusus
(Convention on Special Missions, New York
1969) yang salinan naskahnya dilampirkan
pada Undang-Undang ini.

Pasal .2

Undang-Undang ini mulai berlaku. pada tang
gal diundangkan,

Agar supaya setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-Undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia,

Disahkaw di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 1982
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 1982 TTD
MENTERI/SEKERTARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1982 NOMOR 5.

321




PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1982
TENTANG

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS
(CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969)

UMUM.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggaris-
kan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap
bangsa-bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone-
~sia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadil-
an sosial.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indone-
sia Nomor 1V/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan
Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

"‘regional;

Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan
kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepenting-
an pembangunan di segala bidang;

Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerja-
sama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya,
khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mem-
pertinggi ketahanan nasional untuk mencapai ketahan

.

Meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional
dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan
dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-
bangsa; .

Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama
ekonomi diantara- negara-negara yang sedang berkembang
atau membangun lainnya untuk mempercepat terwujud-
nya Tata Ekonomi Dunia Baru;

Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang

~ perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat




manusia berdasarkan kemerdekasn dan keadilan sosial.
Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas
aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional
Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia
serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan de-
ngan semua bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia mengirim
misi khusus ke berbagai negara dan menerima misi khusus
dari negara lain.

Pengiriman dan penerimaan misi khusus dan utusan-utusan
keliling dengan tugas diplomatik khusus yang bersifat semen-
tara merupakan suatu gejala yang semnkin meningkat dalam
hubungan internasional.

Pada tanggal 8 Desember 1969 Mq;ehs Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa menerima baik Konvensi mengenai Misi khusus
dan suatu Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa
secara wajib.

Konvensi mengenai-Misi Khusus terbuka bagi penandatanganan
pada tanggal 16 Desember 1969. Konvensi yang terdiri dari
suatu Pembukaan dan 55 pasal menentukan aturan-aturan
hukum yang berlaku untuk pengiriman dan penerimaan misi
khusus, yaitu misi ke negara lain dengan persetujuan negara
tersebut, dengan tujuan menangani masalah khusus atau
menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan tugas khusus.

Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi mengenai
Misi Khusus kecuali Protokol Opsional mengenai Penyelesai-
an Sengketa Secara Wajib.Pengecualian ini karena Pemerintah
Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui
perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-
negara yang bersengketa.

Konvensi mengenai Misi khusus yang dimaksudkan untuk me-
lengkapi Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Di-
plomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Hubungan
Konsuler akan dapat membantu meningkatkan hubungan per-
sahabatan antara bangsa-bangsa di duniaanpa membeda-beda-
kan ideologi, sistem, politik atau sistem sosialnya,

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3212. >
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TANGGAL 26 AGUSTUS 1974
DEPARTEMEN LUAR NEGERI

_ BAB I
KEDUDUEKAN TUGAS POKOK

Pasa.l]:

Departemen Luar Negeri sebegai bagian dz-i Pemerintah
Negara, dipimpin oleh seorang Memteri dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.

Pasal 2 .

Tugas pokok Departemen Luar ﬁegeri adalah menyelenggara-
kan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di
bidang politik dan hubungan luar negm

Afe

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasnls

Departemen Luar Negen terdiri dari:
(1) Menteri; .
(2) Sekretariat Jenderal;
(3) Inspektorat Jenderal;
(4) Direktorat Jenderal Politik;
(5) Direktorat Jenderal Hubtmpn Ekooomi dan Sosial Budaya
Luar Negeri;
(6) Direktorat Jenderal Penemmn Hubungan Luar Negeri;
(7) Direktorat Jenderal Protokol dan Koasuler;
(8) Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri:

b1z e
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(9)Pusat

~ Pasal 4
Sekretizriat Jendsral terdiri dari:
(1) Biro Kepegawaian;
(2) Biro Keuangan;
(3) Biro Perlengkapan;
(4) Biro Organisasi;
(5) Biro Sandi; ' N
(6) Biro Komunikasi; ; !
(7) Biro Umum.
- I;ﬂsa.l 5 ’ '.' .“.n_ 1
Inspek-orat Jenderal terdiri dari: ' :
(1) Sekretarit Inspektorat Jenderal;
(2) Inspektur Kepegawaian;

(3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
(4) Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan

Pasal 6

Direktcrat Jenderal Politik terdiri dari: ‘
(1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
(2) Direktorat Asia Pasifik;
(3) Direktorzt Eropa;
(4) Direktorat Amerika;
(5) Direktorat Afrika dan Timur Tengah;
(6) Direktorat Organisasi Internasional;
(7) Direktorat Perjanjian Internasional.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Hubungan Ekonom: dan Sosial - Budaya
Luar Negeri terdiri dari:

(1) Sekretariat Direktorat denderal;

(2) Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral;

(3) Direktorat Hubungan Perdagangan Imemsj_oml

(4) Direktorat Investasi dan Kerjasama Keuangan;

(5) Direktorat Kerjasama Teknik;

(6) Direktorat Jasa Ekonomi;



(7) Direktorat Hubungan Sosial Budaya.

Pasal 8

Direktur Jenderal Pengamanan Hubungan Loar Negesri terdiri
dari:

(1) Sekretariat Direktorat Jenderal;

(2) Direktorat Pengamanan;

(3) Direktorat Penerangan Luar Negen, .

(4) Direktorat Pengumpulan dan Pengolahan Data.

! Pasal 9 21..

Direktorat Jenderal Protokol dan Komfei- terdiri dari:

(1) Sekretariat Direktorat Jenderal;

(2) Direktorat Protokol;

(3) Direktorat Konmler; e

(4) Direktorat Pelayanan Misi D;plomxtik

(5) Direktorat Pelayanan Konperensi Intermasional.

" " Pasal 10 = v

Badan Penelitian dan Pengembanpn Mmhh Luar Negeri terdiri
dari: .
1) Sekret:mt Badan;
(2) Pusat Penelitian dan Pengunhancm Politik Luar Negeri;
(3) Pusat Penelitian dan Peuemblncm Hobungan Ekonomi,
Sosial Budaya Luar Negeri; =~
(4) Pusat Dokumentasi dari Pa'pumhln

P-nlll

-

."" L 1

Pusat terdiri dari: .
Pusatpendndikmdanhﬁhan?qnm

: - Ditetapkan di Jakarta,
. p’lwzsw "4

PRESIDEN REPUBLIK INIXJNESLA

‘q ‘A‘; s ttd-

. T:-::I‘SOEBARTO
307, Jenderal TNI

Disalin sesuai dengan aslinya.




Lampiran V

PRESIDEN,
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA

Menimbang : bahwa agar semua Departemen dan Pemerin-
tahan Negara bergerak dan bekerjasama secara
serasi menurut fungsinya masing-masing dipan-
dang perlu menetapkan perumusan kedudukan,

tugas pokok dan susunan organisasi Depar-
temen dalam Pemerintahan Negan Repu.bhk

Indonesia.

Mengingat ~ " : 1. :;::15 4 aynt (1) Undang-Undang Dasar
2. EKeputusan Prenden Nomor 9 tahun 1973.
3. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Xeputusan Presidium Kabinet
No. 75/U/KEP/11 1966 beserta seluruh lampsiran-

nya:

Menetapkan:

PERTAMA  : Kedudukan, Tugas pokok, dan Susunan Organi-
sasi:

1. Departemen Dalam Negeri.
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Kehakiman.
4. Departemen Penerangan.
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KEDUA

RETIGA

EEEMPAT

KELIMA

KEENAM

5. Departemen Kezang=.

6. Departemer Perdagz-gan.

7. Departemen Perianiz—.

8. Departemen Perinduszian.

9. Departemen Periambsngar:.

0. Departemen Pekerjazmmn Umum dan Te:miga
Listrik_

11. Departemen Perhubc—gan.

12. Departemen Pendidiian dam K=udayaar

13. Departemen Kesehatn. .

14. Departemen Ag=ma. :

15. Depariemen Sosaal.

16. Departemen Tenag: Kezja, Transmig=si

dan Koperasi sebxagai z2rlampir.

: Kedudukan, Tugas pokot. dam Susinan Orznis

sasi Departemen Pertatanam da: Keama-an
diatur dengan Kepufusar sersemdiri

: Peralihan dari susun=an ozanis=si lama ke dzam

susunan organsasi memrut Xepitusam Psssi-
den ini, diselenggaxakas dal=m mmgka wzcu
bat akhir tahun anggarae 2974 — 1575,

: Perumusan tugss, fomgsi jan susumin organsasi

Biro, Inspektur, Durekicrat, Pusa. Sekyetzat
Inspektorat, Jendexal, Sekretariz Direkioat
Jenderal, dan Sekretarim Badar dalaemn rg-
kungan Departemen, cdiztaplan :ieh masrcg-
masing Menteri setelah erledih iahubkn ren.
dapat persetujuan tertuis dari Wentexi ymg
bertanggung jawab daimm bidanr pemertian
dan.penyempumaan aparzur Nega-.

: Dengan berlakunya Ksoutusan Zresiden i

beserta seluruh lammpiramya  maia segala Te-
tentuan yang bertentanmn &engm Keputossan
Presiden ini dinyatakan ticak beerlaic: lagi

: Keputusan Presidem in: muBai wrlakm puia

tanggal ditetapkan.

z3




Ditetapkan di Jakarza
pada tanggal 26 Azustus 1974

PRESIDEN REPUBLIX INDONZSIA

ttd.
/3 . SOEHARTO
" Jenderal TNI
Disalin sesuai dengan
aslinya
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDON"ESIA
NOMOR 51 TAHUN 1976

'I'ENTAN G

~ POKOK-POKOK ORGANISAST PERWAKILAN
REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban aparatur -e-
gara, dipandang perlu menyempumakan orm-
nisasi Perwakilan Republik Indoresia di lar
negeri, dengan tujuan untuk meningkatian
penyelenggaraan dan pembinaan hobungan Ne-
gara Republik Indonesia dengan negara bm

3 2 ‘ sert.aderganorgmmmwmoml.

Menimbang : 1. Pasal 4 ayat (1) Undtu:g-Undang Dasir

1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tea-
tang pokok-pokok Kepegawaian (Lemba=in
Negara' Nomor 55, Tambahan Lemba—m
Negara Nomor 3041);
3. Keputusan Presiden Repablik “Indonesa
] Nomor 44 Tahun 1974;
"4, Keputusan Presiden Republitx Indonesa
. Nomor 45 Tahun 1974. ”

-MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDO-
NESIA TENTANG POKOK-POKOK ORGANI-
SASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR NEGERIL
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BAB 1
PENGERTIAN

Pasat 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Presicen imi dergan:

(1) Perwzkilan Republik Indonesia di luar meger: yang selzjutoiya
Gisebzt Perwakian, adalsh sau-saiuny=s apzratur negsa yang
mnew:kili cepertingan Negarz Republiie Inconesia sz:ara Xe-
selurzhan di negara lain atan pada organissi imterzasiosal.

(2) Negea Pemerima adalah negara tempet acanyaz Pervakikan.

(3) Orga=isasi Intemasional penerima adafah organisasi nterma-
sionz tempat acanya Perwakik=n. :

(4) Perwikilan Diplomatik zdalah Perwakilan yang kegiannoya
moeliprti semuz kepentirgan Negara Repubfk Indon:sia Gan
wilasih kerjanya meliput sefurub wil=yah negaza pinerizma
=tau didamg kegiatemnyz meEngkupi bidarz kegiat= su=ztu
argarisasi Entercasiomal.

16) Duta Besar Luzr Biasa dan ‘Berkuasa Penux ad=lah Zejabat
Negz: yamg mewalkili Negarz dan Kemala Negara R:ipublik
Endoresia di sztu negar: tertentu atam lebh atau pida or-
g=aniszi internasional.

ns:i Jendera: dan Korsul yang memimpir Perwakiz= Kon.

adalain Pelabat yang mewakili Negara Republik =done-

i)

Usaba Semertara adalah Pzjabzc Dmas Luar Neg=ri

wai Negeri laincya yang ctunfuk cieh Ments Lear

Negeyvang berindak sebagai Kepala Perwakilan Dipomazik

Duta Besar Luar Biasa dan Beriomasa Penu tic:k ber.
ada € wileyah kerj=nya ataz sama sekcali bernatangz=- men-
jalanem tugasnya.

'9) Waki Repala Perwakilan ada!!h Pejabd Dinas Luar Negeri
acau Jegaw=i Negeri lainnya yang ditunjak oeh Mente Lizar
Nege- untmk mewzkili Kepaia Perwak3lan dan mermpakan
umsur Pimpinan pada Perwak#lan Diplomatix yamg tersanmg-
m - W v

20) Pejabe Din=s Luar Negeri adafah Pegawai regeri dala= ling-
kmmga: Departermen Luar Negexi yang teZah —emenuh: svarst-
swvarar mtuk meaksanakan tugas-tugas di Perwakilan.

Z1) Axase Pertafaanan adalah Perwixa Angkatan Bersemjatz Repuw-

. b
N
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~ blik Inconesia dari Departemen Pertahanan Keamana-. yang
diperbantukan pada Departemen Luar Negeri yang diizmpai-
kan di Perwakilan dengan status Diplomatik untuk relaksa-
nakan tugas-tuges Perwakilan di bidang Pertahanan Kezmanan.

(12: Atase Teknis adalah Pegawai Negeri suatu Departeme= Luar
Negeri dan Departemeén Pertahanan, atau Pegawai Neger: suatu
Lembaga Pemerintah Non-Departemen, yang diperbzztuiean
pada Departemen Luar Negeri untuk .melaksanakan tugas-
tugas teknis, sesuai dengan tugas pokok Departemez atau
Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan,

(12) Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan adalah
Seorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia un-
tuk mengurus kepentingan Konsuler Negara prubhk Indone-
sia di satu wilayah tertentu di suatu negara. °

(14) Pegawai setempat adalah seorang yang dipekerjakan pada
suatu Perwakilan untuk melakukan tugas-tugas tertentu.

(15) Status Diplomatik adalah kedudukan dengan hak-hak diplo-
matik yang didapat dari negara asing untuk pejabat-pejabat
tertentu yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia atas
dasar azas timbal-balik.

_ BAB II
JENISJENIS PERWAKILAN DI LUAR NEGERI

| Pasal 2
(1) Perwakilan dapat berupa:
a. Perwakilan Diplomatik;
b. Perwakilan Konsuler;
(2) Perwakilan Diplomatik adalah:
a. Kedutaan Besar Republik Indonesia;
" b. Perutusan Tetap Republik Indonesia;
(3) Perwakilan Konsuler adalah:
a. Konsulat Jenderal Republik Indonm,
b. Konsulat Republik Indonesia.

BAB II

KI:DUDUKAN TUGAS P’OKOK DAN l""UNGSl
PERWAKILAN
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Pasal 3

(1) Kedutaan 'Besar Republit Indonesia dan Perutusan Tetap
Republik Indonesia adalsh Perwexilan Diplomatik Negara
Republik Indonesia, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh yamg bertanggurz jawab kepada
Presiden melalui Menteri Luar Neger.

(2) Konsulat Jenderal Republik Indonesz atau Konsulat Republik
Indonesia adalah Perwakilkn Konsulkr Negarz Republik Indo-
nesia, masing-masing dipimpin oleh seseorang Konsul Jenderal
atau Konsul yang berianggung jawab kepada Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuk, bertangung jawab hngsung ke-
pada Menteri Luar Negen 1

(3) Konsul Jenderal plmpma.n Konsulsz Jenderzl Republ.lk In-
donesia dan Konsul pimpinan Korsulaz Republik Indonesia
yang tidak berada di bawah tanggurg jawab langsung kepada
Menteri Luar Negeri.

(4) Pembinaan Perwakilan-perwakilan iersebut calam ayat-ayat
(1), (2), dan (3) berada di bawah tanggung jawab Menteri
Luar Negeri.

‘Pasal 4

Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik adalah mewakili Negara

epublik Indonesia dalam melaksanakin hupurzan Diplomatik

an negara penerima atau orgamisasi mternasional serta melin.

d kepentingan Negara Warganegara Republix Indonesia di

negara Wgenerima, sesuai dengan kebaksenaan pererintahan yang

ditztapkan dengan berdasarkan peratmn perur.dang undangan
ytngbdaku

Pm.ls

Untuk menyelenggarakan tugas-pokok pada pasal 4, Perwa.

kiian Diplomatik mempunyai fungsiz -

a. Mewakili .Negara Republik Indonesz secara keseluruhan di
negara penerima atau organisasi Enterzasional;

b. Melindungi kepentingan nasiomal N:gara dan Warganegara
Republik Indonesia di megara pemerima;

c. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan pessahabatan dan
melaksanakan perundingan antara Nezara Republik Indonesia
secara internasional se:ta memperkr:bangka_ hubungan di

o
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bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengstahuan:

d. Melaksanakan pengamatan, penilaian dan peaporan;

¢. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga
negara Republik Indonesia yang bgrada di wilayah kerjanya;

f. Menyelenggarakan urusan pengamanan_ pererangan, konsuler
protokol, komunikasi, dan persandian;

g. Melaksanakan urusan tatausaha kepegawaizn, keuargan, per-
lengkapan, dan urusan rumah tangga Perwzkilan Diplomatik.

Pasal 6

Tugas pokok Perwakilan Konsuler adalah mewakili Negara
Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler
dengan negara penerima di bidang perekonomiin, perdagangan
perhubungan, kebudayaan dan jlmu pengetahtan sesuai dengan
kebijaksanam' pemerintah yang ditetapkan dan berdasarkan per.
aturan perundang-undangan yang berlaku.

5, Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersetut dalam pasal 7,

Perwakilan Konsuler mempunyai fangsi:

a. Melaksanakan usaha peningkatan hubunga= dengar negara
penerima di bidang perekonomian, perdagang=n, perhubungan,
kebudayaan dan ilmu pengetahnan;

b. Melindungi kepentingan nasional ‘H'eg:n can Warganegara

Republik Indonesia yang berada dalam wialay2h kerjanya;

‘Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pengawasan;

Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan tuhadap Warga

Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya;

e. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler
protokol; komunikasi, dan persandian;

f. Melaksanakan urusan tatausaba, kepegawzian, . keuangan,
perlengkapan, dan urusan rumah tangga Perwakilan Konsuler.

oo

BAB IV
SUSUNAN ORGANISAST

Pasal 8
(1) Organisasi Perwakilan Diplomatik terdiri dari:
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a. Unsur Pirpinan, ialst Duta Beser Luar Biasa dan Berkuasa
Penung
b. Unsurstaf ialab Bagzn dan Sub Bagian;
c. Unsur Pel=xsana; jala~ Bidamg dzn Sab Bidang.
(2) Pada Perwakizn Diplonatik tertectu, unsur pimpinan dapat
terdiri daxri K=pala Perwzikilan dan Wa.ti] Kepala Perwakilan;
(3) Orgznisasz Pervakilam Kmsuler terdzi dari:
a. Unsur Picopinam, izah Konstl Jenderal atau Konsul;
b. Unsur Staf ialah Baghn dam Sub Bagian;
c. Unsur Pelatsana ialatr Bidamg dzn/atau Sub Bidang.
(4)SetupB.gnmurdmdmbeberlpaSubBagxandnnsetmp
Bidang texdiri dari beberma Sub Bidang yang jumlahnya bagi
masing-masing Perwakilar disusun sesuai dengan beban kerja-
oya.

ZAB V

KEPEGAWAIAN, ZENGANGEATAN DAN
PEMBERHENTIAN

Fisal 9

Formasi Kepesawaian P-waﬁhn ditetapkan berdasarkan
undang-undang yang berlaku.

Pmal 10

(1) szah Perwakian Daplonatik dan Xepala Perwakilan Kon-
saler diangkat dm diberhertikan oleh Presiden.

(2) Wakil Eepala Perwakikan Diviomeatik diangkat dan diberhenti-
kan oleh Menter: Luar Neg=i. -

(3) Enasa Usaha Sementara drunjuk olkh Menteri Luar Negeri.

(4) Pejaba:t Dinas Laar Nege- diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri Luar Negeri.

(3) Atase Pertahanaz diamgks dan dibechentikan oleh Menteri
Luar Negeri atas ~sul Mente= Pertahanan Keamanan.

(6) Atase Teknes dimgkat dar diberbentXan oleh Menteri Luar
Negeri atas wsul Menteri dm Pimapinaa Lembaga Pemerintah
Nomn-Departesnen vang bersmgkutan. -

(7) Pegawai setempa diamgks dan dibrhentikan oleh Kepala
Perwakilan, .
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Pasal 11

Tatacara pengangkatan da= pemberhentian pejabat-pejabat
dimaksud dalam pasal 10, clakukan berdasarkan perundang-
undangan yang berlaku. -

BAB VI
KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
" Paml 12 | _
Pengelolaan keuangan dar perlengtapan pada Perwakilan

dilakukan sesuai dengan perativan peruzdang-undangan yang ber-
laku. g .

Pzsal 13

(1) Anggaran Atase Pertahana- dan Atase Teknis beserta Stafnya
merupakan bagian dari arcgarem masing-masing Departemen
atau Lembaga Pemerintat Non-Departemen yang bersang-
kutan.

(2) Kecuali yang diatur dalam ayat (1), sehuruh Anggaran Perwa.
kilan merupakan bagian dz-i anggarzn Departemen Luar Ne-
geri.

(3) Pelaksanaan dan penatauszhaan anggaran yang berasal dari
anggaran Departemen Luz Negeri di Perwakilan, maupun
anggaran yang diperuntukian bagi Atase Pertahanan dan
Atase Teknis, atau yang berasal dar sumber-sumber lainnya,
dilakukan oleh Pegawai.Perwakilan yang secara fungsional
bertanggung jawab di bidarg tatausa®a dan dengan mengikuti
pedoman serta petunjuk ying ditetspkan oleh Menteri Luar
Negeri. . 5

(4) Ketentuan ayat (3) berlak: juga baz pengadaan dan penata-
usahaan seluruh perlengkapsn di Perwakilan.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 14

284




Inspekiar Jendemzl Departemen Luar Negeri melakukan pe-.
ngawasan ¢! lingkurgan Perwakilan terhadap pelaksanaan tugas
semua unsur Perwakilan, agar dapat berjalan sesuai dengan renca-
n2 program, dan perzuran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Pengawzsan terh:dap hal-hal yang menyangkut penerimaan
dan pecgeluaran keuangan dapat dilakukan oleh pejabat-
pejabat dan badin-badan lain yang berwenang menurut per-
aturan perundang<andangan yang berlaku.
(2) Pelaksarzan ketz.h:an ayat (1) dilakukan melalui Menteri
Luar Negeri.

B | ©  BAB VII.
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN
Rasal 16

Pembukzzn dan penutupan Perwakilan dilatlmkan'dengm Ke-
putusan Presiden.

BAB IX :
TATA — KERJA

Pasal 17

(1) Semua msur Perwakilan dalam melakukan tugasnya muib
melaksanakan azas koordinasi, integrasi dan ‘sinkronasi untuk
menjamiz tercapai=ya daya guna dan hasi.l guna sesuai dengan
tugas pokoknya. °

(2) Kepth Perwakilan memberikan petunjuk, membimbing, dan
mengawasi pekerjz satuan organisasi' yang berada langsung
dibawahnya. .

(3) Kepala Bzgian dan Kepala Bldang bertanggung jawab kepada
Kepala Perwakilan.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang beztanggung;awab
kepada Kepala Bagan atau Kepala Bidang yang bersangkutan.

(5) Pada Perwakilan ying tidak mempunyai Bagian dan Bidang
maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang bertanggung
jawab kepada Kepan Perwakilan.
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(6) Kepala Perwakilan wzjib menyampaikan laporan tentang ke-
adaan dan perkembargan negara penerima dan atau tentang
kegiatan Perwakilancva kepada Presiden, melalui Menteri
Luar Negeri.

(7) Kuasa Usaha Sementza wajib menyampaikan laporan tentang
keadaan dan perkemdangan negara penerima serta tentang
" kegiatan Perwakilannya kepada Menteri Luar Negeri.

(8) Kepala Perwakilan Konsuler yang berada di bawah tanggung
jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh wajib

, ~ menyampaikan laporzn mengenai keadaan dan perkembangan
di wilayah kerjanya serta tentang kegiatan Perwakilannya
kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasd Penuh yang ber
sangkutan,

(9) Konsul Jenderal atan Konsul yang tidak befada di bawah
tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
wajib menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkem-
bangan di wilayah Xerjanya serta kegiatan Perwakilannya
langsung kepada Menteri Luar Negexi.

(10) Hubungan antara A:ase Pertahanan atau Atase Teknis dan
Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemén yang
bersangkutan, dilakukan melalui Kepala Perwakilan dan Men-
teri Luar Negeri.

BAB X |

Pasal 18

Di wilayah negara yang sudah mend;'pct pengakuan dari
Pemerintah Repubhk Indonesia tapi belum dibuka Perwakilan
Diplomatik, dapat dibuka Perwakilan Republik Indoneisa.

Pasal 19

Penentuan adanya jabatan Wakil kepala Perwakilan pada suatu
Perwakilan Diplomatik tertentu serta perumusan tugas-tugasnya
ditetapkan olebh Menter: Luar Negeri dengan persetujuan Menteri
yang bertanggung jawab dalam b:dnng penertiban dan penyempur-
naan aparatur negara.
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Pzsal 20

(1) Penentuan adanya jabatzn Atase Perzaha—an pada watu
Perwakilan ditetapkan olkh Mentesi Loar Negeri ata: usul
Menteri Pertahanan Kearanan.

(2) Penentuan adanyz jabatan Atase Telnis pada scatu Perw:tilan
Gtetapkan oleh Menteri Luar Negeri setela mendapa Der-
setujuan Menteri yang bertanggung jawab ciram bida-e pe-
rertiban dan -penyempurc2an aparsiur meges: serta Maiteri
Keuangan atas usu! Mentesi bidang seknis ya~y bersangi:tan.

Pesal 21

Presiden dapat mengangkat seorang Konsal Jen‘eral kehomat-
an zau Konsul Kehormatan untuk scatu mega=: atam wiayah
nega= tertentu atas usul Menteri Luar Negeri.

BAB X1
PENUTUP
Pasal 22
Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susinan org=isasi_ da= :ata
kerja masing-masing Perwakilan, ditetapkan olez Menceri _uar
Neger setelah mendapat persesujuan tertulis da- Mernceri 7ing

bertarggung jawab da'am bidang pemertban @an ;enyempu—aan
aparzur negara, .

Pasal 23
Peralihan dari susuzan organisasi lama ke gala= susuman :rza-
nisasi Perwakilan menurut Keputusan Presiden ini Ziselesaika- se-
lambz:-lambatnya tanggzal 31 Maret 1977.

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan Presicen imi, m:xa kezentian-
ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlzcu.

Pasal 25
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Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di-teﬂpkn

* Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESLY

ttd.

"SOEHARTO
Jenderal TNI

Disalin sesuai dengan aslinya. "
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Tindakan Mantan DuLes 'Fll Untuk Tanzania
Bertentangan Dengan Konvensi Wina Th. 1961

Oleh Wartawan ”"Pembaruan” Samuel Pardede 32}

JAKARTA — Walaupun bukan
yang pertama kali, namun ter-
tangkapnya 184 batang gading 8a-
jah utuh yang dicoba dibawa
oleh mantan Dubes RI di Tanza-
nia, Husein Joesoef, ke luar ne
gara itu tanggal 9 Januari 1989,
sungguh sangat mencoreng nama
baik Indonesia di mata para ang-
gota korps diplomatik. baik di In-
donesia maupun di dunia inter-
nasional.

Selain sangat memalukan, un-
dakan mantan Dubes RI itu juga
bertentangan dengan Konvensi
Wina tahun 1961 tentang hubung-
an-hubungan diplomatik yang se-
harusnya diindahkan oleh para
diplomat di manapun ia bertugas
di dunia ini

Khusus bag para diplomat In-
donesia, Konvensi Wina wthun
1961 mengenai hubungan diplo-
matk & Konvensi Wina tahun
1963 mengena: hubungan-hu-

- bungan konsuler yang diprakar-
- sai PBB itu telah disahkan men-
jadi Undang-undang No. | Lahun
1982 tanggal 25 Januari 1982 De-
ngan kata lain, secara hukum
dan secara resmi pemenntah In-
donesia telah menjadi peserta
dan tenkat pada ketentuan-ke-
tentuan yanyg tercantum dalam
kedua konvensi tersebut
Luar Biasa
SEBAGAIMANA  diketahur
manusia yang bertugas sebagai
diplomat sebenarnya tergolong
manusia “luar biasa”, oleh kdre-
na mereka mempunyai keistime-
waan-keistimewaan lertentu de-
ngan manusia biasa. Para diple-
mat mempunyai hak-hak istime-
wa dan kekebalan diplomatik (di-
plomatic smmunities and privile-
ges) yang diakui secara interna-
sional dengan konvensi Wina
1961 dan 1963 iw. Di antara hak-
hak istimewa yang bisa dimixma-
ti oleh para diplomat itu adalah
beberapa kemudahan untuk me-
laksanakan tugas-ugas diploma-
tik serta beberapa pembebasan
dari berbagai kewajiban, terma-
suk pembebasan dan pungutan
dan pajak yang berlaku di nega-
ra tempat akreditasi
Selain itu para pejabat diplo-
matik juga udak boleh diganggu
gugal yang berarti mereka me-
miliki kekebalan tertentu, Pasal
29 Konvensi Wina tahun 1961 me-
nyebutkan para pejabat diplo-
matik tidak boleh ditangkap dan

dikenakan penahanan. Bahkan
negara penerima (the recening
state) harus memperlakukannfa
dengan penuh hormat dan harus
mengambil langkah-langkah
yang layak untuk se-
rangan atas diri, kemerdekaan
dan martabatnya Seorang péja-
bat diplomatik juga tidak diwa-
jibkan untuk memberikan kete-
rangan sebagai saksi di negara
penerimatempat akreditasi,

Akan tetapi walaupun para pe-
jabat diplomatik mempunyai se-
Jjumlah hak-hak istimewa serta
memiliki beberapa kekebalan,
mereka juga mempunyai kewa-
jiban untuk menghormati hukum
daa peraturan dan negara pene-
rima (pasal 41 Konveansi Wina ta-
hun 1961). Bahkan menurut pasal
42 Konvensi lersebut, seorang
pejabat diplomatik utdak bolch
melakukan segala keguatan profe-
Swnal atau nioga di negara penen-
ma unfuk keunturgan 1

Lalu bagaimanakah kita meli-
hat kasus mantan Dubes Husein
Joesoel ini ditinjau dan ketentu-
an-ketentuan yang terdapat da-
lam Konvensi Wina 1961 yang se-
nng pula dijuluki sebagai Hu-
kum Diplomatik itw

Pertama-tama  kita  harus
mengetahui bahwa peraturan
pemerintah (hukum positih) Tan-
zania sudah - mengemukakan
bahwa pengeksporan ataupun
membawa keluar gading gajah
dalam jumlah besar dari negara
itu adalah sesuatu yang dilarang/
terlarang Membawa gading ga-
jah sampai 184 batang jelas udak
lagi untuk pemilikan pribadi. ta-
pi dalam hal itu sudah terlihat
ada niat untuk melaksanakan
suatu kegatan bisnis vang bertu-
juan untuk mengeruk keuntung-
an bag! kepentingan pribadi

Tindakan mantan Dubes Hu-
sein Joesoel yang akan memba-
wa 184 batang gading gajah utuh
dalam pet: kemas yang akan di-
kirim ke [ndonesia setelah me-
nyelesaikan tugasnya itu jelas
akan merugikan Tanzania oleh
karena hal itu berarti bahwa pa-
ling tidak 92 ekor gajah yang pa-
tut dilindunygi di sana, telah men-
jadi korban perbuatan orang-
orang yang lidak bertanggung.
jawab. .

Gading yang berjumlah 184 ba-
tang itu jelas tengolong besar
yang terkena larangan untuk di-
bawadiekspor ke luar negara
itu.

Bila dugaan bahwa gading-ga-
ding tersebut diperoleh secara
illegal memang benar, maka per-
buatan mantan Dubes Husein
Joesoef tersebut memang sangat
keterlaluan, dan hal itu adalah
suatu pelanggaran bukan hanya
terhadap hukum positif Tanza-
nia, tapi juga terhadap Konvensi
Wina 19d1 tersebut. Bahkan tin-
dakan itu juga merupakan pe-
langgaran atas hukum positif In-
donesia, karena Konvensi itu
sendiri sudah disahkan menjadi
undang-undang Indonesia

Perbuatan mantan Dubes Hu-
sein Joesoel tersebut memang
sangat memprihatinkan. Kenapa.
ja selaku mantan seorang wakil |
pemerintah dan negara yang!
mempunyai kedudukan terhor- |
mal, sampai hati melakukan tin-
dakan yang tercela itw

Seharusnya, Husein Joesoefl|
berkewajiban untuk menjaga na- |
ma baik dan mempertahankan
reputasi bangsa dan pemerintah
Indonesia di negaratempat ber-
tugas.

Akan tetapi justru pada akhir
masa jabatannya, ia berbuat sua-
tu noda yang mencemarkan ka-|
rimya. Ucapannya yang menga-|
takan bahwa perbuatannya itu
adalah tindakan pribadi. dan ti-
dak mengkaitkannya dengan ke-
giatan KBRI di Dar-Es Salam'
(ibukota Tanzania) ataupun na-i
ma pemerintah RI, menurut he-
mat kita tidaklah 100 persen be-
nar. Mungkin saja, membawa 184
gading gajah utuh itu adalah sua-
tu tindakan pribadi. Akan tetapi
dampak perbuatan itu tidaklah
hanya menyangkut pribadi Hu-
sein Joesoel saja, tapi juga nama
baik pemerintah dan seluruh
bangsa Indonesia.

Tindakan itu jelas berusaha
untuk memanfaatkan hak-hak is-
timewa dan kekebalan diploma-
tik yang masih dimilikinya untuk
kepenungan ataupun keuntung-
an pribadi, oleh karena walau-
pun Husein Joesoel sudah meng-
akhiri masa tugasnya di Tanza-
nia sejak beberapa wakiu yang
lalu, namun hal itu tidaklah ber-
arti bahwa hak-hak istimewa dan
kekebalan diplomatiknya sudah
berakhir pada saut ia ditark
pulang

Konvensi Wina 1961 (pasal 39
ayat 2) menyebutkan, hak-hak is-
timewa dan kekebalan diploma-
tik biasanya berakhir pada wak-
tu seorany diplomat atau mereka
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yang mempunyai hak-hak & ke-
kebalan diplomatik tersebut me-
ninggalkan negara be

(negara tempat akreditasi).

Kalau tindakan mantan Dubes
Husein Joesoef tersebut benar-
benar suatu tindakan yang bersi-
fat pribadi, jelas ia akan dikena-
kan tindakan sesuai dengan ke-
tentuan-ketentuan hukum yang
berlaku di Tanzania. Dengan ka-
ta lain ia bisa saja ditahan, di-
tangkap ataupun dijatuhi hu-
kuman sesuai dengan ketentuan
hukum positif yang berlaku di sa-
na. Akan tetapi dalam kenyata-
annya, aparat pemerintah Tanza-
nia telah memperlakukan Hu-
sein Joesoel sebagai seorang
yang masih memiliki hak-hak-is-
timewa dan kekebalan diploma-
tik la tidak ditahan ataupun di-
tangkap, Lapi hanya dimintai ke-
terangan sehubungan dengan
terdapatnya 184 batang gading
gajah utuh dalam peti kemas
yang memual barang-barang mi-
lik pribadinya untuk dibawa pu-
lang ke Indonesia la juga tidak
dihambat untuk pulang ke Indo-
nesia, akan tetapi gading-gading
gajah tersebut tidak diperkenan-
kan dibawa keluar dari Tan-
zania.

Dalam nal ini kita menilai tin-
dakan yang dilakukan pemenn-
ah Tanzama tersebut sudah be- !
nar dun sesuai dengan ketentuan |
yany tercantum dalam Konvensi
Wina 1961 itu.

Sanksi

Jika demikian hainya, apakah

terhadap Husein Joesoel*udak
dapat dilakukan suatu tindakan
hukum yang berkaitan dengan
tindakan ataupun perbuatannya
yang melanggarbertentangan
dengan ketentuan yang terdapat
dalam Konvensi Wina 1961 terse-
but? Dengan kata lain, apakah
terhadap Husein Joesoef fidak
dapat dikenakan suatu uahi?_

Konvensi Wina 1961 mengenai
hubungan diplomatik memang ti-
dak menyebutkan sesuatu sanksi
terhadap para pelanggamya
Sanksi tertinggi yang dimungkn-
kan hanyalah melakukan unda-
kan persona nom grata (Pasal 9),
yaitu menyatakan seorang anggo-
ta staf diplomatik sebagai orang
yang tidak disenangitidak dapat
diterima baik, yang konsekuensi-

nya ja harus pulang ke tanah
aimya

Husein Joesoel memang be-
lum sempat di persona non grata-
kan pemerintah Tanzania, oleh
karena yang bersangkutan sudah
mengakhiri masa tugasnya di sa-
na. Apabila tindakan tersebut di-
lakukan masih dalam masa tu-
gasnya, bukan tidak mustahil ia
bisa akan terkena tindakan per
soma non gruta oleh pemerintah
Tanzania Dao bila hal itu terja-
di, apalagi bukan karena alasan-
alasan polits, maka orang-orang
dari Medan akan berkata "sakit-
nya tak seberapa, lLapi nulunya
ini”™.

Akan tetapi pasal 31 ayat 4
Konvensi Wina itu mengemuka-
kan juga bahwa kekebalan se-
orang pejabat diplomatik dari
kekuasaan hukum negara pene-
rima tdaklah membebaskannya
dari kekuasaan hukum negara
pengirim. Hal ini mengindikasi-
kan bahwa negara pengirim, da-
lam hal ini Indonesia, bisa saja
mengambil tindakan hukum ter-
hadap Husein Joesoel, sesuai de-
ngan hukum positif (ketentuan-
ketentuan dalam KUHP) yang
berlaku di Indonesia

Bahkan dengan disahkannya
Konvens: Wina 1961 itu menjadi
Undang-Undang No L1982, maka
pemenintah Tanzania tentunya
akan mengkuti dan jauh sampai
sejauh mana ketentuan pasal 31
ayat 4 ilu dilaksanakan di Indo-
nesia

Sesyai dengan permyataan
Menlu"Ali Alatas baru-baru ini
apabila tindakan untuk memba-
wa 184 gading gajah utuh itu di-
maksudkan untuk kepentingan
ataupun keuntungan pnibadi
yang bersangkutan, maka terda-
pat kemunglkinan sanksi-sanksi
administratif dijatuhkan kepada
yang bersangkutan. Hal ini jelas
merupakan suatu noda dan
pengalaman pahit tidak hanya
bag) karir diplomatnya, tapi juga
bagi seluruh korps diplomat se-
nior Rl alumni Akademi Dinas
Luar Negen (ADLN), yang seyo-
anya menjadi panutan dan te-
ladan bag diplomat-diplomat
muda Indonesia.

Tindakan Husein Joesoef ler-
sebut tampaknya juga masih
jauh dan tipe-tipe klasik seorang

diplomat ideal yang dikemuka-
kan Harold Nicolson dalam bu-
kunya "Diplomacy”, di mana se-
lain memenuhi syarat-syarat
pendidikan dan pengetahuan, se-
orang diplomat juga harus memi-
liki sifat-sifat (1) suka pada kebe-
naran (truthfulness), (2) teliti (pre-
cision), (3) tenang (calm). (4) berta-
biat baik (good temper), (5) sabar
(patience), (6) rendah hari (modes-
ty), dan (7) setia (loyalty).

Sebagai salah seorang alumus
ADLN, tentu bisa dipahami ba-
gaimana kesalnya Menlu Ali Ala-
tas menanggapi peristiwa terse-
but, apalag) bila hal itu dikaitkan
lagi dengan langkah-langkahnya
yang berusaha memberi kesem-
patan yang lebih besar bagi para
diplomat karir (orang-orang Dep-
lu sendirt) untuk berkarya dalam
dunia diplomasi dan pelaksana-
an politik Juar negen RL

Berdasarkan perkiraan. harga
gading gajah Afrika di Asia Teng-
gara berkisar US § 150/kg (seldtar
Rp 255.000kg. Jika sebuah ga-
ding gajah Afrika memiliki berat
rata-rata 30 kg, maka nilai gading
gajah yang akan dibawa itu akan
mencapai jumlah 30 x 184 x Rp
255.000,- = sekitar Rp 1.4 miliar.

Bila gading-gading tersebut
berhasil lolos masuk Indonesia,
tentu dapat dibayangk.’¥ berapa
besar keuntungan yang akan di-
peroleh yang bersangkutan da-
lam bisnis yang hendak meman-
faatkan (asilitas hak-hak istime-
wa dan kekebalan diplomatik
tersebut ***




25 JAN 1888

Tﬁenyelundupkan Apa pun

KITA digegerkan penstiwa
memalukan. Mantan Dubes Rl untuk
Tunzamia. HJ. tertangkap Ketika ber-
usaha menyelundupkan seratus lebih
{adin gajah utuh, perhiasan gading,

ulit gmalang eksotik. yang nilainya
ditaksir paling kurang setengah mi-
lyar rupiah. :

HJ, yang disiapkan menjadi Kepala
Biro Umum, rupanya menggunakan
kesempatan  kekebalan diplomatik.
Menurut pasal 31 Konvensi Wina 1961
tentang kediplomatikan, seorang du-
bes beserta keluarganya olomatis
memperoleh kekebalun, Kalau mela-
kukan tinduk pidana di negara penem-
patan, dia tidak bisa diseret ke peng-
adilan,

Menurut pasal 27 Konvensi Wina
1961, “the diplomatic bag shall not be
opened or detatnwed”. Lalu bisa ditaf-
sirkan, polisi Tanzama tiduk berhak
membuka pett kemas nulik HJ. Taps
apakah HJ menggunakan fasilitas itu,
belum jelas.

Burangkali HJ  menyelundupkan
bukun lewat diplumatie buy, namun
melalui bagast pribadinya, Kalau i
benar, menurit pasal 36 Konvensi
Wina 1961, polst Tanzama berhak
memeriksanya kalau mereka menaruh
curiga ada indikasi penyelundupan,

Para diplomat memang  senng
menggunakan kekebalan diplomatik-
nya untuk menyclundup barang-ba-
rang mewah atau anuk. Tuuannya
untuk memperoleh penghusilun tam-
bahan. seperti yuny sering kita denyar
di kalangan diplomat Indunesia yang
konon "berpenghasilan kecil™ (7).

Menurut Konvensi Wina 1961, diplo-

mat tidak dikenakan pujuk, cukai-

atau pungutan serupu. baik terhadap
barung-barang dinas atau pnbadi.
Konvensi Wina 1861 ini merujuk lagi
pada Konvensi Havana 1928 yung un-
tuk pertama kali memaklumatkan ke-
bebasan diplomat atas pajuk.
Aneka kasus
Pada tahun 1953 diplomat Uruguay
di Belgia, didenda sekitar 40.000 dollar
karena mencuba  menyelundupkan
berlian. Begitu pulu diplomut Kuba di
Mesir, Don Luis De Almargo, ditang-
kap petugas bea cukai karena menye-
lundupkan uang dalam jum!ah besar
serta perhiasan, di bagasi prnibadinya.
De Almargo berkilah tidak tahu per.
aturan, dia diloloskan pulang. Namun
Pemenntah Kuba memecatnya seba-
gai pejabat dinas luar negen meski-
pun dia tidak diajukan ke pengadilan.
Barang luks dalam dasawarsa 1950-
an adalah jam tangan buatan Swiss.
Oleh sebab itu diplomat-diplomat
yang ditempatkan di Swiss bernafsu
membawa pulang dalam jumlah be-

sar,

Adaluh sevrang diplomat Peruncis
yang ingin menyelundupkan jam ta-
ngan melalui fen karena harganya di
Inggris amat linggl. Caranya dengan
menyembunyikannya di lepitan man-
telnya, sebanyak 2.190 buah.

Celakanya, waktu mendarat di pela-
buhan kota Dover (Inggns), angin
bertiup kencang, membuat feri oleng.
Goyangan feri membuatnya tuh.
Dan karena mantelnya berat, bunyi
jatuhnya aneh, membuat petugas curi-
ga. Dia ditangkap, namun berkal ke-
kebalan diplomatik, sang diplomat lo-
los saja. 3

Kila juga pernah mendengar mobil-
mobil eksklusil di Jakarta bisa diper-
oleh dengan menggunakan jasa orang
ketiga yang mengaturmya dengan para
diplomat asing.

upanya itu bukan barang baru

. bagi diplomat Amerika di Brasil. Di

tahun 1960-an, penjual-penjual mobil
di Brasil selalu dipasok moubil impor
Amerika yang waktu itu paling tenar.
Sampai ada seorang diplumat yung
mengimpor mobil dari neguranya rata-
rata lima sampai enam per minggu-
nya. Pemenntah Amerika akhirnya
memberlakukan peraturan, para di-
plomatnya tak boleh menjual mobil-
nya, harus dibawa pulang.
Rokok, minuman keras, bahkun
ganga, juga bernilal untuk diselundup-
kun. Bulun Oktober 1976 diplomaut.
diplomat Korut di Denmark, Norwe-
gia dan Swedia dipulangkan, Mereka
berdugang  telak-telakan, salah  se.
orang bahkan mengakui menyelun-
dupkan 25 juta batany rokok ke
Eyongy:mg dalam kurun beberapa ta-
un.
Di India selama lima tahun terakhir,
ling sedikit 33 diplomat asing keta-
uan menyelundupkan rokok dan mi-
numan keras. Salah seorany diplomat
internasional untuk AID (Agency for
luternational Development), menim-
bun rokok dan minuman keras serta
barang-barang selundupan lainnya di
rumahnya senilai lebih dan dua juta
dollar. Dia diusir, meskipun tanpa
perlu menghadapi pengadilan, Na-
mun setibanya di Amenka dia diden-
da karena didakwa melanggar un-
dany-undany perpajakan.
Penyelundupan orang
Jungankan barang, orang pun per-
nah diselundupkan melalul s diplo-
mauk. Mantan Menten Transportasi
Nigeria Umaro Dikko, dibius, diikat,
dan dimasukkan 1 kemas yang
akan dikinmkan dari London (Ing-
gris) ke ibu kota Nigeria, Lagos.
Dikko adalah sepupu mantan Presi.
den Shagari yang digulingkan kudeta
militer ber
dafNar hitam pemerintahan baru, seba-
gai orang-orang yang akan diadili ka-
rena koruptor besar, Tapi setelah ku-
deta dia bisa meloloskan din ke Ing-

Ens. )

Sampai di Inggris dia diculik § Juli
1984 untuk dikembalikan ke negara-
nya. Ada saksi mata yang melihat
penculikan, yang lalu menelepon poli-
si. Polisi segera mengamankan banda-
ra Heathrow dan Gatwick, semua kar.
Ko ke Nigena diperiksa. Peti kemas
kemas yang bensikan Dikko, serta

¢
_.%ﬁ-

Jadi Diplomat Enak, Gampang

1983, Dikko masuk -




dua kawannya, ditemukan.
Pemerintah baru di Nigena kecewa

terhadap Inggris, dan membalas den-

dam. Sebuah Boeing 747 milik Inggris

yang berpenumpang 222 orang di-
tahan oleh junta militer. Insiden diplo-

matik jadi berkepanjangan. Inggris
protes keras. Boeing 747 akhirnya
memang dibebaskan, tap: dibalas Ing-
gris dengan pengusiran dua diplomat
Nigeria. Nigeria membalas lagi de-
ngan pengusiran diplomat Inggns dan
penahanan tanpa alasan Uga warga
‘negara Inggris di Nigeria.
Kejahatan diplomatik paling mer‘;’g-
erikan adalah pemerkosaan. Ini_di-
alami dua orang Amerika, Jane Doe
dan Carol Homes, yang jadi korban
kebuasan seksual Manuel Ayree, anak
seorang diplomat Ghana di New York.
Suatu sore bulan November 1980,
Jane Doe yang baru selesai belanja.
baru mau membuka pintu apartemen-
nya. Tiba-tiba seorang lelaki tinggi
berkulit hitam' menyergapnya, me-
maksanya masuk. "Kerjaukan apa yoang
* saya perintah, atau kamu saya bunuh.
Saya punya pistol,” kata lelaki yang
akhirnya ketahuvan adalah si Manue
itu. Selebihnya Anda tahu sendirn.
Setahun kemudian st Manuel kem-
bali beraksi. Denggan cara yang sama,
Manuel menyergap Curol di pintu
apartemen. Tap petualangan seks Ma-
nuel terganggu karena mendadak ada
tetangga sebelah Carol yang baru pu-
lung. Walaupun sedang asyik-asyik-
nya, Manuel panik. Dia segera me-

nyeruak keluar pintu, terus kabur lar -

secepat setan menuruni tangga. Carol
g:ng masih bugil, mengejamya sem-
ri berteriak-teriak histens.

Carol, seperti juga June Due, mela.
pur ke polisi. k sampai sebulan
kemudian Doe polisi berhasil meng-
identifikasi Manuel berdusarkan kete-
rangan dua korban. Tanpa kesulitan
berarti, Manuel akhirnya tertangkap.

Tapi tak berapa lama kemudian
ayah Manuel, Sekretaris [II Ghana
Seth Ayree, membebaskan putranya
karena memiliki kekebalan diploma-
tik. Jan Doe dan Carol tak kuasa
berbuat apa pun, Manuel tak bisa
diadili. Dia, dan juga seluruh anggota
keluarga Ayree, hanya diminta "me-
ninggalkan Amenka secara sukarela
dalam waktu 24 jam, atau akan dija-
tuhkan hukuman persona non-grata”.

Meskipun Jane Doe dan Carol mati-
matian minta keadilan, Kementerian

Luar Negeri Amerika tak bisa berbuat
banyak. Mereka hanya bisa "meng-
usir” keluarga Ayree ke negerinya,
dan Manuel sampai di Ghana tetap
menjadi manusia bebas.
j Enak

. Itulah enaknya jadi diplomal. Seka-

lipun melanggar hukum di negeri pe-
nempatannya, belum tentu ditangkap
lalu diadili. Alasannya tentu saja kare-
na memiliki kekebalan diplomatik
’1’;{?? diatur menurut Konvensi Wina

Menilik kasus HJ, Pemerintah Tan-
zania nampaknya tak bisa berbuat apa

un. Barang-barang yang diselundup-

an, juga barang-barang pribadinya,
memang masih diwhan. Namun HJ
bebas kembali ke Indonesia.

Sebelum kasus HJ, dalam beberapa
bulan werakhir ada dua kasus lainnya.
Sekitar akhir tahun yang lalu, seorany
anak diplomat [ndonesia menyelun-
dupkan senjata otomatis, termasuk
jenis Uzi buatan Israel yang terkenal
itu. Lalu scorang lagi menyelun-
dupkan ratusan pusang sepatu buatan
Jerbar yany beken, Salamander. Suimn-
pai saat im tidak jelas apa sanksi
hukum terhadap mereka.

Persoalannya adalah apakah para
diplomat yang tiduk bertangpgung ja-
wab itu bisa ditindak? Kalau merujuk

ada KUHP, mereka bisa dikenakan
R:kuman setibanya di Indonesia. Pa.
sal [ ayat 4 KUHP memungkinkan

gganjaran hukuman itu, berdasar.

an hukum Indonesia atas warganya
yang melakukan kejahatan di luar
negeri. Jenis kejahatan itu termaktub
dalam butir tiga Pasal | ayat 4 KUHP.

Terlepas dihukum atau tidak. pe-
nyelundupan itu sendiri sudah meru-
sak citra diplomat Indonesia. Padahal
salah satu tujuan yang hendak dicapai
Departemen Luar Negeri, seperti dite-

kan sendiri Menteri Luar Negeri

li Alatas, adalah memperbaiki citra
secara keseluruhan.

Sudah waktunya Departemen Luar
Negeri lebih bersungguh-sungguh
menangani kasus HJ, dan juga dua
kasus sebelumnya.

* (Buddy Shambazy, bahan utama
buku Diplomatic Crime karangan
Chuck Ashman dan Pamela Trescott)
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MENGHIMPUN 184 gading sungguh bukan
perkara gampang. Sedikitnya ia mesti membu-
nuh, 92 gajah, karena tak permah ada gajah
membiarkan gadingnya digergaji orang &oim
saja, :ec_-uah binatang itu bersifat nrimo dan
pasrah. ! - A ER s S
. Lagi pula, menelikung gajah yang sendiran,

Jnﬂ vang lagi rogues, amatlah langka. Gajah,

rena dari sononya binatang gonus,
;- jamatlah . sukanya bergerombol. Di Tanzania,
S e be ‘biasa mereka bergerombol tak kurang dari 25
gajah, apakah dia jenis Indicus, apakah- sejenis Loxodanta
Africana,’atankah jenis Loxedanta Cyclotin, IR

Apa pun jenis gajah itu, mereka punya tata cara sosial unnﬂ
kompleks teramat dusiplin, dan konsisten dengan yang tampa
oleh mata. Dapat bergerak tanpa suara sedikit pun, dan jika
diperlukan dapat bergerak cepat luar biasa. Rata-rata berkece-
raum 6.4 km per jam dalamn keadaan santai. tapi dengan cepat

isa berubah memjadi 40 km per jam. . . i ! oo
' Bisa dibayangkar sulitnya memergoki gajah karena kebiasa-
an yang nomadis, tak permah kelihatan bertempat tinggal mar.
melainkan keluyuran ke tempat-temppat terpencar, demi perokeh.
an tempat makonan yang ‘memadat. St oo - .-
“Konon pula gujuh Asrika, mereka bergerak dalam lingkaran
luas. boleh jadi memerlukan waktu tak kurang 10 tahun untuk
menyelesaikan sebuah perjalanan. Sambil jalen itu, mereka
menjambret dedaunun apa saja yang tampak, melchapnya
dalam jumlah tidak sedikit. Cajah Afrika bisa m engpanyang tak
kurang dari J65.450 kq dedaunan, sedangkan gajah India masih
mending, menghabiiskan 270-310 kg, o - er

Tempo dulu, kemalungan berbagi. Gajah Birma, India, dan
Afrika kebagiun dibantat orang untuk sekadar mencubut taring-
nya ypyang disebut gading, jadi barang ‘dagangan berharga
tinggl. Sckarang, hanya gujah Afjnka yang dinber.uber orang,
termasuk Tanzama, Umuninya orang menganggap gading itu
cuma benda keras berwarna putih krem, apakah dia gading,
taring atau gigi. Pudahal, gading gajah Afnka terbagi dalam
dua kelompok, yang keras dan yang lunak. Yang keras berwama
gelap, warna merah kecokelatan dan berbintik-bintik. Jenis
gading lunak punya wama lebih ccrah, putih susu dan bintiknya
boleh dibilang tidak hegitu tampak. Sebelum taliun 50-an, gading
gajah biasa dibuat lapis anak piano, tapi sekarang tempatnga
sudah tergantikan oleh bahan tiruan. Negeri-negeri seperti
Tiongkok, India. dan Thailund menggunakan gading itu untuk
patung-patung dan benda seni lainnya.

Buat orang Tang tak sempat ke Afrika, taring tkan duyung
digunakan pula oleh orang-orang Eskimo dan mercka yang
bermukim di Laut Utara, untuk perhiasan dan lain keperiuan.

Akan halnya gading gujah Afrika, khusus gajah lelaki, bisa
sampai J meter panjang dan berat antara 25 kg hingga 100 kg,
walaupun lebih kuraug putth dibanding gujah h::fm kendati
lebih cepat berubah mempadi kuning.

.- . 15

TARING gigi ikan paus. Hippototumus (s¢jenis badak sungai),
ikan duyung, ikan nanéhal sejenis ikan paus juga, menyediakan
taringnya dalam bentuk gading. Gading amatlak kedap air,
amatlah sulit terbakar, bertahun lamanya tidak mengalami
grmbnhall_ktmali warmanya, Balhkan taring mammoth dan

inatang-binatang luin yang sudah punah dan sudah bertahun
terbenam di daerah utara, masih bisa digali dan diukir orang
untuk perhiasan.

Galian benda-bendu 40.000 tahwun yang lampau masih bisa
ditemukan perhiasan prakistoris yang bermutn penemuan-pene.
muan di selatan Perancis, di dacrah Dordogne, di Jerman dan
Rusia membuktikan sval uu. Dinasti Firaun ke4 menyimpan
petung-patung wanita dan peralatan twilet dari gading, begitu
Juga patung bersosok Khufu (Muscwm Kairo) menggunakan
mahkota yang terbuat dart bahan itu. Hiazan-hiasan gading
Babylonia, Assyria. dun Phoenivia banyak sekali dipengarula
olch peninggaian Mesir, Penemnan purba berasal dari Niniveh,
masth rapt tersimpan di Museupn Inggris. =

" v
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* Bagaimanapun juga, kita tidak diberi tahu untuk perhiasan
‘apa ke-184 ing gajah Tanzania dibawa oleh bekas Duta Besar
Indonesia. Karena sepanjang getahuan kita, seorang Dubes

«itu mahluk yang luar biasa, tahu seluk-beluk ran dan tata
cara, momi :hwa! pmwpl mug orm lidck mma- .
haminya.

‘* Dan ﬂpqm ornug pun maklum bclm lundcli Aﬁdr.a
. gudaagnyc hd!ugooodhm gajah berkualitas nomor satu, namun
!C la: mmmc?nhmmwmdahudamsﬁ;n

alau
selatan Nioeric. yang juoc termashur dengan seni ukir
g r!n- dlalmlmﬂl hanya ada beberapa contoh hasil sen
a

Benin dalam bentuk di museum seni prim x
di Nm Y, tu:‘ umumnn{kﬂryn Afrika hanyalah
aurna -*

illjm n.u
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Diplomat Rl Dituduh Menyelundup

DI MATA orang luar, dalam diri warga
suatu negara, apakah orang biasa atau
orang penting, selalu melekat citra dari
negara dan bangsa bersangkutan. Orang
luar tidak peduli, apakah sikap dan per-
buatan warga itu merupakan tanggung
jawab sebagai pribadi - pribadi atau t-
dak, namun sikap dan perbuatan itu akan
selalu dikaitkan dan mempengaruhi pan-
dangan terhadap negara dan bangsanya.

Dengan fenomena itu sebagai latar be-
lakang, berita tentang seorang diplomat
Rl yang dituduh berusaha melakukan pe-
nyulundupan dari negara di mana ia se-
belumnya bertugas, mau tidak mau, akan
maelibatkan citra Indonesia di mata orang

luar.

MENANGGAPI berita itu, Menteri Luar
Negeri, Ali Alatas, mengatakan sudah
menerima laporan dari Kedutaan Besar
Rl di Tanzania.

“Tapi, lagoran lengkap masih ditung-
gu, dan Dubes HJ masih dalam perjalan-
an pulang setelah menyelesaikan masa
tugasnya di Tanzania,” kata Menlu seper-
ti diungkapkan Direktur Penerangan De-
plu, Jumat pekan lalu. .

Kantorberita Reuter memberitakan da-
ri Dar es Salaam, Tanzania, petugas kea-
manan setempal menahaniB4potongga-
ding gajah serta barang - barang terbuat
dan gadirg milik mantan dubes Rl yang
disimpan dalam peti kemas yang akan
dibawa ke luar dari negeri itu.

"Jika kejadiannya memang seperti itu,
pimpinan Deplu pasti akan menindak te-
Eas. Hal - hal seperti itu jelas mencemar-

an nama. baik dan citra negara dan
bangsa yang tidak dapat ditolenr,” kata
Menlu Ali Alatas.

ANDAIKATA kejadiannya memang se-

perti apa yang diberitakan Reuter, peme-

rintah, dalam hal ini Departemen Luar
Negeri, mestinya tidak ada pilihan lain
kecuali mengambil tindakan tegas. Se-
bab, seperti dikatakan tadi, jangankan di-
plomat, andaikata tenaga kerja Indonesia
yang bekerja di perkebunan di Malaysia,
misalnya, melakukan perbuatan melang-
gar hukum, maka nama dan citra Indone-
sia sebagai negara dan bangsa juga
menjadi bahan sorotan orang luar.

Tetapi, agar bisa menarik kesimpulan
yang pasti, untuk kemudian mengambil
pula tindakan yang sesuai dengan pro-
porsinya, cukup bijaksana dan adil bila
pemerintah memberi kesempatan kepa-
da mantan dubes itu untuk menjelaskan
duduk persoalannya.

Izinkan kita minta perhatian yang sung-
guh - sungguh mengenai hal ini. %eba o
seseorang yanr dipercayai untuk mewa-
kili Indonesia di luar negeri, apalagi seba-
gai duta besar, biasanya telah diyakini
keterpercayaan dirinya lebih dulu.

SAMA sekali kita tidak berprasangka.
Tetapi, apakah tidak ada kemungkinan
bahwa di belakangkasusini terdapat se-
suatu yang danEan sengaja dilakukan ri-
hak ketiga untuk mencemarkan nama In-
donesia dengan memanfaatkan kepu-
langan mantan dubes kita.

Kemungkinan ini bisa terasa sebagai
dicari - cari. Tetapi, perlu diingat bahwa
dalam percaturan diplomasi di forum in-
ternasional praktek - praktek seperti itu
bukan sesuatu yang terlalu mustahil gu-
na mencapai suatu tujuan tertentu.

Oleh karena itu, seyogyanya pihak
yang berwenang meneliti dan me-
nyelidiki kasus ini sampai tuntas. Andai-
kata mantan dubes kita memang terbukti

-melakukan perbuatan tercela itu, wajar

bila ia mendapat ganjaran setimpal.
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i Tanzania Menahan
184 Potong Gading

~ Milik Dubes R

Jakarta, 19 Januari.

VY al:

Seratys delapan puluh empat poto
dianya akan dibawa pulang oleh

ng gading yang se-
Duta Besar RI untuk Tan-

zania sebagai barang pribadi, saat ini masih berada di ba-

wah pengawasan Pabean,

Orang kedua pada KBRI di
Dar Es Salaam, Abdul Hamid
MA, yang sekarang menjabat se-
bagai Kuasa Usdha ai setelah
serah terima dan Husein Joesoel
10, Januari, kettka dihubunyl
Pembaruan melalui telepon di
kediamannya di Dar Es Salaam
mengatakan tidak mengetahui
secara rinci mengenai kejadian
tersebut, oleh karcna sebelum
meninggalkaon ibu kota negara
tersebut pada hari Minkgu 15 Ja-
nuari, Husein Joesoel mengata-
kan bahwa masalah tersebut ti-
dak ada hubungannya dengan ’
KBRI karena gading-gading ter-
sebut merupakan barang pnba-
di, atau personal effects, sebagai
lazimnya seorang diplomat kalau
akan kembali ke negaranya

Peli kemas berisi persenal of

fects Husein Joesoef tersebut di-

- kirimkan terlebih dahulu mela- -
lui kapal laut 11 Januari Oleh
karena itu pabean yang mene
mukan gading dalam peti kemas
itu juga menghubungi pemilik-
nya di Wisma Indonesia. tidak di
KBRI

Menurut Abdul Hamid karena
itu ia tidax mengetahui menge-
nai kejadian tersebut Dan seka-
rang pun ia tidak melakukan
apa-apa mengenai barang yang
masth di tangan pihak pabean
Tanzania tersebut

Berita mengenai gading yang
tadinya akan dibawa pulang oleh
diplomat Indonesia yang baru
menyelesaikan tugasnya di Tan-
zania tersebut disiarkan oleh sta-
siun radio Inggris (BBC) Kamis
pagi. Disebutkan bahwa meaurut
undang-undang Tanzania, dila-
rang membawa keluar pegard itu
gading dalam jumlah sebegitu
banyak

menunggu proses selanjutnya.

Sepengetahuan Hamid Ke-
menterian Luar Negeri Tanzama
"sudah tidak apa-apa”. Juga bah-
wa tidak ada minta maafl dan
KBRL Sepengetahuannya ada
surat izin dikeluarkan (tidak je-
las oleh siapa - Red) untuk mem-
bawa pgading tersebut keluar
Tanzama Tetapi hanya sebagian
saja.

Penerangan Deplu di Jakarta
yang dihubung Kamis siang
mengatakan bahwa Deplu tidak
mengetahui sama sekali menge
nai kejadian lersebut Seorang
Dinen Deplu juga mengatakan
hal yang sama.

Hamid dart Dar Es Salaam
mengatakan ia Udak melapor
atau belum melapor ke Jakarta
~oleh karena seperti yang dikata-
kan Husein Joesoel masalah ter-
sebut merupakan urusan priba-
di. bukan KBRL

Lewat Amsterdam

Husein Joesoel dalam pena-
lanan kembali ke tanah air mele-
wati Amsterdam dan London. Di-
harapkan ia tiba di tanah air a-
khir bulan inL

Sebelum kejadian ini seorang
dubes R lainnya Juga pernah ke-
tahuan penguasa setempat di
suatu negara lainnya di negara
Afrika akan membawa pulang
gading yany berharga.

Kanlor Benta Reuler semenia-
ra itu mengatakan bahwa dubes
dan istrinya sempat ditanyai
oleh petugas keamanan Menu-
rut Reuter 184 potong gading ter-
sebut, yang bersama dengan
ukiran gading dan kalung dima-
sukkan ke dalam peti kemas, di-
peroleh secara ilegal

Menurut jubir Kemlu Tanza-
nia tudinya Husein Joesoel me-
rencanakan untuk menjelaskan
bagaimana ia memperoleh ga-

ding-gading tersebut Kata jubir
Aidan Mtoi, Joesoel sudah minta
maafl karenu telah melanggar un-
dang-undang Ditegaskan kejadi-
an lersebut merupakan urusan
dubes Joesoel pribadi, sebagai
individu, dan bukan urusan Ke-
dutaan Besar RL

Menurut Mtoi Pemerintah Tan-
zania merasa prihatin atas keja-
dian tersebut dan para diplomat
telah diperingati bahwa langkah-
langkah hukum yang diperlukan
akan diambil apabila mereka
melibatkan diri dalam kegiatan
demikian,

Mtoi berkata Tanzania tidak
dapat menuntut Joesoel karena
ia telah mengakhiri penugasan-
nya selama tiga tahun. "Kami su-
ruh saja ia pers1,” kata Mtow

Menurut Reuter pencurian ga-
ding di negara itu telah mengu-
rang jumlah gajah di Tanzania
sampait hanya tlinggal separo se-
lama dekade ini. sehingga hanya
tersisa T71.000 ekor.

Keterangan Deplu

Sementara itu Direktur Pene-
rangan Luar Negen Deplu Syam-
subahn Siregar, SH mengatakan
kepada Pembaruan masalah di
Tanzania tersebut masih akan di-
teliti kebenarannya

“Berita tersebut kami belum
peroleh dalam bentuk laporan
resmi. Pihak Deplu kini sedany
mengadakan pengecekan seper-
lunya.” ujar Syamsubahri

Dikatakan Duta Besar RI di
Tanzania itu dalam rangka kem-
bali ke Indonesia setelah selesai
penugasan di Tanzania. Pos ter-
sebut merupakan jabatan peria-
ma selaku duta besar dan Hu-
sein Joesoel seorang diplomat
kaner,

Mefurut Syamshibahri sean-
dainya benar, pihak Deplu sama
sekalli tidak membenarkan pe-
nyalagunaan [asilitas imunitas
diplomatik "Negara mana pun
di dunia ini tidak akan membe-
parkan hal tersebut” (A-2L~)

—
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MAJALAH BERITA MINGSUAN
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ERKAS duta besar di

B Daar-es-Salaam, Hu-
scin Jusuf, 58 whun,

boleh jadi juga tergiur olch
jumlah hadiah Sumbangan
Dermawan Sosial Berhadiah
sebanyak Rpl milyar. Tapi
karena kupon SDSB tidak
dijual di Tanzania, diambil-
nya jalan pintas: ia angkut
184 lonjor gading g:iahicr—
bagai ukuran untuk diam-
diam dikapalkan ke Indonesia. Nilainya toh
sama. e
. Hitung saja: bila berat sebatang gadin
rata-rata 3O kg, sementara harganya mini
USS 1C0 per kg, maka 184 lonjor gadin
tersebut minimal bernilai Rp 1 milyar. L:.'biﬁ
dan cukup untuk mentkmati han-hari pen-
siun. Husein Jusul memang baru sajs meng-
akhiri masa jabatannys, Se- . . © . "
lasa 10 Januari lalu, setelsh
tiga tahun bertugas. 1

Tapi penyelundupan ba-
rang langka olch diplomac *
karier itu gagal. Petugas bea
cukai Tanzania mencurigai ;
pett kemas Huscin yang isi-
nya dikategorikan milik pri-
badi alias personal effects itu.
Setelah diperiksa, ternyata
isinya 184 lunjor gading u-
tuh, gading berukir, dan ku-

| lie binatang langka.

Barang-barang itu pun di-
sita, sementara Husein sen-
dint = yang sudah mengaku
hctﬂ.l.l( melinggar hukum
- tdak ditahan, karena ia B3
memiliki kekebalan diplo-
matik, “Kami hanya mints 3
agar ia scgera pergl dani =
Tanzania,” kata juru bicara
Kementetian Luar Negen
Tanzania, Aidan Meoai, kepada kantor berita
Renters.

Pemerintah Tanzania rupanya mengang-
g3p hal itu scbagai masalah pribadi. Dane
sampai minggu lalu, Menteri Luar Negeri
Ali Alatas memang belum menerima protes
dari pihak Tanzania. Ulsh gegabsh dan
memalukan itw 10 hari kemudian baru
didengar Ali Alatas. Menlu itu marah besar.
“la akan ditindak tegas, karena undakan iw
vidak dapac ditoleransi,” katanya. ll

" *Diplomat mestinva thu ada larangan
membawa Reluar gading gajah secara gelap.

Kalau satu-dua saja dan dibeli secara resmi,

mungkin bolch. Tapi katanya dia ini menge-

luarkan gading gajah yang dibeli secara gc"ap
dJari orang-orang yang menembakaya sccara

E:hp pula. Lag pula, dalam jum .
i besar,” katanya kepada Temro. fDiplomar
uahendakny3 JARRAR MCNEC|ANg peraturan
yang berlaku, meskipun punya kekebalan
diplomadk,” mbahinya.

Justru karena memiliki kekebalin diplo-
matik itulah bacangkali Husein Jusul hendak
menyalahgunakan failitas diplomatic bag.
Sejak 1961, para diplomat asing memang

Seorang diplomat Indonesia gnial men

gading gajah Afrika. la mengaku salsh. Menteri Luar Negeri
© Al Alatas akan menmld.:k tegas bawahannya itu.

S
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-Semilyar 'Gading-

Tanzania

rncnd-ap-n fasilicas memasukkan atau menge-

luarkan barang ke atsu dan negeri tempat
mercka bertugas, tanpa dikenai masuk.

"Namun, 3gaknya diplomat Indonesia it
benar-Renar sedang tidak mujur .. .," cele-
tuk Raynald Alfons Mrope, kuasa usaha
Tanzania di Den Haag, kepada Temro.
Pemerinth Tanzania memang melarang ek-
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HUSEIN JUSUF & ISTRI DI SEBUAH NEGARA AFRIKA

spor gading gajah dan kulit binatang, lebih-
lebih yang langha. Kaliupun mau ckspor,
harus mendapat izin khusus dari Kemente-
rian Sumber-Sumber Alam. "It pun hanys
untuk keperluan ilmizh,"” wjar Raynald Al
fons Mrope lagi. .
Larangan itu bisa dimaklumi. Schab, sela-
ma 10 tahun terakhir, perburuan gajah
Afrika secara liar itu telah mengurangi 50%
jumlah  populasinya, yang diperkirakan
77.0C0 ckor. It 12k beraru orang tak bisa
“memperolch barang kerajinan tangan dari
gading berukir, scbab di Tanzania banyak
pusat kerajinan gading berukir yang resmi.
Menurut Raynald, harganya mahal. Yang
ukuran kecil s3ja bisa mencapai USS 40 atau
lebih, .
Tapi menurut scurang Indonesia yang
pernah dnggal di Tanzania, didak sedikic
emburu gajah = orang sana sendiri = yang
Ecropcuu secara gelap. Mereka lantas men-
jual gading kepada orang sing secara diam-
diam pula, bissanya di malam hari, Munghin
Huscin Jusuf jugs didatangi orang-orang
seperti i, Harganya malul, Pada 1979 saja
harga selonjor USS 600, sementaca sekarang

efundupftam 184 buah

harga per kilo USS 100.
abtu petang  kemarin,
Haoscin Jusuf tiba di Jakarma,
Daa Senin paginya, ia mela-
por kepada bosaya, diterima
olch Ali Alatas selama 45
menit. Tapi belum jelas
tindakan apa yani akan di-
timpakan kepada bapak dua
anak ini. Seperti halaya keti-
ka ia tiba di Bandara -
no-Hata, sampai Senin ke-
marin ia berhasil lolos dari incaran pers. |

Di Jakarta, ia tinggal di salah satu rumah- i
nyadi Jalan Gereja, Cilandak. Rumah seluas
120 meter persegi di pojok jalan itu sederha- |
na. Di malam hari, rumah itu tampak muram
kurang pencrangan. Mungkin rumah yan,
kini didiami anak perempuannya itu dimililka
sebelum ia jadi duta besar. Semencara ru-
mahnya yang lain, di Ke-
mang, dihunt olch anak le-
lakinya yang sudsh berumah
tangga. Senin pagi kemarin,
sejak pukul 08.C0, Husein
Jusuf suami-istri- sudah ke-
luar rumah, dan belum pu-
lang sampai sorc hari.

Penyelundupan lewat fa-
silieas diplomauk seperti it
pernah juga terjadi di sini. |
Misalnya, yang pernah di-
pergoki olch petugas Bea
dan Cukai Tanjungpriok pa-
da 1986, Pelakunya scorang
bekas marinir, dibantu sco-
rang karyawan yang hampir |
scperempat abad bekerja di |
Departemen Luar Negeri. |
Mercka  menyelundupkan
mobil-mobil mewah siap
pakai dan tidak dirakic di sini
alias completely built up. Mi-
salnya Mercy 260 E, kelas
3.000 cc dan produksi terbaru, yang sejak
1976 haram dikendarai orang Indonesia, |
kecuali korps diplomatik dan badaa interna-
sional. ’

Ternyata, keduanya diperalae olch pe-
ayelundup sebenarnya = yang raib entah ke
mana. Scbab, sulit dipercaya bahwa mereka |
memiliki modal cukup untuk menjalankan
“bisnis" bernilai ratusan juta rupish. Bela-
kangan dikeaabui, surat-surat persctujuan
impor dari Departemen Luar Negeri dan |
Sckretariat Kabinet yang Jipergunakannya
pun palsu. _

Anchaya, dalam pesidangan in absentia
di Pengadilan Negeri Jakara Utara, majelis
hakim sama sckali tidak menycbut nama
seorang terdakwa pun. Baik hakim maupun
jaksa hanya menyebut “orang yang tidak
dikenal™, Tapi, sidang formal iwu perlu,
untuk memutuskan bahwa barang bukd
disita olch negars, sesuai dengan aturan yang
berlaku. )

Jika demikian halnya, mungklrﬂ_u'i puls
ads orang lain di balik sang diplomac?

Encahilah,

budiman 3. Haneye
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Kasus Gading Gajah
Di Dar-Es-Salam 1

TERSITANYA 184 gading gajah utuh dalam kemas yang
berisi barang-barang pnmi nﬁl mantan Dnbapﬁludi Tanzania,
Husein Joesoef. baru-baru ini ol *h aparat pemerintah setempat,
sungguh merupakan suatu aib yang .:-#malukan tidak hanya bagi
yang bersangkutan, tapi juga terhadap 1.+ 1a baik pemerintah dan
e i adam -
pintas lalu. mungkin a orang yang ndapat bah-

wa pemeriksaan ataupun penggeledahan terhadap E‘:mggw‘
milik pribadi seorang diplomal merupakan suatu pelanggaran
terhadap hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik Kita
mengetahui, para diplomat mempunyai sejumlah hak-hak istime-
wa maupun kekebalan-kekebalan tertentu yang harus dihormati
di negara tempatnya bertugas, maupun negara-negara lain yang
mungkin dilaluinya dalam rangka menjalankan tugas-tugas di-
plomatiknya
©  Tetapi dalam kasus tersitanya gading gajah utuh di Dar-Es-
Salam, ibukota Tanzania itu, ternyata pemeriksaan yang dilaku-
kan aparat ntah setempat telah berhasil mengungkapkan
suatu ti yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang
diplomat. Mantan Dubes Husein Joesoef seharusnya sudah
mengetahui adanya peraturan thukum positif) Tanz-nia yang me-
larang ekspor gading dalam jumlah besar dari negara tersebut
Kita pun di Indonesia mempunyai beberapa peraturan yang mela-
rang untuk membawa ke luar hewan-hewan tertentu yang popu-
lasinya semakin berkurang.

ika mantan dubes Husein Joesoef hanya membawa bebera-
pa batang gading gajah, sekadar oleh-oleh (souvenir) atau kenang-
kenangan bagi dirinya atau relasinya, mungkin hal itu masih bisa
dibenarkan oleh aparat pemerintah Tanzania. Tetapi membawa
sampai ratusan gading gajah tersebut. jelas akan mengundang
dan menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan: untuk apa, atau
mau diapakan gading-gading sebanyak itu?

DENGAN tersitanya gading-gading gajah tersebut, mantan
Dubes Husein Joesoef sebenarnya telah melakukan paling sedikit
dua jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap hukum positif
Tanzania, di mana tindakannya itu bisa dikategorikan sebagai
suatu usaha penyelundupan barang-barang te untuk diba-
wa ke luar dari negara tersebut, dan pelanggaran lainnya adalah
terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wi-
na tahun 1961 mengenai hubun hubungan diplomatik yang
?:;o beni:- telah disahkan menjadi Undang-undang No. /1982 di

nes

Sebagaimana diketahui Konvensi Wina tersebut berisi keten-
tuan-ketentuan yang mengatur Iulmua‘;rn diplomat dengan
negara penerima (negara tempat akreditasi). Sebagai seorang di-
[lml karir dengan latar belakang pendidikan Akademi Dinas

Negeri (ADLN) yang terbatas jumlahnya di tanah air, kare-
na ADLN sendiri hanya dibuka untuk beberapa angkatan saja.
tentunya Husein Joesoef sudah memahami ketentuan-ketentuan
yang lerdapat dalam Konvensi Wina tahun 1961 itu, di mana da-
lam salah satu pasalnya disebutkan bahwa seorang pejabat diplo-
matik tidak boleh melakukan kegiatan profesional atau niaga di
negara pencrima untuk keuntungan pribadi. Bukankah memba-
wa 184 gading gajah utuh merupakan suatu kegiatan niaga untuk
kepentingan dan keuntungan pribadi?

SEBAGAI seorang diplomat senior, seyogianya mantan Du-
bes RI di Tanzania itu harus memberikan keteladanan dan men-
{adi panutan yang baik bagi para diplomat-diplomat muda. Akan
tetapi dalam kenyalaannya ia terpaksa harus mengakhiri karir
diplomatnya itu karena tergelincir dalam mengejar harta Me-
mang sungguh sangal tragis. Akan tetapi seperti kawa pepatah,
tiap celaka pasti ada hikmahnya

Oleili.::una itulah dari peri.s:lw:hsus di Dar-Es-Salam me-
mang Departemen Luar Negeri terutama perlu men il
hikman.nn unl:: memberikan pendidikan dan sp:lelcsi yan?lt‘:fm
bagi calon-calon diplomat yang akan ditempatkan di luar negeri.
Dalam kaitan ini, kita lebih menekankan pada seleksi sifat-sifat
kepribadian, perangai dan akhlak, sehingga mereka nanti tidak
menjadi orang-orang yang memalukan nama bangsa dan negara.
Sebagai seorang diplomat, mereka justru diharapkan dapat men-
Judl duta-duta yang mampu mewakili bangsa dan negara dan se-
kaligus bisa mengangkat dan menambah harum negara kita di
dunia internasional.



Tindakan mantan Dubes Husein Joesoef lersebut bukanlah
suatu hal yang terpuji, dan ini merupakan suatu kemunduran
::flwldiplomt kita. Jika kita menyebut para diplomat kita,

itu tidak lepas dari pepatah "karena nila setitik, rusak susu

Semga para diplomat mencamkan dan menyadari hal itu.***




Pelita

Gading
Gajah Tak
Bisa
Ditolerir

~
Jakarta, (Pelita). LY

Menlu All Alatas mengatakan
Departemen Luar Negeri akan
memanggil diplomat kanr HJ
untuk diminta pertanggungja-
wabannya dalam kasus "gadin
gajah” sebanyak 184 buah. Ha
im dikatakannya di Bandara |
Soekamo-Hatta, Minggu siang,
setibanya dari anm-f)lnun-
lam menghadiri Pertemuan pa-
ra Menlu Asean.

Selanjutnya ditegaskan Ala-
tas, baik secara pnbadi maupun '
posisi Deplu udak bisa membe-
narkan serta mentolerir per-
buatan itu. "Jika nanti memang
HJ betul melakukannya, maka
vang bersangkutan akan diun-
dak tegas,” jelasnya. "Adapun
sangsinya serahkan kepada
pimpinan Deplu™, sambung A-
latas  menjawab  pertanyaan
wartawan tentang bentuk sangsi
mng akan dijatuhkan .kepada

Menurut Alatas, sampai han
im sepenyetahuannya  belum
ada komunikasi resmi dan Ke-
menterian Luar Negeri Tanza-
nia tentang kasus HJ. Oleh ka-
rena itu Deplu R1 belum mera-
sa perlu menyampaikan per-
mintaan niaat. "Yang ada baru
pembicaraan. Jadi ungkatnya
belum negara: baru individu
yang kebetulan dilakukan oleh
seorang diplomat,” tambahnya.

Dalam kaitan ini Alatas juga
menjelaskan bahwa pantangan
bag diplomat yang bertugas di
luar negen melanggar peratur-
an yang berlaku di negara di
muna ia bertugas. "Jika ada di-
plomat asing yang melanggar
peraturan Nezara [ndonesia,
kita pun akan undak dengan te-
gas,” katanya. (aus).
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Kasus Gatling Gajah
Mulai Ritangani Denily

Jakarta, (Pelita).

Mantan Dubes Rl untuk Tanza-
nia Hoesin Joesoef, kemarin telah
menghadap Menlu Ali Alatas di
kamar kerjanya, Deplu Pejam-
bon, untuk memperignggungja-
wabkan perbuatannya berusaha
membawa 184 potong gading ga-
jah dari Tunzama, Selain mengha-
dap Menlu Hoesin Joesoel juga
menemut Seckjen Deplu, dalam
kaitan sama.

Seperti dinyatakan Menlu Ali
Alatas. Minggu siang Jdi Bandara
Soekarno Haua, bahwa Hoesin
Joesoef telah datang ke Jakarta
han Sabtu lalu, dan secepatnya
akan Jdiminla pertanggunyjawab-
annya. “Bila memang Joesoel be-
nar melakukan hal tersebut, maka
Deplu ndak bisa mentolenr dan
akan memndaknya dengan tegas™,
tandasnya.

Numun sepert dikatakan Menlu
beberapa han lalu, sampar han i
belum ada pernyataun resmi Jdan
Kementenan Luar Neyen Tanza-
mia atas perbuatan Hoesin. Yang
ada baru ungkat pembicaraan.

Keberulan kasus tersebut menim-
pa seorang diplomat.

Menlu mengingatkan, pantang-
an para diplomat adalah melang-
gar peraturan yang berlaku Jdi ma-
na ia bertugas. “"Janganlah keke-
balan yang dimiliki disalah arti-
kan", tambah Menlu. “Bahkan ji-
ka ada diplomat asing yang me-
langgar peraturan Negara Indone-
sia, kita pun akan undak™, sam-
bungnya.

Alatas sengaja memanggil Hoe-
sin untuk mengumpulkan (akta
apakah perbuatan tercela itu be-
tul-betul dilakukannya. Jika nanti
memang terbuku melakukan ka-
sus itu, terpaksa akan dikenakan
sangsi. Namun Alatas mengingat-
kan kepada para wartawan, ja-
nganlah media massa memvonis
begitu saja. “"Ben waktu kami un-
tuk mempelajan kasus wu sctelah
menenma dan menganalisa (akta-
nya,"” katanya,

Tidak diperoleh keterangan. sc-
jauh mana kasus tersebut sudah
ditangani Deplu. (aas).
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Menlu : Tidak Ada Pihak Lain Di
Belakang Penyelundupan Gading

JAKARTA (Suara Karya): Menteri
Luar Negeri Ali Alatas menegaskan
bahwa tidak ada orang atau pihak
lain di belakang wusaha pe-
nyelundupan gading gajah ke luar
negeri Tanzania yang dilakukan o-
leh HJ, bekas Duta Besar RI untuk
negeri tersebut. Dan ia mengimbau
supaya kasus itu jangan dipandang
secara umum melekat pada jajaran
diplomat Indonesia.

[Kasus yang mencemarkan nama
baik Indonesia tersebut mendapat

tian cukup besar selama ber-

rapat Ja antara Menlu

Alatas beserta staf dengan Komisi ]

DPR hari Selasa, yang dipimpin o-

leh Wakil Komisi I DPR, R Suhadi
Harjosutarno.

Alatas menjelaskan, penyelidi-
kan secara cermat dan tuntas oleh
Inspektorat Jenderal dan tim Deplu
telah selesai. Berkas penyelidikan
dan bukti - bukti telah diserahkan
kepada Menlu hari Senin.

Menurut laporan pers dan Tan-
zania, HJ beserta istni tanggal 10
Januari ditahan untuk diminta ke-
terangan pihak berwajib Dar Es
Salaam, sehubungan ditemukan
184 potong gading gajah, berbagai
perhiasan dan gading dan kulit bi-
natang di dalam peti kemasnya. Pe-
ti kemas itu sedianya hendak diba-
wa kembali ke Indonesia karena
masa tugasnya telah berakhir. Ben-
da - benda itu ditaksir senilai sete-

ngah sampai satu milyar rupiah.

Peraturan Tanzania melarang
siapa saja membawa keluar gading
gajah dan berbagai jenis binatang
yangdilindungi. Dalam pemeriksa-
an itu dikabarkan HJ mengaku sa-
lah. Dan ia diperbolehkan bali
ke Indonesia karena ‘mempunyai
kekebalan diplomatik,

- Cukong

' "Berdasarkan berita acara dari
penyelidikan Irjen Deplu, terbukti
tidak ada orang atau pihak lain di
belakang HI," jawab Menlu me-
nanggapi pertanyaan seorang ang-
gota Dewan mengenai kemungkin-
an adanya cukong di belakang HJ.

"HJ mengaku gading - gading itu
dibeli dari uang pnbadi, yang di-
kumpulkan dan gajinya selama ti-
ga setengah tahun bertugas di Tan-
zania,” tambah Menlu.

Tanpa merinci hasil penyelidi-
kan, Alatas kembali menegaskan a-
kan memben hukuman kepada HJ
dalam beberapa han ini. Ditam-
bahkan bahwa kewenangan mem-
ben hukuman, selain di tangan
Menlu juga di tangan menteri lain,
misalnya menyangkut kepegawai-
an di tangan BAKN dan peng-
hargaan - penghargaan di tangan
Mensesneg.

Menlu mengakui kasus HJ im
memang mencemarkan citra jajar-
an Deplu. "Sehingga pernah terjadi

ujumlah kondektur bus kota
bila lewat depan kantor Deplu
tidak lagi berteriak, deplu, de-
lu! tetapi, i lldll:{i

ta Alatas setengah berk~'akar
disambut gelak para anggota

Dewan.
Perketat
Dengan sangat Menlu meng-
imbau supaya masyarakat tidak

melihat kasus tersebut melekat
padn profesi diplomat Indoneia.
‘Oknum yang menyeleweng ada
da uu'lr orp dan itu tidak
isa dinilai mewakili citra kese-
luruhan," tambahnya.

Semula seorang anggota De-.

wan meminta pimpinan sidang
supaya kasus ini tidak disiarkan

rs (off the record), dengan a-

san, bila terus menerus dibe-
berkan akan makin menambah
rasa tertekan keluarga HJ selain
makin menjelek - jelekkan De-
plu. Namun permintaan im di-
tentang seorang anggota Dewan
lain, dengan alasan yiaran
kasus 11 justru untuk menun-
jl.ikka.n ketegasan pimpinan De-
plu.

Kasus ini, lanjut Alatas, telah
mendorong pimpinun Depluun-
tuk lebih memperketat lagi, ter-
masuk pengawasan melekat,
dalam hal pengaturan diploma-
tic bag, barang - barang pindah-
an dan melarang para diplomat
menenima titipan barang.

“Dengan pengetatan - peng-
etatan semacam ini dan dengan

rubahan terus dalam meng-
gembleng, khususnya pada pe-
tugas yang lebth mudah, pim-
pinan Deplu berharap dapat
menghilangkan atau setidaknya
mengurangl secara drastis ka-
sus - kasus semacam itu di ke-
mudian han,"” kata Menlu.
(B-3)
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Kasus Mantan Dubes HJ
akan Diselesaikan Tuntas

Jakarta, Kompas P
Inspektorat Jendera r-
temen Luar Negen telah selesai
menyelidiki perkara menyang-
kut mantan Dubes RI untu
Tanzania, HJ, yang dituduh
melakukan penyelundupan 184
buah gading gajah dan kulit
binatang lainnya, permulaan ta-
hun ini. Berkas Acara Pemerik-
saan (BAP) telah diserahkan
kepada Menlu, dan masih dipe-
lajan isinya.
* Demikian dikemukakan
Menlu All Alatas SH, dalam
nBat kerja dengan Komusi
I DPR yang membidang: luar
negert dan hankam, di Gedung
DPR-MPR. Selasa (7/2).
Menurut Alatas, Irjen Deplu
telah selesai menyelidiki perka-
ra tersebut secara cermat dan
tuntas. “Pimpinan Deplu akan
meneniukan hukuman apa
yang ukan diberikan sesuai de-
ngan BAP tersebut,” jelasnya.
Mantan Dubes HJ yany seka-
rang dinonaktifkan dart kedi-
nasannya di Deplu, dalam pem-
ber:taun media massa Ibu Kota
akhir bulan lalu, diduga mem-
bawa barang-baranyg yang ber-
nilai sekitar Rp 0.5 nulyar. Ke-
pady anggow Kumisi [, Menlu
Alatas mengatakan, oda juga
hukuman yanyg dikenakun ter.
hadap HJ yang tidak berada di
bawuh wewenung Deplu. "Se-
perti BAKN dun Mensesney
yang menentukan  golongan
dan pangkatnya,” kata Alatas.
Lebih lanjut dielaskan, apa
yanyg dilakukan vieh HJ bukan
masalah pnbadi. Sevrung Du-
bes, kaw Alawas, tidak bisa me-
lepaskan bahwa ia mewakili
Indunesia. “Dan tindakannya
jela.s mencemarkan citra bang-
sa." jelasnya. Menurut Alatas,
stiwa ini jangan dilihat se-
A sesuatu yang melekat pa-
.da umumnya profesi diplomat.
"Oknum-oknum yang menyele-
‘weny selalu ada di setap
korps.” kawanya.
Cukong
. Selain 1w Menlu Alaes me-
negaskan, dalam BAP vang di-
buat Inen Deplu uduk dapat
aibuktikan  adanya cukong
vang berada di belakang pens-
tiwa membawa gading-gading
gajah dan kulit binatang yang
melanggar undang-undang
Tanzania. Daiam BAP yang di-
umumkan isinya, Alatas me-
ngatakan, yang bersangkutan
(HJ. Red.) membeli barang-ba-
rang tersebut didasarkan atas
penyisihan lmir:’)ga selama 3.5
whun pertugas Jdi ia.
Daiam rapat kerja yang di-
Pimpin oleh Wakil Ketua Komi.
st | Subadi josutamo dari
F-KP tersebut. Alatas menjelas-
kan, sejak semula pimpinan
Deplu memasul:kan integritaz

ke dalam para diplomatnya.
“Profesionslisme s tum-
buh pada integritas pribadi dan
dedikasi yang mendalam terha-
dap pelaksanaan tugas yang pe-
ka.” katanya.

Akibat kasus HJ ini, Alawas
menyatakan pihaknya lebih
meniperketal pengawasan da-
lam pengaturan diplomatic bag
(kantouy diplomatik yang biasa
digunakan mengirim barang-
barang dari dan ke Deplu, bia-
sanya berisi surat dinas, dan
bebas dari pemeriksaan negara
setempat untuk ke luar mau- -
pun masuk.Red.). Dan, para di-
piomat membawa kembali ba-
rang pindahan dilarang untuk
menerima titipan jika melam-
paul batas-batas terentu.

Seusai rapat kerja, kepada
pers Alatas mengatkan untuk
udak terlaiu membesar-besar-
kan. “Nantinya juga kita
umumkan hasilnya seperti
apa,” katanya.

"Off the record”

Puda rapat Kerja tersebut,
Menlu Alatas juga menjelaskan
tentany  perupahan-perubahan
hubungun internasional yang
seRaranyg inl berlangsung dis
ngan sangat cepat. Dikatakan,
di belukang keputusun rujuk-
nya Um Suviet-IRRC, wrdapat
perntunbangan ekonomi dan ke-

ntngan nasional. "Sckarung
ini perubahun begitu cepat dan
tennadi muitipolansas: kekuat-
an-kekuatan ekonomi dun poli-
uk," katanya. ,

Menlu Alatas juga menjelas-
kan kepada para anggota Komi-
si | tentang analisa Deplu ten-
tang perubahan yang tenadi di
Uni Soviet, dulam negen RRC

g dinyatakan off the record
E:: wartawan. Bagian lain
vang tidak untuk disiarkan ada-
lan penjelasan Menlu Alatas
tentang politk luar negeri AB
di bav .-.ﬁ° Guerge Bush yang
baru menjabat sebagai presi-
den.

Menjawab  pertanyaan  ten-
tunyg hubungan HI-RARC dalam
Pelita V nanu, Menlu -Alatas
menygatakan, apa yang dikehen-
daki indunesia iebih diperjelas
seperti vang tercantum dalam
pidato Presiden Soeharto di de-
pan Sidang Umum MPR tahun
lalu. Dikatakan. Indunesia
menghendaxi adanya permyata-
an yang tegas dan jelas (unam-
bignuous) untuk tiduk mencam-
puri urusan dalam negeri Indo-
nesia dan kawasan Asia Teny-
gara. .
"Twdak campur urusan baik
Bernerml.man dan rakyatnya.

an ‘i permintaan wajar dan
sesuui dengan prinsip Dasasila
Bandung yanyg juga dianut
RRC,"katanya. Permintaan In-
donesia i, menurut  Alatas,
ada tangzapen dan pthak RRC:

“Dan proses ini ber,alan terus,”
kata Alatas.
Hubungan dagang
RI-RRC, jelas Alatas,
terus dan meningkal terus yang
juga merupakan proses lain se.
ai perﬂaﬁn bukanya hu.
bungan RI-RRC vang membe.
ku selama lebih dari 20 tahun,

lan
b.gaun‘

Apakah pembukaan hubungan
diplo dengan Beijing
akan terjadi dalam Pelita

V nanti, Alatas mengatakan,
sukar bagi dirinya untuk me-
nentukan hal tersebut.
Tidak mengurangi
Kepada pertanyaan warta-
wan seusai rapat kerja, Menlu
Alatas mengatakan, persiapan
Jakarta Informal Meeting [l
(JIM II) di Hotel Indonesia,
Jakartatanggal 19 Februan
mendatang berjalan  dengan
lancar. Semua faksi yang terli-
bat dalam penyelesaian masz-
lah Kamboja akan datang da-
lam pertemuan tersebut.
Menjawab pertanyaan bahwa
terjadi perubahan yang cepat
akhir-akhir ini da keputusan
bersama RRC-Uni Soviet ten-
tang penyelesaian  masalah
Kambojas apakah kehadiran
RRC-Uni Sowviet pada JIM ‘I
diperlukan, Alatas mengaw-
kan, pertemuan para men-
lu ASEAN baru-baru ini di Bru-
nei Darussalam ada pembicara-
an mengenal bagaimana mem-

perluas pertemuan informal
tersebut setelah JIM 1L
“Indunesia  dan' negara

ASEAN lainnya sepakat untuk
bergerak pada tahapan bersa-
ma terlebih dahulu mencari pe-
nyelesaian,” katanya. Menurut
Alatas ini ;l::: .:eum mengu-
rangi sum sih negara-nega-
r  tersebut terselesalkannya
masalah Kamboja nanti. "Tapi
gadn lhapan ini konsentrasi

IM I1 sebagai penyelesaiun
masalah regional,” jelasnya.
Menurut atas, pertemuan
JIM II nanti adalah untuk me-
mantapkan possisi bersama da.
lam pembentukan pemerintah-
an koalisi Kamboja.

Tentang rencana pertemuan
tiga Gksi Kumboja di bejjing
tunggal 9 Februari nanti atas
undangan Norodom Sihanouk,
Alatas menjelaskan, melalui
pertemuan aan JIM (I
akan !ebih lancar dan terarzh,
Dikatakan, semua dialog yang
terjadi demikian pesat akan

‘menambah momenium penye-

lesaian Kamboja secara kom-
prehensif.

Masalah lain yang dibicara-
kan dalum rapat kena Komusi
[ dan Menlu Alatas mencakup
soal Timor Gap, Gerakan Mela-
nesia Rayus, anggaran scktor
luar negeri Departemen Luar
Negeri, politik internusional,
dizlog Utara-Selatan, dan lain-
nya. irip)
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Kasus gading gajah
ditangani Irjen

Deplu 3.&?.
Jukaria, (AB)

Menteri Luar Negeri
Ali Alatas hari Kamis di Jakarta
menyatakan harapannya bahwa
penvelidikan tentang kasus pe-
nyelundupan 184 gading gajah
vang dapat digagalkan dari Tan-
zania oleh seorang diplomat Rl
(HJ) akan selesai akhir pekan ini.

"Dengan demikian, tindakan
akan segera dilakukan setelah me-
nerima laporan dari Inspektur
Jenderal Deplu'’, kata Alatas ke-
pada pers. Tindakan itu tidak
dapatdilakukanoleh Menlu sendi-
n. sebab ada hal-hal tertentu yanyg
berada di luar kewenangan
Deplu.

Ada hal lun, dimana Deplu ha-
nya berhak mengusulhan, hara-
nya tanpa membenkan gambaran
tentang bentuk sanks apa yang
akan diusulkan itu.

Kasus uwsaha penyelundupan
oleh diplomat karir Deplu yang
dapat digagalkan olch pihak pa-
bean Tanzania itu sempat menja-
Ji pembicaraan hangat dJi kala-
ngan Deplu, masyarakat maupun
DPR.

Beberapa anggota DPR bahkan
mengusulkan agar kepada diplo-
mat ity - jika memang berbuat -
dikenakan undakan tegas, kare-
na ia dinilai telah menodai citra
diplomat dan bangsa Indonesia di
luar negeri. (Ant/2.3)
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Mantan Dubes Rl di Tanzania
Mengaku Salah

Dar Es Salaam, Kamis

Pihak berwajib Tanzania
sempat meminta keterangan
singkat pada mantwan Duta Be-
sar Indonesia untuk negara itu
berkaitan dengan sejumlah ga-
ding gajah berbagai bentuk
yang ditemukan pada peti ke-
mas milik dubes yanq_ hendak
dikapalkan keluar Tanzania.
Gading tersebut ditahan, sete-
lah dubes mengakui tuduhan
pihak berwajib Tanzania, ga-
ding-gading ini diperoleh seca.
ra ilegal. Menlu Ali Alatas dika-
barkan marah atas kasus ini.

Juru bicara Kementerian
Luar Negeri Tanzania. Aidan
Mtoi mengungkapkan peristi-

wa yang “tak menyenangkan”
ini hann Rabu. Dikatakan, Du.
bes HJ dan istrinya ditahan
untuk diminta keterangannya
tanggal 10 Januan lalu me-
nyangkut ditemukannya 184
puteng gading gajah benkut
ukiran dan perhiasan gading
lainnya. Semua im ditemukan
dalam peti kemas milik HJ.

Peu kemas itu seharusnya
berisi barang-barang pribadi
HJ namun polisi Tanzania yang
mungkin sudah curnga memin-
1a untuk melihat isi peti kemas.

Sumber-sumber Deplu di Pe-
jambon, Jakarta, yang dihu-
bung Kompasmengemukakan,
polisi Tanzania menahan peti
kemas ity tanggal 9 Januan dan
dalam pemeriksaan mepemu-
kan banyak gading berikut se-
jumlah kulit binatang -bernilai
mahal.

Menurut Mtoi, berdasarkan
temuan polisi ini, HJ dipanggil
untuk ditanyai mengenai ga-
ding tersebut. "Maaf saya telah
melanggar hukum,” ujar HJ ke-
pada polisi sebagaimana diku-
tip Mtow

Gading-gading ini diduga di-
peroleh secara ilegal. Sumber

Deplu mengemukakan, tindak-

an HJ in1 kelewat nekat karena
sebelumnya pihak Tanzania su-
dah memperingatkan gading

‘Tanzania, mengemukakan

dalam jumlah besar tak bisa
dibawa pulang.

Sumber di Deplu menvgas-
kan, kejadian yang memmpa
HJ ini membuat Menlu Al
Alatas’ marah. Pihak Deplu ba-
ru dibert tahu resmi kejadian
ini pukul 11.00 WIB han Kamis
kemarin, padahal penstwa ini
terjadi sepekan lalu. Pihak Ke-
dubes RI di Dat Es Salaam,
. pi-
haknya belum melapor atau u-
dak segera melapor ke Deplu di
Pejambon karena masalah me-
ru n urusan pribadi HJ.
ak diketahui pasti tindakan

;ml akan diambil atas HJ se-
embalinya di Tanah Air.
Masalah pribadi
Terbongkarmnya kasus ini ke-
tika peti kemas HJ hendak di-
kinm lewat laut. Penyginman
peti kemas yang harusnya ber-
isi barang-barang pnbadi HJ
ini berkaitan dengan akhir ma-
sa Jabatannya selama uga tahun
di Tanzania. Serah wnma di
KBRI Dar Es Salaam sudah
dilukukan 10 Januan lalu. Be-
lum ada dubes pengganti dan
kini dipegang kuasa usaha se-
mentara.

Pihak KBRI mengemuka-
kan, tidak mengetahui tennci
penstiwa (ni karena mengang-

ap hal ini masalah priba HJ
ﬁulus dubes itu sendiri sudah
meminggalkan Tanzania lewat
Amsterdam (Belanda) dan Lon-
don (Inggns) menuju Indonesia
hari Minggu (15D lalu juga
menegaskan, masalah ini meru-
pakan pribadinya.
KBRI jadinya tidak pernah ber-
urusan dengan masalah .

Pihak Tanzania sendiri juga
menilai masalah ini sebagai ma-
salah prnbadi HJ dengan pihak
berwenany negara itu, dan bu-
kan berkaitan dengan pihak
Kedubes. Sikap ini nampaknya
sudah ditunjukkan ketka poli-

si Tanzania yang mengl-_mbungi
HJ sebagai pemilik peti kemas
yang ditahan di Wisma Indone-
sia, dan bukan pada KBRL

Menurut Aidan Mtoi, walau-
pun demikian pi Tanzania
tak bisa menghukum HJ kare-
na yang bersangkutan sudah
mengakhiri masa jabatannya.
“"Kami hanya memintanya un-
tuk segera m-zl dari Tanzania,
dan dia su pergi hari Ming-
gu lalu,” lambahnya.

Tersebar luas
Brrita "tak menyenangkan”
bagi Indonesia ini tersebar luas.
Pihak KBRI di Dar Es Salaam
sendirt mengetahui hal ini le-
wat siaran radio BBC, London
har: Kamis pagl. Kantor-kantor
berita Barat seperti Reuterdan
AFPjuga mengutip pernyataan
Adnan Mtoi. Penstiwa tni sebe-
narnya bagi Kemlu Tanzania
“sudah selesal” sementara
KBRI juga tak diminta untuk
menyatakan penyesalannya.
(AFP/Rir/basppg)
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DARI FERFUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN
FEPUSTAKAAN DARI
DI EANDUNG.

SURAT KETERANGAN
FEFUSTAKAAN DARI
DI YOGYAKARTA.

TELAH MELAKSANAKAN RIZET/PENELITIAN
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TELAH MELAKSANAKAN RIZET/PENELITIAN

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS FADJAJARAN
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UNIVERSITAS " 45 "

Jin. Urip Sumoharjo Km. 4
Telp. 22411 - Telex 71303 Marannu UP
UJUNG PANDANG

Nomor : A.30/FB/U-45/1V/92

l.amp ] Kepada

¥Yth : Bapak Kadit Sospol
Perihal : Permintaan Rekomendasi Sulawesi Selatan

di -

Diung Pandand.

Dengan hormat,

Bersama ini disempailan ke;ar Bapalk, Lahwa
sehubungan dengan ksgiatan manasiaw Falw:ltas Hukum
Universitas “45" untuk pengumpulan behaa/data dalam
rangka penulisan skripsi, kiranye nmahasiswa tersebut
dibawah ini

&

a

N a m =a : HASRAH HASAN
Homor STaumbuk 1 4587060143
I 5 a & HUKUM INTERNASIONAL
Program Studi | ‘ -
Berkenan dapat diberikan rekomerndesi dzlam rangka

studi pendshuluan/riset pada :

! DEPLU SUB DIREKTORAT. PERJANJIAN INTERNASIONAL JAKARTA
| < MABEB POLRI JAKARTA
2 PERPUSTAKAAN LITBANG JAKARTA
+KEPALA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INDONESIA (UIL) JAKARTA
5 KANTOR KEDUTAAN AMERIEA SERIKAT JAKARTA
5 PERPUSTAKAAN UGM DAN PADJAJARAN BANDUNG

dengan judul skripsi | MASALAH PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEIS
TIMEWAAN MISSI DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961

Sekian dan ztas bantuan Bapak bhani ucapakan terima
kasih. -




PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT | SULAWESI SELATAN

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Jend. Achmad Yani No. 2 Telp. 316046, 315867
UJUNG PANDANG

fFrmor
rTat

piran

MBUSAN :

.

H

.

070/ \,%'3(,% /D, U;j!_mg'pandang, l;} Mei 1992,

Biasso
K E P A D 2

YTH, . 1, BAPAX DIREXTUR JENDERAL $DSTAL POLITIK _—
Rekomendasi Penelitian, DEPT. DALAM NEGERT REPUELIK INDONESTA
2. GUEERNTR FDH TINGKAT I JAWA BaRAT
Up. KEPALA DIREXTORAT SSIAL POLITIK
3. GUBERNUR ¥EPALA DAERAH TSTIMEWA YOGYAKARTA
Up. KEPALA DIREKTORAT SOSTAL POLITIK

DI -

T E XK PRa T,

Berdgsarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung pamdagng -
NO . 4.30/FH/U-45/1IV/92 tanggal tidak ada, tentang permintaan izin untuk mengada
kan Penelitian,

Setelah mempelajari rencana Penelitian yang diajukan, dengan ini kami -
harapkan kiranya dapat diberikan Rekomendasi kepada Saudara =

N a m a HASRAH HaSAN

Tempat/tanggal lahir : Maros, 20 Oktober 1968

Jenis kelgminm : Perempuan

Tnstansi/peker jaan ¢ Mah. Fak, Hukum Univ. "45" Ujung pandang

J1. P. ¥Xemerdekaan RT.D/RW.01 Daya Ujung pandang

Mengadakan Penelitiasn dalam rangka penyusunan Scaip
si dengan judul :

"MASALAH PENYALAGUNAAN KEKEBALAN DAN KETSTIMEWASN —
MISST DIPIOMATIK MENURUT KONVENST WINA 1961", Df -

1. Kantor DEPLU Sub, Dir. Perjanjiam Internasional
Di Jakarta

2. Egntor MAEES FOIRI DT Jakarta

3. PERPUSTAKAAN LITBANG DEPLU Di Jakarta

4. Perpustakaagn Univ.Tndonesia di Jakarta

5. Kantor FEDUBES Amerika Serikat Di Jakarta

6. Perpustakaan Univ.Gsjah Mada Yogyakarta dan
Perpustakaan Univ, Pagdjadjaran Bandung di Bamdung,

L amany a z 2 (dua) bulan tmt.20 Mei s/d 20 Juli 1992
Demiki an untuk menjadikan periksa dan sebagal bahan pertimbangan.

A1l a ma ¢t
Bermgksud

An, GUBERNUR KEPALA D&ERAH TINGKAT I
TRAT SIAL POLITIK

BERNUR KDH TX I SULSEL (Sbg.lap). : -

TUA BAKORSTANASDA SULAWEST. : DT PENGAMAN AN
APOLDA SULSEIRA.

BERNUR DKT JAKARTA Up.KADTT SOSPOL DI JKT.
EK AN FAK. HUXUM UNIV. "457 UJUNG PANDANG.
r. HASRAH HASAN,

R S TP,

ub




\RTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENELITIAN & PENGEMBANGAN
JI. Sisingsmengarsja 73 — 75

1076 - 7396356 - 712057 - 770023

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor @ 15 7 Ris/Perpuss VI /1992

Yang bertanda tangan ditawah ini, mensrang«an bahwa @

N a m a : HASRAH HASAN
Feker jaan/Kuliah : BHS. UNIV. 45, UJUNGWEPANJANG
| KTP / No. Pokok Mhs. : 4567060143

AKHIR®
HUKU INTBRNASICUNAL
JL. UgIP oUmCHaRJO Kil. 4

‘ T4ain g k a t

‘ Jurusan

| Al amat

‘ Telah mengadakan riset / penelitian di kantor kami,

Ferpustakaan Badan Litbang Departemen Luar Negeri R.I.
di Jakarta, selama b sberans - - frev~e/mingagu guna
mengumpul kan  / menghimpun datggdata /  buku-buku dalam
rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

" WASALAH PaNYABAHGUNAKAN KoXoSALAN DaN KslolLusdaAN
MIsI DIPLOMATIK MeNURUT KONVeNSI #iNa 1961 "

Demikianlah Surat Keterangan Riset i1ni1 diberikan untuk
dapat dipergunakan sebagalmana mestinya.

1992




ALLEMEN LUAR NESBI
SPUBLIK INDON3SIA

Jakarta, , Juni 1992,-

T 356 /) 72 /5 Kepada Yth,
yirans
hal : Pemberitahwan suvey. Saudara Dekan Fakultas Hulum
Universitas '45
Unjung Pandang.
Menunjuk suret Saudara nemor 30/FH/H1/0-45/IV/92
tanggal 29 April 1992 , parihal tersedut di atas
bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa :
Nanmna ¢ Hasrah Hpsan
Nomor Pokek Mahasiswa: 4587060143/8811302303
Tingcat/Semester ¢ Akhir
Jurusan Hukum Intermasional

s
s JlsPerintis Kemerdekaan Daya Rk I
BRt.D Fo.25 Kil:14 Kota Madya
Ujung Pandang,

telah da“ang ke Direktorat Perjanjian Internasional

\ Departem:n Iuar Negeri dalam rangka Survey/Penelitian
untuk pembuatan Skripei demgan judul 3

\ " MASATLAH PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN MISSI
‘ DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961". e

Alamsat

‘ Demikianlah agar Saudara maklum adanya.

Kepa & Tata Usaha
Direktorgt Perjanjian Internasional
|
‘ Ds’ Wa.h.vu SH

NIP., 020001418«




RTEMEN LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 1 Juni 1992
: 0OF6/D.F.D./ 1992 Kepada Yth.
: - Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Pemberitanuan Survey Universitas " 45 "

di

Ujung Pandang

Menunjuk surat Saudara No : A. 30/FH/HI/U-
45/1Vv/82 tanggal 29 April 1992, perihal tersebut
diatas, bersama ini dengan hormat kami beritahukan
bahwa

NAMA : HASRAH HASAN

NO. POKOK/NIRM : 4587060143/8811302303

Tingkat/Semester : Program SI

JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

ALAMAT : J1. Urip Sumoharjo Km 4,
Telah datang pada hari Rabu sampai dengan hari Sabtu
( 27 s/d 30 Mei 1992 ) ke Direktorat Fasilitas
Diplomatik, Departemen Luar Negeri dalam rangka
SURVEY/PENELITIAN untuk pembuatan Skripsi dengan judul

MASALAH PENYALAH GUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN
MISSI DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Fasilitas Diplomatik
U.b.
Act Kepala.Bagian Tata Usaha

— 2

-

DRA DAHLIAR SALIM

NIP . 020001365



RREITAL 48" ILIUNG PANDANG
» VLT ANE HUKUH
RIF SUNQUARJO RM. 4

" ?ﬂ:?ﬁ?fﬁ?ﬁfhﬁ:E§7TV/92

P Ay
1zl
Repauda
7Ll ;Kqulq ?a-pagrau.acm Uni\(exe,rms -lrﬁonesiq (P- Fax Hukam) -
di- Jakaciq
Dengan hormat,
Dizampaikan kepada saudara, tahve mahasiswa
Fakultas Hakum Unlversitas ' 5" :
N AN A : EASRLE HASAN - q
_“-H“P POKOY/BIRN  : 4587060145/6811302303
JUFUSAN RKON INTERMASICNAL
-D
ALAHAT L PU Um- /4 KeC BIRINGKANAYA RK I- RT-0 [Deau
Dayq Uyung Pondbgg<E“L Sel) -
Kran menyusun PaFP‘;SPl-p vams mﬁr"y“kw“ ghingio
Jdard kunikelom Fakultes Fukum Usiversits.: ":5”. 7 TS
l Kami hJ.ﬁg-un robijaksunran saudsra kivanyal o
| neLnDe: A baaluki. twpeld azhasisw’ wersers.-
| . Larupv Sorun nuMpen Lufordas;.
las . Audie. peper/sknipsi C MASLILR PENYLLAHGUNAAK KEZEEALAN JAN

' KEXSTIMEWAAN MISSI DIPLOMATIK MBNURUT

KONVENSI WINA 1961
stax  gontuan dan kerjasananva terleb il danolt  rami
uzapban terima kasih.

) Rgndaug ,29 April 1992
ferse bt diatas ; ’

lah Mergada Kan.
di Fb—pusmLmqn FHUT
ql 20 DU S/d 20 _puni




DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

h UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Tilp. No 83271 s/d 83278 Bandung - 40132
%

SURAT XETERANGAN
Nomor : 852/PT06 H16/1/N/1992,-

Kepala UFT Perpustakaan Universitas Padjazdjzran Bandung
menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
"45" Ujungpandang :

Nama : HASRAH HASAN
No.Pokok/NIRM : 4L587060143/8811302303
Jurusan : RUKUM INTERNASIONAL.
Alamat : J1, PE, Daya Km, 14 XMUP/
Ujungp=ndang

telah mengadakan/melaksanakan studi literatur di UPT
Perpustakaan Universitas Padjadj=ran Bancung

emikian agar surat keterangan ini dsnat dinercunakan
ebagaimana mestinya,

|

Bandung, 17 Juni 1992



SURAT KETERANGAN
No.238./Per/p/IIID/19. 32

Yang bertanda tangn di bawah ini,

Nama s Dra. Atty Murniati
NIP : 130 522 134
Jabatan

: Kepala Urusan Perpustakaan FH. Unpad.
~ Menerangkan bahwa :

Nema s JUSRAT [ASAN . | . . ... 4.4 .
‘No. Pokok f SRVIA02003. . (e e & o w
Progranm R e L T
Jurusan : Jukym Ipternasional « + ¢ o & o .

Alamat s Jl.X.feperdgkaan Ujugz.Pendang . .

Telah mengunjungi Perpustakaan FH. Unpad. dalam rangka studi
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